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pendek panjang
Fat¥ah a ±
Kasrah i ³
¬ammah u ­
b. Diftong yang sering dijumpai dalam tranliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya bayn (ﻦﯿﺑ) dan qawl (لﻮﻗ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
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jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
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Menurut al-Bukh±riy, hadis ini ….
Al-Bukh±riy berpendapat bahwa hadis ini …
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Al-ris±la¯ li al-mudarrisah
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Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa
Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas,
misalnya, perkataan Alquran (dari Al-Qur’±n), Sunnah, khusus dan
umum. Bila istilah itu menjadi bagian yang harus ditransliterasi
secara utuh, misalnya :
F³ ¨il±l al-Qur’±n
Al-Sunnah qabl al-tadw³n
Al-ibra¯ b³ ‘um­m al-lafz l± bi khu¡­¡ al-sabab
7. Laf§ al-Jal±lah (ﷲ) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mu«±f ilayh (frasa nomina),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya :
d³null±h bill±h
Adapun t±’ marb­¯ah diakhir kata yang disandarkan kepada laf§ al-
Jal±lah, ditransliterasi dengan huruf ¯. Contohnya : hum f³ ra¥matill±h
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B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :
1. swt. = sub¥±nah­ wa ta’±la
2. saw. = ¡all± All±hu ‘alayhi wa sallam
3. a.s. = ‘alayhi al-sal±m
4. H. = Hijrah
5. M. = Masehi
6. s. M. = sebelum Masehi
7. w. = wafat
8. QS....(...): 4 = Quran, Surah ...., ayat 4
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ABSTRAK
Nama : Fatmawati
Nim : P0103030016
Judul Disertasi : IMPLEMENTASI HAK POLITIKPEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ISLAMDI SULAWESI SELATAN (Studi pada LembagaLegislatif Sulawesi Selatan)
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kurang terimplementasikannyahak-hak politik perempuan dan belum optimalnya upaya yangdilakukan untuk mewujudkan kesetaraan jender (gender equality) padasemua lini kehidupan. Fakta yang dapat dikemukakan di antaranyabahwa hak-hak politik yang dimiliki perempuan belum sepenuhnyaterimplementasikan secara nyata dalam masyarakat. Peran-peranpolitik yang sering dibebankan kepada perempuan hanya berkisar padahal-hal yang bersifat domestik, seperti mengurusi keuangan, konsumsidan lain sebagainya. Sementara, peran dan hak perempuan sebagaisalah satu penentu kebijakan dalam bidang pemerintahan misalnya,lebih banyak didominasi kaum laki-laki.Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik membahasjudul tersebut dengan tujuan untuk membuka kran-kran kebebasanterhadap perempuan untuk turut serta mengisi pembangunan, bukanhanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Tulisanini berupaya memaparkan pandangan hukum Islam mengenaikeikutsertaan perempuan dalam ranah publik. Permasalahan yangdiangkat adalah bagaimana Islam berbicara tentang politik,perempuan, hak-hak politik perempuan, dan implementasipemahaman keislaman masyarakat Islam Sulawesi Selatan terhadapketerlibatan perempuan dalam dunia politik, serta melihat kendala dansolusi yang ditawarkan.Tulisan ini menggunakan metode library research (data pustaka)dan field research (data lapangan) yang dilakukan dalam beberapatahap dengan menggunakan beberapa pendekatan (eksegesis, yuridis,historis dan sosiologis) dan tehnik analisis data deskriptif kualitatif.DPRD Sulawesi Selatan dan Kota Parepare sebagai sampel, 6 (enam)orang anggota legislatif Sulawesi Selatan dan 3 (tiga) orang anggotaDPRD Kota Parepare sebagai populasi, serta Muhammadiyah danNahdlatul Ulama (NU) sebagai representasi pandangan masyarakatIslam Sulawesi Selatan. Penelitian ini pula tentu tidak terlepas padapenggunaan metode pengamatan langsung di lapangan.Islam telah memberikan hak-hak politik yang sama kepadaperempuan dan laki-laki. Hak-hak politik perempuan antara lain: hakuntuk ikut berbicara (memberi nasehat, mengoreksi, danbermusyawarah), hak untuk memilih dan dipilih, hak baiat, hak jihaddan berpartisipasi dalam politik.Faktanya bahwa parlemen masih dikuasai oleh laki-laki 92,84%,sementara perempuan hanya 7,16%. Kondisi riil ini disebabkanbeberapa faktor, di antaranya : Faktor penafsiran yang bias jender,faktor pendidikan, dan faktor budaya Sulawesi Selatan. Budayapangaderreng yang begitu mulia dan dimaksudkan untuk memuliakanperempuan, ketika diejawantahkan secara berlebih-lebihan justeru
xv
menjadi bumerang bagi perempuan dalam bentuk pengekanganaktifitas perempuan di luar rumah. Di tambah lagi dengan stereotypenegatif yang dilekatkan pada perempuan sebagai makhluk lemah,lembut, dan emosional yang memberi dampak pada pembagian kerjayang tidak seimbang. Oleh karenanya, diperlukan upaya reinterpretasiterhadap budaya-budaya yang ada.Dari legislator perempuan yang dijadikan objek penelitianmenunjukkan bahwa mereka telah berjalan pada koridor yang telahdigariskan oleh Islam. Sebagai legislator, mereka tidak mengabaikantugas dan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Halini berarti bahwa perempuan Sulawesi Selatan boleh ikut berpartisipasidalam dunia publik, termasuk dalam dunia politik. Akan tetapi, darisedikitnya wakil perempuan di parlemen – dan seringnya kodratperempuan dijadikan senjata pelarangan aktifitas perempuan di duniapublik, membuktikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan belummemberikan kepercayaan sepenuhnya kepada perempuan untuk dudukbersama laki-laki di parlemen. Perempuan yang ingin berpolitik harusmemenuhi beberapa syarat, yaitu harus memiliki iman dan taqwa(imtaq), kemampuan intelektual, dan harus memiliki skill atauketerampilan yang memadai di bidangnya.Oleh karenanya, pekerjaan rumah bagi perempuan untukmembuktikan bahwa kekhawatiran dan kekurangpercayaan masyarakatkepada perempuan tidaklah proporsional. Perempuan harus mamputampil mengambil peran di berbagai sektor kehidupan, dengan terlebihdahulu berusaha semaksimal mungkin melepaskan persepsi negatifyang dilekatkan kepada perempuan, dengan mereformasi kapasitaskeilmuan dan kepemimpinannya. Sebab, untuk mengangkat harkat danmartabat perempuan, harus dimulai dan dilakukan oleh perempuan itusendiri.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Memberontak terhadap pandangan inferior (sebagai manusia
bawahan, rendah dan kurang baik) bagi kaum perempuan yang
menyadari posisi dan hak-haknya merupakan sebuah keharusan. Sebab
pandangan inferior ini membuat posisi kaum perempuan tersudut dan
tidak diuntungkan.
Hak-hak dan peranan kaum perempuan selalu dianggap sebagai
problem intelektual sepanjang sejarah manusia, sehingga muncul
berbagai pandangan yang berbeda dan terlebih lagi jika dikaitkan dari
berbagai aspek seperti agama, filsafat, sistem sosial dan sebagainya.
Dari perbedaan pandangan tersebut memunculkan berbagai faham
antara pro dan kontra mengenai posisi kaum perempuan di pentas
dunia.
Banyak aktifis dan pemerhati masalah perempuan bangkit
mengecam anggapan dan pandangan yang mendiskreditkan kaum
perempuan. Namun tidak sedikit pula kaum perempuan yang tidak
pernah merasa aneh dengan perlakuan kurang adil terhadap hal yang
diperankannya. Sebuah hal yang sangat ironis memang, sebab di tengah
banyaknya protes dari komunitas kaum perempuan tidak sedikit pula
kaum perempuan yang merasa biasa-biasa saja, bersikap no problem
dengan pandangan-pandangan yang memojokkan dirinya. Cukup
2banyak kaum perempuan yang tidak merasa tertindas dalam struktur
dan sistem yang menindas dirinya. Betapa banyak kaum perempuan
yang merasa biasa-biasa saja kalau ia berposisi sebagai objek, dan
bukan subjek. Betapa banyak pula kaum perempuan yang menikmati
hidup dieksploitir tanpa menyadari diri, Kalaupun ia sadar, sangat sulit
dan terkadang enggan bangkit dari keterpurukan karena dia pun sudah
sangat menikmati hasil eksploitasi dirinya tersebut.
Bangkit dari keterkungkungan sejarah masa lampau yang telah
memposisikan perempuan sebagai makhluk nomor dua  merupakan
sikap yang harus diacungi jempol. Sebab, mengubah dan memperbaiki
sesuatu yang telah menjadi konsumsi dan pemahaman masyarakat
secara umum tidaklah semudah membalik telapak tangan.
Pemahaman awal tentang keberadaan perempuan ini berangkat
dari interpretasi ayat al-Qur’an QS. al-Nisa (4): 1 :
 َﺎﮭْﻨِﻣ ََﻖﻠَﺧَو ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺲَْﻔﻧ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا ُﻢُﻜﱠﺑَر اُﻮﻘﱠﺗا ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾ
 ِِﮫﺑ َنُﻮﻟَءﺎََﺴﺗ يِﺬﱠﻟا َ ﱠﷲ اُﻮﻘﱠﺗاَو ًءﺎَِﺴﻧَو اًﺮِﯿﺜَﻛ ًﻻﺎَﺟِر ﺎَُﻤﮭْﻨِﻣ ﱠَﺚﺑَو َﺎﮭَﺟْوَز
 َﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ َمﺎَﺣَْرْﻷاَوًﺎﺒِﯿﻗَر ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ َنﺎ
Terjemahnya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telahmenciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allahmenciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allahmemperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
3hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga danmengawasi kamu.1
Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna nafs
pada ayat tersebut.2 Perbedaan interpretasi terhadap QS. al-Nisa (4): 1
ini memberikan implikasi dan dampak negatif pada beberapa aspek
kehidupan perempuan. Dampak negatif yang paling nampak ke
permukaan adalah perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik,
1Terjemahan ayat-ayat disesuaikan dengan terjemahan Departemen Agama
RI. Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putera, 1989), h. 114.
2Di antara pendapat tersebut adalah : Al-Qurtubiy misalnya dalam Tafsir
Jami’ li a¥kam al-Qur’an mengatakan bahwa nafs wa¥idah berarti Adam. Lihat
Muhammad al-Qurtubiy, Tafsir al-Qurtubiy, Jilid I (Cet. I; Kairo: Dar al-Kalam,
1966), h. 3; Muhammad Husain al-ªahabiy, Tafsir wa al-Mufassir­n, Juz II (Beirut:
Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, t.th.), h. 457. Abi al-Su’ud menyandarkan penafsirannya
tersebut pada hadis Bukhari Muslim bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk.
Lihat Abi Su’­d, Tafsir Abi Su’­d, Jilid I (Kairo: Dar al-Mushaf, t.th.), h. 637). Fakhr
al-Din al-Razi dalam tafsir Mafati¥ al-Gayb atau lebih dikenal dengan tafsir al-
Kabir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ﺎﮭﺟوز ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﺧو ada dua
pendapat yaitu ﺎﮭﺟوز bermakna Hawa yang diciptakan dari bagian tubuh Adam yaitu
tulang rusuk dan ﺎﮭﺟوز yang berarti Hawa yang diciptakan dari jenisnya sendiri.
Beliau mengatakan bahwa seandainya Hawa diciptakan dari jiwa yang lain maka
manusia berasal dari dua jiwa (min nafsain). Ditambahkan pula bahwa dinamakan
Adam karena diciptakan dari tanah (ضرﻷا ﻢﯾدﻷا), sedang wanita itu dinamakan Hawa
karena diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang berarti sesuatu yang hidup. Lihat
Fakhr al-Din al-Razi, Tafsir Mafati¥ al-Gayb, Jilid V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-
’Ilmiyah, 1990), h. 131. Kata ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ dimaknainya sebagai Adam dan ﺎﮭﺟوز ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﺧ
adalah bahwa Allah menjadikannya dari nafs wa¥idah (Adam) itu isterinya sebagai
penyempurna/pelengkap dan teman hidup. Lihat Ibnu Jarir al-°abariy, Tafsir al-
°abariy, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1992), h. 565-566).  ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﺧ
ﺎﮭﺟوز dipahaminya sebagai Hawa. Lihat Burhanuddin al-Biqa’iy, Na«m al-Durar fi
Tanasub al-²yat wa al-Suwar, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah. 1995),
h. 204). Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam. Tulang
rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah kiri Adam. Lihat Ab­ al-Fa«l
Syihab Mahmud Afandi al-Al­si al-Baghdadi, R­h al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an, Jilid
I (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turas, t.th.), Jilid II, h. 180). Kata Adam berarti bangsa
manusia. Dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan Hawa,
Mahmud Yunus tidak menyinggung bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh
Adam atau tulang rusuk. Mahmud Yunus, Tafsir Al-Qur’an Karim (Jakarta:
Hidakarya Agung, 1993), h. 243.
4makhluk dalam rumah. Hal ini diperluas lagi dengan “pelarangan”
kaum perempuan untuk aktif di luar rumah. Muncullah klaim-klaim
yang mengatasnamakan peraturan dan ketentuan agama untuk
menghalangi dan mengekang kebebasan perempuan mengekspresikan
keterampilan yang dimilikinya. Kesemuanya itu memenangkan dan
memerdekakan sekelompok manusia bernama laki-laki.
Keikutsertaan perempuan dalam percaturan politik misalnya
sering menjadi bahan perbincangan yang hangat. Perempuan bagai
makhluk luar angkasa yang selalu menarik perhatian untuk
diperdebatkan, boleh tidaknya ikut serta dan terjun langsung dalam
dunia yang dianggap sebagai dunia lelaki. Meskipun akhir dari diskusi
itu terkadang membuat keputusan yang sangat tidak adil. Ataukah
kesimpulan akhir dari dialog tersebut adalah sebaliknya, yakni
bolehnya perempuan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan luar
rumah. Akan tetapi, fakta terkadang berbicara lain. Ketika laki-laki
tersebut kembali ke rumah tangganya sebagai suami dan kepala rumah
tangga, di sinilah hak-hak perempuan diabaikan dengan dalih yang
membuat perempuan sangat sulit untuk memilih dan menentukan
sikap.
Klaim yang mengatakan bahwa keikutsertaan kaum perempuan
dalam dunia politik terkadang memicu pertengkaran dalam rumah
tangga, dikarenakan terbengkalainya tugas-tugas utama dan tugas
pokok sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Klaim inilah yang
sering dimunculkan ketika membahas tentang kebolehan kaum
5perempuan terjun dalam dunia politik. Kenyataannya bahwa ikut serta
tidaknya perempuan dalam dunia politik bukanlah satu-satunya pemicu
keretakan rumah tangga. Tetapi juga sangat tergantung pada suami
sebagai mitra sejajar isteri dalam membina rumah tangga.
Kemampuan seseorang menjadi seorang pemimpin bukanlah
berdasar pada jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan), tetapi
terlebih pada kemampuannya berlaku adil dan memimpin jalannya
roda pemerintahan. Sebab pada dasarnya, naluri untuk memimpin itu
senantiasa dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini tidak terlepas dari
fungsi kemanusiaan sebagai penghuni bumi, atau sangat sesuai dengan
tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan
dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 30 bahwa manusia adalah
khalifah di muka bumi.3
Hal serupa juga dikemukakan dalam sebuah hadis :
 ﱡﻠَُﻜﻓ ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو ٍعاَر ْﻢُﻜ.4
3QS. Al-Baqarah (2): 30 :
 َﯾَو َﺎﮭِﯿﻓ ُﺪِﺴُْﻔﯾ ْﻦَﻣ َﺎﮭِﯿﻓ ُﻞَﻌَْﺠَﺗأ اُﻮﻟَﺎﻗ ًَﺔﻔِﯿﻠَﺧ ِضَْرْﻷا ِﻲﻓ ٌﻞِﻋﺎَﺟ ﻲﱢِﻧإ ﺔَِﻜﺋَﻼَﻤِْﻠﻟ َﻚﱡﺑَر َلَﺎﻗ ِْذإَو ُِﻚﻔْﺴا ﻲ ﱢِﻧإ َلﺎ َﻗ َﻚ َﻟ ُس ﱢَﺪُﻘﻧَو َكِﺪْﻤَِﺤﺑ ُﺢﱢﺒَُﺴﻧ ُﻦَْﺤﻧَو َءﺎَﻣ ﱢﺪﻟ
 َنﻮَُﻤﻠَْﻌﺗ َﻻ ﺎَﻣ َُﻢﻠَْﻋأ
4Teks lengkap hadis ini adalah :
 ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِ ﱠﷲِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُِﻢﻟﺎَﺳ ِﻲﻧََﺮﺒَْﺧأ َلَﺎﻗ ﱢيِﺮْھ ﱡﺰﻟا ِﻦَﻋ ٌﺐْﯿَﻌُﺷ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ ِنﺎََﻤﯿْﻟا ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﻰﱠﻠ َﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮ ُﺳَر َﻊِﻤ َﺳ ُﮫ ﱠَﻧأ ﺎﻤﮭﻨﻋ ﷲ ﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ
 ﱠﯿِﻋَر ْﻦ َﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ َُﻮھَو ٍعاَر ُمﺎَﻣ ِْﻹَﺎﻓ ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣَو ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ُلُﻮَﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ْﻦ َﻋ ٌلُﻮﺌ ْﺴَﻣ َﻮ ُھَو ٍعاَر ِﮫ ِﻠَْھأ ﻲ ِﻓ ُﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟاَو ِﮫ ِﺘ ِﮫ ِﺘﱠﯿِﻋَر
 َﻮ ُھَو ٍعاَر ِهِﺪﱢﯿ َﺳ لﺎ َﻣ ﻲ ِﻓ ُمِدﺎ َﺨْﻟاَو ﺎ َِﮭﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦ َﻋ ٌَﺔﻟُﻮﺌ ْﺴَﻣ َﻲِھَو ٌَﺔﯿِﻋاَر َﺎﮭِﺟْوَز ِﺖَْﯿﺑ ِﻲﻓ َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ْﻦ ِﻣ ِءَﻻُﺆ َھ ُﺖْﻌِﻤ ََﺴﻓ َلﺎ َﻗ ِﮫ ِﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦ َﻋ ٌلُﻮﺌ ْﺴَﻣ
 ُﺐِﺴَْﺣأَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ﱡﻠَُﻜﻓ ِﮫ ِﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦ َﻋ ٌلُﻮﺌ ْﺴَﻣ َﻮ ُھَو ٍعاَر ِﮫ ِﯿَﺑأ ِلﺎ َﻣ ﻲ ِﻓ ُﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟاَو َلﺎ َﻗ َﻢﱠﻠ َﺳَو ِﮫ َْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا ٍعاَر ْﻢ ُﻜ
 ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو(نﻮﯾﺪﻟا ءاداو ضاﺮﻘﺘﺳﻷا بﺎﺘﻛ :ىرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ)
Lihat al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin
Bardizbah  al-Bukhariy, ¢a¥i¥ al-Bukhariy (Kitab al-‘Itq), Juz  III (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1992),
h. 174-175.
6Artinya :
‘…maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintaipertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya.’5
Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap individu
adalah pemimpin dalam tugasnya masing-masing dan bertanggung
jawab atas apa yang dikerjakannya. Dari ayat dan hadis yang sering
dijadikan sebagai argumen menentang keikutsertaan perempuan dalam
percaturan politik, ternyata tidak sedikitpun memberi statement
ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin/tokoh politik.
Malah dari dasar hukum tersebut memberikan peluang yang sangat
besar kepada kedua kelompok anak manusia untuk bersaing secara
sehat dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi
tanggung jawabnya.
Seorang pemimpin adalah orang yang dituntut mampu
menjalankan fungsi kepemimpinannya sejak merencanakan,
menggerakkan, mengadakan evaluasi dan penyempurnaan. Karenanya,
seorang pemimpin membutuhkan kesiapan fisik, psikis dan
kemampuan (skill) sesuai dengan ruang lingkup atau karakter
seseorang itu berkiprah.6
5Terjemahan penulis. Kualitas hadis adalah shahih. Hadis ini adalah
penegasan Rasul mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing
dalam rumah tangga.
6N. Hendarsyah Ar, “Kepemimpinan Perempuan ditinjau dari Syariat Islam”,
Majalah al-Muslimat, t. dt., h. 83.
7Dalam syariat Islam, persoalan kepemimpinan ini merupakan
persoalan yang tidak mudah. Sebab, ia memerlukan tanggung jawab
yang tidak ringan, bahkan lebih jauh, harus dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah. Tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya sekedar
mempertang-gungjawabkan terpenuhinya kebutuhan lahiriah, seperti
ketenteraman, kesejahteraan dan kepuasan duniawi lainnya, tetapi
masih terdapat tanggung jawab yang sifatnya lebih mendasar; yakni
tanggung jawab ruhaniah, baik yang dilakukan oleh diri pemimpin
dalam melaksanakan proses kepemimpinannya, atau yang dilakukan
oleh anggota keluarga/ masyarakat yang berada di bawah
kepemimpinannya.
Beberapa pendapat yang kontroversial mengenai boleh tidaknya
seorang perempuan menjadi tokoh politik atau pemimpin sebagai
berikut :
Pendapat yang melarang perempuan menjadi pemimpin
mendasarkan argumennya pada tiga hal, yaitu :
1. QS. al-Nisa’ (4) ayat 34 :
 ُﮭَﻀَْﻌﺑ ُ ﱠﷲ َﻞ ﱠَﻀﻓ ﺎَِﻤﺑ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻰﻠَﻋ َنﻮُﻣا ﱠَﻮﻗ ُلﺎَﺟ ﱢﺮﻟا اُﻮَﻘﻔَْﻧأ ﺎَِﻤﺑَو ٍﺾَْﻌﺑ َﻰﻠَﻋ ْﻢ
 ْﻢِِﮭﻟاَﻮَْﻣأ ْﻦِﻣ...
Terjemahnya :
‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenaAllah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
8sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telahmenafkahkan sebagian dari harta mereka…’7
2. Hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas
dibandingkan laki-laki, demikian juga dalam sikap keberagamaannya.
… َﻓ ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻞَْھأ ََﺮﺜَْﻛأ ﱠﻦُُﻜﺘﯾُِرأ ﻲﱢِﻧَﺈﻓ َﻦْﻗ ﱠﺪََﺼﺗ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﯾ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َِﻢﺑَو َﻦُْﻠﻘ
 ََﺐھَْذأ ٍﻦﯾِدَو ٍﻞْﻘَﻋ ِتﺎَِﺼﻗَﺎﻧ ْﻦِﻣ ُﺖَْﯾأَر ﺎَﻣ َﺮﯿِﺸَﻌْﻟا َنُْﺮﻔَْﻜﺗَو َﻦْﻌﱠﻠﻟا َنِْﺮﺜُْﻜﺗ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ
 ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َﺎِﻨﻠْﻘَﻋَو َﺎِﻨﻨﯾِد ُنﺎَﺼُْﻘﻧ ﺎَﻣَو َﻦُْﻠﻗ ﱠﻦُﻛاَﺪِْﺣإ ْﻦِﻣ ِمِزﺎَﺤْﻟا ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ﱢُﺐِﻠﻟ
 َلَﺎﻗ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ َﻦُْﻠﻗ ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ِةَدَﺎﮭَﺷ ِﻒِْﺼﻧ َﻞْﺜِﻣ َِةأْﺮَﻤْﻟا ُةَدَﺎﮭَﺷ َﺲَْﯿَﻟأ
 ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ َﻦُْﻠﻗ ْﻢَُﺼﺗ َْﻢﻟَو ﱢﻞَُﺼﺗ َْﻢﻟ ْﺖَﺿﺎَﺣ اَِذإ َﺲَْﯿَﻟأ َﺎِﮭﻠْﻘَﻋ ِنﺎَﺼُْﻘﻧ
.َﺎِﮭﻨﯾِد ِنﺎَﺼُْﻘﻧ8
Artinya :
7Departemen Agama RI., op. cit., h. 123. Kata qawwam dalam Al-Qur’an
terulang sebanyak tiga kali, yaitu QS. al-Nisa (4): 34 dan 135 serta QS. al-Ma’idah
(5): 8. Dalam tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus, dan Departemen Agama)
kata qawwam di dua ayat (QS. al-Nisa (4): 135 dan QS. al-Ma’idah (5): 8) tidak
diterjemahkan dengan “pemimpin”, tetapi dengan “berdiri karena Allah”, “lurus
karena Allah”, “orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah”.
8Selengkapnya hadist ini adalah :
- ََﻢﻠ َْﺳأ ُﻦ ْﺑا َﻮ ُھ ٌﺪ ْﯾَز ﻲ ِﻧََﺮﺒَْﺧأ َلﺎ َﻗ ٍﺮ َﻔْﻌَﺟ ُﻦ ْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎ َﻧََﺮﺒَْﺧأ َلﺎ َﻗ ََﻢﯾْﺮ َﻣ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑ ُﺪﯿِﻌَﺳ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ِﻦ ْﺑ ِضﺎ َﯿِﻋ ْﻦ َﻋ  َﻢﱠﻠ َﺳَو ِﮫ َْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮ ُﺳَر َجَﺮ َﺧ َلﺎ َﻗ ﱢيِرْﺪ ُﺨْﻟا ٍﺪﯿِﻌ َﺳ ﻲ َِﺑأ ْﻦ َﻋ ِ ﱠﷲِﺪ ْﺒَﻋ ﻲ ِﻓ ﻰ َِﻟإ ٍﺮ ِْﻄﻓ َْوأ ﻰَﺤ َْﺿأ ﺎﱠﻨﻟا ِﻞَْھأ ََﺮﺜَْﻛأ ﱠﻦُُﻜﺘﯾُِرأ ﻲﱢِﻧَﺈﻓ َﻦْﻗ ﱠﺪََﺼﺗ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﯾ َلَﺎَﻘﻓ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻰﻠَﻋ ﱠﺮََﻤﻓ ﻰﱠﻠَﺼُﻤْﻟا ِ ﱠﷲ َلﻮ ُﺳَر ﺎ َﯾ َِﻢﺑَو َﻦُْﻠَﻘﻓ ِر  ِﻣ ُﺖَْﯾأَر ﺎَﻣ َﺮﯿِﺸَﻌْﻟا َنُْﺮﻔَْﻜﺗَو َﻦْﻌﱠﻠﻟا َنِْﺮﺜُْﻜﺗ َلَﺎﻗ ﱠﻦُﻛاَﺪ ِْﺣإ ْﻦ ِﻣ ِمِزﺎ َﺤْﻟا ِﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا ﱢُﺐِﻠﻟ ََﺐھَْذأ ٍﻦﯾِدَو ٍﻞْﻘَﻋ ِتﺎَِﺼﻗَﺎﻧ ْﻦ ِةَدَﺎﮭ َﺷ ِﻒ ِْﺼﻧ َﻞ ْﺜِﻣ َِةأْﺮَﻤْﻟا ُةَدَﺎﮭَﺷ َﺲَْﯿَﻟأ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َﺎِﻨﻠْﻘَﻋَو َﺎِﻨﻨﯾِد ُنﺎَﺼُْﻘﻧ ﺎَﻣَو َﻦُْﻠﻗ َلﺎ َﻗ ﻰ ََﻠﺑ َﻦ ُْﻠﻗ ِﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا  ُْﻘﻧ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ ﺢﯿﺤﺻ) .ﺎ َِﮭﻨﯾِد ِنﺎ َﺼُْﻘﻧ ْﻦ ِﻣ ِِﻚﻟَﺬ َﻓ َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ َﻦُْﻠﻗ ْﻢَُﺼﺗ َْﻢﻟَو ﱢﻞَُﺼﺗ َْﻢﻟ ْﺖَﺿﺎَﺣ اَِذإ َﺲَْﯿَﻟأ َﺎِﮭﻠْﻘَﻋ ِنﺎَﺼ(ﺾﯿﺤﻟا بﺎﺘﻛ :ىرﺎﺨﺒﻟا
Lihat Al-Imam al-Bukhariy, op. cit. (Bab Tark al-Haid al-Shaum), Juz  I , h. 99.
Hadis ini kualitasnya masih diperselisihkan. Ada pendapat bahwa hadis ini tidak
mutawatir dan tidak pula masyhur. Bahkan di kalangan ahli hadis sendiri
menganggap hadis ini statusnya dzanniy. Kurangnya akal dapat berarti kurangnya
kemampuan akal dan kurangnya aktifitas akal. Pada masa itu, kaum wanita masih
langka (sedikit sekali) yang punya kemampuan, berkreasi, dan ini dapat dimaklumi
karena wanita baru mendapat kebebasan untuk hidup (dihargai sebagai manusia),
yaitu sejak Muhammad menjadi rasul utusan Tuhan. Lihat  Zaitunah Subhan, Tafsir
Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur’an (Cet. I; Yogjakarta: LKis,
1999), h. 62.
9‘Hai para wanita, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalianpaling banyak penghuni neraka”. Kemudian para wanita bertanya:“Mengapa ya Rasul?”. Rasul menjawab, “Kalian banyakmengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidakpernah melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanyadapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorangdi antara kalian”. Mereka bertanya, “Di mana letak kekurangan akaldan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Bukankahkesaksian seorang wanita setara dengan separuh kesaksian pria?”.Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda, “Itulah kekuranganakalnya. Bukankah bila wanita sedang haid tidak shalat dan tidakpuasa?”. Mereka berkata : “Betul”. Rasulullah saw. bersabda :‘Begitulah kekurangan agamanya.
3. Hadis yang menyatakan keruntuhan suatu kaum yang
menyerahkan suatu urusan kepada perempuan.9
… َةأَﺮْﻣا ُُﻢھَﺮَْﻣأ اْﻮﱠﻟَو ٌمَْﻮﻗ َِﺢﻠُْﻔﯾ َْﻦﻟ ً◌10
Artinya :
‘…Tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat) yangmenyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada wanita.’
9Ibid.
10Selengkapnya hadis ini adalah : ِﻨََﻌَﻔﻧ َْﺪَﻘﻟ َلَﺎﻗ َةَﺮَْﻜﺑ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ِﻦَﻋ ٌفْﻮَﻋ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َِﻢﺜَْﯿﮭْﻟا ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ِلﻮ ُﺳَر ْﻦ ِﻣ َﺎُﮭﺘْﻌِﻤ َﺳ ٍﺔَِﻤﻠَِﻜﺑ ُ ﱠﷲ ﻲ َﻣ َِﻞﺗَﺎُﻗَﺄﻓ ِﻞَﻤَﺠْﻟا ِبﺎَﺤَْﺻِﺄﺑ َﻖَﺤَْﻟأ َْنأ ُتْﺪِﻛ ﺎَﻣ َﺪَْﻌﺑ ِﻞَﻤَﺠْﻟا َمﺎﱠَﯾأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮ ُﺳَر َﻎ ََﻠﺑ ﺎ ﱠَﻤﻟ َلَﺎﻗ ُْﻢﮭَﻌ َْھأ ﱠَنأ َﻢﱠﻠ َﺳَو ِﮫ َْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ِ ﱠﷲ ُُﻢھَﺮ َْﻣأ اْﻮ ﱠﻟَو ٌمْﻮ َﻗ َﺢ ِﻠُْﻔﯾ ْﻦ َﻟ َلﺎ َﻗ ىَﺮ ْﺴِﻛ َﺖ ِْﻨﺑ ْﻢِﮭْﯿ َﻠَﻋ اﻮ ُﻜﱠﻠَﻣ ْﺪ َﻗ َسِرﺎ َﻓ َﻞ ً َةأَﺮْﻣاىزﺎﻐﻤﻟا بﺎﺘﻛ :ىرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ)(
Lihat Al-Imam al-Bukhariy, op. cit. (Kitab al-Magaziy), Juz  V, h. 160. Hadis ini
masih diperselisihkan kualitasnya. Ada yang mengatakan kualitasnya shahih, ada
pula yang berpendapat statusnya ahad. Menurut Turmudzi yang juga
meriwayatkannya, bahwa hadis ini adalah hadis gharib, sebab Turmudzi hanya
menerimanya dari Shalih al-Murry. Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh
Shalih adalah gharib. Dari sabab wur­dnya, diketahui bahwa hadis ini diucapkan
oleh Nabi saw. ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi.
Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra menjadi raja yang dianggap
tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan, riwayat lain mengatakan
bahwa putri Kisra saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Dengan demikian, ia
hanya berlaku pada kasus tersebut. Sementara bagi para tekstualis memahami hadis
ini bersifat umum, sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun
karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam
hal kekuasaan tertinggi.
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Ketiga dalil ini saling kait mengkait dalam memperkuat
argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang tampuk
kepemimpinan. Ulama yang tidak membolehkan perempuan menjadi
pemimpin menafsirkan  kata al-rijal dalam ayat 33 di atas dengan
menunjuk kepada suami karena konsideran dengan lanjutan ayatnya
‘karena mereka (para suami) menafkahkan sebahagian harta untuk
isteri-isteri mereka.’ Sedang bagi ulama yang membolehkan perempuan
menjadi pemimpin, misalnya Quraish Shihab, berpendapat bahwa ayat
33 ini harus difahami bersifat sosiologis dan kontekstual.
Berbicara mengenai hak-hak politik perempuan, para peneliti
tidak terlepas dari kedua hadis di atas yang dijadikan argumen
pelarangan perempuan aktif dalam dunia politik. Kedua hadis inilah
yang selalu digunakan sebagai "senjata pamungkas" oleh orang-orang
yang ingin mengucilkan perempuan dari panggung politik. Bahkan –
yang paling arogan- adalah pandangan Muhammad 'Arafa dalam
bukunya Huquq al-Mar'ah fi al-Islam bahwa perempuan bukan saja
tidak memiliki hak-hak politik tetapi juga tidak pernah ada dalam
sejarah politik.11
Muhammad ‘Arafa mengemukakan bahwa sejak permulaan
Islam, kaum perempuan tidak memainkan peranan dalam masalah-
masalah umum, di samping semua hak-hak yang telah diberikan Islam
kepada mereka, yang seringkali sama dengan hak-hak yang diberikan
11Muhammad Ibnu 'Abdillah Ibnu Sulayman 'Arafa, Huq­q al-Mar'ah fi al-
Islam, Edisi III (t.t.: al-Maktab al-Islamiy, 1980), h. 148.
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kepada laki-laki. Ketika para sahabat Rasulullah saw. bermusyawarah
setelah kematian beliau untuk memilih seorang pengganti (khalifah),
pada pertemuan yang dikenal dengan (pertemuan) "Bani Sa'idah", tidak
satupun perempuan yang disebutkan ikut ambil bagian. Tidak ada bukti
keikutsertaan mereka dalam pemilihan tiga Khulafaur Rasyidin lainnya.
Di seluruh sejarah Islam tidak disebutkan adanya peran serta kaum
wanita sejajar dengan kaum laki-laki dalam mengatur urusan negara,
baik dalam pembuatan keputusan politis maupun dalam perencanaan
strategis. 12
Dalam pandangan lainnya, Sa'id al-Afghani telah menghabiskan
10 tahun penelitiannya tentang Aisyah ra. yang dimaksudkan untuk
menjernihkan pemikiran umat Islam mengenai sebuah persoalan besar,
yakni hubungan perempuan dengan politik. Ironisnya, kesimpulan dari
hasil penelitian al-Afghani adalah bahwa mutlak perlunya mencegah
perempuan dari dunia politik. Bagi Sa'id al-Afghani, perempuan dan
politik adalah gabungan dari tanda-tanda penyakit. Dalam
pandangannya, Aisyah justeru menjadi bukti tidak diperbolehkannya
peran serta kaum perempuan dalam memegang kekuasaan.13
Al-Afghani malah beranggapan bahwa Aisyahlah yang harus
bertanggung jawab terhadap pertumpahan darah pada perang Jamal
yang memecah umat Islam menjadi dua faksi yaitu Sunni dan Syi'i.
12Ibid., h. 149.
13Sa'id al-Afghani, Aisyah wa al-Siyasah, (t. dt.), h. 34.
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Kerugian besar yang dialami oleh umat Islam pada perang tersebut
merupakan akibat dari keikutsertaan Aisyah.14 Al-Afghani yakin bahwa
jika Aisyah tidak ikut campur tangan dalam urusan-urusan umum
negara Islam, maka sejarah muslim pastilah akan melalui jalan damai,
kemajuan dan kemakmuran.
Pandangan-pandangan di atas telah mematikan langkah
perempuan untuk terjun dalam kancah politik. Klaim-klaim yang
sangat tidak manusiawi tersebut telah mematikan karakter, kreatifitas,
dan kebebasan perempuan dalam panggung politik. Perempuan telah
dibatasi gerak langkahnya untuk memasuki dunia politik yang sangat
diagung-agungkan sebagai dunianya para lelaki. Akibatnya, beberapa
kesempatan/peluang kerja yang seharusnya kaum perempuan turut
berkompetisi di dalamnya, dianggap kosong dan tidak mungkin
dijalaninya, karena peluang tersebut telah ditutup rapat oleh mereka
yang mengelilinginya.
Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki
sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan atau peradaban
yang dikuasai laki-laki, sehingga perempuan tidak diberi kesempatan
untuk mengaktualisasikan dirinya berperan dalam posisi-posisi yang
menentukan. Hadis yang dijadikan dasar tidak bolehnya perempuan
menjadi seorang pemimpin itu adalah dalam kerangka pemberitahuan
14Ibid.
13
Nabi saw., bukan dalam kerangka legitimasi hukum.15 Hadis ini apabila
diperhadapkan dengan fakta-fakta sejarah sama sekali tidak dapat
dipertahankan. Sejumlah kaum perempuan telah terbukti mampu
memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Misalnya, Ratu Balqis,
penguasa negeri Saba’ yang telah menciptakan negeri yang adil
makmur, negeri yang diberi gelar oleh Al-Qur’an QS. Saba (34): 15
sebagai Balda¯ ¯ayyiba¯ wa Rabb Gaf­r.
Dalam dunia modern dikenal Indira Gandhi, Benazir Butho dan
beberapa nama lainnya, sementara tidak sedikit –sebagian- kaum laki-
laki telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Di Indonesia misalnya, pemegang tampuk pemerintahan
tertinggi tahun 2001-2004 adalah seorang perempuan. Terlepas dari
sukses tidaknya Presiden Megawati membawa bangsa Indonesia ke
pintu gerbang demokrasi yang diidam-idamkan, ini sudah menjadi
bukti nyata bahwa perempuan pun dapat memegang tampuk
kepemimpinan tertinggi di sebuah negara. Sebab, kesuksesan itu pun
sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Hal ini berarti bahwa kesuksesan seorang pemimpin tidak
ditentukan oleh jenis kelamin sang pemimpin, tetapi terlebih pada figur
dan prestasi yang dilahirkan di masa kepemimpinannya, dengan tidak
melupakan bahwa orang-orang yang berada di sekelilingnya
15Lihat Hussein Muhammad, “Membongkar Konsepsi Fikih tentang
Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Kepemimpinan Perempuan dalam Islam
(t.t.: JPPR, t.th.), h. 45.
14
mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ini berarti pula bahwa kedua
jenis anak manusia tersebut harus saling menunjang, bahu membahu,
tolong menolong dalam membawa roda pemerintahan ke arah yang
diinginkan bersama.
Dalam pandangan ulama fikih, peran politik laki-laki dan
perempuan dalam arti amar ma’ruf nahi munkar adalah memiliki
kapasitas yang sama. Akan tetapi dalam arti politik praktis yang di
dalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (al-
wilayah al-mul§imah) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambil
keputusan dalam peradilan (menjadi hakim), dalam lembaga legislatif
dan eksekutif atau kekuasaan besar atau publik (al-wilayah al-u§mah),
maka tugas-tugas tersebut tidak dapat diberlakukan sama. Misalnya
dalam wilayah al-qa«a’, para fuqaha telah menetapkan beberapa
persyaratan, yaitu : muslim, berakal, dewasa, merdeka, sehat jasmani,
adil dan memahami hukum-hukum syari’ah. Sementara persyaratan
jenis kelamin masih diperdebatkan.16
Pertama, Malik bin Anas, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal
menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Alasannya
karena seorang hakim di samping harus selalu menghadiri sidang-
sidang terbuka yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus
memiliki kecerdasan akal yang prima, padahal tingkat kecerdasan
perempuan lebih rendah dibanding tingkat kecerdasan kaum laki-laki
16Ibid., h. 39.
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dan akan dapat menimbulkan fitnah (gangguan). Kedua, mazhab
Hanafi dan Ibnu Hazm al-¨ahiri mengatakan bahwa laki-laki bukan
syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh menjadi
hakim, tetapi hanya mengadili perkara-perkara ringan, ini dikarenakan
perempuan dibenarkan menjadi saksi. Pendapat mereka juga
didasarkan kepada keputusan Umar bin Khattab yang pernah
mengangkat perempuan menjadi seorang bendahara pasar. Ketiga,
Ibnu Jar³r al-°abar³y dan Hasan Basri berpendapat bahwa perempuan
boleh menjadi hakim dan mengadili segala macam perkara. Mereka
beralasan bahwa kalau perempuan boleh menjadi mufti, maka otomatis
perempuan pun boleh menjadi hakim karena tugas-tugas yang
diembannya sama.17
QS. al-Nisa’(4): 34 di atas banyak ditafsirkan oleh ulama secara
tekstual sehingga menempatkan kaum perempuan pada posisi yang
lebih rendah dari laki-laki. Padahal, menurut Nasharuddin Umar,
bahwa ayat tersebut menerangkan kepemimpinan laki-laki dalam
keluarga secara umum, sebagai penanggung jawab dalam rumah
tangga. Secara kontekstual tersirat pula makna yang lebih luas bahwa
perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangganya, karena dialah
yang diserahi tugas mengatur tugas-tugas anggota keluarga, walaupun
tanggung jawab tertinggi terletak di tangan sang suami selaku kepala
17Lihat ibid., h. 38-39.
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rumah tangga. Dengan demikian, ayat tersebut tidak bisa dijadikan
dasar/rujukan tidak dibolehkannya perempuan menjadi pemimpin.18
Demikian pula QS. al-Ahzab (33): 33 :
َﻰﻟُوْﻷا ِﺔﱠِﯿﻠِھﺎَﺠْﻟا َج ﱡَﺮَﺒﺗ َﻦْﺟ ﱠَﺮَﺒﺗ َﻻَو ﱠﻦُِﻜﺗُﻮُﯿﺑ ِﻲﻓ َنَْﺮﻗَو...
Terjemahnya :
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamuberhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yangdahulu…’19
Dari uraian ayat di atas tersirat makna bahwa peranan
perempuan yang paling utama adalah dalam rumah tangga, yang
berarti bahwa perempuan dapat saja berperan di luar rumah, meskipun
yang utama dan paling utama adalah tidak melupakan perannya dalam
rumah tangga. Dalam hal ini pula dapat dibedakan kepemimpinan
perempuan sebagai putri, sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagai
anggota masyarakat.
Dalam dunia modern sekarang ini, tidak dapat disangkal bahwa
keikutsertaan kaum perempuan dalam mengisi pembangunan pun
sangat dibutuhkan. Yang terpenting dari semua itu adalah penanaman
akhlak yang baik sejak dini kepada kaum laki-laki dan perempuan agar
memahami posisi dan kemampuan masing-masing. Karena dengan
menyadari posisi dan kemampuan/skill masing-masing membuat
18Nasharuddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an,
Disertasi (Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), pengantar.
19Departemen Agama RI., op. cit., h. 672.
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perselisihan dan perseteruan yang tidak pada tempatnya dapat
dihindarkan.
Gambaran mengenai hak-hak politik kaum perempuan menurut
syariat Islam menghendaki kajian yang sangat teliti dan akurat, untuk
mencari dan menemukan sebuah konsep yang jelas mengenai hal
tersebut. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya penafsiran-
penafsiran yang bias gender. Oleh karena itu, penelitian ini sangat
urgen untuk dikaji secara mendalam dengan metode yang akurat pula.
Di samping kajian literatur mengenai hak politik perempuan
dalam Islam, tulisan ini juga akan membahas secara lebih khusus
mengenai hak politik kaum perempuan dalam masyarakat Islam di
Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi sebuah kajian yang menarik, karena
Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan tiga suku besar, yakni
Bugis, Makassar, dan Toraja. Sementara itu, hipotesis awal penulis
menunjukkan bahwa budaya Sulawesi Selatan turut memberikan
dampak negatif bagi keikutsertaan perempuan dalam ranah publik.
Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti implementasi hak
politik perempuan dalam masyarakat Islam di Sulawesi Selatan,
khususnya dalam hal pemberian kesempatan yang seluas-luasnya
kepada kaum perempuan untuk ikut berkiprah di luar rumah. Adakah
masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas menganut agama Islam
memahami secara benar tentang tidak adanya perbedaan antara laki-
laki dan perempuan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam?
Atau malah sebaliknya, pengekangan hak-hak perempuan menjadi gaya
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tersendiri dalam masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, apatah lagi,
apabila pengekangan hak-hak itu dibungkus dengan label agama dan
budaya?
Istilah lain yang cukup dikenal dalam masyarakat Sulawesi
Selatan adalah "pangaderreng dan pemmali".20 Istilah ini, -menurut
analisis awal penulis- turut mempengaruhi keikutsertaan perempuan
Sulawesi Selatan untuk aktif di luar rumah. Penggunaan istilah
pemmali yang tidak pada tempatnya menjadi salah satu penyebab
perempuan termarginalkan dalam kehidupan.
Sejarah sosial budaya Bugis Makassar menyatakan bahwa ade’
pangaderreng menjiwai kepemimpinan, menjiwai hubungan antara
lapisan sosial dalam masyarakat, menjiwai organisasi sosial, menjiwai
kaidah-kaidah kemasyarakatan yang kesemuanya tertuang dalam
Lontara’.21
Meski demikian, makna yang menjiwai pangaderreng tersebut
sudah seharusnya direinterpretasi untuk menghindarkan adanya
kekaburan makna. Sebuah fakta yang dapat diungkapkan adalah
20Pangaderreng dan pemmali adalah dua istilah dalam bahasa Bugis.
Pangaderreng adalah wujud kebudayaan  yang selain mencakup sistim norma-norma
dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang
meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana
kehidupan berupa peralatan-peralatan materiil dan non materiil. Lihat Mattulada,
Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis (Jakarta:
Universitas Indonesia, 1981), h. 306. Sedangkan pemmali adalah larangan atau
pantangan untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Lihat ibid., h. 64.
21Andi Rasdiyanah, Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis
Makassar, “Makalah”, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies
Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998, h. 5.
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adanya hal yang dianggap kurang sopan apabila perempuan yang sudah
berkeluarga, terlebih yang masih gadis, menghadiri pertemuan (bila
tamu laki-laki) jika tidak dipanggil. Hal ini kelihatan sepele, tetapi telah
menanamkan sebuah cap dalam diri perempuan, bahwa sepantasnyalah
seorang perempuan tidak memunculkan diri apabila tidak dipanggil.
Padahal, tidak ada salahnya perempuan diajak duduk bersama
mendengarkan pembicaraan dalam keluarga, sehingga perempuan juga
dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hal-hal yang
diperbincangkan. Apakah budaya dan agama sudah menetapkan
demikian, itulah akhlak atau etika? Lagi-lagi dengan dalih agama dan
budaya!22
Banyak kasus yang penulis kategorikan sebagai salah satu
penyebab mengapa perempuan Sulawesi Selatan merasa "biasa-biasa"
saja menikmati pengekangan hak-haknya. Di antaranya adalah
kebiasaan-kebiasaan yang mendahulukan laki-laki daripada perempuan
menyantap hidangan, memberikan piring atau gelas yang lebih besar
kepada laki-laki/suami, memberikan peluang yang lebih banyak kepada
laki-laki untuk aktif di luar rumah/sekolah, kebiasaan mendahulukan
laki-laki menyantap hidangan di pesta-pesta perkawinan,23 bahkan
22Meski budaya ini telah bergeser sedikit demi sedikit, namun bias dari
budaya tersebut masih melekat pada sebagian besar perempuan Sulawesi Selatan.
Hal ini terbukti bahwa meski perempuan telah mengecap pendidikan tinggi, dalam
pembagian peran dan kerja dalam masyarakat masih sangat bias gender. Peran-
peran domestik masih didominasi oleh perempuan, sedang peran publik dimonopoli
oleh laki-laki.
23Sebagian orang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu
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dalam upacara-upacara adat sekalipun, sementara perempuan harus
rela menjadi pemeran nomer dua. Melanggar ketetapan dalam keluarga
merupakan hal yang pemmali.
Kebiasaan-kebiasaan tersebut secara langsung atau tidak, sejak
dini  telah membentuk pola pikir perempuan Sulawesi Selatan bahwa
dalam realitas kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, perempuan
adalah makhluk nomor dua, makhluk domestik, yang hanya bertugas
pada dapur, sumur, dan kasur. Pandangan seperti ini telah diterima
secara luas, baik oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Asumsi-
asumsi awal inilah yang membendung gerak langkah perempuan untuk
berkiprah di luar rumah, terlebih lagi dalam dunia politik yang
dianggap sebagai dunia lelaki. Kondisi ini telah membuat kaum
perempuan mundur, terbelakang, tertindas, bahkan menjadi makhluk
setengah manusia.
Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kondisi yang justeru
menjadi faktor pendorong keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia
politik. Di antaranya, kaum perempuan sudah merasakan adanya
ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dan mulai menyadari segala
ketertinggalannya dengan memacu diri belajar, mengasah diri,
mengasah otak, dan membekali diri dengan beragam keterampilan. Di
samping itu, kaum laki-laki juga sudah lebih toleran dan lebih
bentuk penghormatan kepada suami. Meski demikian, perlakuan yang “lebih”
diberikan masyarakat kepada laki-laki telah memberikan dampak negatif bagi
perkembangan kejiwaan perempuan, sekalipun kondisi ini sudah bergeser sedikit
demi sedikit.
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demokratis, sehingga memberikan peluang kepada anak-anak
perempuan atau isteri-isterinya untuk senantiasa belajar dan
memperbanyak keahlian dalam segala bidang. Kesempatan seperti ini
seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan. Akan
tetapi, meski hal tersebut di atas ada, peluang dan kesempatan kerja itu
masih didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan masih harus
bekerja keras untuk bersaing secara ketat dengan kaum laki-laki.
Dengan adanya kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan
ikutserta dalam dunia politik menurut hukum Islam, maka penelitian
ini akan mengkaji konsep hukum Islam tentang hukum keikutsertaan
perempuan dalam dunia politik, setelah itu mengkaji secara mendalam
tentang bentuk-bentuk keikutsertaan perempuan dalam dunia politik.
Salah satu bentuk keikutsertaan perempuan dalam dunia politik
adalah keikutsertaan perempuan dalam lembaga legislatif. Olehnya itu,
penelitian ini akan terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap
hak politik perempuan dan keikutsertaan perempuan Sulawesi Selatan
pada lembaga legislatif di DPRD Sulawesi Selatan. Penelitian ini sangat
penting, untuk melihat hak-hak politik perempuan dan bentuk-bentuk
implementasinya perspektif hukum Islam, kemudian melihat
bagaimana implementasi pemahaman hukum Islam tersebut
disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat Islam di Sulawesi
Selatan. Setelah itu, mengemukakan beberapa kendala yang harus
dihadapi serta menawarkan solusinya. Penelitian ini menjadi sangat
urgen dikarenakan beberapa hal yang akan dikemukakan belum
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dibahas secara detail oleh penulis yang lain, khususnya untuk
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan.
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Kondisi-kondisi obyektif yang dapat dijadikan identifikasi
permasalahan antara lain : Perempuan sering ditempatkan pada posisi
yang lebih rendah dari laki-laki, perempuan dianggap tidak mampu
memikul amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,
perempuan dianggap manusia yang lemah, kurang akal dan agamanya
sehingga tidak diangkat sebagai seorang pemimpin, perempuan
dihargai sebatas pekerja domestik yang tidak mendapatkan nilai dan
harga dari pekerjaannya, serta beberapa anggapan dan prakiraan yang
sangat menyudutkan kaum perempuan. Kondisi obyektif yang agak
mudah diterima -sebagaimana diungkap oleh Komaruddin Hidayat-24
bahwa ada tiga fenomena dan perbedaan yang cukup menonjol seputar
hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam
kehidupan sosial, yaitu pola hubungan antara laki-laki dan perempuan
yang berkembang dalam masyarakat padang pasir yang nomad di mana
laki-laki lebih dominan daripada perempuan, pola hubungan antara
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agraris dengan wilayah
subur yang memberikan peran perempuan lebih mandiri, dan pola
hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri maju yang telah
24Komaruddin Hidayat, Pengantar Penerbit dalam Nasharuddin Umar, op.
cit., h. xv.
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menempatkan teknologi canggih, semisal komputer, internet, sebagai
bagian dari teknologi harian yang lebih menghargai skill daripada jenis
kelamin.
Dari fenomena kedua dan ketiga inilah yang memperlihatkan
sikap lebih menghargai kaum perempuan sebagai pasangan hidup dan
memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjalankan
fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin, mitra sejajar laki-laki dalam
menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi.
Sementara dalam sejarah politik perempuan di Sulawesi Selatan,
memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan dalam
menggeluti dunia politik. Perempuan ikut serta langsung dalam
memimpin organisasi-organisasi politik, menjadi pemimpin kerajaan,
dan lain sebagainya. Lihat misalnya, Opu Daeng Risaju sebagai
politikus ulung, Hj. Andi Ninnong, beberapa sultanah di kerajaan Bone
seperti Benri Gau, Pancai Tana Besse Kajuara dan beberapa tokoh
lainnya yang cukup berpengaruh pada masanya. Sejarah ini seharusnya
terulang di masa-masa sekarang, di saat kaum perempuan sudah
semakin cerdas dan terampil, dan di saat laki-laki sudah semakin
toleran menerima rekannya kaum perempuan sebagai mitra sejajar.
Meski demikian, angka-angka tentang keterwakilan perempuan
di legislatif pusat maupun daerah masih memberi makna adanya
perbandingan yang tidak proporsional dan tampak sangat timpang.25
25Konferensi perempuan tahun 1994 menyimpulkan bahwa akses perempuan
Asia untuk terjun ke bidang politik masih rendah. Begitupula menurut ilmuwan
perempuan dari Bangladesh, Rounaq Johan, dari seluruh perempuan yang ada di
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Meskipun perkembangan akhir-akhir ini perempuan sudah memiliki
hak untuk memilih, akan tetapi hak untuk dipilih masih sangat
terbatas. Ketimpangan-ketimpangan pada institusi-institusi kenegaraan
itu harus dieliminasi. Untuk itu, langkah affirmative action (perlakuan
khusus sementara) merupakan tuntutan imperatif. Artinya, perempuan
mesti diberi kuota, diprioritaskan, untuk duduk khususnya di lembaga
legislatif.
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka
permasalahan pokok yang menjadi kajian utama adalah bagaimana
implementasi hak politik perempuan dalam masyarakat Islam Sulawesi
Selatan, dengan sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana hak politik perempuan menurut hukum Islam?
muka bumi ini, hanya 10% yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen.
Sementara itu, yang memperoleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%.
Di Indonesia misalnya, menurut Arbi Sanit dalam seminar "Peranan Wanita
Dalam Pesta Demokrasi 1997" yang diselenggarakan oleh Fatayat NU dan Harian
Republika menyatakan, meski secara kuantitatif jumlah wanita Indonesia lebih
banyak dibandingkan pria, secara kualitatif wanita Indonesia belum secara
proporsional mempengaruhi dan menentukan proses serta produk politik Indonesia.
Selanjutnya, beliau mengungkapkan data perkembangan jumlah wanita dalam
parlemen. Di DPR porsi wanita meningkat dari 6,25 % pada tahun 1955 menjadi
berturut-turut 7,17% pada tahun pada tahun 1971, 8,48% pada tahun 1977, dan
9,35% pada tahun 1982. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2004 pasal 65
(1) berbunyi "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan
dengan memperhatikan Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, maka
Pemilu tahun 2004 keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif mengalami
peningkatan yang cukup besar yaitu sampai 30%". Namun, kuota 30% yang telah
diberikan kepada perempuan juga belum sesuai yang diharapkan. Pertanyaannya
tentu terpulang kepada kaum perempuan, ada apa gerangan?. Pedoman Rakyat,
Berita, Tanggal 21 Februari 2003.
25
2. Bagaimana bentuk implementasi hak politik perempuan Sulawesi
Selatan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan terhadap
keikutsertaan perempuan Sulawesi Selatan dalam dunia politik
(khususnya sebagai legislator)?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi dan bagaimana pula solusinya?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan
Adapun judul disertasi adalah “Implementasi Hak Politik
Perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Studi pada
Lembaga Legislatif Propinsi Sulawesi Selatan). Untuk memudahkan
dalam menyimaknya penulis paparkan beberapa istilah sebagai
pegangan dalam kajian selanjutnya, yakni :
Implementasi berasal dari bahasa Inggeris implementation yang
berarti pelaksanaan atau penerapan.26 Secara operasional
implementasi bermakna penerapan hak-hak politik perempuan dalam
masyarakat Islam Sulawesi Selatan. Dalam hal ini berupaya memahami
keberadaan kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak politiknya
dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakannya.
26Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggeris, Edisi
III (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989), h. 221 dan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II (Jakarta: Balai
Pustaka, 1999), h. 374.
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Hak mempunyai beberapa arti. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia hak diartikan: (1) Yang benar, (2) Milik atau kepunyaan, (3)
Kewenangan, (4) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), (5)
Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan
(6) Derajat atau martabat.27 Dari beberapa pengertian tersebut penulis
memaksudkan hak tersebut dengan makna kekuasaan untuk berbuat
atau menuntut sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dan sebagainya.
Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat
pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti acting or
judging wisely, well judged, prudent.28 Politik dalam bahasa Arab
berarti siyasah (berasal dari kata سﺎﺳ-سﻮﺴﻳ-ﺔﺳﺎﻴﺳ ) yang berarti
mengatur, mengurus, dan memerintah.29 Politik kemudian terserap ke
dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan
(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau
terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi
atau menangani suatu masalah).30
27Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta; Balai Pustaka, 1989), h. 292.
28Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner’s Dictionary
of Current English (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.
29Louis Ma’louf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq,
1986), h. 362.
30Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:
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Melihat perbedaan pendapat dari para pemikir dan ilmuwan
politik yang tidak sepakat tentang terminologi politik, maka Andi
Rasdiyanah menggunakan pengertian politik dengan pendekatan
holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok,
yaitu :
1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan
2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
3. Kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana
pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.
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Berdasarkan pendekatan itu pula dapat dirangkum unsur-unsur
politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim sebagai
berikut :
1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan
pemikiran manusia, secara sendiri-sendiri atau bersama, yang
ditransfor-masikan menjadi ideologi politik).
2. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan
kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan
politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain
mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
3. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar
keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara
bersangkutan.
4. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-
fungsi politik.
5. Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang
terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
Balai Pustaka, 1983), h. 763. Lihat pula Tim Penyusun, op. cit., h. 694.
31Andi Rasdiyanah, op. cit., h. 3.
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6. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara
ataupun tujuan akhir.
7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan
aktifitas-aktifitas politik.32
Dari definisi politik yang telah dikemukakan dapat disimpulkan
bahwa politik adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dalam
menangani urusan tertentu, baik kebijakan dalam menangani urusan
negara, urusan masyarakat, atau kebijakan dalam urusan rumah
tangga. Politik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah politik
dalam makna luas, yaitu dari urusan rumah tangga (kapasitasnya
sebagai kepala rumah tangga) sampai urusan negara, atau dalam istilah
lain dari institusi keluarga hingga institusi formal tertinggi, yaitu
negara.
Perempuan adalah putri dewasa.33 Perempuan adalah makhluk
Tuhan yang menjadi pasangan laki-laki. Konsep mengenai perempuan
dalam ayat-ayat Al-Qur’an menggunakan term-term إ , ةﺪﻟاﻮﻟا ,ةأﺮﻣ
ﺴﻨﻟاﻲﺜﻧﻷا ,ءﺎ dan مﻷا . Perempuan sama dengan wanita. Keduanya
terkait dengan sebuah citra, mitos atau stereotype tertentu. Perempuan
itu mesti lemah lembut, mesra, hangat, cantik, menarik, produktif,
sesuai dengan peran ganda dan menjadi mitra laki-laki. Perempuan
adalah jenis makhluk manusia yang berjasa bagi spesiesnya secara
32Abd. Muin Salim, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an (Jakarta:
Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 66-67.
33Ibid., h. 1007.
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biologis, yang memungkinkan manusia tumbuh banyak sekaligus
mengganti generasi.34
Masyarakat Islam adalah sekelompok orang dalam suatu daerah
yang memeluk agama Islam. Sulawesi Selatan adalah sebuah propinsi
dengan ibukota Makassar terletak antara 0º12’-8’ Lintang Selatan dan
116º48’-122º36’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Propinsi
Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Propinsi Sulawesi
Tenggara di sebelah timur. Batas sebelah barat dan timur masing-
masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores.35 Sulawesi Selatan
adalah sebuah propinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam
dengan tiga suku besar yang mendiaminya, yaitu Bugis, Makassar, dan
Toraja.36 Jadi, masyarakat Islam di Sulawesi Selatan adalah sekelompok
masyarakat pemeluk agama Islam yang mendiami propinsi Sulawesi
Selatan.
Berdasar pada pengertian di atas, maka pengertian judul secara
operasional adalah penerapan atau sosialisasi dari pemahaman
masyarakat Islam Sulawesi Selatan sekaitan dengan hak-hak politik
perempuan (kekuasaan dan kewenangan untuk berbuat dan menuntut
34Lihat Zaitunah Subhan, op. cit., h. 21.
35Badan Pusat Statistik Prop. Sul-Sel, Sul-Sel Dalam Angka 2006 (Makassar:
UD. Areso Makassar, 2000), h. 1.
36Ibid. Kini, setelah wilayah yang dihuni suku Mandar dimekarkan menjadi
propinsi Sulawesi Barat, maka Sulawesi Selatan dihuni oleh tiga suku besar, yaitu
Bugis, Makassar, dan Toraja.
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sesuatu, yaitu kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan negara)
perspektif hukum Islam.
Untuk membatasi luasnya cakupan pembahasan, maka tulisan ini
dibatasi pada hak-hak politik perempuan dalam kapasitasnya sebagai
anggota legislatif propinsi Sulawesi Selatan dengan merujuk pandangan
hukum Islam, dan penerapan dari pemahaman tersebut di tengah-
tengah masyarakat Islam Sulawesi Selatan, kendala yang dihadapi serta
solusi yang ditawarkan dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam hal
ini, penulis batasi pada pandangan dua organisasi Islam terbesar di
Sulawesi Selatan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
D.Kajian Pustaka
Pembahasan mengenai perempuan, telah banyak diungkap oleh
para cendekiawan dan fuqaha. Demikian pula mengenai kepemimpinan
perempuan dalam segala aspek. Beberapa literatur yang penulis
temukan sekaitan dengan pembahasan antara lain :
Murtadha Mutahhari dalam The Right of Women in Islam
mengemukakan bahwa Islam sangat menghargai perempuan. Oleh
karenanya Islam memberikan hak-hak dan kewajiban kepada
perempuan sebagaimana yang diberikannya kepada laki-laki. Salah satu
di antaranya adalah dengan menghargai hak perempuan menikmati
kemerdekaan sosialnya..37
37Murtadha Muthahhari, The Right of Women in Islam (Teheran: Wofis,
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Muhammad Anis Qasim Jafar dalam bukunya al-Huq­q al-
Siyasiyah li al-Mar'ah f³ al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'a¡ir
mengemukakan : Orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui
prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak
politik, berarti telah keliru memahami syarai'at Islam. Jika dikatakan
bahwa pekerjaan yang sebenarnya bagi perempuan yang bersuami
adalah mengurus rumah dan memelihara anak, maka itu tidak berarti
ia tidak pantas melakukan pekerjaan selain tugas penting ini. Akan
tetapi, kadang-kadang ia lebih pantas mengerjakan tugas-tugas
lainnya.38
Persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan
hak-hak politik adalah haknya yang ditetapkan syariat. Jika ia
meninggalkan haknya dalam beberapa masa dalam sejarah
kehidupannya karena tidak diperlukan atau karena laki-laki
mengalahkannya dalam bidang itu, tidak berarti bahwa haknya tidak
diakui.
Said Agil al-Munawwar, “Membongkar Penafsiran terhadap
surah al-Nisa’ ayat 1 dan 34”, dalam Syafiq Hasyim, Kepemimpinan
Perempuan Dalam Islam mengemukakan bahwa persoalan
kepemimpinan perempuan masih berada dalam wilayah yang
1981), h. 7-261.
38Lihat Muhammad Anis Qasim Jafar, al-Huq­q al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi
al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'a¡ir, dialihbahasakan oleh Ikhwan Ali
Fauzi, Lc. Dengan judul Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan
Persoalan Gender dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2002), h. 96.
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diperselisihkan. Tidak satupun dalil agama yang menyatakan bahwa
perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara. Dengan demikian,
perempuan boleh saja menjadi seorang pemimpin (keluarga dan
negara).
M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur’an
mengemukakan bahwa perempuan boleh saja aktif dalam berbagai
kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar
rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga
pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan
dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara
agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif
pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Beliau
menyimpulkan bahwa menyangkut pekerjaan, perempuan mempunyai
hak selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya
dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.39
Demikian pula dalam bukunya Perempuan dikemukakan bahwa
pelarangan aktifitas perempuan sebagai kepala negara oleh para ulama
dan pemikir masa lalu, tidak lain disebabkan oleh situasi dan kondisi
perempuan pada masa tersebut. Perubahan fatwa dan pandangan pasti
terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karenanya tidak
39Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas
Pelbagai Persoalan Umat (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 307.
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relevan lagi perempuan di larang ikut serta dalam politik praktis
ataupun memimpin negara.40
Yunahar Ilyas dalam tesisnya yang berjudul Feminisme Dalam
Kajian Tafsir Al-Qur’an : Klasik dan Kontemporer41 mengangkat dan
mengupas pemikiran para mufassir –seperti al-Zamakhsyar³y, al-Al­si
dan Sa’id Hawwa- dan feminis muslim –seperti Ashgar Ali Engineer,
Riffat Hassan dan Amina Wadud Muhsin-. Dalam tesisnya ini beliau
mengungkap tiga hal yang menjadi pokok kajiannya, yaitu mengenai
konsep penciptaan perempuan, konsep kepemimpinan rumah tangga
dan konsep kesaksian dan kewarisan perempuan. Ketiga hal tersebut
ditelaah, dianalisis, dan dibandingkannya perbedaan pendapat para
mufassir dengan feminis muslim lainnya.
Nasharuddin Umar dalam buku Argumen Kesetaraan Gender:
Perspektif Al-Qur’an mengatakan : …“Al-Qur’an mengakui adanya
perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi
perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang
menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan
tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur’an, yaitu
terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang
40Lihat M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah
Mjt’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Cet. I; Jakarta:
Lerntera Hati, 2005), h. 350.
41Judul asli adalah Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur’an,
Studi Kritis terhadap Pemikiran Para Mufassir dan Feminis Muslim tentang
Perempuan, H. Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an : Klasik
dan Kontemporer, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),  h. viii.
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(mawaddah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal
terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh
ampunan Tuhan. Hal ini semua dapat terwujud apabila terdapat pola
keserasian dan keseimbangan.42
Fatima Mernissi dalam The Veil and Male Elite. Buku ini
menarik, karena di samping merekam peristiwa historis yang berakibat
darah kaum muslimin tertumpah dan ribuan sahabat terkapar dalam
pertempuran adalah karena peran wanita dalam memainkan politik.
Dikemukakan bahwa menurut Sa’id al-Afghani, Aisyah harus
bertanggung jawab atas kekisruhan politik yang terjadi. Buku ini
mencoba menjernihkan keorisinilan sejarah dan memposisikan
kontroversi peran wanita dalam dunia politik.43
Sri Suhandjati Sukri dalam Perempuan Menggugat: Kasus
dalam al-Qur’an dan Realitas Masa Kini mengemukakan secara runtut
bagaimana al-Qur’an berdialog dengan budaya, dan bagaimana al-
Qur’an memberikan petunjuk teoritis terhadap muslimah dalam
pergaulan kesehariannya, bimbingan empirik al-Qur’an dan gugatan
perempuan, serta perempuan dengan beragam problematika yang
dihadapinya di masa sekarang. Dalam buku ini, Sri Suhandjati
memaparkan secara detail tentang kisah Ratu Balqis yang sukses
gemilang memimpin kerajaan Saba’ yang besar, adil, makmur dan
42Nasharuddin Umar, op. cit., h. xxiv.
43Fatima Mernissi, The Veil and Male Elite (t.t.: Perseus Publishing, 1991), h.
iii.
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sejahtera. Hal ini merupakan pengungkapan realitas sejarah bahwa
perempuan memiliki kemampuan memiliki kerajaan yang besar dan
berhasil menciptakan kemakmuran rakyat. Ia memerintah secara
demokratis (mengutamakan musyawarah) yang mendukung kokohnya
pemerintahan.44
Maria Ulfa Anshor mengatakan bahwa ada beberapa peluang
berpolitik yang telah dimiliki perempuan. Hal ini dapat terlihat pada
perjalanan politik perempuan di era-era sebelumnya, seperti era
sebelum 1928, era 1928-1945, era 1945-1965, era 1970-sekarang, serta
peluang kuota 30% yang telah dijamin oleh undang-undang. Meski
demikian, dalam buku Nalar Politik Perempuan Pesantren, Maria Ulfa
juga mengemukakan bahwa untuk memanfaatkan peluang yang ada,
terlebih dahulu perempuan harus mengenali hambatan multidimensi
yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan, serta
beberapa agenda politik yang harus disikapi oleh perempuan yang
mempersiapkan diri ikut serta dalam dunia politik.45
Asma’ Muhammad Ahmad Ziyadah dalam buku Daur al-Mar’ah
al-Siyasi f³ Ahd al-Ras­l wa al-Khulafa’ al-Rasyid³n. Dalam bukunya,
ia banyak mengemukakan peran politik perempuan dalam sejarah
Islam, mulai dari tinjauan politisnya mengenai masuknya perempuan
44Sri Suhandjati Sukri, Perempuan Menggugat: Kasus dalam al-Qur’an dan
Realitas Masa Kini (Semarang: Pustaka Adnan, 2002), h. 2-3.
45Maria Ulfa Anshor, Nalar Politik Perempuan Pesantren (cet. I; Cirebon:
Fahmina Institute, 2006), h. 15-61.
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dalam Islam, hijrahnya perempuan ke Habsyah dan Madinah, ba’iat
perempuan pada Nabi saw., Khulafaur Rasyidin, dan dalam berbagai
peristiwa, ikutnya para perempuan berjihad/berperang membela
agama Allah, dan perannya dalam kasus Usman dan Ali.46
Abdul Muin Salim dalam Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-
Qur’an. Dalam bukunya beliau mengemukakan pengertian politik dan
kekuasaan politik, serta prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Islam
dengan menggunakan metode maudhu’iy.47
Mattulada dalam disertasinya Latoa: Satu Lukisan Analitis
terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Dalam disertasinya
Mattulada banyak mengemukakan kebudayaan orang Bugis dalam
pangadereng.
Andi Zainal Abidin Farid dalam Lontara Sulawesi Selatan
sebagai Sumber Informasi Ilmiah mengemukakan beberapa macam
lontara, yaitu Sure Attoriolong, Lontara Adek, Lontara Pabbura,
Lontara Laungruma, Lontara Bilang, dan Lontara Latoa. Salah satu
sub bahasan penulis adalah Lontara Latoa yang memuat aturan-aturan
moral dalam masyarakat Bugis. Aturan-aturan moral inilah yang
apabila dilanggar, maka orang Bugis menyebutnya dengan pemmali,
yang –analisa awal penulis- menjadi salah satu penyebab yang cukup
46Asma’ Muhammad Ahmad Ziyadah, Daur al-Mar’ah al-Siyasi fi Ahd al-
Ras­l wa al-Khulafa’ al-Rasyidin (Cet. I; Cairo: Dar al-Salam, 1421 H.), h. 1-350.
47Lihat Abdul Muin Salim, op. cit., h. 33-71, dan 188-279.
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berpengaruh terhadap keikutsertaan perempuan Sulawesi Selatan
dalam ranah politik.48
Tesis yang ditulis oleh St. Habibah dan Musdalia Mustajar
dengan judul Partisipasi, Peran, dan Posisi Perempuan dalam Politik
(Kasus pada Partai Golkar, PPP, dan PDIP Kota Makassar) dan
Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Sulawesi Selatan.
Beberapa buku lain yang juga membahas masalah perempuan
antara lain; Zaitunah Subhan dengan Tafsir Kebencian: Studi Bias
Gender dalam Al-Qur’an, Hibbah Rauf Izzat dengan Wanita dan
Politik Pandangan Islam, Nawal al-Sa’dawi dan Hibbah Rauf Izzat
dengan al-Mar’ah wa al-D³n wa al-Akhlaq, Najmah Sa’idah dan
Husnul Khatimah dalam Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada
Shahabiyat ra., Istibsyaroh dalam Hak-hak Perempuan: Relasi Gender
menurut Tafsir al-Sya’rawi.
Beberapa tulisan dan artikel yang menjadi bahan bacaan penulis
antara lain; Nurnaningsih dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis Dalam
Perspektif Budaya dan Agama, Rahman Rahim dalam Nilai-Nilai
Utama Kebudayaan Bugis Dalam La Galigo, Anhar Gonggong dalam
Sulsel dan Komunikasi: Dalam Rangka Proses Integrasi Bangsa
(Melangkah ke Pemahaman Diri Melalui Sejarah Lokal), Mukhlis (ed.)
48Lihat Andi Zainal Abidin Farid, “Lontara Sulawesi Selatan sebagai
Sumber Informasi Ilmiah”, dalam Andi Rasdiyanah (ed.), Bugis Makassar Dalam
Peta Islamisasi Indonesia (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1401 H./1982 M.), h. 49-
71.
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dalam Dinamika Bugis Makassar, dan Maria E. Pandu dalam
Perempuan dan Pelestarian Nilai Sosial-Budaya.
Dari beberapa literatur yang telah ada, penulis belum
menemukan adanya penelitian khusus mengenai implementasi hak
politik perempuan dalam masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Dua
tesis yang ditulis oleh St. Habibah dan Musdalia Mustajar lebih banyak
melihat peran dan partisipasi politik perempuan dalam partai politik
dan menghubungkannya dengan gender dan sosiologi. Sementara,
penulis menitikberatkan pembahasan pada kajian hukum Islam.
Dengan demikian, penelitian ini belum pernah dikaji dan sangat perlu
dilaksanakan untuk menemukan format peran dan partisipasi
perempuan dalam dunia politik menurut hukum Islam, sekaligus
menambah khazanah keilmuan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini berupaya untuk mengungkap pandangan hukum
Islam mengenai hak-hak politik kaum perempuan dan bentuk-bentuk
implementasinya. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat
mengungkap sebuah konsep hukum Islam yang telah menempatkan
kaum perempuan pada proporsi yang sebenarnya, yang terkadang
sinyalemen dari Al-Qur’an dan hadis itu pula yang dijadikan sebagai
alat untuk mengekang kebebasan kaum perempuan.
Hal ini berarti bahwa penelitian ini berupaya untuk
mengembangkan hukum Islam dengan pemahaman yang paripurna, di
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samping mengemukakan teori baru tentang keikutsertaan perempuan
dalam ranah publik, dengan tidak mengesampingkan peran dan
tanggung jawabnya dalam rumah tangganya. Dalam arti bahwa
memahami sebuah teks ayat atau hadis tidak boleh terlepas dari kondisi
dan situasi ayat dan hadis itu dikeluarkan (asbab nuzul dan asbab
wurud). Dengan memperhatikan rambu-rambu penafsiran ayat dan
hadis, statement-statement yang merugikan salah satu pihak dapat
dihindarkan.
Tujuan lainnya adalah melihat implementasi dari pemahaman
keagamaan tersebut dengan keikutsertaan perempuan berpolitik di
tengah-tengah masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian,
menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan menawarkan solusi
penyelesaiannya.
Sedang data mengenai aktifitas politik kaum perempuan dalam
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan
sumbangan yang sangat berarti bagi para pemerhati kaum perempuan,
praktisi gender dan pemerintah untuk melihat dan mengamati lebih
jauh keikutsertaan kaum perempuan Sulawesi Selatan dalam dunia
politik. Data yang dikemukakan akan menjadi fakta aktual mengenai
seberapa jauh penerapan hak-hak politik perempuan dalam masyarakat
Islam Sulawesi Selatan dengan melihat implementasi keikutsertaan
kaum perempuan dalam kancah politik. Tulisan ini juga sangat
diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan pemikiran
fiqih Islam.
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Dari penelaahan secara akurat mengenai judul dimaksud
diharapkan dapat memiliki arti akademis yang dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Al-
Qur’an yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus meninggalkan
pegangan tekstual doktrinernya sekaligus memperkaya khazanah ilmu
keislaman. Al-Qur’an harus ditafsirkan seimbang antara tekstual dan
kontekstual agar dapat berfungsi efektif sebagai hudan bagi umat Islam
umumnya dan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran
kaum muslimah khususnya. Data akhir penelitian ini juga sekaligus
menjadi jawaban implementasi dari pemahaman hukum Islam
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan sekaitan dengan keikutsertaan
perempuan Sulawesi Selatan dalam dunia politik.
Penelitian ini sangat diharapkan memberi inspirasi baru,
memberi semangat dan gairah dalam mengkaji dan menelaah
kandungan al-Qur’an yang demikian kompleksnya, dan tidak pernah
habis untuk dikaji dan digali. Penggalian dan pengkajian al-Qur’an dan
hadis merupakan hal yang senantiasa harus dilakukan, agar hukum
Islam yang tergali dari kedua pegangan doktriner tersebut selalu sejalan
dengan kondisi dan situasi zaman yang selalu berubah. Di samping
menjadi fakta aktual fleksibelnya hukum Islam, juga sebagai data
tambahan betapa pentingnya menelaah Al-Qur’an dan hadis dengan
meniadakan diskriminasi gender, sehingga dua anak manusia
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senantiasa seiring sejalan dan bahu membahu dalam mensyiarkan
agama Allah sebagai khalifatullah fi al-ardh.
F. Garis-Garis Besar Isi
Pembahasan disertasi ini terdiri dari lima bab, masing-masing
terdiri dari sub bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang
berisi latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah,
definisi operasional dan pengertian judul, kajian pustaka, tujuan dan
kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi.
Bab kedua, membahas Politik dan Perempuan perspektif hukum
Islam yang meliputi Politik menurut hukum Islam. Dengan memahami
makna politik, akan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang
politik yang Islami. Yang demikian itu diharapkan pula akan
menghindarkan kita menempuh jalur politik yang menghalalkan segala
cara yang penting tujuan tercapai, serta menjadi penyebab orang sering
beranggapan bahwa politik itu sangat kotor.
Selanjutnya membahas perempuan menurut hukum Islam, yang
meliputi asal penciptaan perempuan, hak dan kewajiban perempuan
dalam Islam yakni perempuan sebagai putri, isteri, ibu, dan anggota
masyarakat. Selanjutnya menguraikan sebuah kerangka pikir sebagai
acuan dalam penelitian selanjutnya.
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Bab ketiga, berbicara mengenai metode penelitian, yang meliputi
metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode penyajian dan
analisis data.
Bab keempat mengenai hasil penelitian. Bab ini lebih awal
menguraikan gambaran umum wilayah penelitian dan selayang
pandang tentang lembaga DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, melihat peran politik dan peta politik perempuan dalam
sejarah Sulawesi Selatan. Hal ini penting, untuk melihat sepak terjang
perempuan sebagai politikus, sebagai pahlawan kusuma bangsa, yang
sangat gigih dan ulet dalam pergerakan mempertahankan Sulawesi
Selatan dari tangan penjajah.
Uraian selanjutnya tentang bentuk-bentuk dari implementasi hak
politik perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam politik yang
meliputi hak-hak politik perempuan dalam Islam dan pandangan
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan.
Hak-hak politik perempuan yakni hak untuk berbicara/
mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk
membaiat49, dan hak untuk ikut berjihad dan berpartisipasi dalam
politik, serta peran politik perempuan dalam sejarah Islam.
Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
positif terhadap figur seorang perempuan yang ideal menurut Islam.
49Untuk kondisi riil masyarakat Islam di Sulawesi Selatan khususnya, dan
masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, hak baiat –baik bagi laki-laki dan
perempuan- masih harus direinterpretasi untuk melihat hakikat baiat pada
pemimpin di masa sekarang.
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Dari uraian bab ini diharapkan apa yang menjadi silang pendapat
mengenai boleh tidaknya perempuan ikut serta dalam dunia politik
akan terjawab, dengan mengacu pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah
saw. serta bagaimana implementasi pelaksanaan hak-hak politik
tersebut di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan diuraikan
beberapa pandangan dari responden yang dipilih sebagai sampel
penelitian. Kemudian, melihat kendala yang dihadapi dan solusi
alternatif dari permasalahan tersebut.
Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan
implikasi. Bab ini memaparkan kesimpulan akhir dari penulis setelah
melalui beberapa kajian pustaka dan pengamatan langsung di
lapangan.
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BAB II
POLITIK DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Politik menurut Hukum Islam
Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat
pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti acting or
judging wisely, well judged, prudent.1 Politik kemudian terserap ke
dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan
(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau
terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi
atau menangani suatu masalah).2 Jadi, politik adalah cara dan upaya
menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-
undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang
merugikan bagi kepentingan manusia.
Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato
yang berjudul politea yang juga dikenal  dengan Republik.3 Kemudian
muncul karya Aristoteles yang berjudul politea.4 Kedua karya ini
1Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of
Current English (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.
2Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1983), h. 763. Lihat pula Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 694.
3Lihat Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Jakarta: Rajawali,
1988), h. 11-12.
4Ibid., h. 26.
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dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang
kemudian. Dari kedua karya inilah dapat diketahui bahwa politik
merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan
masyarakat.
Politik dalam bahasa Arab berarti siyasah (berasal dari kata
سﺎﺳ -سﻮﺴﯾ-ﺔﺳﺎﯿﺳ yang berarti mengatur, mengurus, dan
memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau
menuntut kebijaksanaan.5 Menurut al-Maqrizi –sebagaimana dikutip
Abdul Wahab Khallaf- arti kata siyasah adalah mengatur.6 Kata سﺎﺳ
sama dengan to govern, to lead. Siyasah sama dengan polisi.7 Jadi
siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur,
mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan
pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu
tujuan.
Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan.8 Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat
5Louis Ma’louf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq,
1986), h. 362.
6Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasa¯ al-Syar’iyyah (al-Qahirah: Dar al-An¡ar,
1977), h. 4.
7Haris Sulaiman al-Faruqi, Mu’jam al-Qanun (Beirut: Maktabah Lubnan,
1983), h. 185.
8Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Vol. VI (Beirut: Dar al-¢adr, 1386/1968), h.
108.
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kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang
menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk
mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam
dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan
umum atas dasar keadilan dan istiqamah.9 Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.10
Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki
persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan
membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari
kemudharatan.11
Tiga definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Manzhur, Louis
Ma’louf dan Abdul Wahab Khallaf  adalah definisi siyasah dalam arti
yang umum, yaitu siyasah yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat
meskipun tujuannya adalah kemaslahatan. Corak siyasah ini dikenal
dengan siyasat wadh’iyah, yaitu siyasah yang berdasar pada
pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil olah pemikiran
manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan
bernegara. Meski demikian, tidak semua siyasat wadh’iyah ditolak
9Louis Ma’louf, loc. cit.
10Abdul Wahab Khallaf, op. cit., h. 4-5.
11J. Suyuthi Pulungan, Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ed.I
(Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 24.
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atau tidak diterima, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
ajaran dan ruh Islam.12
Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar’iyah adalah
pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa  Islam yang
menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan
dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat
yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam
mujtahid.13 Sedang menurut Abdur Rahman Taj, siyasah syar’iyah
adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai
dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-
tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan
untuk nash-nash tafshili yang juz’iy dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang
membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan
dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna
mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan
(pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang
12Abdur Rahman Taj, al-Siyasat al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islamiy (Mishr:
Dar al-Ta’lif, 1953), h. 10-11.
13Menurutnya, yang dimaksud masalah umum bagi negara adalah setiap
urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara,
kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum peradilan,
kebijaksanaan pelaksanaannya, maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.
Abdul Wahab Khallaf, op. cit., h. 15-16.
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kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama
produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.14
Beberapa pakar yang juga mendefinisikan politik sebagai berikut
:
1. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang
menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan
menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak
meletakkannya dan Allah tidak mewahyukannya.15
Siyasah dalam definisi Ibnul Qayyim ini adalah siyasah
yang bersifat khusus, yaitu siyasah yang berorientasi pada nilai-
nilai kewahyuan dan syariat, atau dikenal dengan siyasah
syar’iyah atau fikih siyasah. Siyasah syar’iyah adalah siyasah
yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika
agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum
syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan
bernegara.16
2. Abdul Qadim Zallum, politik/ siyasah adalah mengatur urusan
umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan
14J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 26.
15Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, al-Thur­q al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-
Syar’iyah (al-Qahirah: Muassasat al-‘Arabiyat li al-Thabi’ wa al-Nasyr, 1961), h. 16
dan dalam I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), h.
16. Baca pula dalam Abd. Hamid al-Gazali, Meretas Jalan Kebangkitan (Cet. II;
Jakarta: Era Intermedia, 2001), h. 187. Baca selengkapnya Amatullah Shafiyyah dan
Haryati Soeripno, Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya (Cet. I,
Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 17-19.
16J. Suyuthi Pulungan, op. cit., h. 24-25.
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tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi –melakukan
muhasabah terhadap- pemerintah dalam melakukan tugasnya.17
3. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus
Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara.
Sedang dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni
memerintah dan mengatur masyarakat manusia.18
4. Deliar Noer mendefenisikan politik sebagai segala aktifitas atau
sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud
untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau
mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.19
5. Miriam Budiarjo memaknai politik itu sebagai bermacam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu
dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut
tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan
pribadi seseorang (private goals).20
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis
mengambil makna politik dalam arti yang luas. Politik tidak hanya
17Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar al-Siyasi (Beirut: Dar al-Ummah, t.th.), h.
14. Lihat pula Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan:
Bercermin pada Shahabiyat ra. (Cet.I; Bogor: Idea Pustaka, 2003), h. 134.
18Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik Al-Qur’an (Cet. I; Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), h. 3.
19Deliar Noer, op. cit., h. 6.
20Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.
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sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan
luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi
terkecil sekalipun –seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah
cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai
kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas,
seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik
maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal.
Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang
semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural,
perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan
sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang
masih panjang.
Bertolak dari pengertian di atas, politik mengandung dua makna,
yaitu politik dalam arti luas –sebagaimana dikemukakan di atas-, dan
politik dalam arti sempit, yaitu politik yang merupakan tanggung jawab
pengaturan dan pemeliharaan urusan umat dan masyarakat secara
keseluruhan. Politik praktis yang sejalan dengan syariat Islam adalah
politik yang tidak terlihat didalamnya perebutan kekuasaan,
kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain, karena Islam meletakkan
dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan
hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau
keinginan sekelompok orang. Penguasa hanyalah pelaksana politik
yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat
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berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar
senantiasa berada dalam rel hukum syara.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan politik –baik
dalam arti luas maupun sempit-, Allah memberi panduan dalam al-
Qur’an. Hal ini diuraikan dalam 2 ayat, yaitu QS. al-Nisa (4): 58-59 :
 َْنأ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦَْﯿﺑ ُْﻢﺘْﻤَﻜَﺣ اَِذإَو َﺎِﮭﻠَْھأ َﻰِﻟإ ِتَﺎﻧﺎََﻣْﻷا او ﱡدَُﺆﺗ َْنأ ْﻢُﻛُﺮُْﻣَﺄﯾ َ ﱠﷲ ﱠِنإ
اًﺮﯿَِﺼﺑ ﺎًﻌﯿِﻤَﺳ َنﺎَﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِِﮫﺑ ْﻢُُﻜﻈَِﻌﯾ ﺎ ﱠﻤِِﻌﻧ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ اﻮُﻤُﻜَْﺤﺗ
Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanatkepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabilamenetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkandengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarlagi Maha Melihat.21
Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa setelah fathu
Makkah (pembebasan Makkah) Rasulullah saw. memanggil Usman bin
Thalhah untuk meminta kunci Ka’bah. Ketika Usman menghadap Nabi
untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “Ya
Rasulallah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya
rangkap jabatan itu dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Usman
menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikan
kunci itu kepadaku wahai Usman!. Usman berkata : “Inilah dia, amanat
dari Allah”. Maka berdirilah Rasulullah saw. Membuka Ka’bah dan
21Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan
Pentashih Al-Qur’an, 1971), h. 128.
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terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa
perintah agar kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulullah
melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas.22
Ayat selanjutnya QS. al-Nisa (4): 59:
 ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮَْﻣْﻷا ِﻲﻟُوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا اﻮُﻌﯿَِطأَو َ ﱠﷲ اﻮُﻌﯿَِطأ اُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾ
 ُْﻢﺘْﻨُﻛ ِْنإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟاَو ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ ُهو ﱡدَُﺮﻓ ٍءْﻲَﺷ ِﻲﻓ ُْﻢﺘْﻋَزَﺎَﻨﺗ ِْنَﺈﻓ ِ ﱠ ِﺎﺑ َنُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ
 ًﻼﯾِْوَﺄﺗ ُﻦَﺴَْﺣأَو ٌﺮْﯿَﺧ َِﻚﻟَذ ِﺮِﺧْﻵا ِمَْﻮﯿْﻟاَو
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainanpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimankepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.23
Kedua ayat di atas mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan
kepemimpinan politik, yaitu :
1. Harus Amanah
2. Harus adil
3. Harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri
22Riwayat lain mengatakan bahwa ayat 58 ini turun ketika Nabi saw.. berada
dalam ka’bah. Lihat dan baca selengkapnya dalam  Qamaruddin Shaleh, et. al.,
Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an (Cet. XVI;
Bandung: CV. Diponegoro, 1994), h. 137-138. Lihat pula Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz
IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 117-124 dan al-Sayuthi, al-Itqan fi ‘Ul­m al-
Qur’an, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 570.
23Depag RI., loc. cit.
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4. Harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah
dan Rasul-Nya.
1) Amanah dalam menjalankan kepemimpinan politik
Amanah berasal dari bahasa Arab ﺔﻧﺎﻣا. Amanah adalah bentuk
mashdar dari amina-ya’munu/amina ya’manu yang berarti jujur atau
bisa dipercaya. Jamaknya adalah amanat.24 Dalam Bahasa Indonesia,
amanah berarti kerabat, ketenteraman, atau dapat dipercaya, pesan,
perintah, keterangan, atau wejangan.25 Amanah juga berarti sesuatu
yang dipercayakan.26 Secara umum, amanat adalah memegang hak
orang lain, sehingga wajib menunaikannya kepada orang yang berhak.
Hak itu dapat berbentuk materi dan non materi.27
Dalam kaitannya dengan QS. al-Nisa (4): 58 di atas, amanat
berkedudukan sebagai isim maf’ul (kata sifat sebagai obyek) dengan
pengertian segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang
24Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lugah, Juz I (Beirut:
Dar al-Fikr, 1979), h. 133.
25Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001), h. 103.
26Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (Cet. I; Palembang:
Perc. Univ. Sriwijaya, 2000), h. 226.
27Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka
Iqra, 2001), h. 33.
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lain dengan rasa aman.28 Kata amanah dengan berbagai derivasinya
terulang sebanyak 6 kali dalam al-Qur’an.29
Term amanat dalam ayat di atas dimaknai 2, yaitu amanat dalam
arti sempit dan dalam arti yang luas. Ulama yang memaknai amanat
secara sempit, seperti Ibnu Jarir al-Thabary yang mengemukakan
bahwa QS. 4:58 ini ditujukan kepada para pemimpin agar mereka
menunaikan hak-hak umat Islam dalam hal pembagian harta rampasan
perang dan penyelesaian perkara umat yang diserahkan kepada mereka
untuk ditangani dengan baik dan adil.30 Demikian pula Ibnu Taimiyah
memandang amanat mencakup dua konsep, yakni kekuasaan (al-
wilaya¯) dan harta benda.31 Sementara Muhammad Abduh mengaitkan
kata amanat dengan pengetahuan dan memperkenalkan istilah
amana¯ al-‘ilm yang berarti tanggung jawab mengakui dan
mengembangkan kebenaran.32
Amanat dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh al-Maragi
dan Tanthawi Jauhari. Al-Maragi misalnya membagi amanat itu kepada
28Lihat Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz V (Mesir: Maktabah
al-Qahirah, 1379/1385 M.), h. 173.
29QS. al-Baqarah (2): 283, QS. al-Nisa (4): 58, QS. al-Anfal (7): 27, QS. al-
Mu’min­n (23): 8, QS. al-Ahzab (33) 72, dan QS. al-Ma’arij (70): 32. Muh. Fu’ad
‘Abd. al-Baqy, Mu’jam al-Mufahras li Alfad Al-Qur’an (Beirut: Dar  al-Fikr, 1991), h.
113.
30Lihat al-°abary, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil ayi Al-Qur’an, Juz V (Mesir,
Mu¡¯afa al-Baby al-Halabiy, 1967), h. 145.
31Lihat Taqi al-Din bin Taymiyah, al-Siyasa¯ al-Syar’iya¯ fi Ishlah al-Ra’i
wa al-Ra’iyya¯ (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1969), h. 27.
32Lihat Muhammad Rasyid Ridha, op. cit., Juz V, h. 170.
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3 hal, yaitu (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung
jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia
kepada dirinya.33 Sedang Tanthawi Jauhari menyimpulkan makna
amanat sebagai segala yang dipercayakan orang berupa perkataan,
perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada
manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.34
Abd. Muin Salim mengomentari bahwa perbedaan pendapat
tersebut, disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang dipergunakan
oleh para ulama. Al-Thabary mengajukan konsep amanat yang legalistis
sehingga mencakup hak-hak sipil. Ibnu Taymiyah melihat amanat
sebagai konsep yang mencakup hak-hak sipil dan publik. Muhammad
Abduh menggunakan pendekatan sosio-kultural, sedang al-Maragi
melihat konsep amanat itu dari sudut kepada siapa amanat itu akan
dipertanggung jawabkan, yang kemudian disimpulkan oleh Tanthawi
Jauhari  dengan melihat amanat secara umum.35
Mengenai penafsiran QS. al-Nisa (5): 58 di atas, Quraish Shihab
mengemukakan bahwa tuntunan Allah kali ini sangat ditekankan,
karena ayat ini langsung menyebut Allah sebagai Penuntun dan
Pemberi Perintah.36 Quraish Shihab menafsirkannya sebagai berikut :
33Lihat Ahmad Mushtafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz V (t.t: Dar al-Fikr,
1974), h. 70.
34Lihat pula Tanthawi Jauhari, Tafsir al-Jawahir, Juz II (Mesir: Mu¡¯afa al-
Baby al-Halabiy, 1350), h. 54.
35Lihat Abd. Muin Salim, op. cit., h. 194.
36Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-
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“Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung. Yang wajib Wujud-Nyaserta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari sifat tercela,menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat secara sempurnadan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhakmenerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanatmanusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu,dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukumdi antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lainmaupun tanpa perselisihan, maka kamu harus menetapkanputusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt.,tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pulamenjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidakmenganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepadatemanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkanmenunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telahmemberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Karena ituberupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, danketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal inimengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kiniadalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik denganorang lain, maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi MahaMelihat sikap dan tingkah laku kamu.37
QS. al-Nisa ayat 58 di atas menggunakan bentuk jamak dari kata
amanah. Hal ini berarti bahwa banyak sekali amanah yang diemban
oleh manusia.38 Amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat materiil,
tetapi juga non materiil dan bermacam-macam. Semuanya
diperintahkan Allah agar ditunaikan.
Amanah adalah salah satu prinsip kepemimpinan.  Nilai dasar
dari kepemimpinan adalah amanah, karenanya amanah meminta
sebuah pertanggungjawaban.39
Qur’an, Vol. II (Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 457.
37Lihat ibid.
38Semua kelebihan yang ada pada manusia adalah amanah. Baca
selengkapanya dalam Nurcholish Madjid, Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah
Jum’at di Paramadina (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 44.
39Dawam Raharjo, Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
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Kekuasaan itu juga adalah amanah, karena itu harus
dilaksanakan dengan penuh amanah pula. Hal ini mengandung dua
makna, yaitu : pertama, apabila manusia berkuasa (menjadi khalifah)
di muka bumi, maka kekuasaan yang diperolehnya sebagai suatu
pendelegasian kewenangan dari Allah (delegation of authority), karena
Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan
yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif.
Kedua, karena kekuasaan pada dasarnya amanah, maka
pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini
adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh
prinsip.40
2) Adil dalam menetapkan hukum
Secara kontekstual, perintah dalam ayat 58 di atas tidak hanya
ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim,
tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan
memimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap isteri-isterinya,41
dan orang tua terhadap anak-anaknya.
Mengenai makna ‘adl dalam ayat di atas, para mufassir pun
berbeda pendapat. Al-Baidhawi mengatakan bahwa ‘adl bermakna al-
In¡af wa al-sawiyya¯ “berada di pertengahan dan mempersamakan”.42
Konsep Kunci (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 205.
40Said Agil Husin al-Munawwar, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan
Hakiki (Cet.IV; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 200.
41QS. al-Nisa (4) 92-93.
42Lihat Nashr al-Din Abu al-Qahir ‘Abdullah bin Umar al-Baidhawi, Anwar
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Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sayyid Quthb
bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki
seseorang.43
Sementara itu al-Maragi tidak melihat keadilan itu dari segi
persamaan hak, tetapi lebih pada terpenuhinya hak-hak seseorang.
Ibnu Jar³r dan al-Qurthubi menghubungkan adil itu dengan hukum
agama,44 serta al-Syaukaniy yang dengan tegas mengemukakan
pandangannya bahwa adil itu adalah menyelesaikan perkara
berdasarkan ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, tidak
berdasar pada pikiran.45 Penyelesaian perkara yang dimaksudkan
adalah baik perkara sesama manusia maupun perkara antara ummat
dengan pemimpinnya.
3) Taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri
Setelah Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat dan
menetapkan hukum secara adil, maka Allah kembali mempertegas agar
orang yang beriman itu mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Sebagian
ulama melihat bahwa hubungan ayat 58 dan 59 ini adalah bentuk
hubungan pemerintah dengan rakyatnya.46
al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, Juz I (Mesir: Mu¡¯afa al-Baby al-Halabiy, 1939
H./1358 M.), h. 191.
43Lihat Sayyid Quthb, Tafsir fi ¨ilal Al-Qur’an, Juz V (Beirut: Dar al-Ihya al-
Tura£ al-‘Arabiy, 1967), h. 118.
44Lihat al-Thabary, op. cit., Juz V, h. 146 dan al-Qur¯ubiy, Tafsir Jami’ li
a¥kam al-Qur’an, Jilid V (Mesir: Dar al-Katib al-‘Arabiy, 1967), h. 258.
45Lihat al-Syaukaniy, Fath al-Qadir, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 480.
46Lihat Imam Ab­ al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad
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Perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah
yang bersifat mutlak, tidak ada lagi bantahan di dalamnya. Sedang
perintah untuk mentaati ulil amri/pemerintah merupakan perintah
yang tidak mutlak. Ketaatan rakyat pada pemimpinnya hanya berlaku
mutlak apabila perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-
Nya. Sebaliknya, perintah pemimpin menjadi tidak wajib ditaati,
apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Razi dengan menukil
pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa imam wajib menetapkan hukum
dengan hukum Tuhan dan menunaikan amanat. Jika ia telah
melakukan hal itu, maka rakyat wajib mendengar dan mentaatinya. 47
4) Menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah
dan Rasul-Nya.
Ayat di atas memberikan pesan dan nasihat yang sangat berharga
untuk dijadikan pegangan. Dalam menjalani sebuah kepemimpinan
apapun –terlebih pada tampuk kepemimpinan tertinggi sebuah negara-
ketika menghadapi persoalan-persoalan pelik yang sulit untuk
diselesaikan maka diperintahkan untuk mengembalikan segala
permasalahan itu kepada Allah dan RasulNya. Hal ini berarti bahwa
ketika jalur musyawarah sudah menempuh jalan buntu, maka solusi
terbaik bagi kaum beriman adalah dengan kembali merujuk pada al-
Qur’an dan Sunnah.
al-Zamakhsyariy, Tafsir al-Kasysyaf, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h.
535, dan al-Qurthubi, op. cit., Juz V, h. 259.
47Lihat Fakhr al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir (Teheran: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
t.th.), h. 143.
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Kedua ayat di atas seharusnya menjadi pegangan dan rujukan
bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan
tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Aturan tersebut menjadi
barometer kebolehan seseorang menjadi pemimpin, yang mengandung
makna bahwa apabila keempat kandungan pokok QS. al-Nisa (4): 58-59
itu tidak mampu diimplementasikan dan diejawantahkan dalam
pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, maka seorang muslim –laki-laki
maupun perempuan- harus berlapang dada untuk tidak memegang
jabatan kepemimpinan apapun, apalagi untuk menawarkan diri untuk
memangku jabatan.
B. Perempuan menurut Hukum Islam
1. Asal Penciptaan Perempuan
Allah swt. memuliakan perempuan sedemikian rupa dengan
terabadikannya jenis kelamin perempuan dalam al-Qur’an, yakni al-
Nisa. Al-Qur’an tidak pernah mendiskreditkan segala hal yang terkait
dengan perempuan termasuk mitra jenisnya. Al-Qur’an dengan
bijaksananya mengetengahkan perbedaan yang dimiliki laki-laki dan
perempuan -sebagaimana perbedaan siang dan malam- yang
disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan
kehidupan. Perbedaan ini berarti keberadaan keduanya dalam sebuah
kesatuan yang utuh dan saling menunjang.
Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga -dalam ruang
lingkup yang sempit- sangat dibutuhkan sebuah kepemimpinan.
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Rumah tangga pada umumnya memberi pengertian sebuah keluarga
yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keluarga merupakan
sebuah institusi yang menyimpan isu dan problematika yang
berkepanjangan. Problematika yang muncul dari kehidupan berumah
tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola
masyarakat yang selalu berubah. Kondisi seperti ini membutuhkan
seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk
menyelesaikan persoalan, demi kelestarian tujuan kehidupan
berkeluarga (harmonis, damai, tenang dan tenteram) sebagaimana
tercantum dalam QS. al-R­m (30) : 21.48
Hukum dan undang-undang perkawinan di Indonesia dengan
mengacu pada ayat al-Qur’an sebenarnya telah dibuat dan dijadikan
pedoman yang baku bagi kehidupan suami isteri. Namun, tidak
menutup kemungkinan mengalami pergeseran sosiologis akibat nilai
budaya dan kondisi yang senantiasa berubah. Misalnya kewajiban pria
(suami) sebagai satu-satunya pemimpin atau kepala keluarga untuk
mencari nafkah bagi keluarganya. Hal ini, menurut Quraish Shihab,
disebabkan oleh kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki, yakni
kelebihan fisik dan psikis.49
48Lihat Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir
Al-Qur’an (Cet. I; Yogjakarta: LKis, 1999), h. 101.
49Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’iy Atas
Pelbagai Persoalan Umat (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 310. Abbas Mahmud
al-Aqqad, seorang pemikir ortodoks dari Mesir merumuskan bahwa persoalan yang
dihadapi kaum perempuan senantiasa berkisar pada 3 masalah pokok, yaitu : (1)
Karakter perempuan, yang meliputi kesanggupannya untuk menjalin hubungan
dengan teman sejenisnya, dan jenis lain sesama manusia. (2) Hak-hak dan tugas-
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Dalam kondisi seperti sekarang, saat bidang pekerjaan tidak lagi
didominasi oleh kekuatan fisik seseorang, Kaum perempuan telah
banyak memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan keahlian-nya. Ketentuan yang telah menjadi pemahaman
bahwa kaum pria adalah pemimpin bagi perempuan menimbulkan
persepsi negatif terhadap kedudukan kaum perempuan, menjadikan
kaum pria lebih superior dibanding perempuan. Sementara perempuan
hanya sebagai pelayan pria (suami) dan muncullah persepsi bahwa
perempuan bisa saja diperlakukan apa kata (kehendak) suaminya,
sebab hidupnya sepenuhnya tergantung pada suami.50
Pernyataan negatif seperti di atas tidak dapat disalahkan begitu
saja. Pandangan tersebut seakan melekat pada opini masyarakat secara
umum, disebabkan opini awal yang dibangun oleh sejarah. Selama ini
telah berkembang pola pikir yang membentuk pandangan stereotype
tentang perempuan.  Stereotype yang dibentuk oleh sejarah ini
diperkuat pula dengan dimuatnya dalam berbagai media massa,
sehingga benar-benar menyudutkan perempuan.51
Inilah yang kemudian memunculkan rumusan sepihak sehingga
mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan berbagai
tugas perempuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tengah-tengah
masyarakat luas. (3) Menyangkut moralitas dan etika dalam arti yang seluas-
luasnya. Abbas Mahmud al-Aqqad, al-Mar’at fi al-Qur’an (Cairo: Dar al-Hilal, t.th.),
h. 25.
50Zaitunah Subhan, op. cit., h. 102.
51Lihat Hillary M. Lips, Sex and Gender an Introduction (Edisi III; USA:
Mayfield Publishing Company, 1992), h. 26.
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ketidakadilan lainnya. Banyak stereotype yang dilekatkan masyarakat
kepada perempuan yang berakibat terbatasnya ruang gerak
perempuan.52 Pada gilirannya, hal ini membentuk pola tingkah laku
dan sikap perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan
yang tidak dapat diubah. Pola pikir seperti ini demikian kuatnya
dibentuk dan menjadi semacam ajaran agama yang berkembang subur
dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang. Pandangan semacam ini
justeru seringkali diperkuat oleh pemahaman ajaran agama yang tidak
sempurna, baik bersumber dari al-Qur’an maupun hadis.53 Pemahaman
yang keliru inilah yang seringkali menjadi acuan sikap/tingkah laku
masyarakat, terlebih lagi apabila pemahaman tersebut dilontarkan oleh
orang yang dihormati.
Pandangan diskriminatif terhadap perempuan tidak dapat
terlepas dari penafsiran awal terhadap ayat-ayat dan hadis yang banyak
mengundang kontroversi. Antara lain :
1. QS. al-Nisa’ (4): 154:
52Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan dan
Analisis Gender” dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif
Islam (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 48.
53Zaitunah Subhan, op. cit., h. 2.
54Beberapa ayat lain yang juga menggunakan term nafs wahidah adalah :
1). QS. al-A’raf (7): 189 َﺣ ْﺖ َﻠَﻤَﺣ َﺎھﺎﱠﺸََﻐﺗ ﺎ ﱠَﻤَﻠﻓ َﺎﮭَْﯿِﻟإ َﻦُﻜَْﺴِﯿﻟ َﺎﮭَﺟْوَز َﺎﮭْﻨِﻣ َﻞَﻌَﺟَو ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺲَْﻔﻧ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َُﻮھ ِﮫ ِﺑ ْت ﱠﺮ ََﻤﻓ ﺎ ًﻔِﯿﻔَﺧ ًﻼ ْﻤ
 ﱠﺑَر َ ﱠﷲ اَﻮَﻋَد َْﺖَﻠﻘَْﺛأ ﺎ ﱠَﻤَﻠﻓ َﻦﯾِﺮِﻛﺎﱠﺸﻟا َﻦِﻣ ﱠَﻦﻧﻮَُﻜَﻨﻟ ﺎًِﺤﻟﺎَﺻ َﺎَﻨﺘَْﯿﺗاَء ِْﻦَﺌﻟ ﺎَُﻤﮭ
2). QS. al-Zumar (39): 6. َْﺨﯾ ٍجاَوَْزأ ََﺔِﯿﻧﺎََﻤﺛ ِمﺎَﻌَْﻧْﻷا َﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻟ َلَﺰَْﻧأَو َﺎﮭَﺟْوَز َﺎﮭْﻨِﻣ َﻞَﻌَﺟ ﱠُﻢﺛ ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺲَْﻔﻧ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ ْﻢُِﻜﺗﺎ َﮭ ﱠُﻣأ ِنﻮ ُُﻄﺑ ﻲ ِﻓ ْﻢُُﻜُﻘﻠ  ُﺗ ﻰﱠَﻧَﺄﻓ َُﻮھ ﱠِﻻإ ََﮫِﻟإ َﻻ ُﻚْﻠُﻤْﻟا َُﮫﻟ ْﻢُﻜﱡﺑَر ُ ﱠﷲ ُﻢُِﻜﻟَذ ٍثََﻼﺛ ٍتﺎَُﻤُﻠظ ِﻲﻓ ٍﻖْﻠَﺧ ِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ ًﺎﻘْﻠَﺧ َنُﻮﻓَﺮْﺼ
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 َﺎﮭْﻨِﻣ ََﻖﻠَﺧَو ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺲَْﻔﻧ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا ُﻢُﻜﱠﺑَر اُﻮﻘﱠﺗا ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾ
 ِِﮫﺑ َنُﻮﻟَءﺎََﺴﺗ يِﺬﱠﻟا َ ﱠﷲ اُﻮﻘﱠﺗاَو ًءﺎَِﺴﻧَو اًﺮِﯿﺜَﻛ ًﻻﺎَﺟِر ﺎَُﻤﮭْﻨِﻣ ﱠَﺚﺑَو َﺎﮭَﺟْوَز
ًﺎﺒِﯿﻗَر ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ َنﺎَﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ َمﺎَﺣَْرْﻷاَو
Terjemahnya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telahmenciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allahmenciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allahmemperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga danmengawasi kamu.55
Perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang penciptaan
perempuan berangkat dari ayat tersebut yaitu ketika memahami kata
nafs. Di kalangan ahli tafsir masa lalu memahami kata nafs dalam ayat
tersebut dengan makna Adam. Di antara ulama tafsir yang memahami
seperti itu adalah Ibnu Ka¡³r, al-Qur¯ubi, Jalaluddin al-Suy­¯i,
Mahmud al-Nasafy, Ab³ al-Su’­d, Burhanuddin al-Biqa’iy, Fakhr al-D³n
al-Razi, al-Al­si, al-°abary, Muhammad Husain al-¨ahabiy, dan al-
Zamakhsyar³y.
Al-Zamakhsyar³y misalnya menafsirkan kalimat  ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﻖﻠﺧ
ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ/ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻢﻜﻘﻠﺧ dengan  ﺪﺣاو ﻞﺻا ﻦﻣ ﻢﻜﻋﺮﻓ
ﻢﻜﯿﺑأ مَدا ﺲﻔﻧ ﻮھو (diciptakan dari jiwa yang satu yakni jiwa/diri
Adam ). Mengenai ayat ﺎﮭﺟوز ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻠﺧو al-Zamakhsyar³y
mengemukakan dua penafsiran, yaitu : 1) a¯af (mengikut) kepada yang
mahz­f (dijatuhkan), maka seakan-akan dikatakan :  ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻖﻠﺧو
55Depag RI., op. cit., h. 114.
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ةﺪﺣاوﺎھأﺪﺘﺑإ وا ﺎھﺄﺸﻧأ -diciptakan dari jiwa yang satu yang
dikembangbiakkan dan dimulai darinya, dan diciptakan daripadanya
(diri Adam) isteri (pasangan)nya Hawa-. Alasan beliau sehingga kata
ﺎھأﺪﺘﺑإ وا ﺎھﺄﺸﻧأ dijatuhkan adalah untuk menunjukkan kepada
makna bahwa Adam diciptakan dari tanah dan diciptakan pula isteri
(pasangan)-nya dari salah satu tulang rusuk Adam. 2) A¯af (mengikut)
kepada lafal ﻢﻜﻘﻠﺧ, yang berarti bahwa engkau (wahai manusia)
diciptakan dari jiwa/diri Adam dan diciptakanlah ibu kamu Hawa dan
memperkembangbiakkannya dengan laki-laki dan perempuan yang
banyak.56
Sebagaimana al-Zamakhsyar³y, Ibnu Kats³r, Mahmud al-Nasafy,
Burhanuddin al-Biqa’iy, al-Al­si, Fakhr al-D³n al-Razi, Ab³ al-Su’­d,
Muhammad Husain al-¨ahabiy juga menafsirkan ayat di atas dengan
mengemukakan pendapatnya bahwa Hawa adalah isteri Adam yang
diciptakan Allah untuk menemaninya di syurga, dan Hawa itu sendiri
tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok.57
56Lihat al-Zamakhsyariy, op. cit., h. 451.
57Abu al-Fida’i al-Hafidz Ibnu Ka£ir al-Dimasyqiy, Tafsir Ibnu Ka£ir, Juz I
(Cet. I; Beirut: Maktabah al-Nur al-‘Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 424; Mahmud al-
Nasafy, Tafsir al-Nasafy, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 204; al-Qur¯ubiy, op.
cit., h. 3; Muhammad Husain al-ªahabiy, Tafsir wa al-Mufassir­n, Juz II (Beirut:
Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, t.th.), h. 457; Abi Su’­d, Tafsir Abi Su’­d, Jilid I (Kairo:
Dar al-Mushaf, t.th.), h. 637; Fakhr al-Din al-Razi, Tafsir Mafati¥ al-Gayb, Jilid V
(Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990), h. 131; Ibnu Jarir al-°abariy, op.cit.,
h. 565-566; Burhanuddin al-Biqa’iy, Na«m al-Durar fi Tanasub al-²yat wa al-
Suwar, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah. 1995), h. 204; Ab­ al-Fa«l
Syihab Mahmud Afandi al-Al­si al-Baghdadi, R­h al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an, Jilid
I (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turas, t.th.), h. 180.
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Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa para ulama tersebut di
atas menafsirkan kata ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ dengan Adam مِدا dan ﺎﮭﺟوز adalah
Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam.
Secara implisit berarti Adam lebih tinggi kedudukannya dari Hawa,
karena Hawa diciptakan dari diri Adam sendiri. Berangkat dari
pandangan ini kemudian menimbulkan kesan negatif terhadap
perempuan.
Pemahaman dari ayat tersebut berimplikasi luas pada kehidupan
perempuan, karena Hawa selaku perempuan tercipta dari bagian tubuh
laki-laki (Adam), sehingga memberi kesan bahwa perempuan adalah
sub-ordinat laki-laki. Perempuan hanya sebagai the second human
being, makhluk kelas dua. Perempuan bukan makhluk yang penting, ia
hanya pelengkap yang tercipta dari dan untuk kepentingan laki-laki.
Konsekuensinya adalah perempuan tidak pantas berada di depan, tidak
pantas menjadi pemimpin, dan lain sebagainya.
Ulama yang memiliki pandangan yang berbeda antara lain, Imam
al-Syaukaniy, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.
Imam al-Syaukaniy dalam tafsir Fat¥ al-Qad³r mengatakan bahwa
dhamir ha pada kata ﺎﮭﻨﻣ adalah kembali kepada Adam dan Hawa.58
Sedang Sayyid Quthb tidak menjelaskan maksud ayat min nafsin
wahidah. Akan tetapi, Sayyid Quthb menyimpulkan penafsirannya
terhadap ayat dengan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan
58Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, op. cit., Juz I, h.
525.
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adalah sama, yang membedakan hanya pada kesiapan (داﺪﻌﺘﺳا) dan
profesi yang digelutinya (ﺔﻔﯿﺿﻮﻟا).59
Muhammad Abduh dan Rasy³d Ri«a juga memberikan komentar
bahwa tidak dapat dipastikan kata ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ berarti Adam, kecuali
bagi yang meyakini bahwa semua manusia adalah berasal dari anak
cucu Adam. Tetapi bagi yang meyakini bahwa setiap ras punya asal-usul
sendiri, maka yang dimaksud dengan ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ adalah nenek
moyang mereka masing-masing. Menurutnya, kata لﺎﺟر dan ءﺎﺴﻧ
dalam bentuk nakirah menandakan bahwa kalimat  ﻻﺎﺟر ﺎﻤﮭﻨﻣ ﺚﺑو
ﻛﺜﯿءﺎﺴﻧو اﺮﯿ menunjukkan ketidakpastian. Kalau memang yang
dimaksud dengan Adam (ma’rifah), seharusnya kedua kata itu
diungkapkan dalam bentuk ma’rifah juga. Misalnya,  ﻊﯿﻤﺟ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﺚﺑو
ءﺎﺴﻨﻟاو لﺎﺟﺮﻟا . Karena khitab pada ayat ini bersifat umum, yaitu
seluruh umat manusia, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan
ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ adalah person tertentu, yaitu Adam, padahal tidak semua
manusia mengenal Adam (dan Hawa), bahkan mendengarnya pun tidak
pernah.60
59Sayyid Quthb, op. cit., Juz I, h. 573-574.
60Sayyid Muhammad Rasyid Ri«a, Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-
Manar), Jilid IV (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 324. Ungkapan Muhammad
Abduh bahwa tidak semua manusia mengenal Adam (dan Hawa) bahkan
mendengarnya pun tidak pernah, dibantah oleh Yunahar Ilyas dengan
mengemukakan bahwa informasi tentang asal-usul umat manusia diberitakan oleh
Al-Qur’an, maka melalui penalaran secara utuh terhadap Al-Qur’an, setiap orang
akan dapat mengetahui dan mengenal Adam sebagai manusia pertama yang menjadi
asal seluruh umat manusia. Menurutnya, ketidaktahuan umum karena tidak
membaca Al-Qur’an tidak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan terhadap
informasi tersebut. Jika benar seperti apa yang dikatakan Muhammad Abduh, maka
tentu banyak informasi lain dalam Al-Qur’an yang akan ditolak dengan alasan tidak
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Menurut Ri«a, mayoritas mufassir termasuk -al-Zamakhsyar³y-
menafsirkan bahwa ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ adalah Adam bukan berdasarkan teks
ayat, tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah diterima secara umum
pada waktu itu bahwa Adam adalah nenek moyang umat manusia.
Menurutnya, teks ayat menegaskan bahwa secara esensi, semua
manusia mempunyai asal kemanusiaan yang sama. Oleh sebab itu,
semuanya bersaudara, tanpa memandang warna kulit, perbedaan
bahasa atau keyakinan tentang asal usul manusia itu sendiri. Jadi, ayat
ini tidak bermaksud menjelaskan asal kejadian manusia.61
Apabila ditinjau dari segi etimologis, ungkapan Abduh dan Ri«a
dapat dibenarkan, karena kata ﺲﻔﻧ dan جوز bersifat netral. Kata ﺲﻔﻧ
berarti bangsa atau jenis sedang kata جوز berasal dari  جاز - جوﺰﯾ -
ﺎﺟوز yang berarti menaburkan, menghasut.62 Dalam penggunaannya
kata جوﺰﻟا biasa diartikan dengan pasangan, laki-laki atau
perempuan, jantan atau betina bagi hewan. Sehingga kata ةﺪﺣاو ﺲﻔﻧ
dalam ayat tersebut bisa saja berarti Adam dan bisa juga berarti Hawa.
semua orang mengetahuinya. Lihat H. Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian
Tafsir Al-Qur’an: Klasik dan Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1997),
h. 107.
61Ibid.
62Lihat Louis Ma’louf, op. cit., h. 525 dan Ahmad Warson Munawwir, Kamus
al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 630.
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Pendapat ini seide dengan Amina Wadud, bahwa nafs tidak
maskulin dan tidak pula feminin, akan tetapi menjadi bagian dari setiap
orang, laki-laki dan perempuan.63
Hal ini mungkin juga dilatarbelakangi oleh sebuah hadis yang
cenderung ditafsirkan oleh ulama dahulu secara tekstual (harfiyah),
yakni :
 ْﻦَﻋ ﱟِﻲﻠَﻋ ُﻦْﺑ ُﻦْﯿَﺴُﺣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻻَﺎﻗ ٍماَﺰِﺣ ُﻦْﺑ ﻰَﺳﻮُﻣَو ٍﺐْﯾَﺮُﻛ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﻋ َةَِﺪﺋاَز ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ٍمِزﺎَﺣ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ﱢﻲِﻌَﺠَْﺷْﻷا َةَﺮَﺴْﯿَﻣ ْﻦ
 ﱠِنَﺈﻓ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟِﺎﺑ اﻮُﺻَْﻮﺘْﺳا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ
 َِﻊﻠ ﱢﻀﻟا ِﻲﻓ ٍءْﻲَﺷ َجَﻮَْﻋأ ﱠِنإَو ٍَﻊﻠِﺿ ْﻦِﻣ َْﺖِﻘﻠُﺧ ََةأْﺮَﻤْﻟا َﺖَْﺒھَذ ِْنَﺈﻓ ُهَﻼَْﻋأ
ءﺎَﺴﱢﻨﻟِﺎﺑ اﻮُﺻَْﻮﺘْﺳَﺎﻓ َجَﻮَْﻋأ ْلََﺰﯾ َْﻢﻟ َُﮫﺘْﻛََﺮﺗ ِْنإَو َُﮫﺗْﺮَﺴَﻛ ُﮫُﻤِﯿُﻘﺗ. ِ◌64
Terjemahnya :
‘Dari Abi Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata: :Kamimendapat kabar dari Husain bin Ali dari Zaidah dari Maysarah al-Asyja’iy dari Ab³ Hazim dari Ab­ Hurairah ra. berkata : BersabdaRasulullah saw. : “Saling pesan memesanlah (berwasiatlah) kepadaperempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk.Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yangpaling atas. Kalau engkau luruskan tulang bengkok itu, engkauakan mematahkannya, (tetapi) kalau engkau biarkan, dia akantetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepadaperempuan.’
Hadis ini kemudian dipahami oleh ulama dahulu secara tekstual
sehingga menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat
63Amina Wadud Muhsin, Qur’an and Women: Rereading the Secred Text
From a Woman’s Perspective (Kualalumpur: Fajar Bakti, 1992), h. 57.
64Ab­ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhariy, ¢a¥i¥ al-
Bukhari, Jilid III, (Kairo: Dar al-Sya’ab, t. th.), h. 34 dan Imam Muslim, ¢a¥i¥
Muslim (Kairo: Maktabah al-Baby al-Halabiy, t.th.), h. 625.
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rendah dan bahkan terlecehkan. Namun bagi ulama kontemporer -
bahkan ada yang menolak keshahihan hadis ini- memahami sebagai
peringatan kepada kaum lelaki untuk memperlakukan kaum
perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter atau
kecenderungannya yang tidak sama dengan laki-laki. Upaya untuk
meluruskan tulang rusuk yang bengkok akan berakibat fatal dan
kemungkinan patah.65
Agus Moh. Najib66 dalam penelusurannya mengenai hadis
tersebut mengemukakan tiga pendapat. Pertama, hadis tersebut shahih
sanad dan matan, serta memahami hadis tersebut secara tekstual,
sehingga menurutnya Hawa benar-benar diciptakan dari tulang rusuk
Adam.Kedua, Hadisnya shahih sanad dan matan, namun hadis
tersebut harus difahami secara metaforis. Pendapat ini menghasilkan
pandangan bahwa hadis tersebut berisi pesan kepada laki-laki agar
menghadapi perempuan dengan cara yang baik, bijaksana, dan tidak
kasar. Ketiga, yang menolak keshahihan hadis tersebut, karena hadis
tersebut sama sekali tidak mendukung maksud ayat QS. Al-Nisa (4): 34.
Dengan demikian, hadis tersebut harus dimaknai secara
metaforis/kiasan, bukan secara tekstual. Sebab, bila dimaknai secara
tekstual akan bertentangan dengan al-Qur’an yang menyatakan bahwa
proses penciptaan manusia –laki-laki dan perempuan- adalah sama.
65Said Agil al-Munawwar, “Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 1 dan 34” dalam
Syafiq Hasyim (ed.), Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (t.t.: JPPR, t.th.), h.
15-16.
66Agus Moh. Najib, “Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki”,
dalam Hamim Ilyas, dkk., Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis
(Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005), h. 39-42.
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Pemahaman bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam,
muncul akibat adanya pernyataan dalam Kitab Perjanjian Lama (Kitab
Kejadian II: 21-22) yang mengatakan bahwa ketika Adam tertidur
lelap, maka diambillah Allah sebilah tulang rusuknya, lalu
ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka daripada tulang
yang telah dikeluarkannya dari Adam itu, diperbuatlah Tuhan
seorang perempuan.
Ungkapan inilah yang menimbulkan pemahaman yang sangat
keliru terhadap proses penciptaan perempuan. Demikian melekatnya
pemaha-man ini  dalam benak masyarakat secara umum, sehingga
secara otomatis sangat mempengaruhi prilaku keseharian masyarakat,
termasuk sikapnya dalam menghadapi seorang perempuan.
Demikian kompleksnya permasalahan perempuan, sehingga al-
Qur’an sendiri dalam mengungkapkan masalah perempuan
menggunakan beberapa term. Term-term tersebut yaitu  ,ةءﺮﻣإ ,
ةﺪﻟاﻮﻟا,ﻲﺜﻧﻷا ,ءﺎﺴﻨﻟا dan مﻷا dengan berbagai derivasinya.67 Kata
67Term ﻰ ﺜﻧﻷا berpasangan dengan ﺮﻛﺬ ﻟا, kata ءﺎ ﺴﻨﻟا dengan ﻞ ﺟﺮﻟا, kata ةءﺮ ﻤﻟا
dengan ءﺮﻤﻟا, kata مﻷا dengan بﻷا dan kata ةﺪﻟاﻮﻟا dengan ﺪﻟاﻮﻟا.   Lihat Abd. Muin Salim,
Gender dan Feminisme Menurut Perspektif Qur’ani, makalah. Disampaikan di
Makassar pada seminar keperempuanan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia Putri (KOPRI) Fakultas Syariah, tanggal 29 April 1995. Kata al-Nisa’
mempunyai beberapa pengertian, antara lain : Gender perempuan (Misalnya, QS. al-
Nisa’ (4): 7 dan 32), isteri-isteri (Misalnya, QS. al-Baqarah (2): 222 dan 223). Kata
ﻰ ﺜﻧﻷا lebih berkonotasi kepada persoalan biologis, sehingga kata ini juga digunakan
untuk jenis (species) lain selain bangsa manusia. Kata ﻰ ﺜﻧﻷا berasal dari kata ﺚ ﻧا yang
berarti “lemas, lembek (tidak keras), halus. Kata ةءﺮ ﻤﻟا digunakan untuk perempuan
yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kecakapan bertindak atau yang
sudah berumah tangga (misalnya, QS. ‘Abasa (80): 34-35 dan QS. al-°­r (52): 21).
Kata جوﺰ ﻟا mempunyai beberapa pengertian, yaitu : pasangan genetik jenis manusia
(QS. al-Nisa’ (4): 1), pasangan genetik dalam dunia fauna/binatang (QS. al-Sy­ra
(42): 11), pasangan genetik dalam dunia flora/tumbuh-tumbuhan (QS. Qaf (50): 7),
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ءﺎﺴﻨﻟا terulang sebanyak 57 kali68, kata ةءﺮﻣإ terulang sebanyak 26
kali,69 kata ﻲﺜﻧﻷا terulang sebanyak  18 kali70, kata مﻷا terulang
sebanyak 35 kali71 dan kata ةﺪﻟاﻮﻟا terulang sebanyak 4 kali dalam 3
ayat.72 Keberagaman tersebut sangat dipengaruhi oleh fungsi dan
penggunaan kata-kata tersebut.
Di samping ketidakjelasan penunjukan al-Qur’an terhadap
makna nafs wa¥idah dalam ayat tersebut, juga kata nafs dalam
berbagai konjugasinya dalam ayat lain terulang sebanyak 295 kali
dalam al-Qur’an,73 dan tidak ada yang berkonotasi Adam. Berdasar
pada kenyataan ini, maka penafsiran ulama mengenai kata nafs
wa¥idah dengan Adam terasa kurang didukung oleh ayat-ayat lain
karena pengertian lafal nafs di dalam ayat yang lain tidak menunjuk
pasangan dalam arti isteri (QS. al-Ahzab (33): 37) dan pasangan dari segala
sesuatu yang berpasang-pasangan (QS. al-Zariyat (51): 49). Sedang kata مﻷا
mempunyai beberapa pengertian, yaitu : ibu kandung (QS. al-Qa¡a¡ (28): 7), kata مﻷا
sering digunakan untuk menekankan sesuatu yang dianggap inti atau utama
(seperti kata umm al-kitab dalam QS. Ali Imran  (3): 7, umm al-qura’ dalam QS. al-
Sy­ra (42) : 7, berarti ibukota dalam QS. al-Qa¡a¡ (28): 59) dan berarti tempat
kembali (QS. al-Qari’ah (101): 9). Lihat Nasharuddin Umar, Argumen Kesetaraan
Gender; Perspektif Al-Qur;an, disertasi (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999) h. 160-
188.
68Muhammad Fu’ad Abd. al-Baqi, Mu’jam al-Mufahras li Alfad al-Qur’an
(Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 871
69Ibid., h. 837.
70Ibid., h. 119.
71Ibid., h. 101-102.
72QS. al-Baqarah (2): 233, QS. al-Maidah (5): 110, QS. Maryam (19): 32. Ibid.,
h. 931.
73Lihat Muhammad Fu’ad Abd al-Baqy, op. cit., h. 881-885.
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kepada diri Adam secara khusus, melainkan menunjuk kepada berbagai
pengertian sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti jiwa.74 Juga
menunjuk kepada pengertian jenis atau bangsa seperti terdapat dalam
surah-surah berikut :
- QS. al-Na¥l (16): 72 :
 ْﻢَُﻜﻟ َﻞَﻌَﺟ ُ ﱠﷲَو ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ِﻣ ْﻢَُﻜﻟ َﻞَﻌَﺟَو ﺎًﺟاَوَْزأ َﻦِﯿَﻨﺑ ْﻢُﻜِﺟاَوَْزأ ْﻦ
 ُْﻢھ ِ ﱠﷲ ِﺔَﻤِْﻌِﻨﺑَو َنُﻮﻨِﻣُْﺆﯾ ِﻞِطَﺎﺒْﻟِﺎَﺒَﻓأ ِتَﺎﺒﱢﯿﱠﻄﻟا َﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻗَزَرَو ًةََﺪﻔَﺣَو
 َنوُُﺮﻔَْﻜﯾ
Terjemahnya :
‘Dan Allah telah menjadikan untukmu isteri-isteri dari bangsamu(jenismu) sendiri (bukan jenis lain seperti jin, hewan dansebagainya), dan Dia jadikan pula untukmu dari isteri-isteri ituanak-anak dan cucu-cucu….’75
- QS. al-R­m (30): 21 :
 َﻞَﻌَﺟَو َﺎﮭَْﯿِﻟإ اُﻮﻨُﻜَْﺴِﺘﻟ ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻟ ََﻖﻠَﺧ َْنأ ِِﮫﺗَﺎﯾاَء ْﻦِﻣَو
 َرَو ًة ﱠدَﻮَﻣ ْﻢَُﻜﻨَْﯿﺑ َنوُﺮﱠَﻜَﻔَﺘﯾ ٍمَْﻮِﻘﻟ ٍتَﺎﯾَﻵ َِﻚﻟَذ ِﻲﻓ ﱠِنإ ًﺔَﻤْﺣ
Terjemahnya :
‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakanuntukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarakamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’76
74Lihat misalnya QS. Y­suf (12): 53, QS. al-Fajr (89): 27, QS. al-Takwir (81):
14 dan QS. al-Infi¯ar (82): 7. Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, ibid.
75Depag RI., op. cit., h. 412.
76Ibid., h. 644.
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- QS. al-Taubah (9): 128 :
 ْﻢُﻛَءﺎَﺟ َْﺪَﻘﻟ ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ٌلﻮُﺳَر ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ ٌﺺﯾِﺮَﺣ ْﻢﱡِﺘﻨَﻋ ﺎَﻣ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ٌﺰﯾِﺰَﻋ
 َر َﻦِﯿﻨِﻣْﺆُﻤْﻟِﺎﺑ ٌﻢﯿِﺣَر ٌفوُء
Terjemahnya :
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummusendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagipenyayang terhadap orang-orang mu'min.77
- QS.  al-Sy­ra (42): 11 :
 ِمﺎَﻌَْﻧْﻷا َﻦِﻣَو ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻟ َﻞَﻌَﺟ ِضَْرْﻷاَو ِتاَﻮَﻤ ﱠﺴﻟا ُﺮِطَﺎﻓ
 ُﺮﯿَِﺼﺒْﻟا ُﻊﯿِﻤ ﱠﺴﻟا َُﻮھَو ٌءْﻲَﺷ ِِﮫﻠْﺜِﻤَﻛ َﺲَْﯿﻟ ِﮫِﯿﻓ ْﻢُﻛُؤَرَْﺬﯾ ﺎًﺟاَوَْزأ
Terjemahnya :
‘(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu darijenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatangternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamuberkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yangserupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi MahaMelihat.’78
Keempat lafal nafs (jamak; anfus) berarti bangsa atau jenis,
bukan dalam arti yang lain. Berdasar pada makna ayat-ayat tersebut di
atas, tampaknya kata nafs pada QS. al-Nisa’(4): 1 apabila
diterjemahkan dengan jenis atau bangsa, lebih mendekati kebenaran
dan menghindari munculnya image perbedaan penciptaan pria dan
77Ibid., h. 303.
78Ibid., h. 784.
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perempuan. Sehingga apabila diterjemahkan ayat tersebut
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ‘Hai sekalian manusia,
bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis
(bangsa) yang satu; (bangsa manusia, bukan jin, hewan dan
sebagainya); dan telah menciptakan pula dari jenis tersebut isteri
(pasangan)nya; dan dikembangbiakkan-Nya dari (perkawinan)
keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak sekali...’79
Dari terjemahan di atas dapat dipahami bahwa perempuan,
menurut al-Qur’an, bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam
melainkan dari unsur yang sama dengan Adam, yaitu tanah.
Tampaknya, terjemahan tersebut lebih dapat diterima dan lebih
kondusif, karena sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh ayat lain.
Mengenai hadis yang dijadikan rujukan oleh para mufassir
bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, perlu diberikan
penjelasan yang memadai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam
memahami teks al-Qur’an dan hadis. Apabila dikaji dan diteliti secara
seksama QS. al-Nisa’ (4): 1 tidak perlu dipertentangkan dengan makna
yang dikandung oleh hadis Bukhari Muslim tersebut. Sebab, QS. al-
Nisa’ (4): 1 membicarakan tentang penciptaan semua manusia dari
unsur yang sama, sementara hadis membicarakan sifat dasar
perempuan yakni bagaikan tulang rusuk yang bengkok, sehingga
79Sebagaimana diterjemahkan oleh Nasharuddin Baidan, Tafsir bi al-Ra’yi;
Upaya Penggalian Konsep Perempuan Dalam Al-Qur’an (Mencermati Konsep
Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur’an) (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), h. 9.
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apabila dipaksa meluruskannya dia akan patah, tapi bila dibiarkan
begitu saja tanpa upaya meluruskannya, maka dia akan tetap
bengkok.80 Hadis ini harus dipahami sebagai peringatan bagi kaum
lelaki agar berlaku bijaksana, karena ada perbedaan yang mendasar
antara perempuan dan laki-laki
2. QS. al-Nisa (4): 34 :
 ﺎَِﻤﺑَو ٍﺾَْﻌﺑ َﻰﻠَﻋ ُْﻢﮭَﻀَْﻌﺑ ُ ﱠﷲ َﻞ ﱠَﻀﻓ ﺎَِﻤﺑ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻰﻠَﻋ َنﻮُﻣا ﱠَﻮﻗ ُلﺎَﺟ ﱢﺮﻟا
ُﻮَﻘﻔَْﻧأ ُ ﱠﷲ َِﻆﻔَﺣ ﺎَِﻤﺑ ِﺐْﯿَﻐِْﻠﻟ ٌتَﺎِﻈﻓﺎَﺣ ٌتَﺎِﺘﻧَﺎﻗ ُتﺎَِﺤﻟﺎ ﱠﺼﻟَﺎﻓ ْﻢِِﮭﻟاَﻮَْﻣأ ْﻦِﻣ ا
 ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﻲﻓ ﱠُﻦھوُﺮُﺠْھاَو ﱠُﻦھُﻮﻈَِﻌﻓ ﱠُﻦھَزﻮُُﺸﻧ َنُﻮﻓﺎََﺨﺗ ِﻲﺗ ﱠﻼﻟاَو
 َ ﱠﷲ ﱠِنإ ًﻼِﯿﺒَﺳ ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ اﻮُﻐَْﺒﺗ ََﻼﻓ ْﻢَُﻜﻨْﻌََطأ ِْنَﺈﻓ ﱠُﻦھُﻮﺑِﺮْﺿاَو ًّﺎِﯿﻠَﻋ َنﺎَﻛ
اًﺮِﯿﺒَﻛ
Terjemahnya :
‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, olehkarena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atassebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu makaperempuan yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagimemelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telahmemelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamukhawatir-kan nusyuznya, maka nasehatilah mereka danpisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamumencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya AllahMaha Tinggi lagi Maha Besar.’81
Kaum pria dalam kitab-kitab tafsir, seringkali digambarkan
sebagai seorang yang lebih superior dibanding kaum perempuan. QS.
80Nasharuddin Baidan, ibid., h. 11 dan M. Quraish Shihab, Wawasan…, op.
cit., h. 300.
81Depag RI., op. cit., h. 123.
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al-Nisa (4): 34 inilah yang sering dijadikan argumen penguatan
supremasi tersebut. Ayat ini dimaknainya secara tekstual, yang
otomatis menempatkan kaum perempuan pada posisi sebaliknya,
hanya menjadi orang yang dipimpin. Sehingga, mereka cenderung
menjadikan ayat ini sebagai dasar ketidakbolehan kaum perempuan
menjadi pemimpin.
Dalam QS. al-Nisa (4): 34 di atas ada 4 kata yang perlu mendapat
kajian khusus, yaitu لﺎﺟﺮﻟا, نﻮﻣاﻮﻗ, ﺎﻤﺑ dan ﻞﻀﻓ.
Kata al-rijal menurut al-Raghib al-Asfahaniy menunjukkan arti
khusus laki-laki. Perempuan dapat pula disebut ﺔﻠﺟر apabila dalam
sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki.82 Sedang menurut Nasaruddin
Umar, لﺎﺟﺮﻟا ialah “laki-laki yang mempunyai kapasitas tertentu,
karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi
daripada perempuan. Tuhan menyatakan ﺔﺟرد ﻦﮭﯿﻠﻋ فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑﺮﻛﺬﻠﻟو.
Karena jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai
tingkatan lebih tinggi daripada perempuan.83
Kata ماﻮﻗ (bentuk tunggal dari نﻮﻣاﻮﻗ) dalam bahasa Arab kuno
memiliki beberapa makna, diantaranya kepala, penanggung jawab, dan
penasehat.84 Dalam Kamus Lisan al-Arab, ماﻮﻗ diartikan kaum pria
82Al-Raghib al-Asfahaniy, Mu’jam Mufrada¯ Alfadz al-Qur’an (Beirut: Dar
al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 49.
83Nasharuddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an
(Jakarta: Paramadina, 1999), h. 149-150.
84Lihat Abu Ja’far al-Thabary, op. cit., h. 57.
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adalah penjamin dan penjaga urusan kaum perempuan.85 Muhammad
Asad mengartikan نﻮﻣاﻮﻗ sebagai menjaga sepenuhnya (to take full
care) dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik.86 Yusuf Ali
mengartikannya sebagai “pelindung kaum perempuan”.87
Sementara Abduh melihat bahwa kaum pria lebih baik dan lebih
utama dari perempuan, maka kenabian hanya dikhususkan bagi kaum
pria. Kaum pria lebih pantas dan lebih utama untuk memimpin
daripada kaum perempuan. Ini merupakan ketetapan Allah. 88
Malah dalam tafsir Indonesia, seperti Hamka, Mahmud Yunus,
dan Departemen Agama cenderung memberikan penilaian bahwa laki-
laki mempunyai nilai lebih dibanding perempuan.89 Akan tetapi, dalam
2 ayat lain yang menggunakan kata ماﻮﻗ, ketiga mufassir ini malah tidak
menerjemahkan ماﻮﻗ dengan “pemimpin”, tetapi “berdiri karena Allah”,
“lurus karena Allah”, “orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran
85Ibnu Mandzur Jamal al-Din, op. cit., h. 503.
86Muhammad Asad, The Massage of the Qur’an (Giblartar: Dar al-Andalus,
1980), h. 109.
87Abdullah Yusuf Ali, Al-Qur’an, Terjemahan, dan Tafsirnya (Jakarta: t.p.,
1993), h. 190.
88Lihat Muhamad Abduh, Tafsir al-Manar, Jilid I (Mesir: al-Haiah li al-
Mishriyah, t.t.), h, 608. Ibnu Ka£ir berpendapat bahwa disamping hal itu kelebihan
pria dan perempuan dalam kekuatan akal dan kejernihan pemikiran. Pria lebih
mampu berusaha, berkreasi dan mengatur urusan. Lihat Ibnu Ka£ir, op. cit., Jilid V,
h. 67.
89Lihat Hamka, Tafsir al-Azhar , Jilid V (Jakarta: Pustaka, 1988), h. 45-48,
Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 113, dan
Departemen Agama RI., op. cit., h.
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karena Allah”. Ini memberikan sebuah tanda tanya besar, mengapa
demikian?90
Dalam memaknai kata ماﻮﻗ pada ayat di atas, penulis lebih
sependapat dengan makna yang dikemukakan dalam Kamus Lisan al-
Arab yakni kaum laki-laki adalah penjamin dan penjaga urusan kaum
perempuan.91 Makna ماﻮﻗ sebagai penjaga dan penanggung jawab lebih
tepat dengan tugas laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya.
Kepemimpinan yang dimiliki adalah kepemimpinan berdasarkan
musyawarah, bukan kepemimpinan yang berdasar pada kesewenang-
wenangan. Sehingga, tidak ada kesan adanya penguasaan atau
pemaksaan suami terhadap isteri, demikian pula sebaliknya. Dengan
demikian, pengertian ini lebih mendukung terwujudnya prinsip
mu’asyarah bi al-ma’r­f92 dan prinsip saling melindungi.
Rasyid Ridha memaknai bahwa kepemimpinan atau ﻣاﻮﻗﺔ adalah
sebuah kepemimpinan yang memberikan perlindungan, perhatian,
persahabatan dan pembimbingan, di mana orang-orang yang dipimpin
tetap memiliki hak untuk menentukan tindakan-tindakan sendiri, dan
mereka tidak ditindas.93
90Zaitunah Subhan, op. cit., h. 105.
91Jamal al-Din, Lisan al-Arab, Jilid XII (Kairo: al-Bab al-Halabiy, 1990), h.
503.
92QS. al-Nisa (4): 19.
93Muhammad Rasyid Ridha, op. cit., Vol. V, h. 67-68.
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Syekh Mutawalli Sya’rawi memaknai laki-laki yang bertindak
sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan
dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan,
menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya, baik yang
berbentuk materi maupun pangan.94
Demikian pula sejumlah pemikir muslim kontemporer, seperti
Ashgar Ali Engineer, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud Muhsin,
berusaha menafsirkan kembali ayat tersebut. Menurut Ashgar, bahwa
ungkapan “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan” merupakan
pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa
penurunan wahyu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap
sebagai kewajiban perempuan. Sementara itu, laki-laki menganggap
dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka
mencari nafkah. Al-Qur’an hanya mengatakan “laki-laki menjadi ﻣاﻮﻗنﻮ
dan tidak menyatakan laki-laki harus menjadi ﻣاﻮﻗنﻮ ”. Menurutnya,
ungkapan ini dalam konteks makna yang luas, tidak normatif.95
Menurut Fazlur Rahman, ungkapan “laki-laki adalah pemimpin
atas kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka
atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi nafkah
94Syekh Mutawalli Sya’rawi, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM.
Basyaruddin, judul Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan,
Penghormatan atas Perempuan, sampai Perempuan Karier (Cet. I; t.t: Amzah,
2003), h. 168.
95Ashgar Ali Engineer, The Right of Women in Islam, diterjemahkan oleh
Farid Wajdi dan Cici Farhah Assegaf dengan judul Hak-hak Perempuan dalam
Islam (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1994), h. 701.
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dari sebagian hartanya”, bukanlah perbedaan hakiki melainkan
fungsional. Artinya, jika seorang isteri  di bidang ekonomi dapat berdiri
sendiri, baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan
memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka
keunggulan suami akan berkurang, karena tidak memiliki keunggulan
dibandingkan dengan isterinya.96 Sejalan dengan Fazlur Rahman,
Amina Wadud mengatakan bahwa “laki-laki adalah ﻣاﻮﻗنﻮ bagi
perempuan” tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat
pada setiap laki-laki secara otomatis, namun hal itu hanya terjadi
secara fungsional, dalam arti selama yang bersangkutan memenuhi
kriteria al-Qur’an.97
Rasulullah saw. menegaskan :
 َُﻮھَو ٍعاَر ُمﺎَﻣ ِْﻹَﺎﻓ ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣَو ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ
 ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ َُﻮھَو ٍعاَر ِِﮫﻠَْھأ ِﻲﻓ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟاَو ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ
ﺎَﺨْﻟاَو َﺎِﮭﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌَﺔﻟُﻮﺌْﺴَﻣ َﻲِھَو ٌَﺔﯿِﻋاَر َﺎﮭِﺟْوَز ِﺖَْﯿﺑ ِﻲﻓ َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ِﻲﻓ ُمِد
 ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ َُﻮھَو ٍعاَر ِهِﺪﱢﯿَﺳ لﺎَﻣ ﺢﯿﺤﺻ)
ىرﺎﺨﺒﻟا.98
Terjemahnya :
Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintaipertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu”. Seorang imamadalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawabanmengenai kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin
96Fazlur Rahman, Mayor Themes of the Qur’an (Tema Pokok Al-Qur’an),
diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), h. 72.
97Amina Wadud Muhsin, op. cit., h. 93.
98Imam al-Bukhariy, op. cit., Jilid III, h. 41.
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terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabantentang kepemimpinannya, seorang isteri adalah pemimpin dalamrumah suaminya dan anaknya, dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalahbertanggung jawab atas harta tuan (majikan)nya dan dia pun akandimintai pertanggungjawaban atasnya.
Sabda Rasul ini jelas bahwa suami adalah kepala keluarga (ra’in
f³ ahlih), sedangkan isteri juga disebut pemimpin di rumah suaminya
(ra’iya¯ f³ bayt zaujiha). Keduanya bertanggungjawab atas
pelaksanaan kepemimpinannya. Ini adalah pembagian tugas suami
dengan isteri walau tidak dibatasi secara ketat bahwa yang lain tidak
mau tahu dengan tugas-tugas selain tugasnya sendiri.99 Sabda Rasul ini
adalah penegasan mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas
masing-masing.
Dari beberapa penafsiran di atas, penulis memahami QS. al-Nisa
(4): 34 sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki sebagai pemberi
nafkah bagi keluarganya. Bagi laki-laki yang tidak memiliki kapasitas
tersebut, berarti secara otomatis fungsi kepemimpinan tersebut beralih
kepada perempuan. Hal ini memberi makna bahwa fungsi
kepemimpinan yang disebutkan dalam ayat tidak berlaku mutlak
kepada laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki
peluang yang sama menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan
tidak berarti bahwa salah satunya menjadi lebih superior karena
kepemimpinannya.
99Zaitunah Subhan, op. cit., h. 104.
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Islam telah menetapkan batasan kekuasaan pria dalam institusi
keluarga dengan kata نﻮﻣاﻮﻗ,100 pemimpin yang melaksanakan urusan
rumah tangga sebagai kata kunci dalam ayat tersebut. Pemimpin yang
baik adalah yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang
dipimpinnya, tidak berbuat sewenang-wenang atau bertindak yang
bertentangan dengan al-Qur’an.101
Selanjutnya, kata ﺎﻤﺑ tersusun atas dua bagian, yaitu (1) kata bi
adalah kata sambung yang memiliki arti banyak, seperti; sebuah makna
yang menunjukkan sebab akibat; menunjukkan adanya sifat
kondisional; menandakan adanya kuantitas bagian yang lebih kecil dari
keseluruhan.102
Kata ﺎﻣ adalah murni sebagai penghubung meskipun kadangkala
memiliki makna yang lebih dari itu. Kata ma dipakai untuk merujuk
pada suatu obyek yang tertentu.103 Jadi ﺎﻤﺑ dapat berarti; karena, dalam
keadaan, dalam hal mana. Suatu makna yang mengindikasikan suatu
bagian, bukan keseluruhan.
100Kata qawwam muncul pada tiga ayat dalam Al-Qur’an. Dalam tafsir
Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus dan Depag RI.) kata qawwam di dua ayat yang
lain (QS. al-Nisa’(4): 135 dan al-Maidah (5): 8) tidak diterjemahkan dengan
pemimpin, tetapi dengan berdiri karena Allah, lurus karena Allah, orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Dalam Lisan al-Arab, kalimat
qawwam diartikan ‘Kaum pria adalah penjamin dan penjaga urusan kaum
perempuan’. Lihat Ibnu Mandzur Jamal al-Din, op. cit., Jilid XII, h. 503.
101Zaitunah Subhan, op. cit., h. 106.
102Lihat Fakhr al-Din al-Razi, Al-Mahs­l fi ‘Ilm al-U¡­l al-Fiqh (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1992), h. 379-381.
103Ibid., h. 333-334.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata ماﻮﻗ bagi laki-
laki dapat berlaku apabila memenuhi dua syarat, yaitu (1) laki-laki
harus menjadi penjaga kelangsungan keuangan perempuan, bukan
dalam arti mengintervensi, (2) laki-laki yang bersangkutan memang
benar-benar memiliki kualifikasi yang lebih, dalam hal mana ia akan
mengemban ﻣاﻮﻗﺔ .
Oleh karena itu, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi,
maka tidak ada hak ﻣاﻮﻗﺔ bagi laki-laki. Dalam arti bahwa laki-laki
bukanlah menjadi ﻣاﻮﻗنﻮ bagi perempuan yang secara finansial dapat
mencukupi dirinya sendiri, dan laki-laki yang bodoh bukan ﻣاﻮﻗنﻮ bagi
perempuan yang berpendidikan. Dengan demikian, keduanya harus
menyadari dan memahami peran dan fungsinya satu sama lain,
sehingga tidak ada yang menganggap superior dari yang lainnya.
3. QS. Al-Ahzab (33): 33 :
 َﻼ ﱠﺼﻟا َﻦِْﻤَﻗأَو َﻰﻟُوْﻷا ِﺔﱠِﯿﻠِھﺎَﺠْﻟا َج ﱡَﺮَﺒﺗ َﻦْﺟ ﱠَﺮَﺒﺗ َﻻَو ﱠﻦُِﻜﺗُﻮُﯿﺑ ِﻲﻓ َنَْﺮﻗَو َة
 َﺲْﺟ ﱢﺮﻟا ُﻢُﻜْﻨَﻋ َﺐِھُْﺬِﯿﻟ ُ ﱠﷲ ُﺪﯾُِﺮﯾ ﺎَﻤﱠِﻧإ َُﮫﻟﻮُﺳَرَو َ ﱠﷲ َﻦْﻌَِطأَو َةﺎَﻛ ﱠﺰﻟا َﻦِﯿﺗاَءَو
اًﺮﯿِﮭَْﻄﺗ ْﻢُﻛَﺮﱢَﮭُﻄﯾَو ِﺖَْﯿﺒْﻟا َﻞَْھأ
Terjemahnya :
‘Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamuberhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yangdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilahAllah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendakmenghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkankamu sebersih-bersihnya.’104
104Depag RI., op. cit., h. 672.
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Ayat inilah yang menjadi rujukan larangan keterlibatan kaum
perempuan di luar rumah tangganya, kecuali ada keperluan yang sangat
mendesak. Hamka menafsirkan QS. al-Ahzab ayat 33 tersebut sebagai
pedoman yang diberikan oleh Allah dan RasulNya ditujukan kepada
para isteri Nabi dan juga untuk dipedomani oleh setiap perempuan
mukmin.  Hendaknya perempuan menjadi ibu rumah tangga yang
terhormat dan tidak berhias secara jahiliyah, yang harus senantiasa
dipraktekkan setiap waktu, kondisi, dan situasi.105 Senada dengan
Hamka, Departemen Agama juga menegaskan bahwa perintah agar
perempuan tetap berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali bila
ada keperluan. Perintah ini tidak saja berlaku bagi isteri-isteri Nabi
saw. tetapi juga bagi perempuan-perempuan mukmin.106
Sementara itu, Mahmud Yunus mengemukakan bahwa ayat
tersebut merupakan larangan bagi isteri-isteri Nabi saw. karena mereka
tidak sama dengan kebanyakan orang. Perempuan menurutnya,
biasanya terlalu lemah lembut dan lunak sehingga menarik hati laki-
laki, dan suka berdandan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan
derajat seorang isteri Nabi saw. sebagai contoh dan teladan bagi
ummatnya. Oleh karenanya, Allah memerintahkan agar para isteri nabi
tetap tinggal di rumah, membaca ayat-ayat al-Qur’an dan mendalami
105Lihat Hamka, op. cit., h. 39-40.
106Lihat Departemen Agama, op. cit., Jilid VIII, h. 4-5.
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pengetahuan, serta mengerjakan shalat dan berzikir. Hal ini juga
sepatutnya diteladani oleh para isteri pemimpin umat.107
Sayyid Quthb menerjemahkan kata waqarna berarti “berat,
mantap, dan menetap”. Akan tetapi, ini bukan berarti tidak boleh
meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah
tugas pokoknya.108 Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir
memiliki pandangan yang lebih luwes, bahwa ayat tersebut merupakan
larangan bagi perempuan untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan
yang dibenarkan agama, seperti shalat.109
Quraish Shihab menafsirkan bahwa bagi yang berpendapat wa
qarna f³ buy­tikunna sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk
tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan
mendesak, tidaklah tepat. Menurutnya, kalau ayat ini dipahami
ditujukan kepada semua perempuan, tidak terbatas pada isteri-isteri
nabi saw., namun sama sekali tidak berarti larangan terlibat dalam
kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan politik.110
Bagi yang menunjuk kondisi atau sifat perempuan yang
dinilainya lemah, seperti karena menstruasi, nifas, dan sebagainya,
Quraish Shihab membantahnya dengan mengatakan bahwa hal itu
107Lihat Mahmud Yunus, op. cit., h. 618.
108Sayyid Quthb, op. cit., Juz 19, Jilid V, h. 2859-2860.
109Ibnu Ka£ir, op. cit., Juz V, h. 451-452.
110Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah
sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru (Cet. I; Jakarta: Lentera
Hati, 2005), h. 345.
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jangan dijadikan dalih untuk mencabut hak mereka bagi yang tidak
mengalaminya, karena kejadian-kejadian tersebut tidak dialami
perempuan sepanjang tahun. Ada juga lelaki yang sakit, namun tidak
dihalangi haknya dalam beraktifitas apa pun selama kondisinya tidak
berdampak buruk bagi yang lain.111
Quraish Shihab juga memberi contoh bahwa ada juga perempuan
yang tidak mengalami haid dan nifas, tidak juga memiliki anak-anak
yang masih memerlukan perhatian, atau sudah memasuki masa
menopause dan anak-anaknya sudah besar.112
Hal ini –menurut penulis- memberi makna bahwa perempuan
boleh saja ikut beraktifitas di luar rumah, selama perempuan memiliki
kapasitas atau kemampuan untuk pekerjaan yang akan digelutinya.
Surah al-Ahzab ayat 33 memberikan pilihan bagi perempuan antara
bekerja di rumah atau di luar rumah, tergantung pada situasi dan
kondisi yang dihadapinya. Ketika perempuan mampu dan sanggup
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik di rumah,
maka tidak ada seorang pun yang berhak menghalanginya untuk ikut
serta dalam tugas lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu tugas
kemasyarakatannya dengan berkiprah di luar rumah.
Perempuan mempunyai peran utama dalam rumah tangganya,
untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi pelanjut yang memiliki
iman dan taqwa, dan membina keluarganya –bersama suami- menjadi
111Ibid., h. 355.
112Ibid.
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keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Perempuan yang aktif
di ranah publik, tidak serta merta meninggalkan segala kewajiban yang
telah ditetapkan agama kepadanya. Perempuan boleh menjadi pejabat,
politisi, pemimpin negara, dan lain sebagainya, tetapi ketika kembali ke
rumah, maka perempuan adalah isteri dari suaminya, ibu dari anak-
anaknya yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus tetap
dijalankan. Meski demikian, tidak berarti bahwa semua pekerjaan
rumah tangga adalah tanggung jawab isteri. Perempuan dan laki-laki
sebagai suami isteri, harus senantiasa berbagi peran dan tanggung
jawab, berbagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga,
sehingga tidak ada beban ganda yang dipikul oleh salah satu pihak.
Karena, di samping tugas utama dalam rumah tangganya, perempuan
juga adalah khalifah Allah di muka bumi, yang mengemban amanah
dan tugas kemasyarakatan.
Tugas dan tanggung jawab kemasyarakatan yang diemban kaum
perempuan demikian banyaknya. Sehingga, membiarkan perempuan
tetap di dalam rumah tanpa ikut serta dalam aktifitas kemasyarakatan,
berarti telah mengabaikan sebagian besar potensi yang telah
dianugerahkan Allah kepada perempuan. Perempuan adalah pendidik
bagi masyarakatnya. Perempuan adalah ibu bangsa, yang harus selalu
aktif bersedekah kepada para generasi pelanjut dengan segala
kelemahlembutannya, agar kelak dapat melahirkan generasi-generasi
mumpuni, cerdas dan tangguh, tetapi tetap lemah lembut.
4. Hadis tentang kelemahan akal dan agama perempuan
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... ﺎ َﯾ َﻢ ِﺑَو َﻦ ُْﻠَﻘﻓ ِرﺎ ﱠﻨﻟا ِﻞَْھأ ََﺮﺜَْﻛأ ﱠﻦُُﻜﺘﯾُِرأ ﻲﱢِﻧَﺈﻓ َﻦْﻗ ﱠﺪََﺼﺗ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﯾ
 ِتﺎ َِﺼﻗَﺎﻧ ْﻦ ِﻣ ُﺖ َْﯾأَر ﺎ َﻣ َﺮﯿ ِﺸَﻌْﻟا َنُْﺮﻔَْﻜﺗَو َﻦْﻌﱠﻠﻟا َنِْﺮﺜُْﻜﺗ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر
 ْﻦ ِﻣ ِمِزﺎ َﺤْﻟا ِﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا ﱢﺐ ُِﻠﻟ َﺐ َھَْذأ ٍﻦﯾِدَو ٍﻞْﻘَﻋ ُنﺎ َﺼُْﻘﻧ ﺎ َﻣَو َﻦ ُْﻠﻗ ﱠﻦُﻛاَﺪ ِْﺣإ
 ِةَدَﺎﮭ َﺷ ِﻒ ِْﺼﻧ َﻞ ْﺜِﻣ َِةأْﺮ َﻤْﻟا ُةَدَﺎﮭَﺷ َﺲَْﯿَﻟأ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َﺎِﻨﻠْﻘَﻋَو َﺎِﻨﻨﯾِد
 ْﻢ َﻟ ْﺖ َﺿﺎَﺣ اَِذإ َﺲْﯿ ََﻟأ ﺎ َِﮭﻠْﻘَﻋ ِنﺎ َﺼُْﻘﻧ ْﻦ ِﻣ ِِﻚﻟَﺬ َﻓ َلﺎ َﻗ ﻰ ََﻠﺑ َﻦ ُْﻠﻗ ِﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا
 ُْﻠﻗ ْﻢَُﺼﺗ َْﻢﻟَو ﱢﻞَُﺼﺗ.َﺎِﮭﻨﯾِد ِنﺎَﺼُْﻘﻧ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ َﻦ113
Artinya :
‘…Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihatkalian paling banyak penghuni neraka”. Kemudian para perempuanbertanya: “Mengapa ya Rasul?”. Rasul menjawab, “Kalian banyakmengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidakpernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal danagamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa darisalah seorang di antara kalian”. Mereka bertanya, “Di mana letakkekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab,“Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuhkesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda,“Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haidtidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata : “Betul”. Rasulullahsaw.. bersabda : ‘Begitulah kekurangan agamanya.
Hadis tersebut apabila dimaknai secara harfiyah, akan
memberikan pemahaman yang sangat keliru dan bertentangan dengan
113Lihat Imam al-Bukhari, op. cit., “Bab Tark al-Haid al-¢aum”, Juz I, h. 99.
Selengkapnya hadis ini adalah : َﺎﻗ ٍَﺮﻔْﻌَﺟ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ َلَﺎﻗ ََﻢﯾْﺮَﻣ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑ ُﺪﯿِﻌَﺳ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ِ ﱠﷲِﺪ ْﺒَﻋ ِﻦ ْﺑ ِضﺎ َﯿِﻋ ْﻦَﻋ ََﻢﻠَْﺳأ ُﻦْﺑا َُﻮھ ٌﺪْﯾَز ِﻲﻧََﺮﺒَْﺧأ َل َﻢﱠﻠ َﺳَو ِﮫ َْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َجَﺮَﺧ َلَﺎﻗ ﱢيِرْﺪُﺨْﻟا ٍﺪﯿِﻌَﺳ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ﱠﺮ ََﻤﻓ ﻰﱠﻠ َﺼُﻤْﻟا ﻰ َِﻟإ ٍﺮ ِْﻄﻓ َْوأ ﻰَﺤ َْﺿأ ﻲ ِﻓ ﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﯾ َلَﺎَﻘﻓ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻰﻠَﻋ َنْﺮ ِﺜُْﻜﺗ َلﺎ َﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮ ُﺳَر ﺎ َﯾ َﻢ ِﺑَو َﻦ ُْﻠَﻘﻓ ِرﺎ ﱠﻨﻟا ِﻞَْھأ ََﺮﺜَْﻛأ ﱠﻦُُﻜﺘﯾُِرأ ﻲﱢِﻧَﺈﻓ َﻦْﻗ ﱠﺪََﺼﺗ ِءﺎَﺴﱢﻨِْﺣإ ْﻦ ِﻣ ِمِزﺎ َﺤْﻟا ِﻞ ُﺟ ﱠﺮﻟا ﱢﺐ ُِﻠﻟ َﺐ َھَْذأ ٍﻦ ﯾِدَو ٍﻞ ْﻘَﻋ ِتﺎ َِﺼﻗَﺎﻧ ْﻦِﻣ ُﺖَْﯾأَر ﺎَﻣ َﺮﯿِﺸَﻌْﻟا َنُْﺮﻔَْﻜﺗَو َﻦْﻌﱠﻠﻟا ُﻗ ﱠﻦُﻛاَﺪ ﺎ َﻣَو َﻦ ْﻠ ُْﻠﻗ ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ِةَدَﺎﮭَﺷ ِﻒِْﺼﻧ َﻞْﺜِﻣ َِةأْﺮَﻤْﻟا ُةَدَﺎﮭَﺷ َﺲَْﯿَﻟأ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َﺎِﻨﻠْﻘَﻋَو َﺎِﻨﻨﯾِد ُنﺎَﺼُْﻘﻧ ْﻦ ِﻣ ِِﻚﻟَﺬ َﻓ َلﺎ َﻗ ﻰ ََﻠﺑ َﻦ  َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ َﻦُْﻠﻗ ْﻢَُﺼﺗ َْﻢﻟَو ﱢﻞَُﺼﺗ َْﻢﻟ ْﺖَﺿﺎَﺣ اَِذإ َﺲَْﯿَﻟأ َﺎِﮭﻠْﻘَﻋ ِنﺎَﺼُْﻘﻧ :ىرﺎ ﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ) .ﺎ َِﮭﻨﯾِد ِنﺎَﺼُْﻘﻧ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ (ﺾﯿﺤﻟا بﺎﺘﻛ
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firman Allah dalam al-Qur’an yang selalu menyebut dua anak manusia
tersebut dengan ungkapan “­lul albab”. Di samping itu, pemahaman
tersebut akan menimbulkan beragam pertanyaan: Apakah tidak shalat
atau puasa di kala haid itu atas kehendak perempuan? Bukankah
perempuan dalam menjalani kodratnya, misalnya, menstruasi,
melahirkan, kemudian meninggalkan shalat dan tidak puasa justeru
karena taat pada aturan agama? Dan bagaimana jika pada saat
“pelarangan ibadah tertentu” tersebut diganti dengan ibadah lain,
misalnya sedekah, zikir, dan lain sebagainya?
Realitas lain yang harus diinterpretasi secara luas adalah
mengapa ketika hadis Rasul saw. tersebut dijadikan legitimasi hukum
untuk menekan aktifitas perempuan, justeru dalam rumah tangga
tugas-tugas utama seperti merawat, mendidik putra-putri, bahkan
mengatur keuangan keluarga diserahkan kepada kaum perempuan
yang kurang akal tersebut? Meskipun Rasulullah saw. melanjutkan
penjelasannya dengan mengatakan bahwa letak kekurangan akal
perempuan adalah karena kesaksiannya yang dinilai separuh dibanding
pria. Dan siapakah yang memberikan penilaian tersebut?
Menurut Hamim Ilyas dalam penelusurannya mengenai hadis
tersebut bahwa hadis tentang kurangnya akal dan agama perempuan
berada pada tingkatan shahih. Keshahihan hadis tersebut malah berada
pada tingkatan pertama, karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
Sementara dari jumlah periwayat, yang dari kalangan sahabat tiga
orang, dan generasi berikutnya tiga orang, maka hadis tersebut berada
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pada derajat mustafid, yang derajat keshahihannya berada satu tingkat
di bawah hadis mutawatir. Oleh karenanya, hadis tersebut tidak boleh
tidak harus diterima sebagai fakta sejarah yang benar-benar terjadi di
masa Nabi. 114
Meski demikian, hadis tersebut harus dipahami berhubungan
dengan kondisi perempuan-perempuan pada masa Nabi saw. yang suka
berkumpul di jalan lalu bercerita macam-macam115, sehingga dinilai
kurang akal dan kurang agama. Hadis ini merupakan kritik dan nasehat
bukan saja terhadap perempuan-perempuan, tetapi juga pada siapa saja
–termasuk laki-laki- yang berperilaku demikian.
5. Hadis tentang runtuhnya kaum yang menyerahkan
kepemimpinannya kepada perempuan
…َةأَﺮْﻣا ُُﻢھَﺮَْﻣأ اْﻮﱠﻟَو ٌمَْﻮﻗ َِﺢﻠُْﻔﯾ َْﻦﻟ.116
Artinya :
114Hamim Ilyas, “Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama”,
dalam dalam Hamim Ilyas, dkk., Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis
Misoginis (Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005), h. 56.
115Dalam teks hadis ditemukan bahwa Rasulullah bertemu dengan
perempuan-perempuan di jalan ketika hendak melaksanakan shalat ‘Id. Kebiasaan-
kebiasaan yang terjadi apabila perempuan-perempuan berkumpul adalah bercerita
sambil tertawa-tawa, bergosip dan sebagainya, sehingga hadis ini berhubungan erat
dengan kondisi perempuan masa itu.
116Selengkapnya adalah : َِﻜﺑ ُ ﱠﷲ ﻲ ِﻨََﻌَﻔﻧ َْﺪَﻘﻟ َلَﺎﻗ َةَﺮَْﻜﺑ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ِﻦَﻋ ٌفْﻮَﻋ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ َِﻢﺜَْﯿﮭْﻟا ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ِﻤ َﺳ ٍﺔ َِﻤﻠ ِلﻮ ُﺳَر ْﻦ ِﻣ َﺎُﮭﺘْﻌ  َﺤَْﺻِﺄﺑ َﻖَﺤَْﻟأ َْنأ ُتْﺪِﻛ ﺎَﻣ َﺪَْﻌﺑ ِﻞَﻤَﺠْﻟا َمﺎﱠَﯾأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َﺑ ﺎ ﱠَﻤﻟ َلَﺎﻗ ُْﻢﮭَﻌَﻣ َِﻞﺗَﺎُﻗَﺄﻓ ِﻞَﻤَﺠْﻟا ِبﺎ َلﻮ ُﺳَر َﻎ َﻠ  ْﻮ َﻗ َﺢ ِﻠُْﻔﯾ ْﻦ َﻟ َلﺎ َﻗ ىَﺮ ْﺴِﻛ َﺖ ِْﻨﺑ ْﻢِﮭْﯿ َﻠَﻋ اﻮ ُﻜﱠﻠَﻣ ْﺪ َﻗ َسِرﺎ َﻓ َﻞ َْھأ ﱠَنأ َﻢﱠﻠ َﺳَو ِﮫ َْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ِ ﱠﷲَْﻣأ اْﻮ ﱠﻟَو ٌم ُُﻢھَﺮىزﺎﻐﻤﻟا بﺎﺘﻛ :ىرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ)ً َةأَﺮْﻣا( . Lihat ibid.
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“Tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat) yangmenyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepadaperempuan”.
Kualitas hadis inipun masih diperselisihkan. Ada yang
mengatakan statusnya ahad. Namun pun diasumsikan sebagai hadis
mutawatir, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil secara umum, sebab
hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Pandangan inilah yang
diperpegangi oleh para kontekstualis, sehingga tidak
mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin
negara sekalipun, selama memiliki kapasitas yang memenuhi
persyaratan.
Dari sabab wur­dnya, diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh
Nabi saw. ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa
tertinggi. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra
menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk
memimpin. Bahkan, riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra saat
diserahi jabatan ini masih kanak-kanak.  Dengan demikian, ia hanya
berlaku pada kasus tersebut.
Sementara bagi para tekstualis memahami hadis ini bersifat
umum, sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun
karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain
mereka dalam hal kekuasaan tertinggi.
Dari dua asumsi ini penulis memahami hadis ini pada tataran
perlunya kehati-hatian mengangkat seorang pemimpin. Siapapun
berhak menjadi seorang pemimpin sebuah negara misalnya, akan tetapi
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dengan tetap memperhatikan skill dan etika sang calon pemimpin. Jadi
semata-mata tidak terletak pada jenis kelaminnya. Kasus putri Kisra ini
seharusnya dibawa ke dalam pemahaman yang lebih luas, bahwa tidak
akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang pemimpin yang
tidak mempunyai skill dan moral agama, baik dia laki-laki maupun
perempuan.
Nizar Ali mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan
bahwa kapasitas Nabi saw. Saat menyampaikan hadis tersebut bukan
dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul yang pembicaraannya pasti
mengandung kebenaran dan dibimbing wahyu, tetapi dalam
kapasitasnya sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial
keberadaan masyarakat yang dipimpin oleh perempuan yang tidak
mendapat legitimasi masyarakat.117
Selain itu, menurut Nizar, jika hadis tersebut dipahami sebagai
pesan dan ketentuan Nabi yang mutlak mengenai syarat seorang
pemimpin, maka akan terasa janggal, karena peristiwa tersebut tidak
terjadi di dunia Arab Islam (Persia), sehingga tidak mungkin Nabi saw.
menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin negara Muslim
dengan menunjuk fakta yang terjadi di negara non Muslim (Persia yang
belum Muslim).
Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat kepemimpinan politik,
maka selain tidak rasional (karena Nabi ikut campur dalam urusan
117Nizar Ali, “Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik”, dalam Hamim
Ilyas, dkk., Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis (Cet. II;
Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005), h. 283.
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politik Negara non Muslim) juga tidak faktual dikarenakan banyak
negara Islam saat ini yang dipimpin oleh perempuan dan tetap sukses,
seperti Pakistan, Turki, dan lainnya. Hal ini berarti, sabda Nabi saw.
bertentangan dengan al-Qur’an, karena al-Qur’an sendiri mengisahkan
kesuksesan seorang Ratu Balqis memimpin negeri Saba’.118
Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya satu buah hadis
pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini
berarti hadis tersebut harus difahami secara kontekstual karena
memiliki sifat temporal, tidak universal. Dalam arti bahwa,
kepemimpinan itu bisa berada di tangan laki-laki dan perempuan yang
memenuhi syarat untuk memimpin.
2. Kewajiban dan Hak Perempuan dalam Islam
Perempuan menempati peran sangat istimewa pada masa Islam
awal, sehingga para sejarawan Islam awal tidak membicarakan mereka
hanya sebatas sebagai ibu, anak, dan isteri, tetapi juga menyebutkan
sumbangsih besar dan partisipasi aktif perempuan di seluruh aspek
kehidupan dalam upaya mensyiarkan agama Allah.
Oleh karenanya, untuk melihat bagaimana keikut sertaan
aktifitas perempuan dalam dunia publik terkhusus dalam dunia politik,
terlebih dahulu harus diketahui bagaimana hak dan kewajiban yang
118Lihat QS. al-Naml (27): 23.
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telah digariskan oleh Islam itu dilaksanakan. Bertolak dari realitas ini,
pembahasan ini diawali dengan kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh perempuan dalam berbagai kapasitasnya, untuk
kemudian mengetahui hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan.
Secara umum, perempuan mempunyai kewajiban dan hak, yaitu :
1. Kewajiban terhadap penciptanya
2. Kewajiban terhadap orangtuanya
3. Kewajiban terhadap suaminya
4. Kewajiban mencari ilmu
5. Kewajiban beramar ma’ruf nahy munkar
Kewajiban terhadap pencipta bukan saja kewajiban perempuan,
tetapi juga kewajiban laki-laki. Seorang hamba yang sadar akan nikmat
Allah yang melekat pada dirinya, tidak pernah merasa cukup untuk
berterima kasih kepada Allah dengan hanya melaksanakan shalat 5
waktu. Ungkapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari
seorang hamba, akan senantiasa terefleksikan dalam kehidupannya
sehari-hari. Sebagai bentuk dan wujud teraplikasinya kewajiban
manusia –laki-laki dan perempuan- adalah dengan mentaati Allah dan
Rasul-Nya dalam segala hal. Seorang muslim yang taat kepada
Tuhannya adalah muslim yang memeluk Islam secara kaffah.
Kewajiban terhadap orang tua adalah kewajiban yang juga
ditujukan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga laki-laki. Seorang
anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah anak yang menyayangi,
mengasihi, dan menghormati orang tuanya. Anak yang baik adalah
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anak yang mengetahui bagaimana penghargaan dan penghormatan
yang seharusnya dipersembahkan kepada orang tua sebagai tanda
terima kasih.
Adapun kewajiban isteri terhadap suaminya adalah hak suami.
Sedang kewajiban suami terhadap isteri merupakan hak isteri. Suami
wajib ditaati selama suami berada pada jalan Allah. Hal ini berarti
bahwa kewajiban antara suami dan isteri merupakan hak atas suami
dan isteri. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik
dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
Kesamaan kewajiban yang serupa antara laki-laki dan
perempuan adalah kewajibannya dalam menuntut ilmu pengetahuan.
Teladan tentang kecerdasan perempuan dicontohkan oleh Aisyah ra.
Pengetahuannya yang sangat luas mengenai kandungan al-Qur’an,
fiqhi, dan lain-lain tidak mungkin terwujud tanpa pendidikan dan
pengajaran yang baik dari Rasulullah saw.
Dengan pendidikan yang baik, orang tua dapat terhindar dari
siksa api neraka, karena telah menyelamatkan generasi pelanjut.
Ucapan Nabi saw. di atas adalah isyarat secara tegas tentang persamaan
yang dimiliki laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam menginginkan kedua
jenis kelamin ini memperoleh pendidikan yang layak, agar dapat
berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan.119
119Nasharuddin Baidan, op. cit., h. 33-34.
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Setelah laki-laki dan perempuan dibekali pengetahuan yang
memadai, maka kewajiban selanjutnya adalah beramar ma’ruf nahy
munkar. Dengan pengetahuan yang memadai, maka kewajiban ini
menjadi mudah untuk dilaksanakan.
Sementara itu, hak-hak perempuan120 secara umum dalam
Islam:
1. Hak agama
2. Hak kemanusiaan
3. Hak pendidikan
4. Hak waris
5. Hak ekonomi
6. Hak politik
7. Hak sosial
Meskipun demikian, ada beberapa kewajiban yang saling berbeda
antara perempuan sebagai anak, sebagai isteri, sebagai ibu, dan anggota
masyarakat. Untuk lebih terperincinya, penulis uraikan sebagai berikut:
a. Kewajiban Perempuan sebagai putri/Anak
1). Kewajiban perempuan sebagai anak juga sebagaimana
kewajiban-kewajiban perempuan secara umum.
2). Hak perempuan sebagai putri/anak
120Muhammad Abd. Hamid Abu Zaid membagi hak-hak perempuan pada 3
hal, yaitu : (1) hak baiat, hak bermasyarakat, dan hak berpendapat. Lihat
Muhammad Abdul Hamid Abu Zaid, Makana¯ al-Mar’ah fi al-Islam (t.t.: Dar al-
Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1979), h. 75-90. Lihat pula, Hidayah Sultan Salim,
Perempuan –Perempuan di Dalam Al-Qur’an (Cet. II; Bandung: PT. al-Ma’arif,
1987), h. 22.
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a). Mendapatkan kasih sayang dari orangtua
Sebelum munculnya Islam, anak-anak perempuan sangat tidak
disukai dan dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi. Oleh
karenanya, bagi keluarganya saat itu, mati adalah lebih baik buat
mereka. Kedatangan Islam memberi secercah cahaya kehidupan bagi
kaum perempuan. Islam datang dengan penghargaan yang sangat besar
terhadap perempuan. Sebagai anak pun, Islam memberikan hak untuk
mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebuah tanggung
jawab yang demikian mulia.
b). Memilih pasangan hidupnya
Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. :
…َﺎُﮭﺗﻮُﻜُﺳ َﺎُﮭﻧِْذإَو ُﺮَْﻣَﺄﺘُْﺴﺗ ُﺮِْﻜﺒْﻟاَو َﺎﮭﱢِﯿﻟَو ْﻦِﻣ َﺎﮭِﺴَْﻔِﻨﺑ ﱡﻖََﺣأ ُﺐﱢﯿﱠﺜﻟا121
Artinya :
‘…Seorang perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripadawalinya dan seorang gadis perawan tidak bisa dinikahkan sebelum iadimintai persetujuan, dan diamnya adalah bentuk persetujuannya’.
b. Kewajiban dan Hak Perempuan sebagai Isteri122
121Muslim, op. cit., “Kitab al-Nikah, Bab Isti’zan al-¤ayyib fiy al-Nikah bi al-
Nutq wa al-Bikr bi al-Suq­t”, Juz II, No. 5626, h. 1037. Hadis tersebut selengkapnya
adalah :  َﻧ َﻊِﻤَﺳ ِﻞَْﻀﻔْﻟا ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِدَﺎﯾِز ْﻦَﻋ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َُﺔﺒَْﯿُﺘﻗ َﺎَﻨﺛﱠﺪَﺣو ْﻦ َﻋ ُﺮ ِﺒُْﺨﯾ ٍﺮ َْﯿﺒُﺟ َﻦْﺑ َِﻊﻓﺎ  َْﻔِﻨﺑ ﱡﻖََﺣأ ُﺐﱢﯿﱠﺜﻟا َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑاَﺎُﮭﺗﻮُﻜُﺳ َﺎُﮭﻧِْذإَو ُﺮَْﻣَﺄﺘُْﺴﺗ ُﺮِْﻜﺒْﻟاَو َﺎﮭﱢِﯿﻟَو ْﻦِﻣ َﺎﮭِﺴ
122Fungsi perempuan sebagai seorang isteri adalah : 1) Pemantapan
kestabilan dalam keluarga yang merupakan satuan paling mendasar dalam
masyarakat, 2) Pemantapan keseimbangan ekonomi dalam keluarga, yang akan
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1). Kewajiban perempuan sebagai isteri
Peran isteri bukanlah peran yang mudah. Perempuan bukan saja
harus dapat memainkan peran sebagai kekasih suami, tetapi hendaknya
pada situasi-situasi tertentu ia mampu berlaku sebagai ibu, sahabat,
bahkan pelindung suami.123
Kewajiban perempuan sebagai seorang isteri merupakan hak
suami, yaitu isteri wajib mengatur urusan rumah tangganya. Seorang
isteri berkewajiban mengurus rumah tangganya sebaik mungkin.
Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh sampai menghalangi
pelaksanaan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Bagaimanapun,
urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab utama perempuan
yang sudah berkeluarga.124 Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah
saw. :
meningkatkan keseimbangan ekonomi masyarakat luas, 3) Penguatan
kebudayaan, ekonomi dan nilai-nilai tradisional yang benar, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Fungsi-fungsi perempuan akan meningkatkan kestabilan
kebudayaan dalam masyarakat dan akan melindunginya dari propaganda
kebudayaan asing. Lihat Hashemi Rafsanjani dan Syekh Husain Fadhlullah, et. al,
Articles and Speeches Delivered at the First and Second International Congress on
“Woman and World Islam Revolution (Iran: Women’s Society of the islamic, 1990),
h. 147.
123Gina Puspita, “Menghadapi Peran Ganda Perempuan”, dalam Dadang S.
Anshari (Ed.), Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial
Kaum Perempuan (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 202.
124QS. al-R­m (30): 21 :
 ْﺣَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ْﻢَُﻜﻨَْﯿﺑ َﻞَﻌَﺟَو َﺎﮭَْﯿِﻟإ اُﻮﻨُﻜَْﺴِﺘﻟ ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜُِﺴﻔَْﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜﻟ ََﻖﻠَﺧ َْنأ ِِﮫﺗَﺎﯾاَء ْﻦِﻣَو ٍمْﻮ َِﻘﻟ ٍتَﺎﯾَﻵ َِﻚﻟَذ ِﻲﻓ ﱠِنإ ًﺔَﻤ  َنوُﺮﱠَﻜَﻔَﺘﯾ.
Terjemahnya :
‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikanNya dia antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lihat Depag RI., op. cit.,
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...َﺎِﮭﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌَﺔﻟُﻮﺌْﺴَﻣ َﻲِھَو ٌَﺔﯿِﻋاَر َﺎﮭِﺟْوَز ِﺖَْﯿﺑ ِﻲﻓ َُةأْﺮَﻤْﻟاَو....125
Terjemahnya :
‘…Dan seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dananaknya, dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang mereka…’
Tanggung jawab isteri terhadap rumah tangganya tidak harus
dimaknai bahwa segala rutinitas pekerjaan rumah adalah tanggung
jawab isteri untuk menyelesaikannya. Suami isteri harus mampu
membagi peran yang seimbang dalam rumah tangga, agar tidak
menjadikan pekerjaan rumah tangga itu sebagai beban berat yang harus
dipikul oleh isteri sendiri. Suami dan isteri sama-sama berhak
mendapatkan ketenangan, ketenteraman, rasa akrab dan menyatu
dengan keluarga, istirahat yang cukup sehingga tidak menjadikan isteri
layaknya seorang pembantu rumah tangga, di samping perhatian dan
kasih sayang.
Bagi isteri, walau turut andil dalam menjalankan kegiatan yang
bersifat professional, rumah tetap menjadi taman syurgawi, tempat dia
menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena di sanalah ia
mendapatkan perhatian dan kasih sayang suaminya.
2). Hak perempuan sebagai isteri
Di antara hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami adalah :
(1) mendapatkan kasih sayang suami, (2) mendapatkan kenikmatan
h. 644.
125Imam al-Bukhariy, op. cit., Jilid III, Juz VII, h. 41.
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seksual, (3) hak untuk menceraikan, (4) hak untuk memilih, (5) hak
untuk memiliki keturunan, dan (6) hak menentukan kehamilan
Dalam kehidupan rumah tangga, posisi perempuan sebagai isteri
pendamping suami terkadang disalah tafsirkan. Imej yang sering
ditimbulkan tersebut antara lain bahwa perempuan adalah penggoda,
perempuan adalah makhluk penghibur baik untuk anak-anak maupun
suami atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa baik mereka.
Berangkat dari imej negatif ini, maka sebagian orang menganggap
bahwa isteri hanyalah sekedar alat pemuas nafsu birahi atau sebagai
bumbu masak, bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga.
Ungkapan-ungkapan ini muncul karena seringkali perempuan
diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan pria atau suami,
perempuan hanya sebagai obyek, sementara pria atau suami sebagai
subjeknya.126
126Perempuan sebagai obyek dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut :
1) Laki-lakilah yang berhak menikahi, sedang perempuan statusnya sebagai yang
dinikahi. Mahar atau mas kawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip
dengan pembayaran harga dalam perdagangan diserahkan laki-laki kepada
perempuan, bukan sebaliknya, 2) Perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-
lihat bagian tubuhnya, atau “diinspeksi” oleh laki-laki (calon suami) seperti layaknya
barang yang dalam proses penawaran, 3) Karena laki-laki adalah yang bertindak
sebagai subyek dalam pernikahan, maka laki-laki pulalah yang berhak menjadi
subyek dalam perceraian. Maksimal yang bisa dilakukan perempuan (obyek) adalah
mengajukan mosi tidak percaya kepada hakim. Setelah alasan dipandang kuat,
hakim bisa memerintahkan laki-laki (suami) untuk menjatuhkan talaknya, 4) Jika
talak telah dijatuhkan oleh laki-laki (suami) kepada isterinya, kemudian si suami
berhasrat untuk memperisterikannya kembali (rujuk), maka hasrat itu mutlak
berjalan, selama masih dalam masa iddah. Si perempuan tidak boleh menolaknya,
kecuali talak yang baru dijatuhkan itu talak bain, 5) Keharusan agama atas
perempuan untuk memenuhi permintaan suami, teramsuk untuk hal-hal yang
menurut agama sunnah dilaksanakan. Misalnya, permintaan suami agar isterinya
tidak lagi membiasakan puasa Senin-Kamis, terutama permintaan yang berkaitan
dengan hasrat seksual, agama menganjurkan agar isteri mengabulkannya, 6)
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Perempuan terkadang hanya menjadi alat pemuas nafsu suami.
Apa saja yang menjadi keinginan suami dalam hal pelayanan seks,
harus dipatuhi oleh perempuan sebagai isteri. Belum lagi, hadis shahih
yang selalu dijadikan legitimasi penguasaan suami terhadap isteri
dalam hal hubungan intim, banyak dimaknai secara tekstual. Hadis
tersebut selengkapnya adalah :
 ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ َةَراَرُز ْﻦَﻋ َةَدَﺎَﺘﻗ ْﻦَﻋ َُﺔﺒْﻌُﺷ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َةَﺮَﻋْﺮَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ َةَﺮْﯾَُﺮھ ًةَﺮِﺟَﺎﮭُﻣ َُةأْﺮَﻤْﻟا َْﺖﺗَﺎﺑ اَِذإ َﻢﱠﻠ
 َﻊِﺟَْﺮﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ُﺔَِﻜﺋَﻼَﻤْﻟا َﺎﮭَْﺘﻨََﻌﻟ َﺎﮭِﺟْوَز َشاَِﺮﻓ127
Artinya :
“Jika seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka iadilaknat malaikat sampai ia kembali.”128
Dari penelusuran hadis yang dilakukan oleh Alimatul Qibtiyyah,
disimpulkan bahwa hadis tersebut sanadnya shahih.129 Oleh karena,
teks hadis tersebut bertentangan dengan semangat al-Qur’an, maka
Larangan perempuan (isteri) keluar rumah tanpa seizin laki-laki (suami). Untuk
lebih lengkapnya baca Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab
Kuning” dalam Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, Perempuan Islam
Indonesia: Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993), h. 157-
159 dan dalamMembincang Feminisme …, op. cit., h. 171-173.
127Bukhari, op. cit., “Kitab al-Nikah”, No. 4795, h. 45.
128Asbab wurud hadis ini secara makro –sesuai dengan kondisi sosio historis
dan kultural saat itu adalah berkaitan dengan adanya budaya pantang ghilah yang
ada di kalangan bangsa Arab sebelum itu. Ghilah adalah bersetubuh dengan isteri
yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa ghilah itu sesuatu
yang tabu dilakukan. Lihat Alimatul Qibtiyyah, “Intervensi Malaikat dalam
Hubungan Seksual”, dalam Hamim Ilyas, dkk. op. cit., h. 214-215.
129Ibid.
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harus diinterpretasi dengan melihat kondisi sosio historis dan kultural
ketika hadis tersebut diucapkan Nabi saw.
Para ulama dan ilmuan berbeda pendapat dalam memahami
hadis tersebut. Ada kelompok  yang menerima hadis tersebut apa
adanya secara tekstual, dan ada kelompok yang mencoba melihat dari
konteksnya. Hal ini disebabkan, menurut Mas’udi, karena perbedaan
konstruk tentang seksualitas itu sendiri.130
Oleh karenanya, menurut penulis, hadis tersebut tidak boleh
dipahami secara harfiah, sebab meskipun hadis tersebut ditakhrij dan
diriwayatkan oleh Bukhari Muslim –sebagai periwayat dan pentakhrij
hadis paling terpercaya-, akan tetapi tidak mungkin Nabi saw.
mengatakan sesuatu yang membuat orang akan saling mendhalimi,
termasuk karena tidak adilnya perlakuan suami terhadap isteri dalam
hal ajakan seksual.
Hadis ini harus dipahami bahwa laknat malaikat dapat terjadi
apabila isteri menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan,
misalnya isteri capek dengan rutinitas rumah tangga, isteri tidak mood,
atau isteri sedang sakit dan kurang enak badan. Apabila suami tetap
memaksakan kehendaknya, berarti bertentangan dengan mu’asyarah
bi al-ma’r­f, yang berarti suami mendhalimi isterinya.
130Pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa seks
adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan
(procreation), sedang masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan –
selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (pleasure) karena itu merupakan salah
satu nikmat Tuhan. Lihat Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi
Perempuan: Dialog Fiqhi Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), h. 45.
102
Dalam Islam, seks bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi baru
dianggap sah dalam sebuah perkawinan. Seks merupakan suatu
kebutuhan biologis manusia. Penciptaan manusia melalui aktifitas seks,
disebutkan dalam QS. al-°alaq (65): 6-7.131
Berhubung seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan
merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total, maka Al-Qur’an
dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan seksual antara
suami isteri bagaikan pakaian (QS. al-Baqarah (2): 187) di mana
keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi.
Pada zaman dahulu (mungkin sampai sekarang) banyak
perempuan (isteri) di sebagian masyarakat berkeyakinan atau
mempunyai penilaian bahwa seorang perempuan yang diidamkan pria
adalah perempuan yang pasif, artinya memasrahkan dirinya kepada
suaminya tanpa mengeluh. Ini memungkinkan suami memuaskan
hasrat seksualnya sendiri, seakan-akan kehadiran isteri tidak lebih dari
pelengkap bagi suami.
Islam memberikan eksistensi independent dalam hidup seorang
isteri sebagai pribadi yang mandiri, perempuan yang mempunyai hak.
Seorang perempuan tidak dapat diabaikan kepuasan seksualnya. Di
kalangan masyarakat pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa
yang lebih banyak menikmati hubungan seksual antara suami isteri
131QS. al-°alaq (65): 6-7 :
 َﺣ ِتَﻻُوأ ﱠﻦُﻛ ِْنإَو ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ اُﻮﻘﱢﯿَُﻀِﺘﻟ ﱠُﻦھو ﱡرﺎَُﻀﺗ َﻻَو ْﻢُﻛِﺪْﺟُو ْﻦِﻣ ُْﻢﺘْﻨَﻜَﺳ ُﺚْﯿَﺣ ْﻦِﻣ ﱠُﻦھُﻮﻨِﻜَْﺳأ ﻰﱠﺘَﺣ ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ اُﻮِﻘﻔَْﻧَﺄﻓ ٍﻞْﻤ  ِْنَﺈﻓ ﱠُﻦَﮭﻠْﻤَﺣ َﻦْﻌََﻀﯾىَﺮُْﺧأ َُﮫﻟ ُﻊِﺿُْﺮﺘََﺴﻓ ُْﻢﺗْﺮَﺳﺎََﻌﺗ ِْنإَو ٍفوُﺮْﻌَِﻤﺑ ْﻢَُﻜﻨَْﯿﺑ اوُﺮَِﻤﺗْأَو ﱠُﻦھَرﻮُُﺟأ ﱠُﻦھُﻮﺗَﺂﻓ ْﻢَُﻜﻟ َﻦْﻌَﺿَْرأ. ِْﻖﻔُْﻨِﯿﻟ  َﻧ ُ ﱠﷲ ُﻒﱢﻠَُﻜﯾ َﻻ ُ ﱠﷲ ُهَﺎﺗاَء ﺎ ﱠﻤِﻣ ِْﻖﻔُْﻨﯿَْﻠﻓ ُُﮫﻗْزِر ِﮫَْﯿﻠَﻋ َرُِﺪﻗ ْﻦَﻣَو ِِﮫﺘَﻌَﺳ ْﻦِﻣ ٍﺔَﻌَﺳ وُذ ٍﺮْﺴُﻋ َﺪَْﻌﺑ ُ ﱠﷲ ُﻞَﻌَْﺠﯿَﺳ َﺎھَﺎﺗاَء ﺎَﻣ ﱠِﻻإ ﺎًﺴْﻔ اًﺮُْﺴﯾ.
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adalah suami, sementara isteri hanya dianggap sebagai pelayan.
Padahal, kecocokan seksual antara suami isteri lebih berarti ketimbang
mencari kepuasan nafsu. Jika suami mengabaikan kepuasan isteri maka
isteri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian jika ia
menginginkannya.
Hubungan seksual tidak harus dipahami sebagai hubungan
kelamin sebab suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat
perempuan. Ketika dalam keadaan haid, isteri tetap akan merasakan
hubungan seksual meski dalam batas yang digariskan tuhan. Ketika
isteri dalam keadaan mengandung, suami tetap memperhatikan
kemesraan. Demikian pula ketika isteri melahirkan dan menyusui.132
Hubungan seksual antara suami isteri merupakan hak dan
kewajiban. Keduanya harus saling merasakan, bukan hanya sepihak.
Apabila hubungan seksual bagi isteri hanya merupakan kewajiban,
tidak mustahil itu akan dirasakan sebagai beban atau bahkan bisa jadi
penderitaan. Akan tetapi, banyak di antara kaum isteri yang
menganggap hubungan ini hanya dirasakan sebagai kewajiban dan
pembebanan belaka ketimbang sebagai hak dan penikmatan atau
kebahagiaan.133
Hubungan suami isteri merupakan hubungan batin dan banyak
menentukan hal-hal yang besar yang sifatnya lahiriyah. Karena itu,
dalam hubungan suami isteri secara paksa sama saja mengizinkan
132Zaitunah Subhan, op. cit., h. 144.
133Ibid. h. 146.
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seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan di atas
penderitaan orang lain (isteri). Selain tidak bermoral, hal ini juga
merupakan pengingkaran terhadap prinsip mu’asyarah bi al-ma’r­f
(memperlakukan isteri dengan cara yang baik).134
Anggapan bahwa perempuan hanya sebagai sarana pelanjut
keturunan dan hanya tercipta untuk pria sangat bertentangan dengan
semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam QS. al-R­m (30): 21
secara gamblang mensinyalir bahwa posisi perempuan dalam rumah
tangga sangat mulia dengan dijadikannya ia sebagai tumpuan kasih dan
sayang, yang kelak melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah wa
rahmah.
Hak reproduksi dan keinginan kepada anak merupakan sesuatu
yang fitri bagi laki-laki dan perempuan. Namun pada suatu waktu
kadang-kadang seseorang tidak berusaha mendapatkan anak. Oleh
karena itu, seyogyanya bagi orang yang tidak menginginkannya di
antara suami isteri  untuk memelihara hak pasangannya dan memenuhi
keinginannya, lebih-lebih jika yang mendorongnya untuk tidak
mendapatkan anak itu hanya semata-mata untuk kepentingan sekunder
(pelengkap), bukan kebutuhan primer dan pokok.
Sebagaimana halnya masing-masing, suami-istri harus menjaga
hak pasangannya dalam hal mendapatkan anak, maka masing-masing
juga harus menjaga hak pasangannya untuk mengatur reproduksi
134Ibid., h. 147.
105
(kelahiran), atau merencanakan keturunan (keluarga berencana).
Mengatur keturunan itu merupakan perbuatan yang baik selama untuk
mewujudkan kemaslahatan pokok bagi suami-istri atau bagi salah
satunya atau bagi masyarakatnya. Maka bagi kepentingan istri -
misalnya- ialah hendaknya ada jarak waktu yang memadai antara dua
masa kehamilan, sekiranya dia mempunyai kesempatan untuk
menyusui dan memelihara anaknya, di samping dia perlu istirahat
setelah menanggung beban mengandung dan melahirkan.135
Apabila perempuan menanggung beban berat berkenaan dengan
reproduksi (mengandung dan melahirkan) ini, maka suami juga harus
turut merasakan beban berat tersebut. Suami isteri harus selalu
bermusyawarah mengenai rencana keturunan dan batasannya, agar
akibat dari semua itu menjadi tanggung jawab bersama.136
Islam telah mengangkat kedudukan seorang perempuan sebagai
isteri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad
di jalan Allah. Oleh karena itu, Islam memberikan hak-hak isteri yang
tidak sekedar hitam di atas putih, tetapi harus dilaksanakan dan dijaga
dengan sebaik-baiknya. Islam tidak sampai menyuruh isteri untuk
135Hal itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. al-Ahqaf (46): 15 :
 ِإ ِﮫْﯾَِﺪﻟاَِﻮﺑ َنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا َﺎﻨْﯿ ﱠﺻَوَو ﱠﺪَُﺷأ ََﻎَﻠﺑ اَِذإ ﻰﱠﺘَﺣ اًﺮْﮭَﺷ َنُﻮﺛََﻼﺛ ُُﮫﻟﺎَِﺼﻓَو ُُﮫﻠْﻤَﺣَو ﺎًھْﺮُﻛ ُﮫْﺘَﻌَﺿَوَو ًﺎھْﺮُﻛ ُﮫ ﱡُﻣأ ُﮫَْﺘﻠَﻤَﺣ ًﺎﻧﺎَﺴْﺣ ُه  َو ﱠيَِﺪﻟاَو َﻰﻠَﻋَو ﱠَﻲﻠَﻋ َﺖْﻤَﻌَْﻧأ ِﻲﺘﱠﻟا ََﻚﺘَﻤِْﻌﻧ َﺮُﻜَْﺷأ َْنأ ِﻲﻨْﻋِزَْوأ ﱢبَر َلَﺎﻗ ًَﺔﻨَﺳ َﻦﯿَِﻌﺑَْرأ ََﻎَﻠﺑَو َأ ُهﺎَﺿَْﺮﺗ ﺎًِﺤﻟﺎَﺻ َﻞَﻤَْﻋأ ْن  َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا َﻦِﻣ ﻲﱢِﻧإَو َﻚَْﯿِﻟإ ُﺖُْﺒﺗ ﻲﱢِﻧإ ِﻲﺘﱠﯾ ﱢرُذ ِﻲﻓ ِﻲﻟ ِْﺢﻠَْﺻأَو
Dan QS. Luqman (31): 14 :ا َِنأ ِﻦْﯿَﻣﺎَﻋ ِﻲﻓ ُُﮫﻟﺎَِﺼﻓَو ٍﻦْھَو َﻰﻠَﻋ ًﺎﻨْھَو ُﮫ ﱡُﻣأ ُﮫَْﺘﻠَﻤَﺣ ِﮫْﯾَِﺪﻟاَِﻮﺑ َنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا َﺎﻨْﯿ ﱠﺻَوَو ﱠَﻲِﻟإ َﻚْﯾَِﺪﻟاَِﻮﻟَو ِﻲﻟ ْﺮُﻜْﺷ  ُﺮﯿِﺼَﻤْﻟا
136Baca selengkapnya Abd. Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar’ah fi A¡r al-
Risalah (Cet. I, Kuwait: Dar al-Fikr, 1990), h. 237.
106
tunduk kepada suami sebagaimana wajibnya ia tunduk kepada Tuhan.
Rasulullah saw. bersabda :
 ٍﻢِﺻﺎَﻋ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻻَﺎﻗ َﻰﯿَْﺤﯾ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣَو ٍَﻒﻠَﺧ ُﻦْﺑ ُﺮَْﻜﺑ ٍﺮِْﺸﺑ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 ٍءَﺎﻄَﻋ ْﻦَﻋ َنَﺎﺑَْﻮﺛ ِﻦْﺑ َةَرﺎَﻤُﻋ ِﮫ ﱢﻤَﻋ ْﻦَﻋ َنَﺎﺑَْﻮﺛ ِﻦْﺑ َﻰﯿَْﺤﯾ ِﻦْﺑ َِﺮﻔْﻌَﺟ ْﻦَﻋ
 َﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ْﻢُﻛُﺮْﯿَﺧ ْﻢُﻛُﺮْﯿَﺧ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠ
ِﻲﻠَْھِﻷ ْﻢُﻛُﺮْﯿَﺧ َﺎَﻧأَو ِِﮫﻠَْھِﻷ137.
Artinya :
‘…Nabi saw.. bersabda :”Yang paling baik di antara kalian adalahorang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orangyang paling baik terhadap keluargaku.’
Sebaliknya, dengan adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh
suami terhadap isteri, maka sebagai timbal balik Islam memberikan
hak bagi suami untuk ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran
agama.138 Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian urusan rumah
tangga diperlukan adanya kerjasama antara suami dengan isteri .139
Agama Islam datang dengan membawa pesan moral
kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dengan agama manapun.
Islam mengajar-kan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai
137Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah,
Sunan Ibnu Majah, Juz I (t. t.: Ma¯ba’ah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), h.
636.
138Lihat Zaitunah Subhan, op. cit., h. 70-71.
139Lihat As’ad al-Sahmaraniy, “Al-Mar’a¯ wa al-Zawaj fi al-Islam” dalam
Al-Mar’a¯ fi al-Tarikh wa al-Syari’ah (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 1989), h. 144.
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kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan keduanya
hanyalah kadar ketakwaannya (QS. al-Hujurat (49): 13 :).140
Demikian pula, agama Islam mengajarkan bahwa keduanya (laki-
laki dan perempuan) berhak mendapatkan pahala/ganjaran sesuai
dengan amal kebajikan yang diperbuatnya. Allah tidak melebihkan
antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa keduanya
mempunyai hak yang sama (QS. al-Nisa’ (4): 32  dan QS. al-Na¥l (16):
97).141
Ketiga ayat di atas cukup memberi sebuah kesimpulan bahwa
laki-laki dan perempuan adalah sama di sisi Allah, yang membedakan
hanyalah dari sudut usaha yang dilakukan dan bentuk ketaqwaannya
kepada Allah.
c. Kewajiban dan Hak Perempuan sebagai Ibu142
140QS. al-Hujurat (49): 13 :
َْﻛأ ﱠِنإ اُﻮﻓَرﺎََﻌِﺘﻟ َِﻞﺋَﺎَﺒﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛَﺎﻨْﻠَﻌَﺟَو َﻰﺜُْﻧأَو ٍﺮَﻛَذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛَﺎﻨَْﻘﻠَﺧ ﺎﱠِﻧإ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ْﻢُﻛﺎ َﻘَْﺗأ ِ ﱠﷲ َﺪ ْﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮ  ٌﺮِﯿﺒَﺧ ٌﻢِﯿﻠَﻋ
141QS. al-Nisa’ (4): 32 :
 ِﺑ ُ ﱠﷲ َﻞ ﱠَﻀﻓ ﺎَﻣ اْﻮﱠﻨََﻤَﺘﺗ َﻻَو َﻦْﺒ ََﺴﺘْﻛا ﺎ ﱠﻤِﻣ ٌﺐﯿ َِﺼﻧ ِءﺎ َﺴﱢﻨِﻠﻟَو اُﻮﺒ ََﺴﺘْﻛا ﺎ ﱠﻤِﻣ ٌﺐﯿ َِﺼﻧ ِلﺎ َﺟ ﱢﺮِﻠﻟ ٍﺾَْﻌﺑ َﻰﻠَﻋ ْﻢُﻜَﻀَْﻌﺑ ِﮫﺎًﻤِﯿﻠَﻋ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُِﻜﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِِﮫﻠَْﻀﻓ ْﻦِﻣ َ ﱠﷲ اُﻮَﻟﺄْﺳاَو.
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Salamah berkata : “Kaum laki-laki
berperang, sedang perempuan tidak, dan kita hanya mendapat setengah bagian
warisan laki-laki”. Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran untuk tidak beriri hati
kepada ketetapan Allah. Lihat KH. Qamaruddin Shaleh, et. al., op. cit., h. 129 dan A.
Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an, Jilid I (Cet. I;
Jakarta: Rajawali, 1989), h. 235. Demikian pula dalam QS. al-Na¥l (16): 97 : ُھَﺮ َْﺟأ ُْﻢﮭﱠَﻨﯾِﺰ َْﺠَﻨﻟَو ًﺔ َﺒﱢَﯿط ًةﺎ َﯿَﺣ ُﮫ ﱠَﻨِﯿﯿُْﺤَﻨَﻠﻓ ٌﻦِﻣْﺆ ُﻣ َﻮ ُھَو ﻰ َﺜُْﻧأ َْوأ ٍﺮ َﻛَذ ْﻦ ِﻣ ﺎًِﺤﻟﺎ َﺻ َﻞ ِﻤَﻋ ْﻦَﻣ اُﻮﻧﺎ َﻛ ﺎ َﻣ ِﻦ َﺴَْﺣِﺄﺑ ْﻢ  َنُﻮﻠَﻤَْﻌﯾ
142Hashemi Rafsanjani mengemukakan 3 misi perempuan sebagai ibu, yaitu:
(1) meletakkan landasan budaya keluarga, (2) membesarkan anak-anak yang
merupakan pembangun masa depan, (3) meneruskan nilai-nilai ideologi kepada
generasi berikutnya serta menjelaskan nilai-nilai tersebut. Lihat Hashemi Rafsanjani
dan Syaikh Husain Fadhlullah, et. al., op. cit., h. 148.
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Perempuan sebagai ibu berkewajiban mengasuh dan merawat
anak. Akan tetapi dia pun berhak mendapatkan kasih sayang dari anak-
anaknya.
Kebanyakan orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya
hidup di lingkungan rumahtangga. Karena itu, ia disebut “Ibu Rumah
Tangga”143 sebagai suatu kehormatan. Menjadi ibu rumahtangga
dianggap sebagai kodrat perempuan, bahkan merupakan suatu
kewajiban yang sudah berlangsung ribuan tahun, karena dianggap
sebagai aturan agama.144 Di lain pihak orang masih kurang menyadari
bahwa pekerjaan menjadi ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan
yang bukan hanya tidak bergaji, tetapi juga tidak ada istirahatnya.145
Perempuan sebagai ibu rumahtangga dituntut penuh tanggung
jawab dan tidak tersedianya masa cuti. Dalam hal seperti ini masih ada
143Lihat pula Tapi Omas Ihromi, dalam M. Atho Mudzhar, Perempuan dalam
Masyarakat: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan (Cet. I; Yogyakarta: Sunan
Kalijaga Press, 2001), h. 176-177.
144Lihat M. Ali Hasan, Masa’il Fiqhiyyah al-Hadisah (Masalah-masalah
Kontemporer Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 195. Lihat
juga Muhammad Anis Qasim Ja’far, al-Huq­q al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam
wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'a¡ir, diterjemahkan oleh Ikhwan Ali Fauzi dengan
judul Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam (Cet.
I; Jakarta: Amzah, 2002), h. 32.
145Setelah menikah dan mendapatkan keturunan, maka mulailah perempuan
menjadi seorang ibu. Sejak itulah perempuan memegang peranan penting, sebagai
isteri, sebagai ibu dan penanggungjawab keberesan urusan dalam rumah tangga.
Tanggung jawab yang diembannya ini sangat berat, karena pertama harus menjadi
pendidik bagi anak-anaknya, harus menyelesaikan urusan rumah tangga dan urusan
keluarga, juga dituntut mampu mengatasi problem-problem yang muncul . Untuk
itulah perempuan perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan dan
keterampilan. Lihat S. Baroroh Baried, “Konsep Perempuan Dalam Islam” dalam
Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, op. cit., h. 39.
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anggapan bahwa perempuan seharusnya bangga menjadi ratu rumah
tangga yang hanya berkutat dalam lingkup domestik yang didasari
asumsi bahwa semua ini sesuai dengan kodrat/ketentuan agama. 146
Meski demikian, harus disadari bahwa salah satu fungsi
perempuan yang terpenting dalam keluarga adalah sebagai ibu,
pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada
masa-masa usia balita.147 Hal ini disebabkan karena pada masa-masa
awal pertumbuhannya, anak lebih banyak berhubungan dengan ibunya
daripada bapaknya. Oleh karenanya, sifat dan emosi ibu yang sedang
hamil akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Suasana
rumah yang tenang dan bahagia akan merupakan tanah subur bagi
pertumbuhan anak. Dan sebaliknya, suasana keluarga yang tidak baik,
kacau, serta tidak ada kehangatan dan pengertian, akan merupakan
tanah gersang yang akan menghambat atau mengganggu pertumbuhan
anak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban, kehilangan masa depan,
146Pandangan terhadap para perempuan yang sejak dahulu, bahkan sampai
sekarang mendominasi banyak orang ialah bahwa kehidupan kaum Hawa itu harus
selalu berhubungan dengan rumah. Di rumahlah kesucian dan kemuliaannya
terpelihara. Sedikit saja mereka melanggarnya, jatuhlah martabat dan kemuliaan
hidupnya. Pandangan ini, sebenarnya didasari oleh rasa cemburu dan kesangsian
kaum laki-laki saja. Pada umumnya kaum laki-laki memang menginginkan isterinya
untuk lebih banyak tinggal dalam rumah daripada di luar rumah. Lihat al-°ahir al-
Haddad, Imra’a¯ fi al-Syari’ah wa al-Mujtama’, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri
dengan judul Perempuan Dalam Syari’at dan Masyarakat (Cet. IV; Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993),
h. 183-184. Lihat pula Zaitunah Subhan, op. cit., h. 73.
147Lihat Zakiah Daradjat, Islam dan Peranan Perempuan (Cet. IV; Jakarta:
Bulan Bintang, 1978), h. 11-16.
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menjadi malas belajar, nakal dan sebagainya akibat suasana keluarga
yang tidak menyenangkan.
Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung
jawab utama terhadap jiwa dan mental anak. Dalam hal ini, Islam
memberikan petunjuk bahwa perempuanlah yang paling cocok untuk
memainkan peran sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya.
Perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Perempuan
sebagai ibu mempunyai sifat kasih sayang, ulet dan telaten dalam
mendidik anak.148 Mengasuh dan merawat anak merupakan pekerjaan
mulia, yang umumnya menjadi tanggung jawab penuh seorang isteri,
seakan telah menjadi kodrat149 yang harus diembannya. Hal ini
disebabkan karena secara umum, masyarakat telah menerapkan atau
menentukan bahwa mengasuh dan merawat anak lebih tepat dilakukan
oleh kaum perempuan. Anggapan seperti ini telah melekat, sehingga
tumbuh kecenderungan kuat untuk menyerahkan semua bentuk
pengasuhan dan perawatan anak kepada kaum perempuan. Hal ini
didukung oleh QS. al-Baqarah (2): 233 bahwa kepemimpinan dalam
rumahtangga itu adalah juga menjadi tanggungjawab isteri, terutama
dalam hal menyusukan anak-anaknya.
148Ibid., h. 76.
149Sesungguhnya merawat (menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik
dan lain sebagainya) adalah termasuk tugas reproduksi. Tetapi peran reproduksi
seperti hamil dan melahirkan adalah bersifat kodrati (hanya dapat ditangani oleh
perempuan), sedang merawat anak adalah tugas reproduksi non kodrati yang pada
dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Masdar F.
Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Cet. II; Bandung: Mizan,
1997), h. 145.
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 ﱠِﻢُﺘﯾ َْنأ َداََرأ ْﻦَِﻤﻟ ِﻦَْﯿﻠِﻣﺎَﻛ ِﻦَْﯿﻟْﻮَﺣ ﱠُﻦھَدَﻻَْوأ َﻦْﻌِﺿُْﺮﯾ ُتاَِﺪﻟاَﻮْﻟاَو
 ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ﱠُﻦُﮭﺗَﻮْﺴِﻛَو ﱠُﻦُﮭﻗْزِر َُﮫﻟ ِدُﻮﻟْﻮَﻤْﻟا َﻰﻠَﻋَو َﺔَﻋﺎَﺿ ﱠﺮﻟا…
Terjemahnya :
‘Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahunpenuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dankewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara yang ma’ruf….’150
Yang dimaksud dengan kata دﻮﻟﻮﻤﻟاﮫﻟ adalah ayah/bapak. Hal
ini dapat dipahami dari kata ﮫﻟ yang berkedudukan sebagai fa’il.
Memberikan nafkah merupakan bagian atau tugas dari seorang ayah,
bukan tugas ibu. Olehnya itu, menjadi tugas seorang ayah/bapak untuk
memberikan/ mencarikan makanan dan pakaian ketika sang ibu
menyusukan anaknya. Kata فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑ adalah penjelasan dari akibat
yang ditimbulkan, yang mengandung makna bahwa dalam
melaksanakan tugas tersebut tidaklah saling membebani antara
keduanya (ibu bapak) 151.
Dalam rangka memuliakan ibu dan mengangkat kedudukannya,
Islam memerintahkan semua orang supaya taat kepada ibunya, berbuat
baik kepadanya, menghormati, serta memberikan segala sesuatu yang
terbaik buat ibu.152 Bentuk penghargaan kepada ibu diungkapkan oleh
Rasulullah saw. dalam sebuah hadisnya :
150Depag RI., op. cit., h. 57.
151Al-Zamakhsyariy, op. cit., Juz I, h. 276.
152Lihat Ukasyah Abdulmannan Athibi, Ta«hur­ Akhlaq al-Nisa, terj. Chairul
Halim dengan Judul Perempuan Mengapa Merosot Akhlaknya (Cet. I; Jakarta:
Gema Insani Press, 1998), h. 44-50.
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 َﺔَﻣُﺮْﺒُﺷ ِﻦْﺑ ِعَﺎﻘَْﻌﻘْﻟا ِﻦْﺑ َةَرﺎَﻤُﻋ ْﻦَﻋ ٌﺮﯾِﺮَﺟ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َُﺔﺒَْﯿُﺘﻗ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﻰِﻟإ ٌﻞُﺟَر َءﺎَﺟ َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ َﺔَﻋْرُز ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
 َر َﺎﯾ َلَﺎَﻘﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِسﺎﱠﻨﻟا ﱡﻖََﺣأ ْﻦَﻣ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳ
 ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﻚ ﱡُﻣأ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﻚ ﱡُﻣأ َلَﺎﻗ ِﻲَﺘﺑﺎَﺤَﺻ ِﻦْﺴُِﺤﺑ
 َكُﻮَﺑأ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﻚ ﱡُﻣأ153
Artinya :
‘…Telah datang seseorang kepada Nabi saw. lalu berkata: “WahaiRasulullah: “Siapakah di antara manusia yang paling berhak untukaku perlakukan secara baik?”. Beliau menjawab: “Ibumu”. Laki-lakiitu kembali bertanya: “Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab:“Ibumu”. Laki-laki itu kembali bertanya: “Kemudian siapa?” Nabisaw. Tetap menjawab: “ibumu”. Laki-laki itu bertanya kembali:“Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab: “Kemudian ayahmu”.
Hadis ini menjadi bukti penghargaan Rasulullah saw. Kepada
kaum ibu. Dalam hal ini, ibu yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw.
Adalah ibu yang melaksanakan tugas-tugas keibuannya dengan sebaik-
baiknya.
d. Perempuan sebagai anggota masyarakat154
Perempuan sebagai anggota masyarakat mengemban misi, yaitu:
(1) menjaga kestabilan pikiran dalam masyarakat karena kehadirannya
yang bermanfaat dalam masyarakat, (2) menerangkan landasan
kebudayaan masyarakat melalui kehadirannya sebagai faktor pemicu
153Imam al-Bukhari, op. cit., “Kitab al-Adab, Bab Man Ahaq al-Nas yuhsin al-
¢u¥bah”, Juz V, No. 5626, h. 2227.
154Baca pula Haleh Afshar, “Islam and Feminism: an Analysis of Political
Strategies”, Artikel, dalam Mai Yamani, Feminism and Islam: Legal and Literary
Perspectives (USA : New York University, 1996), h.  204-205.
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bangkitnya telaah ilmiah kebudayaan dengan pemikiran yang sungguh-
sungguh. 155
Dalam kaitan dengan pemahaman tentang kodrat perempuan
yang sering menimbulkan kerancuan, seakan merupakan polemik
berkepanjangan, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan
sendiri, kaum intelektual apalagi kaum awam. Kodrat perempuan inilah
yang seringkali dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran
perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara kodrat
itu sendiri sudah dianggap sebagai pemberian Yang Maha Pencipta.
Akibat dari opini yang dibangun terhadap makna “kodrat
perempuan”, misalnya asal kejadian atau penciptaannya, akal atau
kemampuan dan agamanya yang kurang, menempatkan perempuan
pada posisi yang rendah dan bahkan sangat lemah. Melalui lembaran
sejarah dapat disaksikan betapa fatwa hakim agama Mekah
berpengaruh dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan
perempuan. Ketika empat orang sultanah156 yang pernah memerintah
secara berkesinambungan, harus berakhir dan terputus karena fatwa
hakim yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara
dengan alasan telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan.
Demikian pula ketika melirik sejarah pergerakan nasional di Indonesia,
155 Lihat Hashemi Rafsanjani dan Syaikh Husain Fadhlullah, et. al., loc. cit.
156Empat orang sultanah tersebut adalah Sultanah Taj al-Alam (1641-1675),
Nur al-Alam (1675-1678), Inayat Syah (1678-1688) dan Kamalat Syah. Lihat Fatima
Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan
Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta:
LSPPA, 1995), h. 208.
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partisipasi kaum perempuan secara kuantitatif dan kualitatif sangat
kurang dibanding kaum pria. Salah satu sebabnya ialah adanya
hambatan keagamaan. Sudah terlanjur dipersepsikan bahwa
perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah tugas kaum pria,
sementara kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga. Padahal
keikut sertaan kaum perempuan di dunia publik pada masa Nabi
Muhammad saw. demikian besar.157
Para mufassir yang tidak sependapat perempuan menjadi
seorang pemimpin dalam dunia publik, mendasarkan pandangannya
tersebut pada hadis Abi Bakrah dan hadis yang mengatakan bahwa
perempuan kurang akal dan kurang agamanya, -sebagaimana telah
disebutkan pada uraian sebelumnya.158 Kedua hadis inilah yang
157Keterlibatan para perempuan pada masa Rasulullah saw.. dapat dilihat
antara lain : Ummu Hani yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. ketika
memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik, Aisyah isteri Nabi
saw. sendiri memimpin peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib ra. yang ketika itu
menduduki jabatan kepala negara, Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-
Gaffariyah, Ummu Sinan al-Islamiyah dan lain-lain juga tercatat sebagai tokoh-
tokoh yang terlibat peperangan. Dalam bidang perdagangan, isteri Nabi saw.
Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang saudagar yang sangat sukses,
Zainab binti Jahsy (isteri Nabi saw.) yang aktif bekerja sampai pada menyamak kulit
binatang, al-Syifa’ seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh
khalifah Umar ra. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, dan
beberapa contoh lain keterlibatan perempuan dalam masyarakat. Lihat M. Quraish
Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 274-276.
158Lihat Imam al-Bukhari, op. cit., Juz V, h. 160 dan Juz VIII, h. 434. Dalam
sanad yang lain tetapi matannya sama dapat dilihat pada Ab­ Isa Muhammad bin Isa
ibn Saw.rah al-Turmudziy, Sunan al-Turmudziy, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, t. th.), h. 34 dan Ab­ Abdur Rahman bin Syu’aib  al-Nasa’iy, Sunan al-
Nasa’iy, Juz IV (Mesir: Mu¡¯afa al-Baby al-Halabiy wa Awladuh, 1964), h. 227. Lihat
pula Imam al-Bukhari, op. cit., Juz I, h. 78.
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menjadi rujukan para mufassir yang tidak menginginkan perempuan
untuk berkiprah di dunia publik.
Dalam budaya yang ada di Indonesia, umumnya perempuan
mempunyai peran ganda. Ironisnya, kaum perempuan menerimanya
tanpa tawar menawar. Di balik kodrat yang diembannya, ia tetap tidak
dapat meninggalkan peran domestiknya. Urusan keluarga, urusan
rumah tangga atau sering diistilahkan ruang lingkup domestik pada
umumnya diserahkan kepada kaum perempuan, sehingga oleh
perempuan hal-hal tersebut pada gilirannya selalu dijadikan nomor
satu.159
Peran dan kedudukan perempuan sering dikotakkan dalam peran
tertentu, misalnya ibu rumah tangga. Kuatnya peran seorang
perempuan dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik,
membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itulah memang garis takdir
perempuan atau kodrat perempuan yang telah diciptakan dan
ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukannya menjadi ibu rumah tangga
terkesan mutlak,  semutlak ia memiliki rahim atau seabsolut pria
memiliki sperma untuk pembuahan.160
Padahal, di samping memainkan peran sebagai isteri
pendamping suami, ibu rumah tangga dan pendidik bagi anak-anaknya,
seorang perempuan dapat menikmati haknya untuk memainkan
peranan lain di luar lingkungan keluarganya. Hal ini karena
159Zaitunah Subhan, op. cit., h. 64.
160Ibid., h. 65.
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masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang
sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang
erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat
suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam suatu
masyarakat.161
C. Dasar Hukum Keikutsertaan Perempuan dalam Politik
Pembahasan ini akan mengemukakan dua pendapat tentang
dasar hukum perempuan ikut berpolitik, yaitu :
1. Pendapat yang tidak membolehkan perempuan ikut serta berpolitik
mendasarkan pandangannya pada beberapa hal :
a. Al-Qur’an :
(1) QS. al-Nisa (4): 34 :
161Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, Hak Azasi Manusia Dalam Islam
(Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 1987. Dalam hal ini Mahmud
Syaltut, mantan Syekh al-Azhar menulis dalam bukunya Min Tawjiha¯ al-Islam,
bahwa :
 ﻊﺿو ﻞﺟﺮﻟا ﺐھو ﺎﻤﻛ ءﺎﺴﻨﻟا ﺐھو ﺪﻗ ﷲ نأو, ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻲﻠﻋ نﻮﻜﺗ دﺎﻜﺗ ةءﺮﻤﻟاو ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا نأ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا
 تﺎﻓﺮﺼﺘﻟﺎﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﻦﯾﺮﺼﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﻼﻛ ﻞھﺆﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻲﻓ ﻲﻔﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺐھﻮﻤﻟا ةءﺮﻤﻟاو لﺎﺟﺮﻟا ﻦﻣ ﻼﻛ
ھ ﻦﻣو,ﺔﺻﺎﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻷا جوﺰﯾو ىﺮﺘﺸﯾو ﻊﯿﺒﯾ اﺬﮭﻓ ,ﺪﺣاو رﺎطإ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻌﻀﺗ ﺔﯿﻣﻼﺳﻷا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣا تءﺎﺟ ﺎﻨ
.ﺪﮭﺸﺗو ﻲﻋﺪﺗو ﺐﻗﺎﻌﺗو ﻲﻨﺠﺗو  جوﺰﺘﺗو جوﺰﺗو ىﺮﺘﺸﺗو ﻊﯿﺒﺗ ﻚﻠﺗو,ﺪﮭﺸﯾو ﻲﻋﺪﯾو ﺐﻗﺎﻌﯾو ﻲﻨﺠﯾو جوﺰﺘﯾو161
Artinya :
‘Tabi’at kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan)
sama. Allah swt. telah menganugerahkan kepada perempuan -sebagaimana
menganugerahkan kepada lelaki- potensi dan kemampuan yang cukup untuk
memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat
melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu,
hukum-hukum syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini
(lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum,
menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat
menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta
menuntut dan menyaksikan.’ Lihat Mahmud Syaltut,Min Tawjiha¯ al-Islam (Kairo:
al-Idarat al-‘Ammah li al-Azhar, 1959), h. 193.
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 ﺎَِﻤﺑَو ٍﺾَْﻌﺑ َﻰﻠَﻋ ُْﻢﮭَﻀَْﻌﺑ ُ ﱠﷲ َﻞ ﱠَﻀﻓ ﺎَِﻤﺑ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻰﻠَﻋ َنﻮُﻣا ﱠَﻮﻗ ُلﺎَﺟ ﱢﺮﻟا
 ْﻢِِﮭﻟاَﻮَْﻣأ ْﻦِﻣ اُﻮَﻘﻔَْﻧأ…
Terjemahnya :
‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, olehkarena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atassebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…’162
(2)QS. al-Baqarah (2): 228 :
… ُ ﱠﷲَو ٌﺔَﺟَرَد ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ ِلﺎَﺟ ﱢﺮِﻠﻟَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ يِﺬﱠﻟا ُﻞْﺜِﻣ ﱠُﻦَﮭﻟَو
 ٌﻢﯿِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ
Terjemahnya :
‘Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengankewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suamimempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan AllahMaha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’163
(3)QS. al-Ahzab (33): 33 :
 ِﺔﱠِﯿﻠِھﺎَﺠْﻟا َج ﱡَﺮَﺒﺗ َﻦْﺟ ﱠَﺮَﺒﺗ َﻻَو ﱠﻦُِﻜﺗُﻮُﯿﺑ ِﻲﻓ َنَْﺮﻗَو…
Terjemahnya :
‘Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamuberhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yangdahulu…’164
b. Hadis
162Depag RI., op. cit., h. 123.
163Ibid., h.  55.
164Ibid., h. 672.
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: harkaB ibA sidaH )1(
َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜَﺮة َﻗَﺎَل ﻟَﻘَْﺪ ﻧَﻔََﻌﻨِﻲ ﷲﱠ  ُﺑَِﻜﻠَِﻤ ٍﺔ َﺳ ِﻤْﻌﺘُﮭَﺎ ِﻣ ْﻦ َرُﺳ ﻮِل ﷲﱠ  َِﺻ ﻠﱠﻰ 
ﷲ َﻋﻠَْﯿ ِﮫ َوَﺳ ﻠﱠَﻢ أَﯾﱠ ﺎَم اْﻟَﺠَﻤ ِﻞ ﺑَْﻌ َﺪ َﻣ ﺎ ِﻛ ْﺪُت أَْن أَْﻟَﺤ َﻖ ﺑِﺄَْﺻ َﺤﺎِب اْﻟَﺠَﻤ ِﻞ 
َﺻ ﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﯿ ِﮫ َوَﺳ ﻠﱠَﻢ أَنﱠ أَْھ َﻞ ﻓَﺄُﻗَﺎﺗِ َﻞ َﻣَﻌﮭُ ْﻢ ﻗَ ﺎَل ﻟَﻤﱠ ﺎ ﺑَﻠَ َﻎ َرُﺳ ﻮَل ﷲﱠ ِ 
ﻓَ ﺎِرَس ﻗَ ْﺪ َﻣﻠﱠُﻜ ﻮا َﻋﻠَ ْﯿِﮭْﻢ ﺑِْﻨ َﺖ ِﻛْﺴ َﺮى ﻗَ ﺎَل ﻟَ ْﻦ ﯾُْﻔﻠِ َﺢ ﻗَ ْﻮٌم َوﻟﱠ ْﻮا أَْﻣ َﺮھُُﻢ 
561(اْﻣَﺮأَة ً)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرى: ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزى
: aynitrA
.”naupmerep adapek akeremnasuru )nipmimem kutnu( nakhareynem gnay )takaraysam( muakutaus )seskus( aigahabreb naka kadiT“ :adbasreb .was ibaN akam,aynnaupmerep kana helo nipmipid aisreP naajarek awhab .washallulusaR adapek nakiapmasuk akiteK .atnu nakusap itukignemripmah uka haletes ..was hallulusaR irad ragned ayas gnaytamilak utaus nagned lamaJ gnarep taas adap ukadapek hamkihnakirebmem halet hallA aynhuggnuseS“ :atakreb harkaB ³bA iraD
naupmerep amaga nad laka ayngnaruk gnatnet sidaH)2(
َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﺳِﻌﯿٍﺪ اْﻟُﺨْﺪِريﱢ ﻗَﺎَل َﺧَﺮَج َرُﺳﻮُل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳ ﻠﱠﻢ َ…
ﻓِ ﻲ أَْﺿ َﺤﻰ أَْو ﻓِْﻄ ٍﺮ إِﻟَ ﻰ اْﻟُﻤَﺼ ﻠﱠﻰ ﻓََﻤ ﺮﱠ َﻋﻠَ ﻰ اﻟﻨﱢَﺴ ﺎِء ﻓَﻘَ ﺎَل ﯾَ ﺎ َﻣْﻌَﺸ َﺮ 
َﻦ َوﺑِ َﻢ ﯾَ ﺎ َرُﺳ ﻮَل ﷲﱠ  ِاﻟﻨﱢَﺴﺎِء ﺗََﺼﺪﱠ ْﻗَﻦ ﻓَﺈِﻧﱢﻲ أُِرﯾﺘُُﻜﻦﱠ أَْﻛﺜَ َﺮ أَْھ ِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر ﻓَﻘُْﻠ
ﻗَﺎَل ﺗُْﻜﺜِْﺮَن اﻟﻠﱠْﻌَﻦ َوﺗَْﻜﻔُْﺮَن اْﻟَﻌِﺸﯿَﺮ َﻣﺎ َرأَْﯾ ُﺖ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎﻗَِﺼ ﺎِت َﻋْﻘ ٍﻞ َوِدﯾ ٍﻦ 
أَْذھََﺐ ﻟِﻠُﺐﱢ اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ اْﻟَﺤﺎِزِم ِﻣْﻦ إِْﺣَﺪاُﻛﻦﱠ ﻗُْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُْﻘَﺼﺎُن ِدﯾﻨِﻨَﺎ َوَﻋْﻘﻠِﻨَﺎ ﯾَﺎ 
َﺲ َﺷﮭَﺎَدة ُاْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ﻧِْﺼِﻒ َﺷﮭَﺎَدِة اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ ﻗُْﻠ َﻦ ﺑَﻠَ ﻰ َرُﺳﻮَل ﷲﱠ  ِﻗَﺎَل أَﻟَﯿ ْ
.)yizagaM-la batik( tic .col ,yirahkuB-la mamI tahiL561
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 َﻦ ُْﻠﻗ ْﻢ َُﺼﺗ ْﻢ َﻟَو ﱢﻞَُﺼﺗ َْﻢﻟ ْﺖَﺿﺎَﺣ اَِذإ َﺲَْﯿَﻟأ َﺎِﮭﻠْﻘَﻋ ِنﺎَﺼُْﻘﻧ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ َلَﺎﻗ
(ﺾﯿﺤﻟا بﺎﺘﻛ :ىرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ) .َﺎِﮭﻨﯾِد ِنﺎَﺼُْﻘﻧ ْﻦِﻣ ِِﻚﻟََﺬﻓ َلَﺎﻗ َﻰَﻠﺑ166
Artinya :
‘Dari Ab³ Sa’³d al-Khudr³y, ia berkata bahwa Rasulullah saw.. berangkat
ke tempat shalat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Ketika
berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda : “Hai para
perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak
penghuni neraka”. Kemudian para perempuan bertanya: “Mengapa ya
Rasul?”. Rasul menjawab, “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan
mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-
perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria
yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka
bertanya, “Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”.
Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan setara
dengan separuh kesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah
bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan
sedang haid tidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata : “Betul”.
Rasulullah saw.. bersabda : ‘Begitulah kekurangan agamamu.
c. Ijma167
Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin yang berlaku
tanpa kesertaan perempuan dalam kehidupan politik negara.
Kendati ada sejumlah besar kaum perempuan yang ikut serta di
bidang budaya dan intelektual pada masa awal Islam, tetapi
mereka tidak berpartisipasi dalam masalah-masalah kenegaraan.
Mereka pun tidak diminta untuk berpartisipasi dalam masalah
itu.
d. Qiyas168
166Lihat Imam al-Bukhari, loc. cit., “Bab Tark al-Haid al-¢aum”.
167Ijma adalah persetujuan pendapat dari para mujtahid pada suatu masa atas
suatu hukum syara’. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam (Kairo:
National Publication & Printing House, t.th.), h. 93; Syafii Karim, Fiqih Ushul Fiqih
(Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 65.
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Dalam bersandar pada qiyas, para pencetus pendapat ini melihat
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya,
memungkinkan dilakukannya qiyas dalam hal tersebut. Beberapa
contoh yang dikemukakan antara lain :
- Tidak adanya perkenan untuk menjadi pemimpin bagi
masyarakat umum dalam shalat lima waktu, shalat jum’at,
dan shalat ‘id.
- Perempuan tidak mempunyai hak menentukan talak.
- Perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa disertai
muhrimnya atau teman yang dipercaya.
- Perempuan tidak diwajibkan shalat jum’at dalam jamaah.
2. Pendapat yang membolehkan perempuan ikut serta dalam politik
mendasarkan pandangannya pada :
a. Al-Qur’an :
1). QS. al-Nisa (4): 1 dan 32.169
2). QS. al-Taubah (9): 71 :
 ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُْﻣَﺄﯾ ٍﺾَْﻌﺑ ُءَﺎِﯿﻟَْوأ ُْﻢﮭُﻀَْﻌﺑ ُتَﺎﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو َنُﻮﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو
 َ ﱠﷲ َنﻮُﻌﯿُِﻄﯾَو َةﺎَﻛ ﱠﺰﻟا َنُﻮﺗُْﺆﯾَو َةَﻼ ﱠﺼﻟا َنﻮُﻤِﯿُﻘﯾَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ َنَْﻮﮭَْﻨﯾَو
 ُ ﱠﷲ ُُﻢﮭُﻤَﺣَْﺮﯿَﺳ َِﻚَﺌﻟُوأ َُﮫﻟﻮُﺳَرَو ٌﻢﯿِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ َ ﱠﷲ ﱠِنإ
Terjemahnya :
168Qiyas adalah menyesuaikan (haml) suatu kasus yang sudah diketahui
hukumnya dengan kasus lain yang belum diketahui hukumnya berdasarkan sifatnya
yang sama. Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, Irsyad al-Fuhul (Mesir: Mathba’ah
Shabih, 1349 H.), h. 174; Abu Hamid al-Gazali, al-Mushtashfa min ‘Ilm al-Ushul, Juz
II (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 54.
169Penjelasan tentang ayat-ayat tersebut telah dikemukakan pada point b, h.
61-66 dan 104.
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagianmereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yangmungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan merekata`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmatoleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.170
3). QS. al-Hujurat (49): 13 :
 ُْﻧأَو ٍﺮَﻛَذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛَﺎﻨَْﻘﻠَﺧ ﺎﱠِﻧإ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأَﺎﯾ َِﻞﺋَﺎَﺒﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛَﺎﻨْﻠَﻌَﺟَو َﻰﺜ
 ٌﺮِﯿﺒَﺧ ٌﻢِﯿﻠَﻋ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ْﻢُﻛَﺎﻘَْﺗأ ِ ﱠﷲ َﺪْﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮَْﻛأ ﱠِنإ اُﻮﻓَرﺎََﻌِﺘﻟ.
Terjemahnya :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allahialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. SesungguhnyaAllah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4). QS. al-Isra (17): 70 :
 َﻦِﻣ ُْﻢھَﺎﻨْﻗَزَرَو ِﺮَْﺤﺒْﻟاَو ﱢَﺮﺒْﻟا ِﻲﻓ ُْﻢھَﺎﻨْﻠَﻤَﺣَو َمَداَء ِﻲَﻨﺑ َﺎﻨْﻣ ﱠﺮَﻛ َْﺪَﻘﻟَو
 ًﻼﯿِﻀَْﻔﺗ َﺎﻨَْﻘﻠَﺧ ْﻦ ﱠﻤِﻣ ٍﺮِﯿﺜَﻛ َﻰﻠَﻋ ُْﻢھَﺎﻨْﻠ ﱠَﻀﻓَو ِتَﺎﺒﱢﯿﱠﻄﻟا
Terjemahnya :
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kamiangkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dariyang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yangsempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
5). QS. Ali Imran (3): 195
 َﻤَﻋ ُﻊﯿُِﺿأ َﻻ ﻲﱢَﻧأ ُْﻢﮭﱡﺑَر ُْﻢَﮭﻟ َبﺎََﺠﺘْﺳَﺎﻓ َﻰﺜُْﻧأ َْوأ ٍﺮَﻛَذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍﻞِﻣﺎَﻋ َﻞ
 ٍﺾَْﻌﺑ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜُﻀَْﻌﺑ…
Terjemahnya :
170Depag RI., op. cit., h. 291.
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Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (denganberfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan,(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain..."
6. QS. al-Syura (42): 38 :
 ﺎ ﱠﻤِﻣَو ُْﻢَﮭﻨَْﯿﺑ ىَرﻮُﺷ ُْﻢھُﺮَْﻣأَو َةَﻼ ﱠﺼﻟا اﻮُﻣَﺎَﻗأَو ْﻢِﮭﱢﺑَِﺮﻟ اُﻮﺑﺎََﺠﺘْﺳا َﻦﯾِﺬﱠﻟاَو
 َنُﻮِﻘﻔُْﻨﯾ ُْﻢھَﺎﻨْﻗَزَر
Terjemahnya :
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruanTuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan merekamenafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Secara umum, QS. al-Taubah (9): 71 merupakan gambaran
tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Perintah beramar
ma’ruf nahy mungkar mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan
hidup umat manusia. Oelh karenanya, laki-laki dan perempuan harus
senantiasa aktif mengikuti perkembangan masyarakat, agar dapat
memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan zaman,
dalam segal aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang
politik.
QS. al-Hujurat (49): 13, QS. al-Isra (17): 70, dan ). QS. Ali Imran
(3): 195, dan QS. al-Syura (42): 38 adalah penegasan Al-Qur’an tentang
tidak adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya
kecuali dalam hal ketakwaannya kepada Allah. Allah telah memberikan
rezeki kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan usaha yang
dilakukannya. Allah tidak menyia-nyiakan segala usaha yang telah
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dilakukan hamba-hambanya, laki-laki maupun perempuan. Allah juga
mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) untuk senantiasa
bermusyawarah dalam mengelola bidang-bidang kehidupannya,
termasuk dalam bidang politik.
Kelompok ini juga mengemukakan beberapa argumen terhadap
ayat yang dijadikan dasar hukum bagi yang tidak membolehkan
perempuan aktif dalam dunia politik.
1). QS. al-Nisa (4): 34 :
Ayat ini turun berkenaan dengan kasus isteri Sa’ad bin Rabi’ yang
tidak taat kepada suaminya. Lalu Sa’ad menamparnya. Maka isteri
Sa’ad datang mengadu kepada Nabi saw. Nabi saw. memerintahkan
untuk membalas (qishash) suaminya. Ketika perempuan itu pergi, Nabi
saw. memanggilnya dan bersabda: “Jibril datang kepadaku”. Maka
Allah swt. Menurunkan firman-Nya QS. al-Nisa (4): 34 sebagai
ketentuan mendidik isteri yang menyeleweng.171
Ayat ini turun karena adanya sebab khusus, yaitu masalah
keluarga,172 dan tidak ada kaitannya dengan keikutsertaan perempuan
dalam dunia politik.
2). QS. al-Baqarah (2): 228
Ayat ini menjelaskan tentang derajat laki-laki lebih tinggi
daripada derajat perempuan. Oleh karenanya, dalam berbagai urusan
dan dalam menggunakan hak-hak politik laki-laki lebih diutamakan.
171Qamaruddin Saleh, op. cit., h. 130.
172Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, op. cit., Juz I, h. 385.
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Namun penafsiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, derajat
yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan,
melainan derajat kepemimpinan –sebagaimana disebutkan pada QS. al-
Nisa (4): 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam
masalah keluarga, karena keluarga sebagaimana masyarakat
memerlukan seorang figur pemimpin agar tercipta keharmonisan.
Kepemimpinan itu secara alami adalah milik laki-laki, karena laki-
lakilah yang memikul tanggung jawab untuk memberi nafkah.173 Hal ini
berarti bahwa ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan peran politik
perempuan. Ayat ini semata-mata berkaitan dengan masalah keluarga
dan rumah tangga.
3). QS. al-Ahzab (33): 33
Ayat ini bermakna bahwa al-Qur’an mengharuskan perempuan
tetap tinggal di dalam rumah. Perempuan tidak boleh keluar rumah
untuk urusan umum dan berpartisipasi dalam dunia politik. Akan
tetapi, ayat ini adalah ayat yang khusus ditujukan kepada isteri-isteri
Nabi saw. Oleh karenanya, hukum tersebut hanya berlaku buat mereka
–sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya QS. al-Ahzab (33):
32.174
173Mahmud Syaltut, Islam Aqidah wa Syari’ah (), h. 176.
174Dalam al-Qur’an terdapat hukum-hukum lain yang dikhususkan pada
isteri-isteri Nabi saw. saja, tidak berlaku bagi kaum muslimin. Seperti, hukum yang
melarang isteri-isteri Rasulullah saw. menikah sepeninggal Nabi saw. (QS. al-Ahzab
(33): 53 dan hukuman berlipat ganda bagi mereka yang melakukan pelanggaran (QS.
al-Ahzab (33): 30. Hal ini tidak berarti bahwa isteri-isteri Nabi saw. tidak memiliki
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َﺳ ﻠﱠَﻢ ﯾَُﺤ ﺪﱢ ُث ﻓَﻘَ ﺎَل َﻣْﺠﻠٍِﺲ ﯾَُﺤﺪﱢ ُث اْﻟﻘَْﻮَم َﺟﺎَءه ُأَْﻋَﺮاﺑِﻲﱞ ﻓَﻘَﺎَل َﻣﺘَ ﻰ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋﺔ ُﻓََﻤَﻀ ﻰ َرُﺳ ﻮُل ﷲﱠ  َِﺻ ﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿ ِﮫ و َﺎَل ﺑَْﯿﻨََﻤﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓِ ﻲ أَﺑِﻲ ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠﺛَﻨِﻲ ِھَﻼُل ْﺑُﻦ َﻋﻠِﻲﱟ َﻋْﻦ َﻋﻄَﺎِء ْﺑِﻦ ﯾََﺴﺎٍر َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ھَُﺮْﯾَﺮة َﻗَ  ﻤﱠ ُﺪ ْﺑ ُﻦ ﻓُﻠَ ْﯿٍﺢ ﻗَ ﺎَل َﺣ ﺪﱠﺛَﻨِﻲ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑُﻦ ِﺳﻨَﺎٍن ﻗَﺎَل َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﻓُﻠَْﯿٌﺢ ح و َﺣﺪﱠﺛَﻨِﻲ إِْﺑَﺮاِھﯿُﻢ ْﺑُﻦ اْﻟُﻤْﻨِﺬِر ﻗَ ﺎَل َﺣ ﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣﺤ َ
ُوﺳﱢ َﺪ اْﻷَْﻣُﺮ إِﻟَﻰ َﻏْﯿِﺮ أَْھﻠِِﮫ ﻓَﺎْﻧﺘَِﻈْﺮ اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔَ  َذا إَِﺿ ﺎَﻋﺘُﮭَﺎ ﻗَ ﺎَل إِ َﻋْﻦ اﻟﺴﱠﺎَﻋِﺔ ﻗَﺎَل ھَﺎ أَﻧَﺎ ﯾَﺎ َرُﺳ ﻮَل ﷲﱠ  ِﻗَ ﺎَل ﻓَ ﺈَِذا ُﺿ ﯿﱢَﻌْﺖ اْﻷََﻣﺎﻧَ ﺔ ُﻓَ ﺎْﻧﺘَِﻈْﺮ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋﺔ َﻗَ ﺎَل َﻛْﯿ َﻒ َﻣﺎ ﻗَﺎَل َوﻗَﺎَل ﺑَْﻌُﻀﮭُْﻢ ﺑَْﻞ ﻟَْﻢ ﯾَْﺴَﻤْﻊ َﺣﺘﱠﻰ إَِذا ﻗََﻀﻰ َﺣِﺪﯾﺜَﮫ ُﻗَ ﺎَل أَْﯾ َﻦ أَُراه ُاﻟﺴﱠ ﺎﺋُِﻞ ﺑَْﻌُﺾ اْﻟﻘَْﻮِم َﺳِﻤَﻊ َﻣﺎ ﻗَﺎَل ﻓََﻜِﺮهَ 
qiqqahuM ,I zuJ ,95 .oN ,”imlI‘-la lhdaF baB“ ,mlI‘-la batiK ,irahkuB-la mamI
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.ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﺑِِﻤْﺜِﻞ َﺣِﺪﯾِﺚ ُﺷْﻌﺒَﺔَ َوُﺳْﻔﯿَﺎن َ ِﺪﯾِﺚ أَﺑِﻲ َﺳِﻌﯿٍﺪ َﻋْﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻ ﻠﱠﻰ ْﺑِﻦ ُﻣْﺴﻠٍِﻢ َﻋْﻦ طَﺎِرِق ْﺑِﻦ ِﺷﮭَﺎٍب َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﺳِﻌﯿٍﺪ اْﻟُﺨْﺪِريﱢ ﻓِﻲ ﻗِﺼﱠ ِﺔ َﻣْﺮَواَن َوﺣ َ اْﻟُﺨ ْﺪِريﱢ َوَﻋ ْﻦ ﻗَ ْﯿِﺲ اْﻟَﻌَﻼِء َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻣَﻌﺎِوﯾَﺔَ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ اْﻷَْﻋَﻤُﺶ َﻋْﻦ إِْﺳَﻤِﻌﯿَﻞ ْﺑِﻦ َرَﺟﺎٍء َﻋْﻦ أَﺑِﯿِﮫ َﻋْﻦ أَﺑِﻲ َﺳِﻌﯿٍﺪ  ْﺑ ُﻦ ِن َﺣ ﺪﱠﺛَﻨَﺎ أَﺑُ ﻮ ُﻛَﺮْﯾ ٍﺐ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ُﻓَْﻠﯿَُﻐﯿﱢْﺮه ُﺑِﯿَِﺪِه ﻓَﺈِْن ﻟَْﻢ ﯾَْﺴﺘَِﻄْﻊ ﻓَﺒِﻠَِﺴﺎﻧِِﮫ ﻓَﺈِْن ﻟَْﻢ ﯾَْﺴﺘَِﻄْﻊ ﻓَﺒِﻘَْﻠﺒِِﮫ َوَذﻟَِﻚ أَْﺿَﻌُﻒ اْﻹِ ﯾَﻤ ﺎْﻌُﺖ َرُﺳ ﻮَل ﷲﱠ  َِﺻ ﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿ ِﮫ َوَﺳ ﻠﱠَﻢ ﯾَﻘُ ﻮُل َﻣ ْﻦ َرأَى ِﻣ ْﻨُﻜْﻢ ُﻣْﻨَﻜ ًﺮا أَﺑُﻮ َﺳِﻌﯿٍﺪ أَﻣﱠ ﺎ ھََﺬا ﻓَﻘَْﺪ ﻗََﻀﻰ َﻣ ﺎ َﻋﻠَْﯿ ِﮫ َﺳ ﻤ ِ َل ﻗَْﺪ ﺗُِﺮَك َﻣﺎ ھُﻨَﺎﻟِ َﻚ ﻓَﻘَ ﺎَل ﺑِﺎْﻟُﺨْﻄﺒَِﺔ ﯾَْﻮَم اْﻟِﻌﯿِﺪ ﻗَْﺒَﻞ اﻟﺼﱠ َﻼِة َﻣْﺮَواُن ﻓَﻘَﺎَم إِﻟَْﯿِﮫ َرُﺟٌﻞ ﻓَﻘَﺎَل اﻟﺼﱠ َﻼة ُﻗَْﺒَﻞ اْﻟُﺨْﻄﺒَِﺔ ﻓَﻘَﺎﺑِ ﻲ ﺑَْﻜ ٍﺮ ﻗَ ﺎَل أَوﱠ ُل َﻣ ْﻦ ﺑَ َﺪأ ََﺣ ﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔ ُِﻛَﻼھَُﻤ ﺎ َﻋ ْﻦ ﻗَ ْﯿِﺲ ْﺑ ِﻦ ُﻣْﺴ ﻠٍِﻢ َﻋ ْﻦ طَ ﺎِرِق ْﺑ ِﻦ ِﺷ ﮭَﺎٍب َوھَ َﺬا َﺣ ِﺪﯾُﺚ أَ  ﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑ ُﻦ َﺟْﻌﻔَ ٍﺮ َﺣﺪﱠﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَْﻜِﺮ ْﺑُﻦ أَﺑِﻲ َﺷ ْﯿﺒَﺔ ََﺣ ﺪﱠﺛَﻨَﺎ َوِﻛﯿ ٌﻊ َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﯿَﺎَن ح و َﺣ ﺪﱠﺛَﻨَﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑ ُﻦ اْﻟُﻤﺜَﻨﱠ ﻰ َﺣ ﺪﱠ 
-la nna aw namI-la nim raknuM-la na‘ iyhaN-la nuaK inayaB baB“ ,milsuM mamI
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Artinya :
…Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah iamencegahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup merubahdengan tangannya, hendaklah ia merubah dengan lidahnya, danapabila dengan lidah pun ia tidak sanggup merubahnya, makahendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman.
3). Hadis Rasulullah saw. :
ﻢﮭﻨﻣ ﺲﯿﻠﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟاﺮﻣﺄﺑ ﻢﺘﮭﯾ ﻢﻟ ﻦﻣ.177
Artinya :
Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan orang muslim, makamereka tidak termasuk golongannya.
Adapun bantahan argumen terhadap hadis yang dikemukakan
kelompok yang tidak setuju terhadap keikutsertaan perempuan
berpolitik adalah :
1) Hadis Abi Bakrah :
Hadis ini berkenaan dengan kasus tertentu, yaitu terhadap putri
Kisra yang memegang tampuk kepemimpinan dengan tidak
mempunyai kemampuan dan masih dalam usia yang belum dewasa,
karena tidak adanya anak laki-laki pewaris tahta kerajaan. Hadis ini
juga merupakan jawaban terhadap doa Nabi saw., agar Allah
Iman yazid wa yanqu¡ wa ann al-amr bi al-ma’r­f wa nahyi an al-munkar wajibani”,
Juz I, No. 49, Muhaqqiq Muhammad Fu’ad Abd. Al-Baqi (Beirut: Dar Ihya al-Tura£
al-‘Arabiy, t.th.), h. 69.
177Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Tabraniy, Mu’jam al-Ausa¯, Juz 7,
muhaqqiq °ariq ibn ‘Iwadullah ibn Muhammad (Kairo: Dar al-Haramayn, 1415 H.),
h. 270.
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menghancurkan kerajaan Persia sehancur-hancurnya, karena telah
menyobek surat yang telah dikirim Nabi saw. kepadanya.178
Di samping alasan tersebut, terbukti banyak perempuan yang
menjadi pemimpin dan tetap sukses dalam kepemimpinannya. Bahkan,
lebih maju dan mengungguli negara-negara yang dipimpin oleh laki-
laki. Oleh karenanya, tidak dapat dijadikan dasar pelarangan aktifitas
perempuan dalam dunia politik.179
2) Hadis tentang kurangnya akal dan agama perempuan
Konsekuensi dari hadis ini adalah perempuan tidak boleh
menduduki jabatan-jabatan umum dan bahwa laki-laki selalu
mengunggulinya karena kelebihan akal dan sempurna agamanya.
Menurut kelompok yang membolehkan perempuan berpolitik
bahwa memaknai hadis ini secara tekstual tidak dapat diterima
sepenuhnya. Sebab, apabila merujuk pada hadis ini, maka sungguh
terdapat makna lain yang tersirat di dalamnya. Kekurangan akal yang
dimaksud dalam hadis adalah kesaksian perempuan yang dikemukakan
Allah dalam al-Qur’an sebagai separuh dari kesaksian laki-laki QS. al-
Baqarah (2): 282). Alasannya adalah karena menurut sifat biologisnya,
perempuan cepat terpengaruh dan emosional. Sedang, kekurangan
dalam agama dimaksudkan karena perempuan dihadapkan pada kodrat
178Muhammad Anis Qasim, op. ct., h. 53.
179Ibid., h. 54.
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alami seperti haid setiap bulan yang menghalanginya melakukan
sebagian ibadah fardhu, seperti shalat dan puasa.180
Berdasarkan hal tersebut, kekurangan akal dan agama
perempuan tidak berarti bahwa perempuan sedikit pengetahuan dan
lemah daya nalarnya. Konsekuensinya adalah tidak boleh bersandar
pada hadis ini untuk melarang aktifitas perempuan dalam politik.
c. Ijma
Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin sangat jelas
mengajak kaum perempuan untuk bermusyawarah dalam berbagai hal,
seperti Umar bin Khattab yang mengangkat al-Syifa binti Abdullah
sebagai kepala pasar atau pengawas keuangan dan Aisyah ra. yang
keluar memimpin 3000 pasukan dalam perang Jamal.181
Hal lain yang dijadikan argumen adalah keikutsertaan
perempuan pada masa Rasulullah membaiat Rasulullah saw. Baiat
perempuan pada masa awal-awal Islam merupakan bukti kebebasan
dan kemerdekaan perempuan menentukan pandangannya. Faktanya
adalah tatkala delegasi Anshar membaiat Nabi saw. dalam baiat Aqabah
kedua tercatat beberapa perempuan. Hal ini merupakan adanya
kontribusi perempuan dalam kegiatan politik.
d. Qiyas
180Ibid., h. 61.
181Ibid., h. 65-66.
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Golongan ini menqiyaskan pandangan kebolehan perempuan
berpolitik dengan kepemimpinan Ratu Saba’ yang dikemukakan
kesuksesan dan kejayaannya dalam al-Qur’an (QS. al-Naml (34): 15).
Adanya pandangan bahwa perempuan tidak bisa menjadi imam,
tidak punya hak talak, dan tidak boleh bepergian sendiri tanpa muhrim
atau teman yang dipercaya dibantah oleh kelompok ini dengan
mengatakan bahwa qiyas yang digunakan adalah qiyas dengan
pembedaan. Karena, dalam qiyas disyaratkan agar cabang (far’) sama
dengan pokok (ashl) dalam illat hukum. Apabila tidak sama, maka ia
tidak memiliki hukum yang sama. Penetapan hukum dengan qiyas
hanya berlaku pada masalah yang memiliki illat hukum yang sama dan
serupa dengan masalah pokok. Jika hal itu tidak terpenuhi, qiyas
tersebut menjadi qiyas ma’a al-fariq.182
Qiyas musyarikah tidak boleh dilakukan dalam masalah-
masalah politik terhadap masalah-masalah agama yang berkaitan
dengan ibadah. Shalat adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat
khusus. Sementara keikutsertaan dalam masalah-masalah politik
memiliki ketentuan yang benar-benar berbeda. Kesimpulannya bahwa
tidak boleh melakukan qiyas ketiadaan partisipasi dalam masalah-
masalah politik, sebagaimana ketidakbolehan perempuan menjadi
imam, perempuan tidak punya hak talak, dan perempuan tidak boleh
keluar rumah tanpa muhrim dikembalikan pada kodrat
182Ibid., h. 68.
130
keperempuanannya. Kodrat itulah yang membedakan laki-laki dan
perempuan dalam Islam.183
Pro kontra keikutsertaan perempuan berpolitik dengan
menggunakan argumentasi teologis di atas membawa kita pada sebuah
kesimpulan bahwa perbedaan di antara keduanya hanyalah terletak
pada soal penafsiran atau interpretasi. Perlu dipahami, ayat-ayat al-
Qur’an lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat umum.
Sehingga asumsi dasar yang harus senantiasa diperhatikan oleh
siapapun yang menafsirkan al-Qur’an bahwa sebagai suatu teks, al-
Qur’an tidak memiliki satu penafsiran tunggal dan standar yang dapat
diterima oleh semua pihak.
Sementara itu, ketika seseorang mencari rujukan pada teks-teks
agama, sebenarnya ia tengah melakukan penafsiran terhadap teks-teks
tersebut. Sehingga tafsir dan agama itu pun harus dibedakan. Agama
bersifat mutlak dan berada pada tataran abstrak, sedang penafsiran
terhadap agama bersifat relatif. Di sinilah pentingnya melakukan
interpretasi secara terus menerus terhadap ajaran agama agar
senantiasa relevan dengan situasi masyarakat yang dinamis dan selalu
berubah.
183Ibid., h. 69.
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KERANGKA PIKIR
KERANGKA PIKIR
DASAR HUKUM
(Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas)
HAK-HAK  POLITIK
1. Hak Bicara
2. Hak memilih dan dipilih
3. Hak jihad dan berpartisipasi dalam
politik
4. Hak Baiat
HUKUMNYA
Boleh (mubah)
Wajib
Haram
MASYARAKAT ISLAM DI SULAWESI SELATAN
IMPLEMENTASI
(Lembaga Legislatif)
1. Faktor
Penghambat
a. Faktor Eksternal
b. Faktor Internal
2. Faktor Pendukung
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Tulisan ini akan mengemukakan keikutsertaan politik
perempuan dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu sebagai anggota
parlemen –meski penulis memahami politik dalam makna yang luas-.
Hal ini dikarenakan, jabatan dan posisi perempuan sebagai pemimpin
–sebagai legislator- sering digugat. Keikutsertaan perempuan dalam
parlemen, dengan jadwal yang sangat padat, berbaur dengan laki-laki,
dan lain sebagainya sangat menyita waktunya di luar rumah. Pada saat
yang sama, telah meninggalkan peran dan fungsinya sebagai isteri dan
ibu dari anak-anaknya, adalah dalih yang digunakan untuk menggugat
keikutsertaan perempuan dalam politik praktis. Dunia inilah –politik
praktis- yang dianggap sebagai dunianya lelaki, sehingga keikutsertaan
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perempuan di dalamnya masih dianggap sebagian orang sebagai
sesuatu hal yang tidak lazim dan tidak lumrah. Padahal, Islam telah
memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Laki-laki dan
perempuan mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam politik,
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanah Allah, khalifatullah fil
ardh.
Pekerjaan politik adalah hak warga negara untuk ikut serta
mengambil peran dalam mengurusi urusan negara. Keikutsertaan ini
dapat dengan cara langsung maupun tidak langsung.  Yang dimaksud
dengan cara langsung adalah warga secara langsung menangani urusan
politik tidak dengan mewakilkan kepada yang lain, seperti menduduki
jabatan kementerian dan jabatan-jabatan penting lainnya, termasuk
juga jabatan majelis perwakilan rakyat ketika dipilih sebagai utusan
mereka. Dalam hal ini pemilih berarti telah ikut serta –secara tidak
langsung- dalam berpolitik.
Cara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan
tertentu bukan sebagai pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh
aturan dan politiknya, melainkan sebagai wakil yang dipilih masyarakat
dimana dia hidup, seperti: ketua rukun tetangga dan warga; jabatan di
perguruan tinggi; organisasi kemasyarakatan; dan lain sebagainya.184
Terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan perempuan
menduduki jabatan politik pada umumnya. Pendapat yang
membolehkan berpandangan bahwa kaum perempuan mempunyai hak
184Salim Ali Al-Bahnasawi, Wawasan Sistem politik Islam, Terj. MustolahMaufur (Cet 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), H. 287.
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untuk melibatkan diri dalam kepemimpinan politik dengan berdasar
pada prinsip demokrasi bahwa kaum laki-laki dan perempuan
mempunyai hak yang sama dalam hak dan kewajiban tanpa
mempersoalkan jenis kelamin, warna kulit, maupun keyakinan. 185
Bagi yang menolak hak keanggotaan perempuan dalam parlemen
–atau jabatan politik langsung- tetapi menyetujui hak memilih mereka
dalam berbagai bentuknya, hak keanggotaan dalam perguruan tinggi,
anggota organisasi kemasyarakatan dan majlis lokal, mengacu pada
prinsip bahwa persamaan dalam undang-undang dan konstitusi
bukanlah persamaan antara dua kelompok yang tidak sama, melainkan
persamaan antara yang mempunyai kesamaan. Sedangkan perempuan
tidak sama dengan laki-laki dalam segala hal. Oleh sebab itu negara
mempunyai kewenangan untuk membatasi sumber-sumber
perundang-undangan antara yang sama dan yang tidak sama. Asas
persamaan adalah bila warga mempunyai kesamaan dengan warga
lainnya dalam keahlian, kondisi, dan pengalaman. Apabila syarat-
sayarat persamaan telah terdapat dalam individu maka dia layak
memiliki hak ini. Apabila faktor dan kondisi berbeda dari satu dan yang
lainnya maka persamaan itu tidak dapat diberikan.186
Malah ada anggapan bahwa hak politik adalah memberikan
kewenangan membuat undang-undang kepada wakil rakyat di
185Said Ushfur, al-Nizam al-Dusturi al-Mishri (t.t.: Dar al-Ma’arif, t.th.), h.
401; Abdul Hamid Asy-syuwarabi, al-Huq­q al-Siyasiyyah li al-Mar’ah fi al-Islam
(Iskandariah: Dar Mansya’ah al-Ma’arif, t.th.) h. 238.
186Ibid.
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Parlemen. Padahal jika dicermati, nash-nash syariah, baik laki-laki
maupun perempuan tidak dibenarkan membuat undang-undang
kecuali dalam masalah-masalah yang tidak diatur oleh syariah. Sebab
Allah saja yang berhak membuat undang-undang dalam bidang politik,
ekonomi, peperangan, sosial dan lain sebagainya, dikarenakan
pengertian keadilan, kebenaran dan kebaikan berkaitan dengan
kemashlahatan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda serta
memberi pengaruh di dalamnya. Maka suatu keniscayaan bahwa aturan
untuk itu semua datangnya dari Allah yang Maha Tinggi, Maha Kaya:
Allah yang  khusus membuat aturan untuk mewujudkan keadilan
sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Had³d (27): 25.187
Di kawasan negara-negara Arab terjadi perdebatan sengit
mengenai hak perempuan untuk ambil bagian dalam pergaulan politik
yang diwakili dalam hak pemilihan dan duduk di Parlemen. Sebagian
aktifis perempuan dalam kegiatan politik beranggapan bahwa hak ini
adalah kunci yang akan dapat membukakan bagi kaum perempuan
semua kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu diadakan secara
khusus berbagai konperensi dan pertemuan guna membicarakan
masalah hak politik bagi kaum perempuan.
Berbagai perkumpulan perempuan mengira bahwa masuknya
kaum perempuan di dalam Parlemen akan menyelesaikan segala
187QS. Al-Hadid (27): 25
 َو ِﻂ ِْﺴﻘْﻟِﺎﺑ ُسﺎ ﱠﻨﻟا َمﻮ َُﻘِﯿﻟ َناَﺰ ﯿِﻤْﻟاَو َبﺎ َﺘِﻜْﻟا ُﻢ ُﮭَﻌَﻣ َﺎﻨْﻟَﺰَْﻧأَو ِتَﺎﻨﱢَﯿﺒْﻟِﺎﺑ َﺎَﻨﻠُﺳُر َﺎﻨْﻠَﺳَْرأ َْﺪَﻘﻟ ِسﺎ ﱠﻨِﻠﻟ ُِﻊﻓﺎ َﻨَﻣَو ٌﺪﯾِﺪ َﺷ ٌْسﺄ َﺑ ِﮫ ِﯿﻓ َﺪ ﯾِﺪَﺤْﻟا ﺎ َﻨْﻟَﺰَْﻧأ
 ِﺐْﯿَﻐْﻟِﺎﺑ َُﮫﻠُﺳُرَو ُهُﺮُﺼَْﻨﯾ ْﻦَﻣ ُ ﱠﷲ ََﻢﻠَْﻌِﯿﻟَو ﱠِنإ ٌﺰﯾِﺰَﻋ ﱞيَِﻮﻗ َ ﱠﷲ
136
keterbelakangan perempuan di bidang politik dan sosial; menjadi kunci
rahasia bagi penyelesaian berbagai problem yang dihadapi kaum
perempuan.188
Para ulama klasik dan modern berbeda pendapat mengenai hak-
hak politik bagi kaum perempuan –sebagaimana telah dikemukakan-.
Perbedaan pendapat ini kembali pada konsep mereka masing-masing
mengenai sifat pekerjaan ini. Para ulama terdahulu meletakkan
masalah hak kepemimpinan umum yang maksudnya adalah kekuasaan
umum yang mendasar seperti kekuasaan membuat undang-undang
hukum peradilan dan memutuskan berbagai perselisihan; kekuasaan
yang melaksanakan keputusan-keputusan dan mengatur rakyat,
termasuk di dalamnya kekuasaan kepala negara yang disebut dengan
imamah kubra.
Secara singkat, pendapat-pendapat dan aliran-aliran yang
berhubungan dengan hak-hak politik bagi kaum perempuan itu  ada
tiga: Pertama, memandang bahwa Islam melarang hak politik bagi
perempuan, Kedua, tidak memandang adanya larangan, dan Ketiga,
memandang bahwa masalah politik bagi perempuan itu tidak ada
kaitannya dengan agama atau undang-undang, melainkan merupakan
satu masalah sosial dan politik an sich.189
Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk dan
rahmat bagi kaum laki-laki juga kaum perempuan. Ajaran Islam
188Abdul Hamid Asy-syuwarabi, op. cit., h. 292.
189Ibid, h. 293.
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berkehendak mengangkat harkat, martabat dan derajat manusia, baik
laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban diberikan kepada
kaum laki-laki ataupun perempuan. Dalam kontek beribadah dan amal
sholeh yang mempunyai dampak ma¡lahat untuk ummat, kaum laki-
laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama untuk
melakukannya.
Kelahiran Islam tidak dimaksudkan sebagai pengulangan
kembali sejarah pengekangan, pembatasan dan penempatan
perempuan pada posisi tidak wajar sebagaimana bangsa-bangsa dan
agama-agama lainnya. Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya
bagi pemeluk-pemeluknya untuk menciptakan kemakmuran dan
keadilan di muka bumi. Islam juga memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses pencerahan dunia. Tidak ada batasan yang
membatasi pemeluk Islam melakukan sesuatu yang membawa
kemashlahatan.
Dalam perspektif Islam, seluruh aktifitas manusia dinilai sebagai
sebuah tugas kewajiban, yang selanjutnya dibagi menjadi fardhu ‘ain
(kewajiban individu) dan fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Secara
umum, tugas-tugas itu, baik fardhu ‘ain maupun fardhu kifayah terkait
erat dengan kemampuan manusia, sehingga tugas-tugas tersebut
menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu memenuhinya, karena
Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali sesuai dengan
kemampuannya.
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Demikian pula aksi-aksi politik yang dipandang sebagai tugas,
dan oleh karenanya dapat diklasifikasikan menjadi fardhu ‘ain -
sebagaimana baiat atau sumpah kesetiaan dan syura atau musyawarah,
dan menjadi fardhu kifayah –sebagaimana jihad, jabatan
pemerintahan dan amar ma’ruf nahi munkar. Sifat wajib dari aktifitas-
aktifitas tersebut, termasuk yang bersifat politis, didasarkan pada
konsep perwakilan atau perwujudan Tuhan pada manusia di bumi
(khilafah), yang mencakup laki-laki dan perempuan dan meminta
tanggungjawab individu dan kolektif untuk memenuhi perintah-
perintah Tuhan di bumi. Maka, laki-laki dan perempuan adalah
pasangan yang setara, saling berbagi tanggungjawab atau tugas untuk
menjalankan urusan-urusan politik dalam masyarakatnya karena
mereka adalah rekan “auliya’” antara satu dengan yang lainnya,
menyuruh apa yang baik dan melarang apa yang buruk.
Sebagaimana diketahui, semua pekerjaan dari pemegang
kekuasaan peradilan, eksekutif dan legislatif adalah dalam rangka
menjalankan perintah “menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang
munkar. Oleh karena itu, sebagaimana rekannya –kaum laki-laki-
perempuan muslim memiliki tanggungjawab politik yang luas dan
peran yang penting dalam kehidupan publik, sebuah peran yang pernah
diberikan untuk melayani komunitas Islam yang mulai lahir di Madinah
dan selama beberapa waktu setelah itu pada periode awal Islam.
Terutama pada masa Nabi saw., kaum perempuan sangat aktif secara
sosial dan politik. Mereka dibolehkan bahkan didorong untuk
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berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat Madinah dan
mereka terbukti bisa menjalankan tugas tersebut.
Kaum perempuan muslim memulai aktifitas-aktifitas politik
mereka pada saat mereka masuk Islam.190 Mereka membela agama
yang baru dipeluknya dengan menghadapi perlawanan sengit dari
keluarga-keluarga mereka sendiri dan dari masyarakat luas, mereka
menanggung pelecehan serta perlakuan yang menyakitkan191 dan pada
waktu tekanan kepada mereka meningkat, mereka justeru memutuskan
untuk meninggalkan rumah, mencari perlindungan pada rekan-rekan
mereka sesama muslim daripada meninggalkan keyakinan dan
keimanan.
Semua prilaku seperti ini dinilai sebagai aktifitas-aktifitas politik
dalam term kontemporer, karena itu meliputi tantangan terhadap
sistem politik yang lama, protes terhadap pelecehan dan penganiayaan
serta penolakan terhadap penekanan dan peniadaan kebebasan untuk
memiliki keyakinan dan berekspresi. Dengan berdirinya negara Islam,
peran kaum perempuan dalam urusan-urusan politik pada masyarakat
baru, mendapatkan momentum. Kaum perempuan menjadi bagian dari
190Di sini merujuk peran yang dimainkan oleh Khadijah isteri pertama Nabi
saw. Pada tahap awal misi beliau: menghibur beliau, menenteramkan beliau, dan
mempercayai pesan beliau, sehingga menjadi perempuan pertama yang memeluk
Islam. Ibid.
191Di antara nama-nama perempuan yang telah bertahan dengan perlakuan
kejam dan penganiayaan adalah Sumayyah, ibu dari sahabat terkenal Ammar bin
Yasir. Secara kejam beliau dibunuh oleh Abu Jahal karena menolak untuk
meninggalkan keyakinannya. Beliau dihargai sebagai perempuan pertama yang mati
syahid dalam Islam. Ibid.
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anggota bangsa dan anggota komunitas yang efektif, ikut serta secara
penuh dalam urusan-urusan publik.
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Partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada keikutsertaannya
dalam lembaga legislatif, tetapi bisa berupa keikutsertaannya
dalam pemberian suara untuk memilih calon legislatif maupun
kepala negara dan wakilnya yang berkualitas. Partisipasi itu sangat
dibutuhkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
berjalan sesuai dengan cita-cita untuk mewujutkan masyarakat adil
dan makmur yang diridai Allah.
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Keterlibatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat merupakan
bentuk aktivitas lain yang dapat dilakukan perempuan dalam
pembangunan bangsanya.
Adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan kekerasan yang
menimpa perempuan merupakan agenda yang menantang pada
muslimah untuk ikut mencari solusinya.
Dalam sejarah Islam, partisipasi politik, perempuan sesudah hijrah,
diperlihatkan oleh kaum muslimah dengan keikutsertaannya
membangun masyarakat. Seperti Asy Syaffa yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan kesehatan melalui pemberantasan buta
huruf, peningkatan pengetahuan, serta mendirikan klinik
kesehatan. Di samping itu terdapat Aisyah, istri Rasulullah, yang
ikut pula menyebarkan pengetahuan ke tengah masyarakat dan
Zainab inti Jahsy yang membina pusat keterampilan bagi para
perempuan. Dengan demikian, partisipasi politik itu memiliki
wilayah yang luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan masyarakat.
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Kedudukan Perempuan dalam Islam
Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah
persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar
bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang
kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai
pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa.
Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu
(terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang
termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS 49: 13).
Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana
diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada
hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan
terhormat kepada perempuan.
Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer
berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke
masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan
menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak
dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka
ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan
Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan
tidak dijadikan bahan perbandingan."190
Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi)
lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara
lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah
menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan
kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan
kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang
menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas
yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at
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pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual
dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum,
menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian,
dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan
dihukum serta menuntut dan menyaksikan."191
Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan
kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan
pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam)
diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.
Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari
pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan, dari segi (1) asal
kejadiannya, dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang.
Asal Kejadian Perempuan
Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan
diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu
najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh
setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab
terusirnya manusia dari surga?
Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh
sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang
tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas
dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini.
Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran,
antara lain melalui ayat pertama surah Al-Nisa':
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan
pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan
perempuan yang banyak.
Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan
(lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari
satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama
Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang
146
perempuan.
Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:
Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena
mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (Diriwayatkan oleh
Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).
Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru
bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian
mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan
lelaki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna
sesungguhnya dari hadis tersebut.
Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya
tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian
Lama (Kejadian II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman
di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam
benak seorang Muslim."192
Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi
(kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar
menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan
kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak
disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar.
Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan
perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana
fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.
Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru
mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya
sejak lahir.
Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa:
Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan).
Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang
Kami ciptakan.
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Tentu, kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan,
demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup
anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki. Pemahaman
ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian
kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa "sebagian
kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum
perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan)
demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak
ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.
Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:
Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang
beramal, baik lelaki maupun perempuan (QS 3:195).
Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki
dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. Karena itu, dikecamnya mereka
yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila
memperoleh anak perempuan:
Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak
perempuan, hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih
(marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan
"buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah
ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah
buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59).
Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk
mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan
perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.
Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis
tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki.
Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran
Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan
keduanya tanpa perbedaan, seperti:
Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya ... (QS 7:20).
Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya
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dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya ... (QS 2:36).
Kalaupun ada yang berbentuk tunggal, maka itu justru menunjuk kepada
kaum lelaki (Adam), yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya,
seperti dalam firman Allah:
Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan
berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan
kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120).
Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat
yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru
yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.
Hak-hak Perempuan
Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya.
Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang
berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan
keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama
atau kemanusiaan.
Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32, menunjuk kepada hak-hak
perempuan:
Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi
perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.
Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum
perempuan menurut pandangan ajaran Islam.
Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik
Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam
dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera
dalam surah Al-Tawbah ayat 71:
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka
adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk
mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka
itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.
Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban
melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang
kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang
ma'ruf dan mencegah yang munkar.
Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan
penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh
mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan
kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan
demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu
mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu
melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.193
Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di
atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan
kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw.:
Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum
Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.
Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat
menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan
seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini
mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.194
Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan)
untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu
melakukannya.
Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).
Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan
adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.
Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan
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bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan
politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya
dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.
Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan
memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun
yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam
bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan
sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat
dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.
Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi
untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya),
sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.
Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu
sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau
pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka.
Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang
berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat,
bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka
sendiri.195
Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah
dalam surah Al-Nisa' ayat 34, Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-
perempuan... sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam
persoalan politik. Karena --kata mereka-- kepemimpinan berada di tangan
lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan
mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang
dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang
diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.
Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini
suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah
tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam
berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak
pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.
Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita
yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya,
dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan
keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan
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merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad
saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan
'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu
terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah
terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.
Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta
(656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan
kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau
bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan
perempuan dalam politik praktis sekalipun.
Hak-hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan
Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan
pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa
Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita
boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya,
baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah
maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana
terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta
dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut
terhadap diri dan lingkungannya.
Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan
perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja,
selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka
membutuhkan pekerjaan tersebut".
Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi
cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung
dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki.
Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-
Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai
tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari,
membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan
kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan
dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan
Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.
Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam
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berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin,
seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin
Huyay196 --istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat
atau bidan, dan sebagainya.
Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti
Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga
Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang
pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam
bidang jual-beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan
tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya
menyangkut penetapan harga jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada
perempuan ini dengan sabdanya:
Apabila Anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga
yang Anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian Anda
diberi atau tidak. (Maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau
menawarkan sesuatu).
Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada
menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.
Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja,
karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan
hidup keluarga ini.197 Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis,
ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar
kota Madinah.198
Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw.
dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai
bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu
juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta
pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya
dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal
ini, antara lain, beliau bersabda:
Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam
rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu
Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).
Aisyah r.a. diriwayatkan pernah berkata: "Alat pemintal di tangan
perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki."
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Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada
masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah
diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan
dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau
pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan
susila tetap terpelihara.
Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap
orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan
menduduki jabatan jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh
sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu
jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun,
perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung
larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan
perempuan sebagai hakim.
Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa
"setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu
itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari
orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud
berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan
perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan
dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.199
Hak dan Kewajiban Belajar
Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang
kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki
maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah
membaca atau belajar,
Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... Keistimewaan manusia
yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah
karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34).
Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu
sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar:
Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).
Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini,
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sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan
waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu
pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.
Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan
memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran
menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui
rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan.
Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja,
tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara
tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran
menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:
Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman:
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang
beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan..." (QS 3:195).
Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan
kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah
serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan
menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu,
sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk
mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka
masing-masing.
Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh
lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam
pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai
dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara
ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.:
Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah).
Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa'
(Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200
(tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak
umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.
Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-
guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik
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Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan
Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi.201 Kemudian contoh
wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat
adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.
Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap
perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi),
tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah.
Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya
budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.
Al-Muqarri, dalam bukunya Nafhu Al-Thib, sebagaimana dikutip oleh Dr.
Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang
pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-
liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki
kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang
puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya
dalam bidang ini.202
Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi
sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak
membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya,
sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada
masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari
disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.
Dalam hal ini, Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban
perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas,
maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang
berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang
merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan
perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-
soal keagamaan."203
Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam
bidang pendidikan.
Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-
hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir
yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw.,
adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki)
sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama.
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Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan
tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis
kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu
merasa memiliki kelebihan atas yang lain:
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki
ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan
juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan
bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32).
Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya.
Catatan kaki
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif,
dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap persoalan-
persoalan yang diangkat dalam penelitian, sekaligus untuk
menyederhanakan fenomena yang ditemukan, terutama tentang
fenomena sosial partisipasi politik dalam aspek keterlibatan individu,
khususnya perempuan dalam politik dan dalam kesatuan sosial yang
diteliti.
Kesatuan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
komunitas masyarakat yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai
warga masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan, sedangkan fenomena
dari unit sosial yang diangkat sebagai bahan kajian adalah
implementasi hak politik perempuan pada lembaga legislatif.
Hak perempuan dalam dunia politik tidak sebatas pada
kiprahnya dalam lembaga legislatif. Perempuan dapat berkiprah di
segala lini kehidupan. Perempuan dapat berpolitik melalui lembaga-
lembaga politik dan non politik. Perempuan dapat menjadi hakim,
jaksa, guru/dosen, duta besar, konsulat jenderal, perangkat
pemerintahan desa/kelurahan/keca-matan/kabupaten/propinsi,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan lain
sebagainya. Demikian luasnya lingkup kerja perempuan tidak dapat
dibatasi sebagaimana laki-laki.
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Pekerjaan yang ingin digeluti oleh perempuan terbuka lebar,
semuanya terpulang kepada perempuan itu sendiri dan sesuai dengan
kemampuan (skill) yang dimilikinya.
Meskipun demikian, penelitian ini hanya ditujukan pada kiprah
politik perempuan sebagai anggota legislatif Tahun 2004-2009 dengan
sudut pandang kajian hukum Islam. Hal ini perlu dipertajam, agar arah
dan tujuan penelitian ini berbeda dengan beberapa kajian peneliti
sebelumnya. Di samping itu, perlu dirumuskan seperti apakah format
dan model keikutsertaan politik perempuan yang sesuai dengan hukum
Islam, dan bagaimana implementasinya pada masyarakat Islam
Sulawesi Selatan. Penelitian ini membutuhkan kajian yang mendalam
dan didukung oleh data-data yang akurat di lapangan, agar penelitian
ini dapat membuahkan hasil yang akurat pula.
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai dari
bulan Juni 2006-Juni 2007, yaitu mulai dari penyusunan proposal
penelitian sampai pada perampungan akhir disertasi setelah mengikuti
ujian tertutup.
Lokasi penelitian adalah Propinsi Sulawesi Selatan dengan
mengambil DPRD Sulsel dan satu kota mewakili kabupaten/kota di
propinsi Sulawesi Selatan, yakni kota Parepare. Pertimbangan
pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa faktor, antara
lain :
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1. Setting lokasi penelitian merupakan propinsi dengan tingkat
diferensiasi strata sosial yang tinggi dan kelompok suatu bangsa
dalam masyarakat kota yang signifikan dan sesuai dengan setting
penelitian yang diharapkan.
2. Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan Indonesia
Timur, yang berarti propinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah
potensial guna meraih dukungan politis bagi suatu partai politik.
3. Kota Parepare adalah kota terbesar kedua setelah kota Makassar
dengan lalu lintas laut dan darat, serta jumlah penduduk yang
sangat padat.
4. Sulawesi Selatan merupakan daerah asal peneliti, dan Kota Parepare
adalah tempat tugas penulis sebagai aparatur negara dan abdi
masyarakat, sehingga dapat memudahkan komunikasi dan
pencarian data serta menghemat biaya penelitian.
B. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh perempuan legislator Sulawesi
Selatan dengan memilih DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota
Parepare sebagai sampel, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
implementasi hak politik perempuan di DPRD Sulawesi Selatan.
Adapun data tentang pandangan masyarakat Islam terhadap
implementasi hak politik perempuan diperoleh data melalui wawancara
dengan tokoh-tokoh ormas Islam. Dalam kaitan ini, peneliti hanya
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mengambil 2 (dua) sampel ormas Islam dari seluruh ormas Islam yang
ada, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama (NU).
Pemilihan ormas Islam Muhammadiyah dan NU sebagai sampel
terhadap pandangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan karena kedua
ormas tersebut adalah ormas terbesar di Sulawesi Selatan, di samping
kedua ormas Islam ini mempunyai lembaga fatwa yang membahas
segala persoalan umat dan masih konsekuen dengan tugasnya, yaitu
lembaga Tarjih  Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul
Ulama (NU).
Dalam meneliti pandangan masyarakat Islam di Sulawesi
Selatan, penulis memilih secara purpossive tokoh-tokoh yang mewakili
Muhammadiyah dan NU. Di antaranya adalah :
1. Tokoh Muhammadiyah :
a. KH. Djamaluddin Amien (Penasehat Pimpinan
Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan)
b. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA. (Ketua Majelis Tarjih
Muhammadiyah Sulawesi Selatan)
c. Dr. H. Arifuddin Ahmad, MA. (Wakil Sekretaris Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan)
d. Dra. Hj. Rahmijah Kaduppa, M. Pd. (Ketua Umum Pimpinan
Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan)
e. Nurhayati Azis, SE., M. Si. (Wakil Ketua I Pimpinan Wilayah
Aisyiyah Sulawesi Selatan)
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f. Drs. Alwi Udding, M. Ag. (Sekretaris Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Selatan)
2. Tokoh NU :
a. AGH. Sanusi Baco, LC. (Rais Syuriah NU Propinsi Sulawesi
Selatan dan Mustasyar PBNU di Jakarta)
b. Dr. H. Mustamin Arsyad (Wakil Ketua NU Wilayah Sulawesi
Selatan)
c. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar (Ketua Dewan Pakar
Muslimat NU Pusat Jakarta)
d. Dra. Hj. Nurul Fuadi, MA. (Ketua Umum Muslimat NU
Wilayah Sulawesi Selatan)
e. Drs. H. Abd. Rauf Assaggaf, M. Pd. (Sekretaris Pimpinan
Wilayah NU Sulawesi Selatan)
f. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH. (Wakil Ketua Muslimat
NU Wilayah Sulawesi Selatan dan Ketua Lembaga
Kemashlahatan Keluarga (LKK) NU Wilayah Sulawesi
Selatan)
Hal ini diharapkan bahwa pandangan hukum masyarakat Islam
Sulawesi Selatan dapat terwakili dengan melihat pandangan tokoh-
tokoh kedua ormas besar tersebut.
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini pada umumnya bersandar pada sumber data
tertulis dan tidak tertulis, maka jenis data yang digunakan adalah
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library research dan field research. Library research, yaitu penelitian
melalui buku-buku kepustakaan yang menunjang akuratnya data
penelitian. Sedang field research adalah penelitian yang dilakukan
dengan menyaksikan langsung keikutsertaan kaum perempuan dalam
dunia politik di lapangan.
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer, merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung
dari responden dan informan melalui wawancara dan observasi
langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan
sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-
pertanyaan peneliti, sedangkan informan adalah bukan sampel
tetapi yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang hal-hal
yang berhubungan dengan kepemimpinan politik perempuan.
2. Data sekunder, merupakan jenis data yang bersumber dari instansi
terkait dan ormas Islam, serta dokumentasi-dokumentasi ormas
Islam itu sendiri, yang diharapkan sebagai informasi pelengkap
dalam penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
1. Angket/kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket ini
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memuat beberapa pertanyaan seputar aktifitas perempuan legislator
Sulawesi Selatan.
2. Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.
3. Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat
indera.
Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang diteliti dan jenis data
yang diperoleh, maka penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan,
yaitu :
Tahap pertama, meneliti bentuk-bentuk implementasi hak-hak politik
perempuan Sulawesi Selatan, kemudian menetapkan salah satu
bentuk implementasi hak-hak politik perempuan di Sulawesi
Selatan, yaitu perempuan sebagai legislator.
Tahap kedua, Survei dilakukan dengan angket/kuesioner dan
wawancara yang berpedoman dan ditujukan kepada seluruh
sampel yang dipilih dengan maksud untuk menyaring data yang
diinginkan.
Tahap ketiga, menetapkan beberapa orang anggota DPRD Sulawesi
Selatan sebagai unit analisis pelaku politik, 6 orang anggota DPRD
Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Hj. A. Tja Tjambolang, A.
Mariattang, A. Besse Marda, Devi Santi Erawaty, Susi Smita, dan
A. Timo Pangerang, dan 3 orang anggota DPRD Kota Parepare,
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yaitu Hj. Chaeriyah Djamaluddin, Hj. Zaenab Syamsuddin, dan A.
Fatmah Hollang. Selanjutnya melakukan penelitian mendalam
terhadap responden tersebut, meliputi latar belakang, motivasi,
dan tujuan keikutsertaannya dalam partai politik.
Tahap keempat, memilih dan menetapkan 2 ormas Islam terbesar di
Sulawesi Selatan, sebagai representasi dari masyarakat Islam
Sulawesi Selatan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Selanjutnya menetapkan beberapa tokoh Muhammadiyah dan NU
untuk mengetahui pandangan dan pemahaman masyarakat Islam
Sulawesi Selatan terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik.
Masing-masing 6 (enam) orang tokoh dari Muhammadiyah dan
NU. Kemudian melakukan penelitian mendalam terhadap kedua
sampel tersebut untuk mengetahui respon masyarakat Islam
Sulawesi Selatan terhadap implementasi hak politik perempuan.
Tahap keenam, mengambil kesimpulan hukum.
Selanjutnya dalam menghasilkan penelitian yang akurat, penulis
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :
1). Pendekatan Eksegesis (tafs³r), yaitu pendekatan dengan
menggunakan disiplin ilmu tafsir.
2). Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan
disiplin ilmu syari’ah/hukum Islam dan ilmu Hukum.
3). Pendekatan Historis (t±rikh³y), yaitu pendekatan dengan
menggunakan peristiwa masa lampau (sejarah) sebagai bahan
perbandingan dalam meneliti hal yang dimaksud.
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4).Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menganalisa
kondisi sosial masyarakat lingkungan kaum perempuan yang sangat
mempengaruhi penerapan hak-hak politik tersebut.
E. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif. Untuk kepentingan tersebut, penulis hanya
menyajikan data lapangan sebagaimana adanya dan menggunakan
tabel frekuensi.
Data yang terkumpul diolah dalam beberapa tahap, yaitu: a)
pengecekan kebenaran dan kelengkapan data, b) pembuatan tabel
frekuensi sesuai data dengan mempergunakan rumus :
F x 100 = %
N
Dimana :
F = Nilai yang diperoleh option
N = Jumlah seluruh nilai (sampel)
% = Prosentase
Setelah dihitung dengan prosentase, maka selanjutnya digunakan
analisis deskriptif.
Dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode
kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkategorikan data
menurut gambaran kualitas obyek yang diteliti, sedang metode
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kuantitatif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan
data yang berbentuk bilangan atau angka-angka. Di samping itu,
penulis juga mempergunakan metode pengamatan langsung terhadap
kondisi dan keberadaan perempuan Sulawesi Selatan.
Metode kualitatif mencakup :
a. Metode Induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari
suatu atau sejumlah data spesifik untuk menurunkan suatu
kesimpulan dengan cara generalisasi atau analogi atau hubungan
kausal.
b. Metode Deduktif, yaitu suatu proses berfikir yang bertitik tolak
dari suatu preposisi yang telah ada, untuk memperoleh suatu
preposisi baru sebagai kesimpulan dengan cara silogisme.
c. Metode komparatif, yaitu dengan menguraikan persamaan dan
perbedaan kedua obyek/data yang diteliti dan dianalisis.
Ketiga metode ini digunakan untuk menganalisis hak-hak politik
perempuan menurut syariat Islam dan melihat implementasinya dalam
masyarakat Islam Sulawesi Selatan.
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Amina Wadud Mengembalikan Peran Perempuan seperti Islam Awal
- Tanggapan untuk Qotrun Nada
Dhea Dahlia
PEREMPUAN menempati peran sangat istimewa pada masa Islam
awal sehingga para sejarawan Islam awal tidak membicarakan mereka
hanya sebatas sebagai ibu, anak, dan istri, tetapi juga menyebutkan
sumbangsih besar dan partisipasi aktif perempuan di seluruh aspek
kehidupan dalam upaya menyerukan agama Allah.
HAL yang juga diamini Qotrun Nada dalam tulisannya (Kompas, 18/4/
2005) yang menyebutkan peran perempuan dalam beberapa aspek
sejarah Islam.
Sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil alamin yang
menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk
perempuan, tentu aspek memuliakan derajat perempuan di hadapan
Tuhan dan makhluknya menjadi salah satu misi Islam (Al
Hujurat[49]:13). Tidak heran Allah melalui Rasulullah SAW memberi
kesempatan seluas-luasnya pintu surga kepada setiap hamba yang
taat kepada-Nya, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin.
Dalam beberapa argumen yang tidak menyetujui apa yang telah
dilakukan Amina Wadud, otoritas kesucian laki-laki sebagai wakil
manusia di hadapan Tuhan menjadi sebagian besar alasan mereka,
termasuk argumen yang diajukan Qotrun Nada, yang ia kaitkan dengan
simbol keimanan dan janji Tuhan pada hari pembalasan.
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Dalam ranah fikih yang dihindari Qotrun Nada, pembahasan shalat
merupakan pembahasan amat penting sehingga tidak heran kitab
mu’tabarah dalam bidang hadis dan fikih membahas secara detail
aspek ibadah yang menjadi hak Allah, yaitu salat. Namun, tidak bisa
dinafikan terdapat perbedaan dalam setiap rinciannya karena
berangkat dari epistemologi berbeda sehingga aplikasinya pun
berbeda.
Hal tersebut disadari ulama terdahulu sehingga tidak ada sikap saling
tuding pengkafiran, terkecuali karena didukung otoritas politik. Sikap
moderat tersebut dilandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang
menyatakan perbedaan adalah rahmat bagi umat, dan juga karena
kesadaran akan perbedaan bahwa setiap ulama mewakili zamannya
(Nasaruddin Umar, 1999).
Apa yang dilakukan Amina, penulis yakin tidak didasarkan pada hawa
nafsu yang semata-mata terinspirasi karena ada kebencian, tetapi juga
dilandaskan pada dasar epistemologi dan keimanan yang kuat (lihat
seluruh argumennya dalam www.muslimwakeup). Dalam kacamata
Fachrizal Halim, Amina menjadi suara pada zamannya yang banyak
memberi peluang dan kesempatan bagi perempuan.
Penulis sependapat pada apa yang ditulis Fachrizal Halim, tetapi ada
benarnya juga apa yang ditulis Qotrun Nada, yaitu pada awal Islam
kesempatan ruang publik juga diperoleh perempuan, termasuk di
dalamnya mengenai persoalan keimaman perempuan (yang
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diriwayatkan berdasarkan hadis shahih), yang sayangnya tidak
disebutkan Qotrun Nada.
Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa peran publik begitu
banyak dimiliki perempuan Islam pada masa Rasulullah SAW di tengah
budaya yang begitu kuat menghinakan perempuan. Untuk memperoleh
jawaban tersebut banyak sejarawan Muslim ataupun non-Muslim,
perempuan maupun laki-laki, menunjukkan apresiasi mendalam
terhadap apa yang menjadi semangat Islam pada masa awalnya, yaitu
menjadi agama yang membela kaum mustadafin (kaum yang tertindas).
Apakah perempuan termasuk di dalamnya?
Beberapa terobosan yang dilakukan Rasulullah dalam memuliakan
perempuan merupakan nilai yang sangat ditentang kaum jahiliyah,
seperti pemberian aqiqah kepada perempuan, ketika kelahiran bayi
perempuan saat itu merupakan aib bagi suatu keluarga.
Lebih jauh, keteladanan Nabi Muhammad dalam membangun
kesetaraan dan sikap santunnya kepada perempuan dibuktikan jauh
sebelum ia menerima risalah kenabian. Hal ini mengisyaratkan, risalah
kenabian yang membawa perubahan sosial pada kaum mustadafin dan
umat Islam hendaknya dimulai dari sikap yang menghargai perempuan,
sehingga tidak heran jika terobosan Islam untuk membentuk
masyarakat "umah" dimulai dengan mengoreksi tradisi jahiliyah yang
menindas perempuan (Fatima Mernisi: 1991).
Sikap inilah yang membuka peluang dan kesempatan para istri, anak,
dan sahabat perempuan Nabi berperan menyeru agama Allah,
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termasuk dalam aktivitas beribadah, karena perannya di wilayah publik
dihargai dan tidak diabaikan dalam tingkat domestik.
DALAM penelitian tentang sejarah perempuan Islam, Leila Ahmed
memaparkan bahwa visi etis Islam sejak awal tertuang dalam ayat-ayat
Al Quran (Ali Imran: 195, An-Nahl: 97, Surat Al Ahzab: 35, Al Zariyat:
56, Al Hujurat: 13, Al Mu’min: 40) yang secara konsisten menegaskan
egaliterianisme moral dan spiritual mutlak dimiliki laki-laki dan
perempuan. Dengan demikian, kualitas etis, seperti kemurahan hati,
kehormatan, kejujuran, dan kesalehan, secara seimbang dimiliki
perempuan dan laki-laki (Leila Ahmed: 1992).
Visi etis Islam yang menekankan konsep kesetaraan telah dipraktikkan
pada zaman Nabi. Namun, dalam sepuluh tahun sesudah Rasulullah
SAW wafat, perempuan kembali dihadapkan pada otoritas politik yang
memapankan nilai androsentrisme. Masa inilah yang menjadi jembatan
berlangsungnya sejarah androsentrisme dalam Islam dan
dilembagakan secara halus melalui bahasa agama yang tercantum
dalam kitab tafsir, hadis, dan fikih, serta dikembangkan pada masa
kekuasaan Bani Umayah dan Abasiyah, bahkan hingga sekarang
(Nasaruddin Umar, 1999).
Berbeda dengan tradisi tasauf yang jauh dari lingkaran otoritas politik,
perempuan menempati tokoh sentral yang diakui ketinggian
spiritualitasnya bisa melebihi laki-laki. Seperti dikatakan Ibnu Arabi, sufi
sejati adalah mereka yang mengubah sifat dirinya menjadi perempuan.
Hal ini disebabkan sifat jamaliyah yang dimiliki perempuan (Haidar
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Baqir, 2002). Bahkan, Abu Abdurrahman as-Sulami (wafat 1021)
merincikan kesalehan 82 perempuan "kekasih Tuhan" dalam bukunya,
Dzikir an-Niswah al Muta’abbidat ash-Shufiyyat, yang menunjukkan
kualitas spiritualitas perempuan tidak terhalang karena jenis
kelaminnya.
Bukankah dalam ranah ini intensitas spiritual seorang hamba terjaga?
Bukankah dalam shalat aspek yang paling diutamakan adalah
kekhusyukan karena rasa khusyuk akan memberi ketenangan? Untuk
mendekati kekhusyukan sangat diperlukan kecerdasan spiritual yang
merupakan bagian dari kualitas feminin. Dalam hal ini syarat laki-laki
menjadi ambigu karena notabene laki-laki mengunggulkan kualitas
maskulin.
SYARAT laki-laki sebagai pemimpin shalat yang disebut beberapa
ulama adalah karena sejumlah aspek yang mengutamakan laki-laki dan
mendiskreditkan perempuan sehingga berimplikasi pada pengaturan
secara ketat posisi shaf, pelarangan khotbah, dan tidak wajibnya
perempuan melaksanakan shalat Jumat (Husein Muhammad, 2001)
karena khawatir akan menimbulkan fitnah (khauf al-fitnah).
Menurut penulis, pendapat seperti ini merupakan alasan yang
dihasilkan karena faktor ruang sosial, bukan alasan normatif, karena
dalam beberapa literatur yang mengurai ayat Al Quran tentang kualitas
ibadah seorang hamba, termasuk ayat-ayat tentang shalat, tidak
disebutkan perbedaan derajat berdasarkan jenis kelamin secara
khusus yang lebih disukai Tuhan, kecuali karena ketakwaannya.
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Peluang perempuan untuk mengapresiasikan keimanan dan potensi
religiusnya terganjal justru disebabkan pemahaman manusia karena
persepsi yang tidak melihat perempuan sebagai makhluk yang setara di
hadapan Tuhan. Bukankah justru tradisi itu yang ditentang Nabi SAW?
Apa yang dilakukan Amina bukanlah hal yang merusak keimanan,
tetapi justru mengajak kita merenung kembali atas ajaran pada masa
Nabi Muhammad SAW yang membela kaum tertindas, antara lain
perempuan yang mengalami kekerasan, penganiayaan, dan sikap
zalim yang masih berlangsung hingga kini. Namun, perbedaan
pendapat atas apa yang dilakukan Amina Wadud adalah hal lumrah
saja karena perbedaan dasar epistemologi yang dijadikan pijakan
meniscayakan adanya perbedaan. Wallahualam.
Dhea Dahlia Peneliti di Lembaga Kajian Neoklasik Ciputat; alumnus
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta
Senin, 9 Juli 2001
Islam dan Representasi Politik Perempuan
Sukidi
DALAM waktu dekat, jika tak ada aral melintang akan berlangsung
Sidang Istimewa (SI) MPR. Selain mengagendakan
pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, MPR juga akan
mengukuhkan Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden RI bila
pertanggungjawaban Presiden ditolak  MPR. Jika dalam SI MPR nanti
Megawati benar-benar dikukuhkan menjadi Presiden RI, maka tidak
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saja menjadi bukti baru puncak kebangkitan perempuan di panggung
politik, melainkan juga saksi terjadinya demokratisasi di negara Muslim
seperti Indonesia. Maklum, selama ini, kita dicap tidak demokratis
lantaran "ketidaksiapan teologis" dalam menerima kehadiran pemimpin
perempuan di panggung politik. Terjungkalnya Megawati dari kursi
pencalonan Presiden RI dalam Sidang Umum MPR lalu antara lain
disebabkan kuatnya fatwa "ulama politik" akan keharaman perempuan
menjadi presiden.
Fatwa itu misalnya selalu disandarkan pada, pertama, QS An-Nisa':34
("laki-laki adalah 'pemimpin' bagi kaum perempuan, oleh karena Allah
telah melebihkan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang
lain..."). Kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan Akhmad Bukhari: al-
Nasa'i, al-Tirmidzi ("tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan
urusan mereka kepada perempuan").
Menurut penulis, tafsir atas QS An-Nisa':34 masih bisa diperdebatkan.
Selama ini, ayat itu dipakai sepenuhnya sebagai pembenaran
kepemimpinan laki-laki di hampir semua lini kehidupan, mulai sektor
domestik sampai ranah publik. Padahal, sebab turunnya (asbab an-
Nuzul) ayat itu adalah konteks kepemimpinan laki-laki dalam keluarga
sehingga tidak argumentatif lagi melarang perempuan menjadi
presiden. Lebih-lebih lagi, konteks kepemimpinan dalam ayat itu
sangatlah tidak permanen. Mufasir masyhur, Muhammad Abduh dalam
Al-Manar, juga tidaklah memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas
perempuan. Karena, di belakang ayat itu dikaitkan dengan "kelebihan
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sebagian laki-laki" dan "kemampuan memberikan nafkah". Manakala
kriteria ini lepas dari laki-laki, maka kepemimpinan itu jelas gugur
dengan sendirinya.
Kedua, hadis "tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan
urusan mereka kepada perempuan" tidaklah serta-merta berlaku
umum. Turunnya hadis ini (asbab al-wurud) adalah konteks khusus (bi
al-khusus al-sababi) ketika Nabi merespons penggantian seorang Kisra
Persia oleh anak perempuannya. Nabi bereaksi atas hal itu karena
suatu ketika Nabi pernah mengirimkan surat kepada Raja Kisra Persia
untuk masuk Islam dari agamanya semula, Majusi. Alih-alih surat itu
dijawab secara sopan, Raja Kisra malah merobek-robek surat Nabi.
Jadi, konteks situasi sejarah ketika hadis itu turun adalah sebagai
reaksi atas pengangkatan putri Kisra (Bahran binti Syiruyah ibn Kisra)
menjadi raja pengganti ayahnya yang wafat. Putri Kisra ini memang
sejak awal sangat lemah, tidak saja secara intelektual melainkan juga
dalam kepemimpinan politiknya sehingga dengan sendirinya (hukum
alam) mengakibatkan ketidakjayaan dan bahkan kehancuran suatu
negeri. Dalam konteks inilah, menjadikan hadis ini secara umum
sebagai alasan pengharaman perempuan menjadi presiden, bukan saja
tidak tepat dan salah alamat, melainkan juga tidak berhubungan
dengan situasi sejarah ketika hadis itu turun.
Oleh karena itulah, pakar tafsir Al Quran termasyhur, Prof Dr HM
Quraish Shihab dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam
(2000:27) menegaskan, "tidak ditemukan satu ketentuan agama pun
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yang secara tegas dapat dipahami sebagai pelarangan keterlibatan
perempuan dalam bidang politik, atau membatasi bidang tersebut
hanya kepada laki-laki. Dalih yang melarang keterlibatan perempuan
dalam bidang politik kesemuanya dapat dilemahkan."
Fatwa Quraish Shihab yang luar biasa maju ini, paling tidak ikut
berperan dalam mencairkan "hambatan teologis" di kalangan umat
Islam untuk menerima presiden perempuan. Satu langkah kemajuan
progresif sekarang ini adalah kita mulai "siap secara teologis"
menerima kehadiran perempuan (Megawati) sebagai presiden,
menggantikan Abdurrahman Wahid jikalau pertanggungjawabannya
ditolak MPR. Dalam konteks inilah, umat Islam pun menapaki babak
baru gelombang demokratisasi di negara Muslim, yang tidak lagi
mempersoalkan "jenis kelamin" presiden, melainkan lebih kepada
kualitas manajerial dan intelektual dalam menyelesaikan krisis bangsa.
Benazir Bhutto
Gelombang demokratisasi itu sudah dimulai, misalnya di Pakistan
dengan hadirnya Benazir Bhutto yang dua kali menjabat perdana
menteri (1988-1990 dan 1993-1996). Menariknya, ia adalah perempuan
yang tampil di puncak karier politiknya sebagai PM justru di negara
Islam seperti Pakistan. Karena itu, ia tidak saja sensitif terhadap
tuduhan pejoratif bahwasanya Islam melarang perempuan memegang
jabatan politik, melainkan juga membuktikan dirinya mampu tampil
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di Pakistan. Pernah
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mendekam di penjara, tahanan rumah dan pengasingan, Benazir pun
lekat dengan wajah aktivis politik yang merepresentasikan peran
perempuan dalam politik.
Yang lebih mengejutkan, Benazir dikategorikan oleh Charles Kurzman
sebagai salah satu pemikir Islam liberal, selain misalnya Nasira Zain al-
Din, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan Muhammad
Shahrour. Dalam Liberal Islam: A Sourcebook (New York: Oxford
University Press, 1998), Kurzman mengangkat hak-hak perempuan-
sebagai salah satu tema penting dari enam wacana besar Islam liberal,
seperti masalah teokrasi, demokrasi, hak-hak non-Muslim, kebebasan
berpikir dan mengenai faham kemajuan-menjadi isu sentral di dunia
Islam kini, terutama dalam konteks politik. Di sinilah Benazir tidak saja
lekat dengan wajah aktivis politik perempuan, melainkan juga pemikir
perempuan yang andal terutama dalam konteks perjuangan
representasi peran politik perempuan.
Dalam artikelnya berjudul Politik dan Perempuan Islam, di samping
mengajukan proposal penafsiran konseptual yang lebih berperspektif
keadilan jender ketimbang penafsiran kaku atas isu-isu kewarisan
dalam Islam, persamaan dalam kesempatan, sanksi pencurian dan
perzinahan, kesaksian, perceraian sampai poligami, Benazir secara
tegas menyatakan bahwasanya Islam tidak memosisikan perempuan
sebagai inferior terhadap laki-laki atau tidak mampu memimpin.
Benazir merujuk kepada pertama, Khadijah, istri pertama Nabi
Muhammad, yang benar-benar merepresentasikan perempuan
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independen, berbisnis dan berdagang secara mandiri dan sukses.
Kedua, Fatimah, anak perempuan Nabi SAW, yang siap setia
mendampingi Nabi saat dicela, dicaci maki, dan bahkan dicemooh oleh
masyarakat Jahiliah waktu itu. Fatimah, kata Benazir, adalah tokoh
perempuan yang secara politik memperjuangkan apa yang dianggap
sebagai haknya lantaran dirampas orang lain. Maksudnya adalah
khilafah dalam Islam sepeninggal Nabi malah jatuh ke tangan Abu
Bakar, bukan kepada Ali. "Fatimah menemui golongan Anshor sambil
berkisah perjuangannya kepada mereka, dan memainkan peran politik
sampai ajalnya tiba," papar Benazir sambil menegaskan Islam
merupakan agama paling liberal (ingat, Liberal Islam), terutama dalam
konteks hak dan kedudukan perempuan, termasuk dalam panggung
politik.
Sejarah Islam juga menunjukkan 'Aisyah, istri Rasulullah, pernah
memimpin langsung pasukannya dalam perang Jamal (Unta) pada 656
M melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. Keterlibatan Aisyah dalam
peperangan ini, jelas bukti konkret keterlibatannya dalam politik. Begitu
juga Ummu Hani' yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah ketika
memberikan jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik.
Demikianlah seterusnya. Di Mesir, pernah muncul pemimpin
perempuan dari Dinasti Mamalik bernama Ratu Syajaratuddur. Jauh
sebelumnya, semasa Nabi Sulaiman, ada negeri yang diabadikan
namanya dalam Al Quran Surat Saba' (34), sebagai negeri Saba'.
Suatu negeri yang disebut Al Quran dengan "baldatun thayyibatun wa
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rabbun ghafur", negeri yang baik, adil, makmur, sentosa dan diridhai
Tuhan (istilah modernnya masyarakat madani). Ternyata, negeri itu
justru dipimpin pemimpin perempuan bernama Ratu Bilqis.
Peran dan representasi perempuan dalam politik dengan demikian
sama sekali tidak benar dilarang Islam. Islam sangatlah adil dan
demokratis, termasuk dalam hal representasi perempuan dalam politik.
Laki-laki juga harus adil dan demokratis, tidak saja membuka selebar-
lebarnya ruang politik bagi perempuan, melainkan juga siap untuk
dipimpin perempuan.
Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak bisa hanya menuntut
representasi politik tanpa mereformasi kapasitas intelektual dan
kepemimpinan politiknya. Karena, maaf, kabar sayup-sayup yang
terdengar luas, gerakan perempuan di Tanah Air malah dikritik anti-
intelektualisme dengan menyibukkan diri pada "kesibukan dan bahkan
percekcokan teknis" hanya untuk memenuhi kepentingan proyek
funding agency. Semoga kabar sayup-sayup yang terdengar luas itu
tidaklah benar. Sejarah juga yang akan membuktikan!
 Sukidi, aktivis di Puan Amal Hayati, dan penulis buku New Age,
Wisata Spiritual Lintas Agama dan Teologi Inklusif Cak
9 Juli 2001
 Demi Kemaslahatan, Perempuan Bisa Jadi Presiden
DI antara berbagai kekerasan yang dialami perempuan, salah
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satunya yang terjadi secara terang-terangan tetapi sering kali
tidak disadari adalah kekerasan dalam bidang politik.
Dr Nasaruddin Umar dalam beberapa kesempatan, terakhir dalam
seminar sehari dengan Komisi VII DPR, Rabu (4/7) lalu, menyebutkan
bahwa kekerasan politik terhadap perempuan dapat mengambil bentuk
berupa pelecehan hak-hak politik terhadap perempuan. Peran politik
dipandang lebih tepat untuk laki-laki, sementara perempuan lebih
pantas memerankan peran domestik.
Perbedaan hak perempuan dari hak laki-laki dalam kehidupan politik ini
dalam pandangan mayoritas ahli fikih konservatif selama ini, demikian
disebutkan KH Husein Muhammad dalam Fiqh Perempuan, Refleksi
atas Wacana Agama dan Gender (2001:141) terjadi ketika menyentuh
dunia politik praktis. Tugas-tugas pengambilan keputusan mengikat
yang menyangkut masyarakat banyak ini menurut kebanyakan ulama,
tidak dapat diberlakukan secara sama antara laki-laki dan perempuan.
Pandangan tentang peran perempuan sebagai pemimpin negara
sampai sekarang pun masih ramai diperdebatkan. Perdebatan paling
akhir di Tanah Air adalah ketika Megawati Soekarnoputri yang
partainya, PDI Perjuangan, menang dalam pemilihan umum, tetapi
gagal menjadi presiden.
***
MENURUT Nasaruddin Umar dalam makalah yang disampaikan pada
seminar dengan Komisi VII DPR, pangkal pokok perbedaan pandangan
tentang hak politik praktis perempuan adalah QS An-Nisa': 34 yang
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ditafsirkan secara keliru. Menggunakan terjemahan Departemen
Agama, ayat tersebut berbunyi, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin
bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."
Menurut Umar yang pengajar di Program Pascasarjana IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, pembedaan hak politik perempuan dari hak laki-
laki itu dikarenakan masalah terjemahan kata qawwamun dalam ayat
tersebut yang diartikan sebagai "pemimpin" yang berkonotasi struktural.
Padahal, kata tersebut juga bisa diartikan sebagai "pendamping",
"pemelihara", atau "penanggung jawab" yang lebih berkonotasi
fungsional. Kata "pemimpin" dalam bahasa Indonesia tidak identik
dengan qawwamah dalam bahasa Arab.
Menurut Umar, ayat ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk
menolak kepemimpinan perempuan, karena ayat ini hanya untuk
menjelaskan suatu kasus keluarga (rumah tangga) yang diadukan
kepada Rasulullah, lalu ayat ini turun untuk menyelesaikan kasus
tersebut. Selain itu, terdapat kata berikut dalam ayat ini yaitu muqayyad
yang memberikan penegasan bahwa yang berhak untuk menjadi
pemimpin ialah mereka yang memiliki potensi dan kelebihan di antara
mereka (laki-laki dan perempuan). Menurut Umar, hal ini mengandung
pengertian bahwa tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki
kelebihan di atas perempuan.
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Sedangkan KH Husein Muhammad memaparkan, banyak ahli tafsir
memaknai qawwam sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab,
pendidik, pengatur, dan lain-lain yang semakna. Para ahli tafsir itu juga
mengatakan, kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah
karena keunggulan akal dan fisiknya. Padahal, saat ini pandangan
tentang kelebihan-kelebihan tersebut telah terbantah melalui kenyataan
riil. Realitas sosial, demikian KH Husein Muhammad, membuktikan
banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini
dianggap sebagai monopoli kaum laki-laki, seperti kepala negara,
kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik,
dan sebagainya.
Lebih jauh KH Husein Muhammad menandaskan, Al Quran menuntut
kemaslahatan dan keadilan dan kedua hal itu bisa terjadi bila kita
mampu memosisikan segala sesuatu secara proporsional dan
kontekstual. Dengan demikian, QS An-Nisa': 34 tidak lain merupakan
petunjuk mengenai penerapan kemaslahatan pada situasi dan kondisi
riil pada saat ayat itu diturunkan.
Dengan kenyataan sosial dewasa ini bahwa pandangan tentang
kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan
profesi tengah digugat dan diruntuhkan, berarti kemaslahatan harus
diletakkan pada kenyataan saat ini. Dengan demikian, menurut KH
Husein Muhammad, tidak ada persoalan apakah seorang presiden
harus laki-laki atau perempuan. Seorang perempuan dapat menjadi
presiden jika kemaslahatan bangsa menghendakinya. Sebaliknya,
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seorang laki-laki tidak layak menjadi presiden bila ia dapat membawa
kesengsaraan dan penderitaan rakyat.
Hijrah dan Partisipasi Politik Perempuan
Oleh: Sri Suhandjati Sukri
HIJRAH yang dilakukan Rasulullah bersama pemeluk Islam
mempunyai nilai politis. Sebab, peristiwa itu termasuk dalam
proses terbentuknya pemerintahan Islam di Madinah yang
dipimpin Rasulullah. Sistem untuk mengatur masyarakat
dengan mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari
kerusakan merupakan implementasi dari ajaran Islam. Karena
itu, negara yang dipimpin Rasulullah dikenal sebagai negara
Islam, meski warga negaranya terdiri atas berbagai pemeluk
agama.
Aturan kehidupan bermasyarakat yang bersumber pada nilai
Islam itu dapat diterima oleh warga negara yang heterogin
dari aspek agama, suku, dan budaya. Di antara unsur yang
memperkuat fondasi pemerintahan itu adalah
dikembangkannya asas keadilan, termasuk keadilan gender.
Proses hijrah itu meliputi dua aspek, yakni hijrah geografis
dan spiritual. Pemeluk Islam tidak hanya berpindah tempat
dari Makkah ke Madinah, tetapi juga pindah dari kemusyrikan
ke ketauhidan, dan pindah dari budaya jahiliyah ke budaya
humanistik religius.
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Untuk mencapai tujuan itu, pemeluk Islam rela berkorban
meninggalkan harta benda dan sanak keluarganya dengan
sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum kafir
Qurais yang menghalangnya. Pemeluk Islam pergi dari kota
Makkah menuju Madinah yang berjarak 510 km dengan
melewati gurun pasir dan bukit terjal.
Sebagai pemimpin kaum muslim yang diperintah Allah untuk
melakukan hijrah tersebut, Rasulullah pun mengalami
rintangan berat, bahkan akan dibunuh pemuda-pemuda
Qurais. Namun berkat pertolongan Allah serta taktik dan
strategi yang dijalankan, kesulitan dan ancaman itu dapat
diatasi.
Dalam proses hijrah itu, kaum perempuan telah terlibat di
dalamnya. Mulai dari perjanjian di bukit Aqabah yang kedua
sampai terbentuknya pemerintahan Islam di Madinah. Hal ini
menunjukkan, Islam sejak masa pertumbuhannya telah
memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut ambil bagian
dalam kegiatan yang bernilai politis dan penuh tantangan.
Peran Politik Perempuan
Perempuan telah ikut mengambil keputusan dalam
membangun fondasi terbentuknya masyarakat Islam yang
menjadi cikal bakal pemerintahan Islam di Madinah. Di
antaranya melalui perjanjian Aqabah kedua yang memuat
legitimasi kepemimpinan Rasulullah dan terbentuknya
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komunitas muslim di luar kota Makkah. Penduduk Madinah
yang terdiri atas 73 laki-laki dan 2 orang perempuan menemui
Rasulullah dan berjanji akan membela Nabi sebagaimana
membela anak dari istrinya serta mempertahankan Islam.
Dengan demikian, terbentuklah kekuatan yang akan
melindungi pemeluk Islam dalam menjalankan ajaran
agamanya.
Pemeluk Islam yang melakukan perjanjian ini telah melakukan
kontrak politik untuk memilih Muhammad Saw sebagai
pemimpinnya dan Islam sebagai sistem kehidupannya baik
selaku individu maupun dalam bermasyarakat. Konsekuensi
peserta baiat itu tentu tidak ringan, apalagi menghadapi
penindasan dan kekejaman kaum kafir.
Di antara mereka terdapat Nusaibah binti Ka'ah dan Asma
'binti 'Amr, dua perempuan Madinah yang berani melawan
ganasnya alam padang pasir dan ancaman kaum kafir untuk
ikut memperkuat barisan pengawal dan pembela Islam karena
keikutsertaan dua perempuan itu, perjanjian Aqabah yang
kedua juga dikenal dengan Baiatunnisan.
Estafet perjuangan perempuan Madinah itu dilanjutkan oleh
Asma' putri dari Abu Bakar yang berperan dalam persiapan
hijrah Nabi ke Madinah. Bersama Abu Bakar, Rasulullah
terpaksa berlindung di Gua Tsur untuk menghindari
pengejaran kaum Qurais yang akan membunuhnya.
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Yang bertugas menyediakan kebutuhan makanan selama Nabi
bersembunyi di Gua Tsur dan sewaktu akan berangkat ke
Madinah adalah Asma'. Untuk menjalankan tugasnya itu, ia
harus memanjat tebing yang curam agar dapat mencapai gua
yang berada di puncak Gunung Tsur. Di samping itu, ia harus
menghindarkan diri dari pengawasan kaum Qurais yang masih
mencari Rasulullah untuk membunuhnya.
Asma' sadar akan besarnya bahaya yang dapat menimpanya
jika tugas itu diketahui orang kafir.
Di sini kembali terlihat keberanian seorang perempuan dalam
melawan tantangan alam maupun manusia untuk mengemban
tugas penyelamatan pemimpin umat. Hal ini merupakan
realitas sejarah bahwa kekerasan yang sering dikorelasikan
dengan wilayah politik, kemungkinan ada, tetapi tidak perlu
membuat kaum perempuan takut untuk terjun di bidang
politik. Karena itu, maskulinitas atau sifat kejantanan yang
salah satu unsurnya adalah berani menghadapi tantangan
atau kesulitan perlu dimiliki kaum perempuan agar tidak
mudah putus asa dalam mengarungi liku-liku kehidupan
berpolitik.
Partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada
keikutsertaannya dalam lembaga legislatif, tetapi bisa berupa
keikutsertaannya dalam pemberian suara untuk memilih calon
legislatif maupun kepala negara dan wakilnya yang
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berkualitas. Partisipasi itu sangat dibutuhkan agar kehidupan
berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan cita-
cita untuk mewujutkan masyarakat adil dan makmur yang
diridai Allah.
Keterlibatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat
merupakan bentuk aktivitas lain yang dapat dilakukan
perempuan dalam pembangunan bangsanya.
Adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan kekerasan yang
menimpa perempuan merupakan agenda yang menantang
pada muslimah untuk ikut mencari solusinya.
Dalam sejarah Islam, partisipasi politik, perempuan sesudah
hijrah, diperlihatkan oleh kaum muslimah dengan
keikutsertaannya membangun masyarakat. Seperti Asy Syaffa
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan
melalui pemberantasan buta huruf, peningkatan pengetahuan,
serta mendirikan klinik kesehatan. Di samping itu terdapat
Aisyah, istri Rasulullah, yang ikut pula menyebarkan
pengetahuan ke tengah masyarakat dan Zainab inti Jahsy
yang membina pusat keterampilan bagi para perempuan.
Dengan demikian, partisipasi politik itu memiliki wilayah yang
luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan masyarakat. (18c)
-Dr Sri Suhandjati Sukri, dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang
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Sabtu, 21 Feb 2004
Kajian Muslimah
Senin, 18 September 2005
Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam
Islam telah selesai dengan masalah gender Allah berfirman
dalam QS. An Nahl [16]:97 Barangsiapa yang mengerjakan
amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari
apa yang telah mereka kerjakan. Allah tidak pilih kasih antara
laki2 dan perempuan siapa saja yang beramal shalih maka
baginya pahala Allah dalam firman Allah yang lain:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal. QS. Al Hujurat [49]:13 inna akramakum
'indallahi atqakum: sesungguhnya yang paling mulia di sisi
Allah adalah orang yang paling bertaqwa sama sekali tidak
berkonteks laki2 atau perempuan.Allah tidak pilih kasih dalam
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hal pahala dan ganjaran.begitu pula Allah tidak pilih kasih
dalam hal dosa. begitulah dalam hal kewajiban2nya sebagai
hamba termasuk pula kewajiban2 terhadap agamanya
Islam dan tarbiyahnya sesungguhnya menyiapkan wanita
muslimah untuk mengemban peran besar peradaban
sebenarnya apa saja peran peradaban itu?
peran peradaban wanita muslimah:
1. Mendidik anak
2. Menyiapkan generasi rabbani
3. Berperan di masyarakat
4. Istri shalihah
5. Mencari ilmu
Islam menempatkan wanita sebagai sumber peradaban. dari
rahimnya, wanita2 melahirkan pelaku2 sejarah setiap zaman
seperti apakah wajah suatu zaman. lihatlah wajah2 pelaku2
sejarahnya seperti apakah wajah pelaku2 sejarah, tanyakan
kepada wanita2 yang melahirkannya seperti apakah wajah
pelaku2 sejarah, tanyakan kepada wanita2 yang melahirkan
dan mendidiknya salah satu peran besar peradaban wanita
muslimah adalah melahirkan dan mendidik generasi. Satu hal
penting yang perlu kita camkan bersama bahwa kita sedang
membicarakan generasi bukan anak2 kita saja, bukan anak2
kita saja (nantinya) tanggung jawab kita adalah anak2 kita
anak2 lingkungan kita juga anak2 saudara kita anak2 kerabat
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kita dan generasi dalam konteks luasnya itu adalah peran
pertama
1. Melahirkan dan mendidik GENERASI
2. Adalah berkontribusi dalam aktivitas peradaban dalam
hal apa? dalam segala hal ekonominya, politiknya, sosialnya,
budayanya, pendidikannya dll. jika antunna sekarang telah
berkomitmen kepada perbankan syariah maka itulah
kontribusi antunna kepada peradaban Islam.
jadi 2. berkontribusi dalam aktivitas peradaban (ekonomi,
politik, sosial, budaya, dst)
3. Adalah melaksanakan amanah amar ma'ruf nahi
munkar.
sekarang kita akan memfokuskan bahasan kita pada peran
politik wanita muslimah untuk memahaminya saya mengajak
akhawat sekalian untuk menengok sayyidah Siti Khadijah dan
peran politiknya. Masuk Islam (memeluk Islam) akan kita
pahami sebagai sebuah aktivitas politik. Ada yang tidak
sepakat
berpegang teguh kepada Islam adalah sebuah aktivitas
politik.martsiska: Mengapa?
Pasalnya, orang2 jahiliyah terdahulu tidak pernah
membantah bahwa Allah lah yang menciptakan, memberi
rizki, yang berkuasa dan mengatur." Katakanlah, Siapakah
yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, atau
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siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan
penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari
yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan
siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan
menjawab, Allah. ....QS. Yunus [10]:31
Tapi sejak semula mereka mengingkari bahwa Allah
memiliki syariat yang harus ditaati maka di akhir ayat tersebut
Allah berfirman "Maka katakanlah mengapa kamu tidak
bertaqwa kepadaNya"  Pangkal aktivitas politik adalah
penetapan syariat ,maka ini adalah bagian dari iman orang2
Mukmin. ketika orang Mukmin mengurusi masalah politik,
pada hakikatnya mereka sedang menjaga iman, agar tidak
ada yang mengungguli mereka kecuali syariat Khaliq yang
disembah.
Jadi, bagi orang2 yang beriman, aktivitas politik muncul
dari sumber yang sangat kuat, yaitu iman kembali kepada
Sayyidah Khadijah.sangat lumrah sekiranya Rasulullah
menawarkan Islam untuk pertama kalinya kepada orang yang
sangat dekat dengan beliau.
Ibnu Al Atsir berkata, "Menurut ijma' kaum Muslimin,
Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, yang tidak
pernah didahului seorang pun dari kaum laki2 maupun wanita,
beberapa poin karakter Siti Khadijah dari sisi politis
diantaranya adalah beliau memiliki derajat kepedulian yang
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tinggi tentang berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya. dan
kasak kusuk yang berkembang di tengah manusia tentang
kedekatan masa diutusnya seorang nabi yang ditunggu2,
kepedulian ini beliau topang dengan memahami secara cermat
masalah wahyu dan risalah yang disinggung2 Rasulullah saw
"Dalam kondisi Rasulullah yang pertama kali menerima
wahyumartsiska: Khadijah hadir sebagai seorang wanita yang
tegarmartsiska: padahal wanita lain bisa saja menjadi nervous
dan kalut pikirannya ketika suaminya datang sambil
memberitahukan masalah wahyu"
Apa yang diucapkan Khadijah ketika Muhammad saw
mengabarkan bahwa beliau baru saja melihat Jibril?Wanita
mulia ini berkata. Terimalah kabar gembira wahai anak
pamanku dan teguhkan hatimu.  Demi yang diriku ada di
TanganNya, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi nabi
umat ini  Subhanallah, Allahu akbar. Wanita yang luar biasa
hebat bukan??? beliau pula yang berkata, Khadijah pula yang
berkata kepada Rasulullah, Sama sekali tidak, Allah tidak akan
menelantarkan engkau selama2nya, karena engkau adalah
orang yang suka menyambung tali persaudaraan, membawa
beban. memberi pekerjaan orang fakir, menjamu tamu dan
menolong orang2 yang berbuat kebenaran.
Khadijah pula yang sering kali mendampingi Rasulullah
di gua Hira' ,Khadijah adalah juga sosok wanita muslimah
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yang cerdas dan kritis . Al Baihaqy telah meriwayatkan bahwa
Khadijah berkata kepada Rasulullah,
Wahai anak pamanku, dapatkah engkau memberitahukan
kepadaku tentang teman yang mendatangi engkau? Ya, sabda
Rasulullah. Ketika Khadijah berada di dekatnya, maka Jibril
turun.Setelah melihat kedatangan Jibril, beliau bersabda,
Wahai Khadijah, inilah Jibril....
Apakah engkau melihatnya pada saat ini? tanya
Khadijah.Ya, jawab Rasulullah "berpindahlah dan duduklah di
kamarku, kata Khadijah, Rasulullah duduk di kamar Khadijah.
Lalu Khadijah bertanya, Apakah engkau dapat melihatnya saat
ini? Ya, jawab Rasulullah Khadijah kemudian melepas
kerudung di kepala dan mengangkatnya, lalu bertanya lagi,
Apakah engkau dapat melihatnya saat ini?
Tidak, jawab Rasulullah Khadijah lalu berkata, Ini bukan
syetan. Dia adalah malaikat wahai anak pamanku. Maka
teguhkanlah hatimu dan bergembiralah karenanya. Lalu
Khadijah menyatakan keimanannya dan bersaksi bahwa apa
yang Rasulullah sampaikan adalah benar Demikianlah
Khadijah dengan peran politik peradabannya beliau adalah
sosok yang senantiasa
1) Menjalin hubungan dengan masyarakatnya
2) Peduli terhadap sesamanya
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3)Menyimak segala kejadian dan permasalahan
sekitarnya kesemuannya memungkinkannya
menentukan pilihan dengan benar Beliau juga
mengambil kesemuanya memungkinkannya menentukan
pilihan dengan benar .Beliau juga mengambil penelusuran
tentang kebenaran dakwah Rasulullah, bahkan beliau pergi
untuk menemui Waraqah bin Naufal, demikianlah kemudian
Khadijah menjadi sosok penyokong utama dakwah Rasulullah
pada mula2nya.
Semoga akhwat fillah dapat menangkap demikian
besarnya peran seorang Sayyidah Khadijah peran politiknya
dalam perjuangan dakwah Islam dan mewujudkan peradaban
Islam yang demikian majunya meski beliau sendiri tidak
bersama Rasulullah ketika daulah Islamiyah itu pada akhirnya
tegak
Thursday, September 29, 2005
Kewajiban Muslimah Terhadap Dirinya
(diambil dari Materi keakhwatan - Cahyadi Takariawan)
Ukhti semua pantas bersyukur karena Allah SWT telah
menganugrahi kesempurnaan fisik, akal pikiran nikmat
berpikir dan hati yang beriman. Segenap nikmat ini tentunya
diberikan Allah SWT pada kita semata hanya untuk digunakan
beribadah kepada Allah SWT.
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Agar mendapat ridho Allah, maka segenap nikmat yang
dimiliki tidak boleh ditelantarkan. Sebaliknya harus dijaga,
dipelihara, dikembangkan demi pengbdian kita kepada Allah
SWT.
Karenanya, seorang muslimah harus paham apa
kewajiban terhadap nikmat-nikmat diri yang dimiliki.
Kewajiban yan emsti dipahami tersebut terbagi atas :
1. Kewajiban muslimah terhadap tubuhnya.
Banyak muslimah yang tampaknya kurang peduli dengan
keadaan fisiknya, karena menganggap bahwa itu tidak
penting., karena yang lebih penting adalah penunaian
amanah-amanah dengan sukses. Kurang peduli terhadap fisik
bisa berupa tidak menjaga asupan makanan yang sehat dan
bergizi, sehingga seringkali tubuh mudah sakit-sakitan,
kemudian tidak pula diobati dengan tuntas sampai menjadi
penyakit yang parah. Kekurang pedulian yang lain adalah
kebersihan tubuh. Kebersihan disini bisa pakaian,
rumah/kamar pribadi, kebiasaan sehari-hari, dll. Termasuk
kurang peduli pula pada penampilan, misalnya memakai
pakaian yang berwarna mencolok atau tidak serasi, memakai
pakaian tidak sesuai event, jilbab tidak rapih,dl.
Namun banyak pula muslimah yang memperlakukan
tubuhnya secara berlebihan, hingga cenderung boros, baik
untuk pakaian, perawatan tubuh, aksesoris, dsb. Sehingga
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pakaian muslimah yang digunakan tidak seusai lagi syar’i
(penutup auratnya dgn tidak tipis/menerawang/ketat,
berwarna mencolok mata).
Seorang muslimah yang mensyukuri nikmat tubuhnya,
tentunya akan senantiasa bersikap proporsional dalam
menjaga fisiknya. Menjaga makanan dan minuman dengan
memilih yang halal, bersih, bergizi. Berolah raga teratur. Tidur
yang cukup dan berkualitas (bukan kuantitas).
Menjaga kebersihan diri (kebersihan kulit/wajah/rambut,
bau aroma tubuh) dan lingkungan (kamar tidur, toilet
misalnya). Kesehatan wanita sejak dini/muda akan sangat
berpengaruh bagi kehidupannya kelak, sesuai kodratinya.
Misalnya untuk kesehatan reproduksinya, kesehatan organ
seksualnya, kekuatan tubuhnya untuk hamil, menyusui,
mengurus rumah tangga, dan aktif di masyarakat. Dalam
berpakaian pun senantiasa sesuai dgn syari’at, rapih, bersih,
sehingga menciptakan image yang baik di  masyarakat,
bagaimana seharusnya sosok wanita muslim. Perhatian-
perhatian ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.
Rasulullah SAW bersabda ketika sahabat Abdullah bin
Amr bin Ash berpuasa disiang dan malam hari, “ Janganlah
lakukan, karena sesungguhnya matamu memiliki hak yang
harus engkau tunaikan, badanmu memiliki hak yang harus
kau tunaikan, keluargamu memiliki hak yang harus kau
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tunaikan, maka puasa dan berbukalah, shalat dan
tidurlah..(HR.Muslim).
2. Kewajiban muslimah terhadap akalnya.
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dalam
proses penciptaannya. Allah berfirman,”Sesungguhnya Kami
menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”
Q.S. At-Tiin,95:4)
Keistimewaan manusia adalah dengan dianugrahinya
kemampuan akal dengan segala kapasitasnya. Sejak
kehamilan di minggu ke-3 otak manusia akan terus
berkembang secara pesat dan cepat dengan kemampuan yang
menakjubkan. Kelebihan otak manusia yg diberikan Allah SWT
ini adalah dengan berfungsinya akal. Inilah yang
membedakannya dgn binatang.
Muslimah potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan
laki-laki. Akal yg dikaruniakan Allah kepada manusia haruslah
dijaga dengan baik dari hal-hal yang merusak akal baik dari
segi fungsi dan kesehatannya. Menjaga kesehatan akal adalah
dengan memilih makanan dan minuman yg menyehatkan
bukan yang merusakan misalnya khamr/memabukkan.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Bahwa Nabi SAW
bersabda,”Semua yang mengacaukan akal dan semua yang
memabukkan adalah haram.” (HR. Abu Daud)
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Dari segi penjagaan fungsi akal, adalah dengan mengisi
akal dengan informasi yang bermanfaat. Ilmu dan informasi
yang bermanfaat akan menjadikan makanan yang bergizi buat
otak. Ilmu dan informasi itu berupa, pengetahuan keislaman.
Syaikh Said Hawa menyebutkan beberapa ilmu islam yang
harus diketahui setiap muslim meliputi 10 jenis yaitu :
- Ilmu ttg pengenalan Allah, rasul dan Islam itu sendiri.
- Ilmu ttg Al-qur’an baik kandungannya, sebab-sebabnya, cara
membacanya.
- Ilmu ttg As-sunnah, baik kandungannya, sanadnya
- Ilmu ttg Ushul Fiqh yaitu ilmu yang berbicara tetang kaidah2
dasar yang dipergunakan untuk memutuskan suatu dasar
hokum dari dalil2 yg global.
- Ilmu tg Aqidah, akhlak dan fiqih
- Ilmu ttg sirah nabawiyah dan tarikh umat islam (sejarah
islam)
- Ilmu bahasa arab untuk mendalami materi Al-qur’an, hadits
nabi, fiqih,dsb.
Ilmu ttg system musuh dalam menghancurkan islam
(deislamisasi). Terutama yang berkaitan dengan ghozul fikr
(perang pemikiran).
- Ilmu tentang islam kontemporer
- - Ilmu ttg fiqh dakwah, yaitu aturan dan tata cara dalam
menyampaikan islam/dakwah.
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Dengan mengusai penuh salah satu ilmu diatas
diharapkan akan lahir ulama-ulama muslimah yang akan
membantu memecahkan masalah keumatan terutama
masalah2 ttg wanita.
Kemudian pengetahuan lain yang diperlukan adalah ilmu
umum dan wawasan kontemporer. Dari sekian banyak ilmu
umum, ada fardhu kifayah bagi muslimah untuk menguasai
salah satu dari bidang-bidang tersebut, mendalaminya
sehingga bisa professional. Dengan tersedianya ahli-ahli
muslimah di bidang umum, akan sangat membantu kesulitan
umat. Terutama dalam mengatasi masalah kewanitaan.
Misalnya bidang kesehatan, bidang advokasi/hukum, bidang
psikoligi, teknik, tata busana, kecantikan, dll.
Dibidang kekinian pun muslimah dituntut untuk mengikuti
perkembangan informasi dari berbagai dunia, ttg politik, nilai
mata uang, seni dan budaya, olah raga,dll. Dengan wawasan
yang luas akan sangat membantu muslimah dalam
mengaktualisasikan dirinya di keluarga (dalam mendidik anak
atau ngobrol ama suami nyambung..) atau dalam masyarakat.
Pengetahuan yang lain adalah keterampilan teknis. Tanpa ada
ahli dibidang-bidang teknis, muslimah akan mengalami
keuslitan teknis yang semestinya tidak perlu terjadi apabila
ilmunya dimiliki. Seperti computer, internet, dan sarana
informasi lain.
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3. Kewajiban muslimah terhadap hatinya
Segala sesuatu yang bersifat materi saja tidak akan menjamin
ketenangan dalam hati. Untuk itulah kewajiban inti ada pada
pengisian hati agar semua proses kegiatan dapat berjalan
baik. Untuk mengasah fungsi hati ada beberapa hal yg harus
dilakukan, yaitu:
a. Dzikrullah (mengingat Allah atau menyebut Allah),
“Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi
tenang.” ( Ar-Raad, 28)
Dzikir selain menentramkan hati juga mencerahkan pikiran,
kecemerlangan akal dan hati karena senantiasa mengingat
Allah SWT. Al-Hadits, “ Perumpaan orang yang berdzikir
kepada tuhannya dengan orang yang tidak berzikir ibarat yang
hidup dengan yang mati.” (HR. Bukhari)
a. Membaca Al-qur’an
b. Menjauhi maksiat
c. Menjauhi ketergantungan pada makhluk
d. Memperbanyak ibadah.
Dibawakan oleh ummi_fatih
http://www.indomedia.com/bpost/04200...ini/opini2.htm
Peluang Perempuan Dalam Pilkada
173
Oleh: Supiani el-Ali SPdI
Ada satu persoalan menarik yang luput dari sorotan publik
berkait
pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) yang akan digelar
di
beberapa daerah, pertengahan tahun ini, salah satunya di
Kabupaten
Kotabaru. Persoalan itu mengenai peluang calon kepala
daerah
perempuan.
Mengapa harus mengetengahkan kaum perempuan
dalam pilkada? Jawabannya,
berkait dengan kebangkitan partisipasi politik kaum
perempuan. Kita
perlu mengakui, pascareformasi, partisipasi politik perempuan
mengalami peningkatan cukup signifikan. Kaum perempuan
berhasil
(dipercaya) menduduki jabatan eksekutif baik di tingkat pusat
maupun
daerah. Dalam hal ini, termasuk salah satu kandidat calon
bupati
Kotabaru yang diusung beberapa parpol dan sekarang
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menduduki jabatan
kepala dinas di tingkat Propinsi Kalsel.
Di masa pemerintahan Megawati, partisipasi politik
perempuan mulai
menggeliat. Mereka berpartisipasi politik baik melalui saluran
parpol
maupun nonpartai. Pengakuan terhadap peran politik formal
perempuan
pun makin meluas. Kita bisa melihat, beberapa kepala daerah
tingkat
II dipimpin perempuan. Kuota yang diberikan untuk legislatif
perempuan pun sampai 30 persen. Bahkan, Megawati waktu
itu masuk
dalam urutan 10 besar perempuan pemimpin di tingkat Asia.
Pertanyaannya, apakah peningkatan partisipasi politik
perempuan itu
berpengaruh terhadap peluang mereka untuk bersaing dalam
pilkadal
yang digelar pertengahan tahun ini?
Dominasi Pria
Kita (terlanjur) sepakat akan melaksanakan pilkadal
sebagai proses
pembangunan demokrasi lokal. Tetapi, partisipasi politik
perempuan
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tidak berada dalam kondisi yang paling menguntungkan.
Terdapat
beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan
penurunan
partisipasi politik perempuan.
Pertama, Megawati mengalami kekalahan dalam
perebutan kursi presiden
pada Pilpres 2004. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan
menurunannya partisipasi politik formal kaum perempuan.
Bagaimana
pun, Megawati dipandang kaum perempuan sebagai simbol
kemenangan
perjuangan jenderitas pascareformasi. Meskipun kita juga
mengetahui
sederet nama perempuan pejuang yang mampu memberikan
insipirasi
kesetaraan jender di segala bidang.
Kedua, kemenangan SBY seakan mengembalikan
dominasi politik kaum pria.
Kaum perempuan menjadi subordinan saja dalam realitas
politik tanah
air. Publik bisa menyaksikan sendiri, aktivitas politik kaum
perempuan lenyap bagai di telan tsunami.
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Ketiga, kaum perempuan gagal memenuhi pemberian
kuota 30 persen kursi
legislatif. Kegagalan ini berimplikasi pada pembentukan opini
publik,
bahwa perempuan kurang berminat dalam politik praktis.
Lebih
mengecewakan lagi, kaum perempuan yang berhasil dipilih
dan duduk di
lembaga legislatif hanya diisi mereka yang kurang kapabel
dalam
bidang politik kecuali hanya mengandalkan popularitas.
Keempat, secara umum publik sudah terjerat dalam sikap
apatisme
berkait kegagalan program yang dilaksanakan pemerintah.
Sikap
apatisme mungkin menjadi pilihan kaum perempuan dengan
argumen tidak
ada gunanya sama sekali berpolitik praktis, karena tidak bisa
membuat
perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Berpijak pada keempat faktor itu, bisa disimpulkan,
perempuan berada
dalam titik tingkat partisipasi yang rendah. Fenomena ini
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merupakan
suatu bentuk kemunduran dalam demokratisasi di tanah air.
Awalnya,
ada kesetaraan jender dalam bidang politik. Tetapi akhirnya
perempuan
berada pada posisi yang kurang menguntungkan, jika bicara
peluang
untuk memenangi pilkadal nanti.
Dengan demikian, peluang perempuan untuk
mendapatkan jabatan politik
sebagai kepala daerah sangat kecil. Ini semakin nyata, ketika
beberapa jago yang akan dipersaingkan dalam pilkadal
cenderung dari
kaum pria. Di beberapa daerah yang dalam waktu dekat
segera menggelar
pilkada langsung, fenomena ini sudah menjadi tren.
Goodwill Parpol
Seberapa besar peluang perempuan dalam pilkadal
tergantung pada
goodwill parpol. Pasal 59 UU No 32/2004 menyebutkan,
peserta pilkada
dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang
diusulkan secara
berpasangan oleh parpol atau gabungan parpol.
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Dalam konteks ini, parpol menjadi pintu utama yang
akan memberikan
kesempatan kepada perempuan. Meskipun berasal dari calon
nonpartai/independen, namun harus dimajukan oleh parpol.
Tanpa
dukungan parpol, mustahil perempuan dapat dicalonkan.
Untuk itu, parpol sebagai wahana untuk menyerap
aspirasi publik
khususnya kaum perempuan harus melihat kembali realitas
politik bahwa
partisipasi politik perempuan juga menunjukkan prestasi yang
tak kalah
tingginya dibandingkan kaum pria. Prestasi politik yang
dihasilkan
kaum perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun
perlu
disikapi sebagai sesuatu yang positif dari segi kualitas
perkembangan
demokrasi di tanah air. Meskipun dari sisi kuantitas, jumlah
perempuan
secara statistik lebih besar dibandingkan pria, tetapi hanya
sedikit
yang berpartisipasi secara formal dalam kehidupan politik.
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Kalau parpol hanya sebatas menerjemahkan secara
tekstual mengenai
calon kepala daerah seperti yang disyaratkan Pasal 58 UU No
32/2004,
kita khawatir parpol akan terjerumus ke dalam lingkaran
jenderitas,
bahwa calon kepala daerah dan wakilnya harus diisi kaum
pria. Karena
selama ini kultur masyarakat masih terpelihara, bahwa kaum
pria lebih
'pantas' bermain dalam bidang politik. Kaum perempuan
dipandang kurang
mampu dalam berpolitik.
Dalam persyaratan calon kepala daerah memang berlaku
umum. Artinya,
setiap individu yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri
menjadi
calon kepala daerah. Tetapi pasal tersebut dalam kultur
masyarakat
kita masih dipahami sebagai sesuatu yang seolah-olah, bukan
definitif. Kenyataannya, calon kepala daerah yang muncul
lebih
didominasi laki-laki. Kalaupun ada calon dari kaum
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perempuan,
biasanya mereka hanya menjadi pelengkap.
Kehadiran cabup dari kaum hawa di Kabupaten
Kotabaru, jangan dianggap
sebagai pelengkap untuk mengilustrasikan bahwa di daerah
itu telah
menegakkan demokrasi. Tetapi harus mendapat ruang positif
bagi
perkembangan partisipasi perempuan dalam pentas politik di
daerah
itu. Mungkin cabup perempuan bisa menjadi kuda hitam bagi
pilihan
masyarakat yang sudah memiliki rasa kurang percaya
terhadap
kepemimpinan kaum pria, karena memiliki track record yang
menjadikan
pemilih kurang yakin untuk memilihnya.
Realita yang tidak bisa dipungkiri, ada sebagian
masyarakat yang jemu
dengan kepemimpinan kaum laki-laki dan mendambakan
kehadiran kaum
perempuan. Kegagalan Megawati dalam memenangkan Pilpres
jangan
dijadikan argumentasi untuk menolak kehadiran pemimpin
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perempuan.
Walaupun Megawati harus tersingkir di babak final Pilpres
secara
langsung, namun ia mampu mengalahkan tokoh lainnya pada
babak
penyisihan seperti Amien Rais, Wiranto dan Hamzah Haz.
Mungkinkah masyarakat Kotabaru dapat menciptakan
sejarah bahwa dengan
kekalahan Megawati dalam Pilpres langsung, menjadi awal
kebangkitan
kaum perempuan di Kotabaru untuk memberikan kepercayaan
dan
memenangkan cabup dari kaum perempuan. Kalau Megawati
mampu
mengalahkan Amien Rais, Wiranto dan Hamzah Haz, mengapa
cabup
perempuan Kotabaru tidak mampu mengalahkan kaum
perempuan.
Analisis Terhadap Pasangan Suryatinah Dan H Saidi
Sebagai cabup yang pernah kalah dalam konvensi
pemilihan cabup oleh
beberapa parpol di Kotabaru beberapa waktu lalu, tentunya
suatu hal
yang sangat sulit diterima. Apalagi konvensi dinilai syarat
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kepentingan tertentu, akan tetapi masyarakat sekarang juga
bukan
produk orde baru yang mudah terpengaruh elit politik.
Kekalahan dalam konvensi bukan berarti kalah di mata
dan hati
masyarakat. Apalagi kemenangan saingan Suryatinah,
meninggalkan
problem di kalangan elit politik yang melaksanakan konvensi.
Bahkan
beberapa pengurus teras parpol bersangkutan tidak mengakui
hasil
konvensi tersebut, dengan beberapa argumen tertentu.
Walaupun PPP dulunya mengusung salah satu jagonya,
namun belum ketemu
jodoh langsung bubar. Sekarang kemungkinan bersama partai
gurem akan
mengusung Suryatinah dan H Saidi, tentu bukan suatu yang
negatif.
Kehadiran Suryatinah di PPP bersama partai gurem, bukan
merupakan
suatu pelarian politik setelah tidak berhasil mencalonkan diri
di
parpol lain. Kehadiran Surayatinah merupakan suatu simbol
perlawanan
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terhadap kedzaliman dan penegakan kebenaran dan
demokrasi.
Kalau masyarakat memiliki pemikiran seperti ini, tentu
akan menjadi
bumerang bagi calon lain. Apalagi Suryatinah di hati
masyarakat
Kotabaru hampir tidak mempunyai catatan negatif. Lihat
ketika SBY
yang disingkirkan pada Kabinet Megawati, ternyata menjadi
bumerang
bagi Megawati sendiri dan justru SBY mendapatkan simpatik
dan tempat
di hati masyarakat. Bahkan menjadikan popularitasnya
semakin naik.
Walaupun dengan catatan positif yang ada pada
Suryatinah, akan tetapi
tetap berat untuk bisa meyakinkan warga Kotabaru tentang
kemampuan
seorang perempuan menjadi Bupati. Kecuali dalam waktu
relatif
singkat, Suryatinah mampu meyakinkan dan memikat hati
warga Kotabaru
untuk menjatuhkan pilihan kepadanya. Megawati mampu
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menjadi Presiden
RI, Mengapa Suryatinah Tidak?
Ketua Komunitas Masyarakat Pinggiran Sa-ijaan
(Kommpas), tinggal di Kotabaru
kommpas@telkom.net
Berpolitik Cara Perempuan
Oleh NUNUNG K. RUKMANA
BARU-BARU ini, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jabar
menegaskan bahwa saatnya kini kaum perempuan menyatukan kekuatan untuk
memilih wakil-wakilnya dari kaum perempuan. Kaum perempuan hendaknya
tidak menjadi objek pelecehan sosial dan politik yang dilakukan oleh politisi
laki-laki dan mengimbau agar kaum perempuan memilih partai politik yang
peduli perempuan.
Soal 30% kuota perempuan dalam perpolitikan Indonesia sudah tuntas seiring
dikeluarkan UU-nya. Tinggal berpulang pada kaum perempuan, akankah
mereka siap berkompetisi dengan mitranya, kaum pria yang mayoritas?
Sedangkan kepada kaum pria, sudah siapkah membuka diri untuk menerima
kaum perempuan dalam konteks partisipasi politik praktis?
Kuota 30%, seperti ditulis R. Valentina dalam artikelnya "Apa Sesungguhnya
Substansi Kuota 30%? ("PR", 6 Oktober 2003), berarti, pertama, tindakan
perlakuan khusus terhadap perempuan. Kedua, bertujuan mempercepat
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persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang
termarginalkandan lemah secara sosial dan politik serta mendorong pengakuan,
persamaan kesempatan, dan penikmatan hak-hak asasi perempuan. Ketiga,
berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan. Kuota sendiri merupakan
salah satu bentuk dari tindakan afirmatif, yaitu tindakan khusus sementara
yang perlu diambil untuk mempercepat kesempatan dan manfaat guna
mencapai persamaan dan keadilan.
Dengan bekal mayoritas pemilih adalah kaum perempuan, logikanya akan
banyak politisi perempuan tampil di panggung legislatif. Namun, sudahkah
kaum perempuan sendiri memberikan kepercayaan kepada politisi perempuan
yang notabene dari kalangannya untuk memperjuangkan nasib dan hak-haknya
dalam kehidupan sosial dan politik? Tampaknya ada kekuatan budaya politik
yang justru dipelihara dalam perspektif kalangan perempuan bahwa urusan
publik, apalagi politik, lebih pantas menjadi lahan permainan kaum pria.
Perjuangan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak sosial kaum perempuan
sering diabaikan justru karena sebagian kaum prianya menganggap kaum
perempuan itu lemah dan mudah diatur. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi
kaum perempuan yang menghendaki keadilan dan hak-hak sosialnya
ditegakkan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kaum pria untuk
memperjuangkan.
Maka, solusi yang paling dini harus dibangun adalah kepercayaan diri pada
kaum perempuan untuk memiliki kemampuan melakukan partisipasi politik
sejak unit keluarga, yaitu dalam pengambilan keputusan secara demokratis
bagi kemaslahatan bersama. Untuk itu, setiap perempuan harus memiliki bekal
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pengetahuan dan wawasan serta keterampilan berpolitik yang semuanya
berpulang pada bagaimana pola pendidikan politik bagi perempuan dirancang
sedemikian rupa sehingga mereka melek politik. Baik dalam arti sempit, yaitu
berpolitik dalam koridor partai politik maupun dalam arti luas yaitu turut
terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama, baik dalam unit keluarga, masyarakat maupun negara.
Partisipasi politik
Indonesia sudah cukup maju dalam memberikan kesempatan berpolitik pada
kaum perempuan. Sebagai perbandingan, di Mesir, perempuan baru untuk
pertama kalinya diberi hak pilih tahun 1949. Wacana yang tak proporsional
terhadap aktivitas berpolitik kaum perempuan Muslim, boleh jadi karena bias
budaya Timur Tengah. Bagaimanapun, arus pemikiran Islam yang masuk ke
Indonesia memang berasal dari sana. Banyak intelektual dan ulama Indonesia
menimba ilmu dan belajar fikih di sana sehingga tidak mengherankan bila
mereka memiliki banyak kesamaan pandangan dalam soal-soal partisipasi
politik perempuan dengan pemikir Timur Tengah.
Berdasarkan data, sepanjang sejarah legislatif di Indonesia, angka keterwakilan
perempuannya tidak melebihi 12,5%. Angka itu pun hanya dapat dicapai pada
periode 1992-1996. Minimnya angka itu menjelaskan subordinasi perempuan
dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik sebagai objek maupun
subjek. Lebih jauh, hal itu berimplikasi pada pemapanan praktik diskriminasi
perempuan dalam masyarakat. Padahal, dalam proses berdemokrasi yang sehat,
harus diakui bahwa politik keterwakilan adalah aspek utama dalam sistem
demokrasi.
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Secara teoretis, keterwakilan memiliki empat sifat. Pertama, ideologi.
Seseorang merepresentasikan nilai atau kepercayaan tertentu yang umumnya
diwadahi dalam suatu partai politik. Kedua, geografis. Seseorang mewakili
konstituen dalam lokal wilayah tertentu. Ketiga, fungsional. Seseorang
merepresentasikan kepentingan dari suatu kelompok tertentu. Keempat, sosial
yang merupakan bentuk representasi identitas kelompok tertentu.
Keterwakilan perempuan dalam legislatif merupakan dampak dari kuatnya
partisipasi politik kaum perempuan itu sendiri. Secara garis besar, partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif
dalam kehidupan politik. Kegiatan itu mencakup tindakan-tindakan seperti
memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat politik, menjadi anggota
suatu parpol, dll. Substansi partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi
politik, pendidikan politik, dan rekruitmen politik.
Sosialisasi politik perempuan adalah proses penanaman nilai-nilai dan
pembentukan sikap dan pola tingkah laku politik perempuan. Pendidikan
politik menyangkut proses seseorang diperkenalkan dengan sistem politik,
sedangkan rekruitmen politik perempuan adalah suatu proses saat mana suatu
parpol mencari anggota perempuan yang berbakat untuk menjadi kader
pengurus atau menjadi calon legislatif dari parpol itu.
Menurut hasil penelitian tentang partisipasi politik perempuan di negara-
negara berkembang, ada kecenderungan rendah dibandingkan laki-laki.
Pasalnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau
domestik. Memang diakui bahwa ada beberapa keterbatasan bagi perempuan
untuk berkiprah dalam dunia politik. Tiga di antaranya yang menonjol yaitu,
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pertama, aspek supply and demand. Supply berkaitan dengan faktor-faktor
prinsipal yang menentukan kemampuan politik perempuan. Demand
merupakan faktor institusional dan politis yang berkaitan dengan masalah
rekruitmen politik bagi perempuan. Antara supply dan demand ini tidak saling
bergantung karena perempuan bisa saja mengantisipasi kesulitan-kesulitan
praktis dalam mengombinasikan peran-peran domestiknya dengan jabatan-
jabatan politik (Vicky Randal, 1982:127 dalam Faisal Siagian, 1996:228,
Analisis CSIS).
Kedua, keterbatasan kemampuan perempuan dalam dunia politik erat
kaitannya dengan masalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik cenderung
menggiring perempuan untuk mendapatkan status tertentu tanpa usahanya
sendiri (ascribe status). Githesen and Prestage mengatakan bahwa masalah
yang dihadapi perempuan dalam dunia politik mencakup ketegangan antara
ascribe status dan achieved status yang merupakan akibat proses sosialisasi
politik.
Ketiga, faktor yang bersifat situasional yang meliputi masalah yang bersifat
keibuan. Tanggung jawab pada anak-anak di rumah tampaknya merupakan
rintangan paling serius bagi perempuan untuk membuka akses dalam meraih
jabatan-jabatan politis dan pemerintahan. Selain itu, masalah krusial lain
adalah perempuan bekerja tidak memiliki banyak waktu yang tersisa sehingga
ada ketidakmungkinan menerima jabatan politik tertentu. Keadaan itu
menyebabkan bentuk partisipasi politik perempuan menjadi noninstitusional.
Sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam
kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi
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tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan yang memperoleh
jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu.
Misalnya suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di
legislatif, putrinya dikader untuk duduk di legislatif. Ayahnya memiliki
reputasi sosial politik sehingga putrinya dianggap dan diposisikan cukup
mampu menjadi anggota dewan.
Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas
tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia karier
politiknya menjadi lebih pendek. Kelompok ketiga adalah perempuan yang
dalam usia muda 30-an terjun dalam politik. Biasanya mereka telah cukup
lama aktif dalam dunia ormas, LSM atau organisasi ekstrakampus. Mereka
inilah yang termasuk jenis politisi perempuan profesional karier yang
jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekruitmen
politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis.
Sejumlah pengamat menunjukkan sikap apatis terhadap perkembangan
partisipasi politik perempuan. Apabila politik dirumuskan sebagai pengelolaan
kekuasaan, kemampuan dalam mengendalikan situasi adalah modal psikologis
yang paling penting. Mereka yang berkecimpung di dunia politik tidak hanya
dituntut bermoral, namun harus memiliki keyakinan bahwa mereka
mempunyai daya kendali terhadap ruang lingkup publik (self efficacy) yang
sederhananya harus tahan banting. Keyakinan ini dalam proses pemunculan
perilaku merupakan komponen mendasar yang menjadi cikal-bakal bagi
terbentuknya keahlian berpolitik.
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Seorang politisi idealnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan prakarsa
politiknya menjadi karya yang aktual. Ia tidak hanya kaya akan gagasan,
namun sekaligus gesit berinisiatif. Semua daya upaya dikerahkan guna
mengarahkan situasi sesuai orientasi yang dikehendaki. Maka, hanya dengan
kelengkapan self efficacy akan timbul suatu kondisi internal pada diri politisi
sehingga mampu mengaktualkan diri menjadi politisi yang andal.
Keberhasilan yang ajek dalam mengendalikan situasi, pada gilirannya akan
membangun internal locus of control yakni kepribadian yang ditandai
tingginya daya kontrol individu terhadap situasi. Sekali lagi, eksisnya self
efficacy menjadi dasar kekuatan seorang politisi. Tetapi, justru di sanalah
muncul keraguan terhadap perempuan yang dalam asumsi klasik dianggap
tidak memiliki aset psikis tersebut.
Padahal, riset yang dilakukan Ralf Scwarzer yang melibatkan 12.840 individu
di 14 negara menyimpulkan self efficacy adalah kenyataan universal yang
terdapat, baik pada laki-laki maupun perempuan. Khusus di Indonesia, uji
psikometrik pada 260 subjek perempuan dan 276 subjek laki-laki tidak
menemukan perbedaan self efficacy yang signifikan (Reza, Forum Keadilan,
03/2003, "Politisi Perempuan").
Dengan temuan itu, nyatalah bahwa pada dasarnya perempuan telah memiliki
potensi psikopolitik yang setara dengan laki-laki sehingga tidak ada alasan
bagi kaum pria untuk mencitrakan mitranya sebagai perempuan yang tidak
pantas atau cocok berkiprah di dunia politik. Dengan demikian, baik laki-laki
maupun perempuan tetap mendapatkan porsi yang setara untuk memberikan
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pilihan aktivitas kariernya. Karena kenyataannya, tidak semua kaum laki-laki
berminat terjun ke dalam kancah politik praktis.
Oleh karena itu, adalah sikap arif jika kita memberikan tempat kepada cara-
cara perempuan berpolitik, seperti halnya kaum pria memiliki cara-caranya
sendiri. Kita akan melihat mana yang lebih banyak memberikan akses yang
positif bagi perkembangan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.
Pasalnya, selama ini, Indonesia dibangun di atas fondasi demokrasi yang
didominasi dengan cara-cara berpolitik laki-laki yang melahirkan perilaku
otoriter, birokratisme, yang membawa ke arah tindakan KKN dan penindasan
atas HAM. Wallahaalam. ***
Penulis, Wakil Ketua DPW PKB Jabar
Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, yaitu pemilihan
sekelompok subyek didasarkan atas ciri atau sifat tertentu yang
dipandang mempunyai sangkut paut yang erat kaitannya dengan ciri
atau sifat populasi yang ingin diteliti.1
Besarnya jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan
kebutuhan, sehingga dalam penelitian ini dipilih secara purposive
partai politik yang termasuk 3 besar dalam perolehan suara pada
pemilu Tahun 2004, yaitu Partai Golongan Karya (Partai Golkar),
Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
1Lihat selengkapnya dalam Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika
(Cet. V; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2004), h. 83.
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(PPP). Sedang yang dijadikan unit analisis adalah para legislator
perempuan utusan ketiga partai tersebut.
Adapun alasan memilih 3 partai politik tersebut, selain termasuk
tiga besar dalam perolehan suara terbanyak pada pemilu Tahun 2004,
dua di antaranya yakni Partai Golkar dan PPP merupakan partai politik
yang sudah dikenal dan punya pendukung sejak pemilihan umum
tahun-tahun sebelumnya. Sedang PAN merupakan partai reformis yang
baru didirikan tetapi memiliki banyak pendukung. Hal ini berarti
bahwa ketiga partai tersebut masih memperoleh kepercayaan dari
masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini juga didukung oleh sekertariat
dan administrasi partai yang masih tetap berjalan, meski tidak
menjelang pemilihan umum.2
Sedang pemilihan ormas Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah
sebagai sampel terhadap pandangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan
karena kedua ormas tersebut adalah ormas terbesar di Sulawesi
Selatan. Hal ini memberi makna bahwa pandangan masyarakat Islam
Sulawesi Selatan dapat terwakili dengan melihat pandangan kedua
ormas besar tersebut.
2Dari pencarian data di lapangan mengenai beberapa partai, penulis banyak
menemukan sekertariat tak bertuan, dan yang terbanyak adalah sekertariat
kontrakan. Ironisnya, ada partai politik yang tidak lagi memiliki kepengurusan.
Informasi yang ditemukan di lapangan bahwa partai politik itu merupakan partai
musiman yang akan muncul dan marak kembali hanya menjelang pemilihan umum.
Sehingga, dalam penelusuran data tentang partai politik di Sulawesi Selatan penulis
banyak menemui kesulitan. Oleh karenanya, sampel dan arah penelitian penulis
ubah untuk memudahkan pencarian data.
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Tahap pertama, meneliti bentuk-bentuk implementasi hak-hak politik
perempuan Sulawesi Selatan, kemudian menetapkan salah satu
bentuk implementasi hak-hak politik perempuan di Sulawesi
Selatan, yaitu perempuan sebagai anggota dewan.
Tahap kedua, diadakan sensus singkat untuk mengetahui jumlah partai
politik peserta pemilu 2004, kemudian memilih 3 partai pemenang
pemilu Tahun 2004, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Selanjutnya
mendata jumlah pengurus partai politik dan jumlah legislator
perempuan Sulawesi Selatan.
Tahap ketiga, Survei dilakukan dengan kuesioner, angket, dan
wawancara yang berpedoman dan ditujukan kepada seluruh
sampel yang dipilih dengan maksud untuk menyaring data yang
diinginkan. Wawancara juga dilakukan dengan informan kunci
(key informan) yang mengetahui secara mendalam hal-hal yang
berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
Nama-nama informan antara lain : Hj. A. Rasdiyanah, Darmawan
Mas’ud, H. Minhajuddin, Zohra A. Baso, dan
Tahap keempat, menetapkan 10% responden dari 52 orang legislator
perempuan sebagai unit analisis pelaku politik, sebanyak 5 orang,
yaitu Hj. A. Tja Tjambolang, A. Mariattang, A. Fatmah Hollang, Hj.
Chaeriyah Djamaluddin dan Hj. Zainab Syamsuddin.3 Selanjutnya
3Hj. A. Tja Tjambolang (utusan Partai Golkar) dan Hj. A. Mariattang (utusan
PPP) adalah legislator perempuan wilayah Sulawesi Selatan. Sedang Hj. A. Fatmah
Hollang dan Hj. Chaeriyah Djamaluddin (utusan partai Golkar), Hj. Zainab
Syamsuddin (utusan PPP) adalah legislator perempuan wilayah Kotamadya Pare-
Pare.
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melakukan penelitian mendalam terhadap 5 responden tersebut,
meliputi latar belakang, motivasi, dan tujuan keterlibatannya
dalam partai politik.
Tahap kelima, memilih dan menetapkan 2 ormas Islam terbesar di
Sulawesi Selatan, sebagai representasi dari masyarakat Islam
Sulawesi Selatan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Selanjutnya melakukan penelitian mendalam terhadap kedua
sampel tersebut untuk mengetahui respon masyarakat Islam
Sulawesi Selatan terhadap implementasi hak politik perempuan.
Tahap keenam, mengambil kesimpulan hukum.
DPRD
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DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR
MASA BAKTI 2004 - 2009
(Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor 30/DPRD/XI/2004)
NO NAMA A L A M A T JABATAN UNSUR
1 Drs. H. I. ADNAN
MAHMUD
JL. HERTASNING NO.
18
KETUA DPRD P. GOLKAR
2 ADJID SIRADJU,
SE.
JL. DG. TATA III Lr. 3
NO. 15
WAKIL
KETUA DPRD
P A N
3 Drs. H. MUH.
JAFAR SODDING
JL. PAJJAIANG NO. 41 WAKIL
KETUA DPRD
P K S
4 SYARIFUDDIN, SH. JL. VETERAN SELATAN
Lr. V NO. 269 G
SEKRETARIS
DPRD
-
KOMISI A - BIDANG PEMERINTAHAN
5 SYAMSU RIZAL
MI.
JL. PURI TATA INDAH
BLOK A/17
K E T U A P P D K
6 H. BAHAR
MACHMUD
BTN. PAROPO BLOK C
13
WAKIL
KETUA
P K S
7 YUSUF GUNCO,
SH.
BTN. HARTACO INDAH
BLOK 3 Q/25
SEKRETARIS P. GOLKAR
8 Hj. SRI RAHMI BTN. PAROPO BLOK C
13
ANGGOTA P K S
9 P A S A M B A N G I JL. KERUKUNAN
UTARA V NO. 123 BTP.
ANGGOTA P. GOLKAR
10 Dra. Hj. AMAENI
AZIS, M.Si.
JL. A.P. PETTARANI
BLOK G A 11/20
ANGGOTA P. GOLKAR
11 Drs. H. M. SALEH
MANDA
BTN. MINASA UPA
BLOK F6 NO. 2
ANGGOTA P. GOLKAR
12 NATSPUL
SULAIMAN
JL. UJUNG Lr. 151 A/7 C ANGGOTA P A N
13 ABD. MALIK
HAMID
JL. KUMALA II NO. 105 ANGGOTA P.
DEMOKRAT
14 HAMZAH
DORAHING, SE.Ak.
JL. KOMP. BONTOA
RW3/RT3
ANGGOTA P P P
15 RAMIZ
PARENRENGI
JL. TUPAI NO. 66 ANGGOTA P P D K
KOMISI B - BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
16 Ir. CHAIRIL JL. Dr. RATULANGI I K E T U A P P P
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IBRAHIM NO. 55
17 ILYAS H.M. ALI
ARIEF
JL. SUNU NO. 136 A / JL.
DATUK DITIRO NO. 8
SEKRETARIS P.
DEMOKRAT
18 MOCHTAR
DJUMA, MBA.
JL. TODDOPULI RAYA
IV NO. 56
ANGGOTA P D I P
19 Ir. H. HARIS YASIN
LIMPO
JL. HAJI BAU NO. 32 ANGGOTA P. GOLKAR
20 H. ZAINUDDIN
SARDJIMIN, S.Sos.
JL. COKONURI DALAM
I NO. 1
ANGGOTA P. GOLKAR
21 Ir. ARWAN
TJAHJADI
JL. PENGHIBUR NO. 5 ANGGOTA P K P I
22 Drs. M. HASYIM
RAMLAN L.
PESANTREN DARUL
ARQOM GOMBARA
ANGGOTA P K S
23 H. M. MARDJU
CHAIR
JL. RACING CENTRE
NO. 30
ANGGOTA P P P
24 A. M. RIADY JL. DANGKO NO. 70 ANGGOTA P P D K
25 H. MANSYUR
THABA, S.Sos.
JL. SUNGAI LIMBOTO I
NO. 33
ANGGOTA P. GOLKAR
KOMISI C - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
26 H. NASRAN MONE,
S.Ag.
JL. ANDI TONRO IV NO.
22
K E T U A P. GOLKAR
27 Drs. SYAMSU
NIANG, M.Pd.
BTN. BUNG PERMAI
BLOK B2 NO. 8
WAKIL
KETUA
P P D K
28 D A C H R I N JL. HATI MULIA 31/15 SEKRETARIS P K S
29 MARTONO LEPPO PERUM. STELLA
MARIS K/2 SUDIANG
ANGGOTA P.
DEMOKRAT
30 H. ARIFUDDIN
LEWA, SHI.
BTN. PAROPO BLOK C
13
ANGGOTA P P P
31 Hj. ANDI ERNA
NOOR
JL. Dr. RATULANGI
KOMP. PDAM NO. 3
ANGGOTA P. GOLKAR
32 Drs. H. M. AMIN
SIKKI
JL. ANDI TONRO V
BLOK A2 NO. 6
ANGGOTA P. GOLKAR
33 Drs. H. SULEMAN
BIN DARRI
JL. ABU BAKAR
LAMBOGO NO. 205
ANGGOTA P. GOLKAR
34 ALI ARIFIN, ST. BTP. BLOK G NO. 51 ANGGOTA P K S
35 H. ANDI
ISKANDAR
TOMPO
JL. URIP SUMOHARJO
NO. 112 A
ANGGOTA P A N
KOMISI D - BIDANG PEMBANGUNAN
197
36 Ir. H. MUH.
IRIANTO AHMAD
JL. PELITA RAYA A 22
NO. 12
K E T U A P. GOLKAR
37 Ir. IRWAN INTJE JL. MAWAS 11 H NO. 49 WAKIL
KETUA
P P D K
38 RUDY PIETER
GONI
JL. GN.
LOMPOBATTANG NO.
247
SEKRETARIS P D I P
39 Ir. H.
BURHANUDDIN
ODJA
JL. RAYA PENDIDIKAN
NO. B7
ANGGOTA P. GOLKAR
40 H. GOSSE HALIM JL. A. R. DG.
NGUNJUNG II NO. 7
ANGGOTA P. GOLKAR
41 AB. SUBANDI
BACHTIAR
JL. PELITA IV NO. 92/35 ANGGOTA P.
DEMOKRAT
42 Ir. ZULKIFLI,
H.I.M.
JL. MACCINI TENGAH
IV NO. 5
ANGGOTA P P P
43 Ir. SYAHRUDDIN
ABD. KHALIK
JL. RAPPOKALLING
RAYA Lr.KITA 1/5
ANGGOTA P K S
44 ACHMAD IVAN
MAKKULAU
BTN. KUMALA PERMAI
BLOK D NO. 7
ANGGOTA P A N
45 PARTONO
SOEMARYO, SE.
JL. AMINULLAH Lr. II
NO. 18
ANGGOTA P. GOLKAR
DAFTAR SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
MASA PERIODE 2004-2009 - DIRINCI MENURUT FRAKSI
(Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor 30/DPRD/XI/2004)
NO. N A M A JABATAN TELP. / HP.
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Drs. H. I. ADNAN MAHMUD
Drs. H. M. AMIN SIKKI
Hj. ANDI ERNA NOOR
Drs. H. SULEMAN BIN
DARRI
Ir. H. HARIS YASIN LIMPO
H. ZAINUDDIN
SARDJIMIN, S.Sos.
Drs. H. M. SALEH MANDA
Ir. H. MUH. IRIANTO
AHMAD
PENASEHAT
PENASEHAT
PENASEHAT
PENASEHAT
K E T U A
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
WAKIL
SEKRETARIS
WAKIL
862 767 / 081.141.0536
832 795 / 081.625.4137
081.2427.7239 / 872
710
448 676
854 941 / 081.625.3371
840 464 / 081.144.505
880 294 / 081.144.9049
433 886 / 081.625.5426
868 802
859 902 / 081.144.4418
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12
13
14
15
YUSUF GUNCO, SH.
PARTONO SOEMARYO, SE.
PASAMBANGI
Dra. Hj. ASMAENI AZIS,
M.Si.
H. GOSSE HALIM
Ir. H. BURHANUDDIN ODJA
H. NASRAN MONE, S.Ag.
SEKRETARIS
BENDAHARA
WAKIL
BENDAHARA
WAKIL
BENDAHARA
JURU BICARA
JURU BICARA
588 764 / 081.146.0935
081.141.5827
451 618 / 081.146.4795
880 186 /
081.2429.0990
877 923 /
081.2418.6983
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5
HAMZAH DORAHING,
SE.Ak.
Ir. CHAIRIL IBRAHIM
Ir. ZULKIFLI H. I. M.
H. M. MARDJU CHAIR
H. ARIFUDDIN LEWA, SHI.
K E T U A
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
WAKIL
SEKRETARIS
BENDAHARA
511 091081.2415.6225
874 836
081.2424.1638
081.5253.7980
442 071 / 503 6343
FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
Drs. H. MUH. JAFAR
SODDING
Hj. SRI RAHMI
Drs. M. HASYIM RAMLAN
L.
Ir. SYAHRUDDIN ABD.
KHALIK
ALI ARIFIN, ST.
PENASEHAT
K E T U A
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
511 613 /
081.2423.7239
442 071 / 503 6343
503 7309
451 405 /
081.5241.84352
081.2421.2958
FRAKSI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN
1
2
3
4
5
Drs. SYAMSU NIANG, M.Pd.
Ir. IRWAN INTJE
A. M. RIADY
SYAMSU RIZAL, MI.
RAMIZ PARENRENGI
PENASEHAT
K E T U A
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
583 652 /
081.6438.2384
858 391 /
081.6438.4705
502 1927
840 372 / 505 5108
854 718 / 081.141.7508
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1
2
3
4
ACHMAD IVAN
MAKKULAU
NATSPUL SULAIMAN
H. ANDI ISKANDAR
TOMPO
ADJID SIRADJU, SE.
K E T U A
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
847 757 /
081.3424.20184
331 096 /
081.2423.2529
444 420 / 501 0987
861 548 /
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081.6439.9119
Tahukah Anda Asal Nama
Makassar?
Menyambut usia ke-400 tahun (09 Nopember 2007), Kota Makassar masih terbilang
muda jika dibandingkan sejarah nama Makassar yang jauh menembus masa lampau.
Tapi tahukah Anda muasal dan nilai luhur makna nama Makassar itu?
Tiga hari berturut-turut Baginda Raja Tallo ke-VI Mangkubumi Kerajaan Gowa, I
Mallingkaang Daeng Mannyonri KaraEng Katangka yang merangkap Tuma'bicara
Butta ri Gowa (lahir tahun 1573), bermimpi melihat cahaya bersinar yang muncul
dari Tallo. Cahaya kemilau nan indah itu memancar keseluruh Butta Gowa lalu ke
negeri sahabat lainnya.
Bersamaan di malam ketiga itu, yakni malam Jum'at tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H
atau tanggal 22 September 1605 M. (Darwa rasyid MS., Peristiwa Tahun-tahun
Bersejarah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX, hal.36), di bibir pantai Tallo
merapat sebuah perahu kecil. Layarnya terbuat dari sorban, berkibar kencang.
Nampak sesosok lelaki menambatkan perahunya lalu melakukan gerakan-gerakan
aneh. Lelaki itu ternyata melakukan sholat. Cahaya yang terpancar dari tubuh Ielaki
itu menjadikan pemandangan yang menggemparkan penduduk Tallo, yang sontak
ramai membicarakannya hingga sampai ke telinga Baginda KaraEng Katangka. Di
pagi buta itu, Baginda bergegas ke pantai. Tapi tiba-tiba lelaki itu sudah muncul
‘menghadang’ di gerbang istana. Berjubah putih dengan sorban berwarna hijau.
Wajahnya teduh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya.
Lelaki itu menjabat tangan Baginda Raja yang tengah kaku lantaran takjub.
Digenggamnya tangan itu lalu menulis kalimat di telapak tangan Baginda
"Perlihatkan tulisan ini pada lelaki yang sebentar lagi datang merapat di pantai,”
perintah lelaki itu lalu menghilang begitu saja. Baginda terperanjat. la meraba-raba
matanya untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Dilihatnya telapak tangannya
tulisan itu ternyata jelas adanya. Baginda KaraEng Katangka lalu bergegas ke pantai.
Betul saja, seorang lelaki tampak tengah menambat perahu, dan menyambut
kedatangan beliau.
Singkat cerita, Baginda menceritakan pengalamannya tadi dan menunjukkan tulisan
di telapak tangannya pada lelaki itu. “Berbahagialah Baginda. Tulisan ini adalah dua
kalimat syahadat,” kata lelaki itu. Adapun lelaki yang menuliskannya adalah Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam sendiri. Baginda Nabi telah menampakkan
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diri di Negeri Baginda.
Peristiwa ini dipercaya sebagai jejak sejarah asal-usul nama "Makassar", yakni
diambil dari nama "Akkasaraki Nabbiya", artinya Nabi menampakkan diri. Adapun
lelaki yang mendarat di pantai Tallo itu adalah Abdul Ma'mur Khatib Tunggal yang
dikenal sebagai Dato' ri Bandang, berasal dari Kota Tengah (Minangkabau, Sumatera
Barat). Baginda Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Manyonri KaraEng Katangka
setelah memeluk Agama Islam kemudian bergelar Sultan Abdullah Awaluddin
Awawul Islam KaraEng Tallo Tumenanga ri Agamana. Beliau adalah Raja pertama
yang memeluk agama Islam di dataran Sulawesi Selatan.
Lebih jauh, penyusuran asal nama "Makassar" dapat ditinjau dari beberapa segi,
yaitu:
1. Makna. Untuk menjadi manusia sempurna perlu "Ampakasaraki", yaitu
menjelmakan (menjasmanikan) apa yang terkandung dalam bathin itu diwujudkan
dengan perbuatan. "Mangkasarak" mewujudkan dirinya sebagai manusia
sempurna dengan ajaran TAO atau TAU (ilmu keyakinan bathin). Bukan seperti
yang dipahami sebagian orang bahwa "Mangkasarak" orang kasar yang mudah
tersinggung. Sebenarnya orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang
halus perasaannya.
2. Sejarah. Sumber-sumber Portugis pada permulaan abad ke-16 telah mencatat
nama "Makassar". Abad ke-16 "Makassar” sudah menjadi ibu kota Kerajaan
Gowa. Dan pada Abad itu pula, Makassar sebagai ibu kota sudah dikenal oleh
bangsa asing. Bahkan dalam syair ke-14 Nagarakertagama karangan Prapanca
(1365) nama Makassar telah tercantum.
3. Bahasa. Dari segi Etimologi (Daeng Ngewa, 1972:1-2), Makassar berasal dati
kata "Mangkasarak" yang terdiri atas dua morfem ikat "mang" dan morfem bebas
"kasarak". Morfem ikat "mang" mengandung arti: a). Memiliki sifat seperti yang
terkandung dalam kata dasarnya. b). Menjadi atau menjelmakan diri seperti yang
dinyatakan oleh kata dasarnya. Morfem bebas "kasarak" mengandung (arti: a).
Terang, nyata, jelas, tegas. b). Nampak dari penjelasan. c). Besar (lawan kecil atau
halus).
Jadi, kata "Mangkasarak" Mengandung arti memiliki sifat besar (mulia) dan
berterus terang (Jujur). Sebagai nama, orang yang memiliki sifat atau karakter
"Mangkasarak" berarti orang tersebut besar (mulia), berterus terang (Jujur).
Sebagaimana di bibir begitu pula di hati.
John A.F. Schut dalam buku "De Volken van Nederlandsch lndie" jilid I yang
beracara : De Makassaren en Boegineezen, menyatakan: "Angkuh bagaikan
gunung-gunungnya, megah bagaikan alamnya, yang sungaisungainya di daerah-
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daerah nan tinggi mengalir cepat, garang tak tertundukkan, terutama pada musim
hujan; air-air terjun tertumpah mendidih, membusa, bergelora, kerap menyala
hingga amarah yang tak memandang apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi sebagaimana
juga sungai, gunung nan garang berakhir tenang semakin ia mendekati pantai.
Demikian pulalah orang Bugis dan Makassar, dalam ketenangan dapat menerima
apa yang baik dan indah".
Dalam ungkapan "Akkana Mangkasarak", maksudnya berkata terus terang, meski
pahit, dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Dengan kata
"Mangkasarak" ini dapatlah dikenal bahwa kalau dia diperlakukan baik, ia lebih
baik. Kalau diperlakukan dengan halus, dia lebih halus, dan kalau dia dihormati,
maka dia akan lebih hormat.
FORMULIR PENGAJUAN
BANTUAN PENYELESAIAN STUDI (BPS-07)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2007
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(diisi dengan huruf kapital dan tidak boleh ada singkatan !!!)
File ini harus diisi dan dikirim ke email bantuandepag@yahoo.co.id dengan nama "BPS-07-Nama
Pemohon.xls" serta dicetak sebagai ringkasan yang dikirim bersama berkas permohonan.
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama
di Jakarta
Assalamu'alaikum wr.wb.
Yang bertandatangan dibawah ini:
A. DATA DIRI
Nama
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Agama
B. TEMPAT TUGAS
Nama PTAI
Status Perguruan Tinggi 1. Negeri 2. Swasta
Status Kepegawaian 1.PNS
2. Non-
PNS
N I P (jika sebagai PNS)
Tugas Utama 1. Dosen 2.Pegawai
Jika sebagai Dosen, sebutkan
Fakultas/Jurusan
Program Studi / Konsentrasi
Mata Kuliah yg diampu
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Jika sebagai PNS atau Dosen DPK,
PTAIN Tempat Tugas Utama
C. TEMPAT STUDI
Jenjang Pendidikan 1. S2 2. S3
Nama Perguruan Tinggi
Fakultas/Jurusan
Program Studi / Konsentrasi
Tahun Masuk
D. LATAR BELAKANGPENDIDIKAN
JENJANG NAMA PERGURUANTINGGI PRODI/KONSETRASI
TAHUN
LULUS IPK
S1
S2
E. BANTUAN
Bantuan yang diajukan 1. Penulisan Tesis 2. Penulisan Disertasi
Judul Tesis/Disertasi yang sedang ditulis/diselesaikan:
Nama Dosen Pembimbing Utama
Alasan Singkat Mengapa Anda Layak Mendapatkan Bantuan
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F. KELENGKAPAN BERKAS
1. Daftar RiwayatHidup
1. Ada 2. TidakAda
2. Copy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen
1. Ada 2. TidakAda
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
1. Ada 2. TidakAda
4. Surat Izin Belajar dari PTAI Tempat Tugas
1. Ada 2. TidakAda Tahun
5. Fotocopy Kartu Mahasiswa
1. Ada 2. TidakAda Tahun
6. Rekomendasi dari PTAI TempatTugas
1. Ada 2. TidakAda Tahun
7. Rekomendasi dari PT Tempat Studi
1. Ada 2. TidakAda Tahun
8. Surat Pernyataan Belum Menerima Bantuan dari Departemen Agama atau Sumber lain
1. Ada 2. TidakAda Tahun
9. Surat Pernyataan sedang menulis Tesis/Disertasi yang diketahui oleh Dosen
Pembimbing Utama 1. Ada 2. TidakAda Tahun
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10. Ringkasan Eksekutif dari Tesis/Disertasi yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Utama
1. Ada 2. TidakAda
11. Rencana jadwal penyelesaian tesis/disertasi yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Utama
1. Ada 2. TidakAda
12. Fotocopy Transkrip 1. Ada 2. TidakAda Tahun
Indek Prestasi
Bermaksud untuk mengajukan bantuan penyelesaian studi tahun 2007 sebagaimana yang tersebut
diatas.  Formulir ini juga dilengkapi dengan proposal sesuai dengan data yang telah saya rangkum.
Semoga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas usulan tersebut.
Segala yang saya tulis dalam formulir ini adalah benar adanya.  Apabila terdapat hal-hal yang tidak
benar dikemudian hari, saya bersedia menanggung akibatnya.
Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Yang Mengajukan,
0
FORMULIR PENGAJUAN
BANTUAN MAHASISWA BERPRESTASI (BMB-07)
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DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(diisi dengan huruf kapital dan tidak boleh ada singkatan !!!)
File ini harus diisi dan dikirim ke email bantuandepag@yahoo.co.id dengan nama "BMB-07-Nama
Pemohon.xls" serta dicetak sebagai ringkasan yang dikirim bersama berkas permohonan.
Kepada
Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama
di Jakarta
Assalamu'alaikum wr.wb.
Yang bertandatangan dibawah ini:
A. DATA DIRI
Nama
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Agama
B. TEMPAT STUDI
Nama PTAI
Status Perguruan Tinggi 1. Negeri 2. Swasta
Fakultas/Jurusan
Program Studi / Konsentrasi
Semester
Perkembangan Indek Prestasi Semester IP
I
II
III
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IV
V
VI
C. KELENGKAPAN BERKAS
1. Daftar RiwayatHidup
1. Ada 2. TidakAda
2. Copy Kartu Mahasiswa
1. Ada 2. TidakAda
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
1. Ada 2. TidakAda
4. Rekomendasi dari PTAI TempatBelajar
1. Ada 2. TidakAda Tahun
5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan dari Departemen Agama atau Sumber lain
1. Ada 2. TidakAda Tahun
6. Copy Transkrip
1. Ada 2. TidakAda
Bermaksud untuk mengajukan bantuan mahasiswa berprestasi tahun 2007 sebagaimana yang
tersebut diatas.  Formulir ini juga dilengkapi dengan proposal sesuai dengan data yang telah saya
rangkum. Semoga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas usulan tersebut.
Segala yang saya tulis dalam formulir ini adalah benar adanya.  Apabila terdapat hal-hal yang tidak
benar dikemudian hari, saya bersedia menanggung akibatnya.
Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
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Yang Mengajukan,
0
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
1. Kondisi Geografis dan Potensi Wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan1 yang beribukota di Makassar terletak
antara 00 12’-80 Lintang Selatan dan 1160 48’ -1220 36’ Bujur Timur,
yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan
Teluk Bone serta Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas
sebelah barat dan timur masing-masing adalah Selat Makassar dan
Laut Flores.2
Luas wilayah propinsi Sulawesi Selatan tercatat 45.574,48 km2
meliputi 22 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten Luwu Utara sebagai
kabupaten terluas dengan luas 14.788,96 km2 persegi atau luas
1Pembentukan pemerintahan awal di Sulawesi Selatan, menurut Epos La
Galigo, berpangkal pada hasil keputusan dari sepasang dewa terpenting yang
memerintah dunia atas (Boting Langi), yaitu Datuk Patoto’e dan Datuk Palinge’
dengan sepasang dewa yang memerintah dunia bawah (paratiwi) yaitu Guru ri
Selleng dan Sinau Toja. Penguasa dunia atas menurunkan putranya Batara Guru
(Tumanurung Pertama) bersama dayang-dayangnya dan penguasa dunia bawah
menaikkan seorang putrinya yaitu We Nyili Timo (Tu’tompo Pertama) yang
kemudian menjadi permaisuri Batara Guru. Lihat Mukhlis, “Landasan Kultural
Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar” dalam Dinamika Bugis Makassar (Cet. I; t.t.:
PT. Sinar Krida, 1986), h. 6-7. Lihat pula Mattulada, dalam “Latoa: Satu Lukisan
Analitik Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis”, Disertasi, Ujungpandang: t.t.,
t.th., h. 357-369; Leonard D. Andaya, The Heritage of Arung Palakka (The Hogue:
Martinus Nijhoff, 1981), h. 10-14; Gilbert Hamonic, Pengantar Studi Perbandingan
Kosmogoni Sulawesi Selatan, Dalam Citra Masyarakat Indonesia, Marcel Bonnef,
dkk. (peny.) (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),
h. 14.
2BPS Prop. Sulsel, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006 (Makassar: UD.
Areso Makassar, 2006), h. 1.
140
kabupaten tersebut merupakan 32,45% dari seluruh wilayah Sulawesi
Selatan.3
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survei Sosial dan
Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2006 berjumlah 7.520.204 jiwa
yang tersebar di 23 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar
1.186.445 jiwa mendiami kota Makassar.4 Sedang jumlah terbesar
penduduk adalah perempuan sebanyak 3.918.204 jiwa dan laki-laki
sebanyak 3.602.000 jiwa, yang berarti selisihnya 316.204 jiwa,
bertambah 105.191 jiwa dari Tahun 2005 yang selisihnya hanya 211.013
jiwa.
Tabel 1 : Luas Daerah menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
2006
Kode Wil. Kab./Kota Luas Prosentase terhadap luas
Sulsel
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
903,5
1.154,67
395,83
737,64
566,51
1.883,32
819,96
1619
1.112,29
1.174,71
4.559,00
1.359,44
2.506,20
1.883,25
1.961,77
1.766,01
1,98
2,53
0,87
1,62
1,24
4,13
1,80
3,55
2,44
2,58
10,00
2,98
5,50
4,13
4,30
3,87
3Ibid., h. 2.
4Ibid., h. 29.
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17.
18.
22.
25.
71.
72.
73.
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Makassar
Parepare
Palopo
2.901,63
3.205,77
14.788,96
-
175,77
99,33
-
6,37
7,03
32,45
-
0,39
0,22
-
Jumlah 45.574,48 100,00
Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
Keadaan sampai dengan bulan Juni 2006
No Kabupaten Jumlah Penduduk Total PendudukLaki-Laki Perempuan
1. Selayar 55.207 70.536 125.743
2. Bulukumba 176.287 196.172 372.459
3 Bantaeng 80.445 87.490 167.935
4 Jeneponto 114.539 123.281 237.820
5 Takalar 113.964 125.939 239.903
6 Gowa 273.610 286.878 560.488
7 Sinjai 105.324 114.381 219.705
8 Bone 314.154 341.624 655.778
9 Maros 144.373 147.902 292.275
10 Pangkep 137.277 284.300 421.577
11 Barru 75.357 80.405 155.762
12 Soppeng 107.005 119.423 226.428
13 Wajo 176.143 198.898 375.041
14 Sidrap 117.977 130.326 248.303
15 Pinrang 162.252 176.205 338.457
16 Enrekang 91.084 88.719 179.803
17 Luwu 220.353 172.645 392.998
18 Tana  Toraja 242.843 267.251 510.094
19 Luwu Utara 150.167 141.349 291.516
20 Luwu Timur 108.552 104.600 213.152
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21 Makassar 582.879 603.566 1.186.445
22 Parepare 52.208 56.314 108.522
23 Palopo - - -
Total 3.602.000 3.918.204 7.520.204
Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun
2006
Tabel 3 : Prosentase Penduduk berumur 10 Tahun ke Atas
menurut Kabupaten/kota dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di
Sulawesi Selatan Tahun 20055
5Data yang digunakan data Tahun 2005 karena data Tahun 2006 belum
lengkap.
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Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan
kecerdasan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Melalui
pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu
bangsa dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tujuan
pendidikan, yaitu mengubah sikap, pengetahuan dan perilaku peserta
didik sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat peran penting dan
strategisnya pendidikan tersebut, maka pendidikan menjadi tanggung
jawab kita bersama. 6
Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia
pendidikan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan berbagai
program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih
meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku
pendidikan.
Meski pendidikan merupakan indikator kesejahteraan yang
utama, namun secara mendasar pendidikan di Sulawesi Selatan
6BPS Jakarta, Profil Perempuan Indonesia 2002 (Jakarta: PT. Duta Tamaru
Sakti, 2002), h. 37.
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berkaitan dengan status sosial seseorang dalam masyarakat, selain
sebagai suatu sumber daya manusia. Daerah terbanyak penduduknya
yang berusia sepuluh tahun ke atas dan tidak/belum pernah sekolah
adalah Kabupaten Gowa sebanyak 92.973 jiwa (11,68%), Bone sebanyak
80.610 (10,13%) jiwa, Jeneponto sebanyak 66.964 (8,41%) jiwa, dan
Tana Toraja sebanyak 60.156 (7,56%) jiwa.
Secara umum tampak pada tabel 3, bahwa penduduk Sulawesi
Selatan yang memiliki tingkat pendidikan yang tamat tingkat Diploma 1
atau universitas mencapai 75.834 jiwa (64,77%) untuk daerah
Makassar, 8.121 jiwa (6,94%) daerah Bulukumba, selanjutnya Bone
sebanyak 4.128 jiwa (3,53%), dan Tana Toraja sebanyak 3.354 (2,86%).
Hal ini merupakan indikasi masih kurangnya perhatian pemerintah
terhadap perkembangan dunia pendidikan. Padahal, untuk dapat
menciptakan generasi pelanjut yang handal dan mumpuni, maka
pemerintah berkewajiban memfasilitasi dunia pendidikan sebagai
wadah pengembangan sumber daya manusia.
2. Kelompok dan Strata Sosial
Sistem lapisan dalam masyarakat dikenal dengan istilah social
stratification. Kata stratification berasal dari kata statum (jamaknya
strata) yang berarti lapisan.
Patirim A. Sorikin mengemukakan bahwa :
‘Staratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau hirarkis. Perwujudannyaadalah kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah,
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sedangkan dasar dari lapisan masyarakat adalah keseimbangandalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggungjawab serta nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.’7
Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai kelompok sosial
baik kelompok agama maupun kelompok etnis, dengan bahasa serta
dialek yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini dapat dibagi
menjadi tiga kelompok etnis yaitu kelompok etnis asli dengan unsur
etnis yang dapat dibagi empat etnis berdasarkan wilayah dan
penggunaan bahasa, yaitu etnis Makassar, etnis Bugis, dan etnis
Toraja. Sementara kelompok etnis lainnya adalah yang berasal dari
luar Sulawesi Selatan yang bermukim di Propinsi Sulawesi Selatan serta
kelompok etnis keturunan Tionghoa atau warga negara asing lainnya.
Berdasarkan luas wilayah dan cakupan penduduknya, maka
kelompok etnis asli yang terbesar berasal dari etnis Bugis, selanjutnya
adalah etnis Makassar lalu etnis Toraja. Kelompok etnis Bugis
mencapai sekitar 52%, etnis Makassar sekitar 25%, dan etnis Toraja
10%.8
Pelapisan masyarakat secara tradisional dalam masyarakat
Bugis-Makassar tersusun atas dua lapisan utama, dan satu lapisan
jadian, yaitu :
1). Arung-Ana’ Arung, yaitu raja dan para bangsawan kerabatnya.
2).Maradeka To Deceng, yaitu orang merdeka, orang baik-baik.
7Patirim A. Sorikin, A. Contemporary Sociological Theories (New York:
Harper and Row, 1982), h. 23.
8Matullada dalam Ahyar Anwar, Partisipasi Politik Dalam Tatanan Politik
Baru (Studi Tentang Partisipasi Politik di Sulawesi Selatan) (Ujungpandang: PPS
UNHAS, 1999), h. 92.
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3). Ata’9, yaitu budak, satu lapisan jadian (sekelompok orang yang tidak
merdeka).10
Menurut Fredericy –sebagaimana dikutip Mattulada, bahwa
lapisan-lapisan masyarakat Sulawesi Selatan pada hakekatnya ada dua
lapisan saja, yaitu lapisan Ana’ Arung dan Maradeka. Adapun ata’,
hanya merupakan lapisan sekunder, yang terjadi mengikuti
pertumbuhan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan Sulawesi
Selatan.11
9Mereka dijadikan budak karena kalah perang, menjual diri, dan lain
sebagainya. Sebagai lapisan jadian, ata’ sama sekali tidak fungsional baik secara
politis, maupun ekonomis. Oleh karena itu, lapisan ata’ ini dapat dikatakan bukan
lapisan masyarakat. Ia hanya sekelompok kecil orang yang pernah ada yang terjadi
karena kehilangan martabat dan siri’nya. Lihat Mattulada, “Kebudayaan Tradisional:
Sekelumit tentang Sulawesi Selatan”, dalam Masyarakat dan Kebudayaan:
Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan (t.t: Djambatan, t.th.), h.
391. Namun sejak tahun  1906, apa yang disebut ata’ secara resmi dihapuskan dan
peranan Ana’Arung semakin menjadi kurang penting, maka perbedaan antara
lapisan masyarakat Ana’ Arung dan Maradeka dalam kehidupan masyarakat
menjadi berkurang pula. Kawin mawin antara Ana’ Arung dan Maradeka, lambat
laun meniadakan batas-batas pelapisan Ana’ Arung dan Maradeka, menuju satu
lapisan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan zaman. Lihat Mattulada, “Latoa…”,
op. cit., h. 37.
10Lihat ibid., h. 31 dan Mattulada, “Kebudayaan...”, loc. cit. Pelapisan
masyarakat ini tidak lagi berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat
Sulawesi Selatan.
11Dalam mencari latar belakang terjadinya pelapisan masyarakat, Friedericy –
sebagaimana dikutip Mattulada- menganalisa asal-usul dan hubungan-hubungan
kekerabatan dalam tokoh-tokoh yang memegang peranan dalam Epos Galigo.
Berdasar analisa tersebut, beliau menarik kesimpulan bahwa orang Bugis Makassar,
hidup dalam suatu masyarakat yang mempunyai bangunan strukturil sebagai berikut
: (1). Masyarakat orang Bugis-Makassar, terdiri dari dua golongan yang bersifat
eksogam. (2). Pertalian kekerabatan dalam dua golongan itu, dihitung menurut
prinsip keturunan matrilineal, namun perkawinan bersifat patrilokal. (3). Hubungan
antara kedua golongan, berdasarkan anggapan, bahwa golongan satu lebih tinggi
daripada golongan yang lain, karena golongan pertama berasal dari langit dan
golongan kedua berasal dari dunia bawah. (4). Semua gejala alam, tumbuh-
tumbuhan, binatang, dan sebagainya diklasifikasi ke dalam pengertian baik dan
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Golongan fungsional yang terbentuk bersamaan dengan
perkembangan masyarakat, ialah :12
1). To-Mapparenta, yaitu orang-orang yang duduk dalam
pemerintahan formal dalam politik.
2). To-Acca Panrita Sulesana, yaitu orang-orang pandai pemimpin
keagamaan, cendekiawan yang bijaksana.
3). To-Sugi Mapanre na Saniasa, yaitu orang-orang kaya atau
usahawan yang trampil dan cekatan.
4). To-Warani Mapata’e, yaitu orang-orang pemberani atau pahlawan
yang selalu waspada.
Sebelum kedatangan To Manurung13, dalam masyarakat
Sulawesi Selatan terutama pada orang Bugis Makassar belum dijumpai
buruk, yang masing-masing merupakan aspek langit dan aspek dunia bawah.
Kepercayaan orang Bugis Makassar tentang kedua golongan tersebut menyebabkan
pelapisan masyarakat tersusun dalam dua lapisan utama. Lihat Mattulada, “Latoa”,
ibid., h. 31-32.
12Lihat ibid.
13Tokoh To Manurung,  cara kedatangannya digambarkan oleh Lontara-
Lontara sebagai sesuatu yang luar biasa. Sesudah itu disusunlah silsilah yang
mempertalikannya dengan masa silam yang jauh di zaman Galigo. Gowa
mempertalikan To Manurungnya dengan Karaeng Bayo dan laki-laki Padada, tokoh-
tokoh dalam mitologi Tana Toraja. Wajo mempertalikan silsilah raja-rajanya dengan
raja-raja dari tiga buah negeri asal tana Wajoyang menurun dari raja-raja Luwu yang
berasal dari Sawerigading. Bone pun mencari pertautan dengan epos Galigo di tana
Luwu. Hal seperti itu dimaksudkan agar memperoleh kepemimpinan yang
kharismatik di mata rakyat.
To Manurung di Gowa, To Manurung ri Matajang, yang bergelar
Matasilompo’E  di Bone, To Manurung di Soppeng yang menjelma di Sekkanyili’
bernama La Temmalala’, dan To Manurung di tempat-tempat lain diceritakan dalam
lontara Attoriolong, yang melukiskan silsilah raja-raja bersangkutan. Pada periode
Lontara, hubungan-hubungan negara-negara Bugis dengan luar lingkungannya
sudah mulai terbuka, sehingga terjadi asimilasi kebudayaan. Mula-mula kebudayaan
Cina, kemudian agama Islam sekitar abad ke-XVI dan kebudayaan Belanda telah
membawa pengaruh yang besar terhadap pandangan hidup dan watak orang Bugis.
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adanya pelapisan masyarakat. Kelompok masyarakat pada masa
tersebut dipimpin oleh ketua-ketua dari keluarga yang paling tua.
Sementara dalam masyarakat Toraja, tingkatan kastanya
dinamakan Tana’. Tingkatannya adalah Tana’ Bulaan (kasta
bangsawan tertinggi), Tana’ Bassi (kasta bangsawan menengah), Tana’
Karurung (kasta bangsawan merdeka), dan Tana’ Kua-Kua (kasta
hamba sahaya).14
Dinamika kehidupan penduduk Sulawesi Selatan sangat
dipengaruhi oleh budaya kelompok etnis Bugis Makassar. Etnis Bugis
sebagai etnis asli terbesar di Sulawesi Selatan dapat didefenisikan
wilayah kabupaten yang dominan didiami pada kabupaten Bone,
Soppeng, Luwu, Sidrap, Pangkep, Pinrang, Sinjai, Enrekang, kotamadya
Pare-Pare.
Sedang etnis Makassar mendiami wilayah-wilayah kabupaten
Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, dan Gowa.
Sementara etnis Toraja mendiami hanya pada kabupaten Tana Toraja.
Khusus kota Makassar secara geografis berada pada wilayah etnis
Makassar, namun kapasitas etnis yang beragam dimana semua etnis
asli Sulawesi Selatan terdapat di kota Makassar. Mengingat etnis Bugis
yang dominan, maka kota Makassar dihuni secara berimbang antara
Sistem kepemimpinan kharismatik Periode Galigo mulai ditinggalkan, menuju satu
model kepeminpinan yang menempatkan manusia biasa sebagai pemegang peranan
yang lebih penting. Lihat ibid., h. 381.
14Lihat dalam Marrang Paranoan dan Yohana Muis, Profil Perempuan Toraja
(t.t: t.p., 1994), h. 34.
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etnis Bugis dan etnis Makassar, dan etnis lainnya termasuk dari luar
Sulawesi Selatan ataupun masyarakat keturunan Tinghoa.
Di Sulawesi Selatan, suatu kelompok etnik memiliki keterkaitan
dengan kelompok agama tertentu, meskipun secara umum tidak
terdapat satu kabupaten pun yang secara absolut hanya dihuni oleh
satu kelompok agama.
Kelompok etnik Bugis-Makassar mayoritas penduduknya memeluk
agama Islam, sedangkan untuk etnis Toraja mayoritas penduduknya
menganut agama Protestan dan Khatolik. Adapun agama Hindu dan
Buddha dianut oleh masyarakat etnik keturunan Cina, sementara
kelompok etnik dari luar Sulawesi Selatan lainnya menganut agama
yang beragam, namun masih dominan beragama Islam.
Tabel 4 : Jumlah penduduk menurut pemeluk agama pada
kabupaten/kotamadya di Sulawesi Selatan, tahun 2006
Kode
Wil
Kab/Kota Islam Kristen Khatolik Hindu Budha Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Selayar
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
Takalar
Gowa
Sinjai
Maros
106.877
375.187
166.688
270.882
242.717
541.054
217.475
286.720
1.483
473
341
140
226
2427
146
1.736
409
214
196
15
-
1.349
-
829
185
21
17
-
35
148
9
38
-
212
42
-
17
265
16
7
108.954
376.107
167.284
271.037
242.995
545.243
217.646
289.330
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
22.
25.
71.
72.
73.
Pangkep
Barru
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Pinrang
Enrekang
Luwu
Tana Toraja
Luwu Utara
Luwu Timur
Makassar
Parepare
Palopo
288.107
157.020
708.563
233.814
365.878
226.391
324.871
179.764
283.950
34.967
231.484
205.408
1.095.448
100.459
106.542
736
226
447
715
1.041
277
5.586
719
43.527
288.155
3.015
14.334
45.948
9.252
16.787
432
123
393
214
156
113
2.875
473
5.954
93.737
34.670
3.666
40.780
5.756
2.282
10
-
180
-
1.462
21.680
756
15
28
19.161
9.984
5.193
6.108
2.270
49
22
5
159
-
-
18
-
-
7
-
-
131
10.382
1.805
74
289.307
157.374
709.742
234.743
368.537
248.479
34.088
180.971
333.466
436.020
279.153
228.732
1.198.666
119.542
125.734
Jumlah 6.750.266 437.737 194.636 67.349 13.162 7.463.150
Sumber : Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, 2006
Jumlah kelompok agama yang dianut oleh penduduk pada tahun
2006 sebagaimana dalam tabel 5, agama Islam mencapai 6.750.266
jiwa atau 90,45% dari keseluruhan jumlah pemeluk agama di Sulawesi
Selatan. Sedangkan agama Kristen Protestan sebanyak 437.737 atau
sebesar 5,87%, penganut agama Kristen Khatolik jauh lebih kecil yaitu
sebesar 194.636 atau hanya 2,61% dari keseluruhan jumlah pemeluk
agama di Sulawesi Selatan. Kelompok agama Hindu dan Buddha
masing-masing sebesar 67.349 jiwa dan 13.162 jiwa atau hanya 0,90%
dan 0,18% dari jumlah pemeluk agama di Sulawesi Selatan. Dari data
tabel 4 di atas terdapat 57.054 jiwa penduduk yang belum terdata.
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Sementara strata sosial masyarakat Sulawesi Selatan dapat
dideskripsikan antara lain dalam konteks pekerjaan15 dan tingkat
pendidikan.
Tabel 5 : Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja selama
seminggu yang lalu menurut kabupaten/kota dan lapangan usaha
utama
di Sulawesi Selatan 200516
15Sesuai dengan kodratnya, orang Bugis Makassar yang hidup di Jazirah
Selatan pulau Sulawesi, memiliki keadaan alam yang potensial yang memberikan
kehidupan kepada penduduknya dari dua sumber, yaitu dari lahan pertanian dan
dari perairan pantai lautan dan danau. Kodrat alamiah ini membawa orang Bugis-
Makassar kepada mata pencaharian hidup menjadi pallaong ruma (petani) yang
telaten, dan pallopi-pakkaja (pelaut atau nelayan) yang cekatan. Kedua mata
pencaharian hidup pokok ini, membawa keperluan adanya mata pencaharian hidup
dari jasa, yang menghubungkan keduanya untuk berkembang, yaitu mata
pencaharian “jasa perantara” yang disebut pa’dangkang (pedagang atau saudagar).
Lihat Mattulada, op. cit., h. 390,  lihat pula Rahman Rahim, “Nilai-Nilai Utama
Kebudayaan Bugis Dalam La Galigo”, Disertasi (Ujungpandang: PPS UNHAS, 1984),
h. 23-429.
16Data yang digunakan data Tahun 2005 karena data Tahun 2006 belum
lengkap.
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Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa sektor pertanian17,
kehutanan, perburuan dan perikanan masih merupakan lapangan
pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja yang
khususnya bagi kelas menengah ke bawah. Pada tahun 2005, sebanyak
1.362.214 yang berarti lebih dari separuh atau sekitar 51,25% angkatan
kerja yang bekerja di sektor ini. Profesi atau lapangan pekerjaan kedua
17Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil pangan terbesar di Kawasan
Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasonal mengukuhkan posisi
Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Produksi
padi Sulsel tahun 2004 sebesar 3.229.912 ton yang dipanen dari areal seluas 704.775
ha atau rata-rata 4,58 ton per hektar yang berarti turun sekitar 1,24 persen
dibandingkan dengan tahun 2003, yang menghasilkan 4.003.078 ton padi dengan
luas panen 847.305 ha dengan rata-rata produksi 4,72 ton per hektar. Lihat BPS, op.
cit., h. 46.
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adalah sebagai pedagang besar, pedagang eceran, rumah makan dan
hotel yang jumlahnya sekitar 457.135 atau sekitar 17,19%. Sedang pada
urutan ketiga adalah jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan
berjumlah 356.793 (13,42%) dan keempat adalah industri pengolahan
yaitu sebanyak 169.437 atau sekitar 6,37%, dan yang paling sedikit
adalah sektor lain-lain yaitu sebanyak 4.777 atau sekitar 0,17%.
3. Sekilas tentang DPRD Sulawesi Selatan18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga para
wakil rakyat menyuarakan suara dan kepentingan masyarakat banyak.
Sebagai sebuah lembaga wakil rakyat, DPRD Sulawesi Selatan memiliki
visi dan misi. Adapun visi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan adalah :
"Terwujudnya Anggota DPRD yang professional untuk menjadikanProvinsi Sulawesi Selatan yang maju dan terkemuka."
Misi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan adalah:
1. Mewujudkan DPRD yang peka, tanggap, kritis dan responsive serta
berwawasan luas.
2. Mewujudkan produktivitas SDM Sekretariat DPRD yang berorientasi
pada profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Mewujudkan pengawasan DPRD dari hulu hingga hilir, hidup aktif,
terpercaya, objektif dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan DPRD yang handal dan kafabel.
5. Mewujudkan DPRD yang dinamis, proaktif dan komunikatif.
18Seluruh data tentang DPRD Sulawesi Selatan diperoleh dari data Sekretaris
DPRD Sulawesi Selatan, Tanggal 15 Maret 2007 dan http.//www.dprdsulsel.go.id.
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6. Mewujudkan sinergi DPRD yang kokoh berdaya nalar tinggi, jujur
dan accountable.
7. Mewujudkan harmonisasi dalam lingkup DPRD untuk mendorong
sinergitas DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta dengan
jajaran pemerintah provinsi beserta instansi lainnya.
Di samping visi dan misi tersebut, DPRD Propinsi Sulawesi
Selatan juga mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban anggota dewan
adalah :
1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan
Republik Indonesia
2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
mentaati segala peraturan perundang-undangan
3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan
demokrasi ekonomi
5. Memperjuangkan dan membela kepentingan daerah
6. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan
dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut
penyelesaiannya
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan
mempunyai hak sebagai berikut :
1. Meminta pertanggungjawaban gubernur, meliputi :
 Pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran
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 Pertanggungjawaban akhir masa Jabatan
 Pertanggungjawaban karena hal tertentu.
2. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah
3. Mengadakan penyelidikan
4. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah
5. Mengajukan pernyataan pendapat
6. Mengajukan rancangan peraturan daerah
7. Menentukan anggaran belanja DPRD
8. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD
Adapun kedudukan, tugas dan wewenang DPRD propinsi
Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. DPRD sebagai badan legislatif daerah, berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra dari pemerintah daerah.
2. DPRD terdiri atas anggota partai politik hasil pemilu serta
anggota TNI dan polri yang diangkat.
3. Dewan terdiri atas alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi
4. Dewan mempunyai tugas dan wewenang :
 Memilih gubernur kepala daerah dan wakil gubernur kepala
daerah;
 Memilih anggota majelis permusyawaratan rakyat utusan
daerah;
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
dan wakil gubernur
 Memilih anggota dewan pertimbangan otonomi daerah.
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 Bersama dengan gubernur membentuk peraturan daerah;
 Bersama dengan gubernur menetapkan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
 Melaksanakan pengawasan terhadap :
- Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lain;
- Pelaksanaan keputusan gubernur
- Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Kebijakan pemerintah daerah;
- Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah; dan
- Pelaksanaan perusahaan-perusahaan milik daerah dan
perusahaan-perusahaan milik negara di daerah.
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah.
 Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan
masyarakat.
 Memberikan persetujuan atas usul gubernur tentang
pembentukan, pemekaran, penghapusan, penggabungan
daerah dan kabupaten/kota.
 Memberikan persetujuan terhadap perubahan status hukum
inventaris daerah.
DPRD Propinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa perangkat :
1. Fraksi-fraksi terdiri atas :
157
a. Fraksi Partai Golkar
b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
c. Fraksi Partai Amanat Nasional
d. Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan
e. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
f. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
g. Fraksi Gabungan19
2. Komisi, terdiri dari 5 komisi :
a. Komisi A (Bidang Pemerintahan)
b. Komisi B (Bidang Perekonomian)
c. Komisi C (Bidang Keuangan)
d. Komisi D (Bidang Pembangunan)
e. Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
3. Badan Kehormatan DPRD20
4. Panitia Anggaran21
19Fraksi ini terdiri dari beberapa utusan partai-partai kecil.
20Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam
Keputusan Pimpinan DPRD. Tugas Dewan Kehormatan adalah : (1) Mengamati,
mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga
martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; (2) Meneliti dugaan
pelanggaran yang di lakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-
undangan, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD; (3) Melakukan penyelidikan verifikasi,
dan pengambilan keputusan atasan pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan
atau pemilih; (4) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan
merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antar waktu sesuai
peraturan perundang-undangan; (5) Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan
DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang
dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau
pemilih.
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5. Panitia Musyawarah DPRD Prop. Sulawesi Selatan22
6. Panitia Khusus DPRD Propinsi Sulawesi Selatan :
a. Pansus I DPRD Propinsi Sulawesi Selatan23
b. Pansus II DPRD Propinsi Sulawesi Selatan24
c. Pansus III DPRD Propinsi Sulawesi Selatan25
21Panitia Anggaran mempunyai tugas : (1) Memberikan saran dan pendapat
kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan
APBN dan perubahannya. (2) Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD
mengenai Nota Keuangan, Rancangan, Perubahan dan Perhitungan APBD yang
tetah disampaikan oleh Gubemur. (3) Panitia Anggaran memberikan saran
pertimbangan anggota DPRD dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh
Sekretariat DPRD.
Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Anggota Panitia
Anggaran terdiri atas wakil dan setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah
anggota dan Wakil dari setiap Komisi. Ketua dan wakil ketua-wakil ketua DPRD
karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua-wakil ketua Panitia Anggaran
merangkap anggota.
22Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia
Musyawarah terdiri atas wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah
anggotanya dan wakil dari setiap Komisi. Panitia Musyawarah mempunyai tugas : (1)
Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan
program kerja DPRD dan pelaksanaannya. baik atas permintaan Pimpinan DPRD
maupun tidak. (2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPR dan
memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat. (3)
Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala
pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Bermusyawarah dengan
Gubemur mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta
pelaksanaannya apabila dianggap pertu oleh DPRD atau oleh Gubemur.
23Pansus I DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertugas membahas tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Toraja Utara dan Pemisahan Asset Pemerintah
Provinsi Sulsel di Barombong.
24Pansus II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertugas membahas tentang
Rancangan Perda tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro,
Usaha kecil dan Usaha Menengah dalam Wilayah Provinsi Sulsel.
25Pansus III DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertugas membahas tentang
Enam (6) Rancangan Perda Provinsi Sulsel dan Surat Gubernur Sulsel Nomor
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d. Pansus IV DPRD Propinsi Sulawesi Selatan26
e. Pansus V DPRD Propinsi Sulawesi Selatan27
DPRD Kota Parepare memiliki 3 komisi, yakni Komisi A
menangani bidang Pemerintahan28, Komisi B menangani bidang
Kesejahteraan Rakyat29, dan Komisi C menangani bidang
pembangunan, keuangan, dan perekonomian30.
Demikian visi, misi, tanggung jawab yang diemban oleh para
wakil rakyat di lembaga parlemen. Visi, misi, dan tugas serta wewenang
yang demikian banyak dan mulianya, diharapkan tidak hanya indah
539/6069/Set tanggal 6 Desember 2005 Perihal Penempatan Modal Pemda pada
Perusahaan Daerah
26Pansus IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertuas membahas tentang
Gerakan Pembelajaran Al-Qur’an (GPQ) di Sulsel.
27Pansus V DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertugas menyusun tata tertib
Badan Kehormatan DPRD Prop Sulsel.
28Komisi A bidang Pemerintahan meliputi : 1. Pemerintahan, 2. Ketertiban,
3. Kependudukan, 4. Penerangan/Pers, 5. Hukum dan Perundang-undangan,
6. Kepegawaian/Aparatur, 7. Perizinan, 8. Sosial Politik, 9. Organisasi Masyarakat,
10. Pertanian.
29Komisi B bidang Kesejahteraan rakyat meliputi : 1. Pertanian, 2. Kehutanan
dan Kelautan, 3. Pengadaan Pangan, 4. Logistik, 5. Pariwisata, 6. Seni dan Budaya,
7. Pendidikan, 8. Kesehatan, 9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 10. Agama dan
Kebudayaan, 11. Kepemudaan dan Olahraga, 12. Keluarga Berencana, 13. Kesehatan,
14. Peranan Wanita.
30Komisi C bidang pembangunan, keuangan dan perekonomian meliputi :
1. Pekerjaan Umum, 2. Tata Kota, 3. Pertamanan, 4. Kebersihan, 5. Perhubungan,
6. Pertambangan dan Energi, 7. Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup,
8. Keuangan Daerah, 9. Perpajakan, 10. Perbankan, 11. Retribusi, 12. Perusahaan
Daerah, 13. Perusahaan Patungan, 14. Dunia Usaha, 15. Penanaman Modal,
16. Ketenagakerjaan dan Sosial, 17. Transmigrasi, 18. Perdagangan,
19. Perindustrian, 20. Koperasi.
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dalam tulisan tetapi lebih indah dalam praktek. Sehingga, label sebagai
wakil rakyat betul-betul terimplementasikan.
4. Perempuan dalam Budaya Sulawesi Selatan
Dalam perspektif sosial budaya Sulawesi Selatan, ada tiga nilai
tentang perempuan yang merupakan norma dalam masyarakat, yaitu
(1)Perempuan sebagai indo ana, yaitu ibu yang bertugas memelihara
anak. (2) Perempuan sebagai Pattaro Pappole Asalewangeng, yaitu
peran perempuan sebagai penyimpan dan pemelihara rejeki yang
diperoleh suami, dan (3) Perempuan sebagai Repo’ Riatutui Siri’na ,
yaitu peran sebagai penjaga rasa malu dan kehormatan keluarga. 31
Ketiga nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan
dengan segala unsur yang dimilikinya pada masa lalu, hanya
berkewajiban memelihara anak, menyelenggarakan urusan rumah
tangga, dan memelihara harkat dan martabat keluarga. Nilai tersebut
sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan kondisi perempuan di
belahan bumi manapun.32
Ketiga nilai ini mengisyaratkan sejumlah ketetapan yang harus
dijalani seorang perempuan Sulawesi Selatan, untuk bisa dikatakan
perempuan yang ideal. Pola hubungan orang tua anak yang berjalan
31Barlihanti Hasan, “Dinamika Eksistensi Perempuan: Tinjauan Historis dan
Sosial Kultural Gerakan Perempuan di Sulawesi Selatan”, dalam A. Nur Fitri
Balasong dan Hasmawati Hamdi (Peny.), Perempuan Untuk Perempuan : Sketsa
Pemikiran Perempuan Untuk Pemberdayaan Potensi Perempuan di Sulawesi
Selatan (Makassar: toACCAe Publishing, 2006), h. 25-26.
32Ibid.
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secara alami, begitu pula penyelenggaraan urusan rumah tangga
dikelola secara sederhana. Apabila ada perempuan yang turut serta
mencari nafkah dan sering bersentuhan dengan dunia publik, maka
lelaki dan seluruh keluarga akan malu dan jatuh martabatnya.
Hal ini mengakibatkan perempuan dimasa tersebut memiliki
ketergantungan yang sangat tinggi kepada suami dan orang tua dari
garis keturunan laki-laki. Hal yang lebih parah adalah berkembangnya
pemahaman bahwa keputusan yang dilahirkan oleh seorang perempuan
tidak bisa dijadikan sebagai hal yang prinsipil yang memiliki nilai
kontributif tinggi. Singkatnya perempuan tidak bisa menempati posisi
sebagai decision maker dalam sebuah komunitas dan permasalahan.
Itulah sebabnya perempuan dalam budaya Bugis-Makassar
mempunyai banyak pantangan untuk dilakukan atau dikerjakan, atau
lebih dikenal dengan istilah Pemmali (Bugis) atau Kasipalli
(Makassar).33
Pemmali atau kasipalli adalah sepadan dengan pengertian
larangan atau pantangan untuk berbuat atau mengatakan sesuatu. Jika
hal yang dianggap tabu itu tidak dihiraukan, maka yang melanggar
33Beberapa hal yang dianggap pemmali bagi perempuan Bugis-Makassar,
antara lain : (1). Tidak boleh sendiri, baik di rumah terlebih-lebih kalau bepergian,
(2). Tidak boleh mengadakan pertemuan dan pembicaraan hanya berduaan dengan
laki-laki, (3) Tidak boleh terlalu keras memperdengarkan suara atau ketawanya, (4).
Di larang menyanyi di depan dapur (makkelong riolona dapurenge), akan
mendapatkan jodoh lelaki tua, (5) Di larang duduk di tangga atau di depan pintu
(Tudang riadenenge atau riolona sumpange), (6) Di larang makan kerak nasi, susah
mendapat jodoh (7) Di larang makan pisang Ambon dan nenas, (8). Tidak boleh
tidur telentang (matinro monrang-monrang). Lihat Halilintar Lathief,
“Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan (Suatu Kajian Antropologi Budaya)”,
Disertasi (Makassar: PPS UNHAS, 2005),h. 328-329.
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larangan itu dengan sendirinya mendapat abala’ (malapetaka), ampa-
amparangeng (teguran dari makhluk halus), atau ricalla (dihukum
oleh makhluk halus). Bagi yang mengerti dan memperlakukan tabu itu
secara semestinya, tabu itu memberikan berkah dan keuntungan.34
Hampir seluruh aktifitas  kehidupan orang Bugis-Makassar
dipenuhi dengan pemmali atau kasipalli. Larangan atau pantangan itu
tidak hanya berlaku dalam bertutur kata dan bertingkah laku saja,
tetapi juga dalam hal makanan maupun dalam pekerjaan-pekerjaan
tertentu. Pemmali atau kasipalli juga tidak hanya terdapat pada
manusia, tetapi juga dapat terikat pada benda dan binatang-binatang.35
Pemmali atau kasipalli mengucapkan kata-kata tertentu pada tempat
dan waktu tertentu.36
Mengenai gender dalam kebudayaan di Sulawesi Selatan, ketiga
etnis asli (Bugis, Makassar, dan Toraja) tersebut mempunyai sejarah
dan konsep masing-masing yang berbeda menurut tempat dan waktu
34Lihat ibid., h. 322.
35Salah satu pemmali yang ditaati sampai sekarang adalah tabu
mengeluarkan padi dari lumbungnya atau menurunkan padi dari rakkeang
(langkayan) di waktu malam. Saat malam hari padi diyakini sedang beristirahat dan
melakukan pemujaan untuk keselamatan bagi manusia yang memperlakukannya
dengan baik. Ibid., h. 322.
36Misalnya, ketika berlayar atau sedang menanam padi pemmali mengatakan
kata-kata seperti “api”, “tidak ada”, dan sebagainya. Untuk kata-kata itu diadakanlah
kata-kata pengganti yang khususnya berlaku dalam pelayaran, seperti tambora
untuk api, masempo untuk tidak ada, dulu’-dulu’ untuk batu dan sebagainya.
Makhluk halus secara umum disebut sebagai anumakkuwae atau alena. Lihat ibid.,
h. 323.
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serta golongan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh perubahan
kondisi kehidupan yang beragam dan kompleks.
Menurut sejarah kebudayaan Bugis-Makassar, terdapat suatu
pandangan hidup yang menentukan “kewajiban asasi” bagi laki-laki dan
perempuan Bugis-Makassar yang memberikan kepada mereka hak-hak
tertentu dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan
kebudayaan Bugis-Makassar.
Anak-anak yang lahir dalam rumah tangga Bugis-Makassar
diperlakukan sama. Perbedaan-perbedaan dalam perlakuan terdapat
dalam pemberian peranan yang bertolak dari kewajiban asasi dan
penyesuaian terhadap kodrat alam-fisik masing-masing. Perbedaan-
perbedaan bukannya menunjukkan perbedaan kualitatif antara laki-laki
dan perempuan melainkan perbedaan yang lebih bersifat fungsional
dan kodrati.
Dalam bidang politik, kedudukan perempuan terdapat sedikit
perbedaan dalam sejarah kebudayaan antara Bone dan Gowa
(sebagai representasi politik Makassar). Di Gowa tidak diperkenankan
perempuan menjadi Somba (Raja) ri Gowa; demikian juga tak
dibenarkan untuk menjadi gallarang, hakim, dan kadhi. Raja pertama
Tumanurung ri Gowa adalah seorang perempuan sebagai kekecualian;
sesudah itu tidak pernah lagi ada perempuan yang dijadikan Tu-
Nisomba ri Gowa. Di Bone perempuan dapat menjadi Arumpone. Bone
sepanjang sejarahnya mencatat tujuh kali mendudukkan raja
perempuan di atas tahta kerajaan. Namun demikian dalam
164
“pangngadereng”37, perempuan dipandang lebih banyak memiliki
kelemahan dari pada laki-laki, baik kelemahan fisik maupun kelemahan
mental. Seperti yang disebut dalam lontara Latoa bahwa dalam
permusyawaratan, perempuan dapat diikutsertakan, akan tetapi
pendapat atau buah pikirannya tidak dapat di jadikan sesuatu yang
prinsipil, hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap.38
Di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, kaum perempuan
dan laki-laki Bugis-Makassar memiliki kesempatan yang sama;
pembatasannya hanya pada kemampuan fisik. Dalam perdagangan
kelihatannya semenjak dahulu kaum perempuan memiliki kesempatan
bersaing yang sangat kuat. Dalam masyarakat Bugis-Makassar baik
laki-laki maupun perempuan sudah berjuang bersama-sama, bahu
membahu untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia sejak
dahulu.
37Pangaderreng (Bugis), atau Pangadakkang (Makassar) dalam makna
penataan kehidupan memiliki lima aspek, yaitu : (1), Ade’, yaitu aturan prilaku
dalam masyarakat. Ia berupa kaidah-kaidah  kehidupan yang mengikat semua warga
persekutuan. Lembaga yang menjalankan aturan itu pun disebut Ade’, (2) Bicara,
yaitu aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil atau benar, dan
sebaliknya curang atau salah, (3)Wari’, yaitu aturan ketatalaksanaan yang mengatur
segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran dalam hubungan kekerabatan dan
silsilah, (4) Rapang, yaitu aturan yang menempatkan kejadian atau ihwal masa lalu
sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan
masa kini, (5) Sara’, yaitu aturan atau hukum syari’at (Islam). Aspek ini dimasukkan
menjadi bahagian dari pangaderreng, setelah Islam diterima sebagai agama resmi
dan umum dalam masyarakat Bugis Makassar. Lihat Mattulada, “Kebudayaan
Tradisional…”, op. cit., h. 392. Lihat pula Mukhlis, op. cit., h. 17.
38Sebagaimana diungkap oleh Mattulada, “Latoa…”, op. cit., h. 409, dan
dalam Lontara Latoa, h. 56.
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Pada etnik Toraja, perempuan dan laki-laki sejak dahulu kala tidak
dibedakan. Namun secara umum pekerjaan yang memerlukan kekuatan
otot kebanyakan dikerjakan oleh kaum laki-laki, tetapi tidak menutupi
kesempatan bagi kaum perempuan. Pekerjaan yang memerlukan
pemikiran, kebijaksanaan seperti pemerintahan, pemangku adat,
pelaksana aluk, hal itupun dapat dikerjakan oleh laki-laki dan
perempuan secara bersama-sama. Semua tokoh Toraja mengatakan
bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki sama-sama memegang
jabatan Aluk atau jabatan adat dan diangkat dari golongan “Tana’
Bulaan”. Tapi bagi pejabat perempuan memerlukan kriteria khusus,
seperti berasal dari Tana’ Bulaan, pintar, bijaksana, berwibawa, kaya
dan yang terpenting sebagai perempuan dia harus diteladani dari segi
moral : “Dipattoro Indo” artinya dihormati dan diteladani sebagai
Sindo’ (gelar kepemimpinan bagi perempuan); Siambe’(gelar
kepemimpinan bagi laki-laki).39
Struktur keluarga sangat dominan di dalam kesamaan derajat
antara laki-laki dan perempuan, terlihat secara jelas di dalam
kekerabatan bilateral atau kekerabatan kognatif, demikian pula halnya
adat menetap setelah kawin, mereka dapat memilih matrilokal,
39Peranan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam budaya Toraja
antara lain : 1). Sokkong Bayu (sokkong=tengkuk, bayu=baju, berarti baju bagian
tengkuk), yakni pemegang jabatan tertinggi dalam adat. 2). To Parenge’
(pemimpin/pemuka adat/tokoh adat yang tertinggi dalam satu lingkungan adat dan
budaya tertentu. 3). To Massanduk (pemegang kuasa dalam mengatur pembagian
makanan, padi, dan lain-lain), 4). Dalam upacara kedukaan (Rambu Solo’)
perempuan bertugas dalam hal  pengelolaan dana dan konsumsi. Tugas utama
adalah ma’pangangan (menjamu tamu dengan sirih pinang), dan ma’pairu
(menjamu tamu dengan  makanan dan minuman).  L ihat ibid.
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patrilokal, matri-patrilokal, atau mereka memutuskan berdasarkan
kemauan keduanya menjadi new lokal. Apalagi perlakuan, tatacara dan
upacara kelahiran antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat
perbedaan (equality).
Seiring dengan laju perkembangan dan tuntutan zaman kondisi
saat ini semakin menunjukkan adanya perubahan yang berimplikasi
mendorong kemajuan peran perempuan di semua bidang. Perempuan
Sulawesi Selatan saat ini, sudah lebih terbuka menafsirkan nilai-nilai
kultur, mereka secara kuantitas dan kualitas tidak hanya terlibat di
ranah domestik, tapi juga aktif di ranah publik. Bahkan banyak diantara
mereka tetap melakukan aktifitas dengan peran ganda di lingkungan
rumah mereka, sehingga status sebagai isteri, ibu rumah tangga, teman
bagi anak-anaknya, maupun unsur anggota masyarakat dapat dilakoni
dengan baik.
Hal tersebut tentu saja didukung dengan tingkat pendidikan yang
tinggi yang bisa didapatkan oleh perempuan, yang selanjutnya turut
memberi andil terhadap pola pikir perempuan Sulawesi Selatan. Hak
untuk mencari nafkah untuk kesinambungan hidup keluarga tidak
semata dapat dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan
oleh seorang perempuan, dalam hal ini isteri, anak perempuan dan
selainnya. Upaya perempuan terkadang dianggap sebagai suatu hal
yang dapat diandalkan, meskipun tidak semua perempuan yang bekerja
akan berorientasi profit. Ada diantara perempuan yang bekerja hanya
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untuk mengisi waktu lowong, atau melakukan pekerjaan produktif
sebagai sarana penyaluran bakat dan hobi.
B. Peta Politik Perempuan Sulawesi Selatan
Tahun 1975 adalah tonggak sejarah penting dalam gerakan kaum
perempuan di seluruh dunia, karena diadakannya konferensi
perempuan sedunia pertama oleh PBB di Mexico City. Indonesia ikut
serta dengan delegasi yang cukup besar yang terdiri dari 10 anggota
resmi dan 12 peninjau. Pada konferensi pertama ini tema yang
ditentukan ialah equality, Developement, and Peace, yang sampai
konperensi ke-4 di Beijing tahun 1995 tetap dipakai sebagai tema
umum. Sejak itu ada pergeseran dari konsep Women in Development
(WID) menjadi Women and Development (WAD) kemudian menjadi
Gender and Development (GAD).40 Selanjutnya memasuki tahapan
baru dengan perubahan Gender and Development (GAD) menjadi
Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender/PUG).41
40BPS Jakarta, Indikator Sosial Perempuan Indonesia 1999 (Jakarta: PT.
Riamas Agung Raya, 1999), h. 1.
41Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara
rasional dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam
sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan
laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini
sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG). Farida Nurland, “Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
Pembangunan”, Makalah, disampaikan dalam seminar Gender oleh Pemerintah
Daerah Sulawesi Selatan, Maret 2007.
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Menurut Todung Mulya Lubis, gerakan kaum perempuan di
Indonesia sudah mulai jauh sebelum kemerdekaan RI diproklamirkan,
yaitu oleh Kartini putri Bupati Jepara. Melalui surat-surat yang dikirim
Kartini kepada teman-temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan
mengenai harapan akan adanya emansipasi antara kaum perempuan
dan laki-laki. Surat-surat tersebut ditulis pada tanggal 10 Juni
1901,sebelum Budi Oetomo dan Serikat Dagang Islam dilahirkan. Jauh
sebelumnya, yaitu pada jaman Hindu, beberapa kerajaan kokoh pernah
berada di bawah kekuasaan perempuan, seperti Kalingga, Majapahit,
dan Bone42. Kenyataan tersebut seharusnya menunjukkan bahwa
kedudukan dan peranan perempuan Indonesia tidak dapat diabaikan. 43
42Bone dalam sejarahnya telah 7 kali mengangkat raja perempuan. Masing-
masing : (1). I Benri Gau MakkaleppiE Mallajange ri Cina, Raja Bone yang ke-4 dari
Tahun 1496-1516 (2). We Tenri Tuppu-Maddussila, Raja Bone yang ke-10 dari Tahun
1602-1611 (3). Batari Toja Dattalaga Arung Timurung, Raja Bone yang ke-17 dari
Tahun 1714-1715 (4). Batari Toja Dattalaga, Raja Bone yang ke-21 dari Tahun 1724-
1749 (5). I Mani Arung Data MatinroE ri Salassa’na, Raja Bone yang ke-25 dari
Tahun 1823-1835 (6). Tenri Awaru Pancai Tana Besse Kajuara MatinroE ri
Majennang, Raja Bone yang ke-28 dari Tahun 1857-1860, dan (7). Fatimah Banri
matinroE ri Bolampare’na, Raja Bone yang ke-30 dari Tahun 1871-1895. Baca
selengkapnya dalam A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Watampone: t.p., 1986),
h. 10-65.
43Todung Mulya Lubis, Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Azasi
di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 7. Dalam UUD 1945 (pasal 21 dan 27)
perempuan dan laki-laki Indonesia mempunyai peluang yang sama untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan di semua bidang kehidupan. Namun
dalam kenyataan, kaum perempuan merasa kurang diperlakukan secara adil.
Timbulnya gerakan emansipasi perempuan menunjukkan adanya hal tersebut.
Kekurangadilan tersebut berasal dari faktor budaya, sistem nilai/norma yang
berlaku dalam masyarakat, agama atau kekeliruan cara pandang para perencana dan
pengambil keputusan terhadap peran dan status perempuan. Misalnya dalam
mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga
atau urusan domestik yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, cenderung
diremehkan peranannya. Padahal pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga
tersebut memungkinkan anggota lainnya untuk mencari nafkah.
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Dari fakta sejarah tersebut diperoleh gambaran yang menarik
perhatian yang berhubungan dengan kedudukan dan peranan
perempuan di Indonesia. Perempuan Indonesia ternyata bisa
memperoleh kedudukan, wewenang, dan kekuasaan tertinggi sebagai
kepala negara. Di samping itu, mereka juga telah berkiprah di berbagai
bidang yang sering dianggap sebagai dunia laki-laki. Seperti di kerajaan
Kalingga44, kerajaan Majapahit45, dan di Aceh46.
Di kalangan keluarga miskin beban pekerjaan domestik harus ditanggung
oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika ia harus mencari nafkah, maka ia akan
memikul beban kerja ganda. Bagi keluarga kelas menengah dan kaya beban kerja
tersebut dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Manifestasi ketidakadilan
gender tersebut bisa terjadi di berbagai tingkatan, misalnya negara (kebijakan
pemerintah), di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan, adat istiadat
masyarakat serta lingkungan keluarga.
Untuk mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
nasional, maka strategi utama yang digunakan adalah pengarusutamaan gender
(gender mainstreaming). Dalam strategi ini peranan dan kontribusi perempuan
diakui, mengedepankan perempuan, memungkinkan akses perempuan terhadap
pemanfaatan dan kontrol terhadap semua sumber daya yang ada.
44Terdapat banyak bukti bahwa di masa lalu kaum perempuan Indonesia
pernah memegang jabatan pimpinan sebagai kepala negara dan juga berperan aktif
dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan militer.
Sumber tertua yang bisa di peroleh dari sejarah Indonesia adalah dari abad ke-7 M.
Pada tahun 674 M menurut catatan orang Cina, rakyat kerajaan Holing (yang
dimaksud adalah kerajaan Kalingga di Jawa Tengah) menobatkan seorang
perempuan sebagai ratu dengan gelar ratu Shi-Mo (Sima).
Berita Cina lebih lanjut mengungkapkan bahwa pemerintahannya sangat baik
dan adil walaupun keras. Sebagai contoh diceritakan bahwa barang-barang yang
terjatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya. Cerita ini menarik perhatian
raja Ta Shih. Ia mengirim pundi-pundi berisi emas untuk di letakkan di jalan
kerajaan Kalingga. Selama tiga tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuh
karena setiap orang yang lewat menghindarinya. Pada suatu hari putra mahkota
tidak sengaja telah menginjaknya. Mengetahui apa yang terjadi, ratu sangat marah
dan menjatuhkan hukuman mati pada putra mahkota. Para menteri memintakan
pengampunan karena tindakan putra mahkota itu tidak disengaja. Ratu mengurangi
hukuman dengan memutuskan bahwa karena yang bersalah kakinya, maka kaki
putra mahkota tersebut harus di potong. Sekali lagi para menteri mengajukan
permohonan pengampunan. Akhirnya ratu memerintahkan agar jari-jari kakinya
dipotong sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melanggar peraturan yang
berlaku. Berita Cina tentang ratu Sima dari kerajaan di Jawa Tengah ini memang
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menarik. Terungkap jelas bagaimana ia bersikap tegas, bahkan terhadap anaknya
sendiri. Sebagai penguasa ia harus menegakkan hukum yang berlaku tanpa pandang
bulu. Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia (t.dt.).
45Kerajaan Majapahit di Jawa Timur juga pernah di perintah oleh seorang
raja putri selama 22 tahun. Ketika raja Jayanegara meninggal pada tahun 1328 tidak
meninggalkan putra mahkota. Maka adiknya sebagai seorang putri diangkat untuk
menggantikannya dengan gelar Ratu Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada
tahun 1350-an ia mengundurkan diri dan pemerintahan digantikan oleh putranya
yang bernama Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini terkenal sebagai salah satu
raja besar yang dibantu oleh patih Gajah Mada berhasil meluaskan kekuasaannya ke
seluruh Nusantara. Pada akhir masa kekuasaannya di Majapahit antara tahun 1429-
1445 ada seorang ratu lagi yang memerintah yaitu ratu Suhita. Ibid.
46Ketika Islam masuk dan berkembang di Indonesia, tumbuh dan
berkembang pula kerajaan-kerajaan yang menguasai hampir seluruh wilayah
kepulauan Indonesia. Di antara para penguasa itu sejarah mencatat beberapa orang
sultanah atau ratu yang terkenal memerintah negaranya dengan baik dan bijaksana.
Sementara di Aceh, sejarah mencatat beberapa nama, seperti Cut Nyak
Dhien, Pocut Meurah Intan, Cut Meutia, Pocut Baren (yang mendampingi Cut Nyak
Dhien), Cut Nyak Asiah, dan Laksamana Keumalahayati (pemimpin armada laut). Di
masa kemerdekaan dikenal Ny. Supeni Pudjokuntoro sebagai Duta Besar Keliling
dan Laily Rusyad sebagai wakil Bangsa Indonesia di luar negeri.
Pada tahun 1896, Cut Nyak Dhien mendampingi suaminya Teuku Umar ia
masuk rimba bergerilya menghadapi pasukan Belanda. Ketika Teuku Umar tewas
tertembak pada tahun 1899 Cut Nyak Dhien tidak menghentikan perlawanannya. Ia
bahkan semakin bersemangat. Ia bertekad meneruskan perang jihad mengusir
penjajah dan membela bangsa dan agamanya. Selama enam tahun ia memimpin
perang sabil bergerilya di rimba raya di wilayah Meulaboh. Penderitaan hidup di
hutan tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan ketika matanya hampir buta dan
tubuhnya melemah karena penyakit dan kelaparan ia tidak mau menyerah sampai
salah seorang anak buahnya terpaksa “berkhianat” agar Cut Nyak Dhien ditangkap
Belanda. Pada bulan November 1905 ia berhasil ditawan dan dikeluarkan dari hutan
dan diungsikan ke kota raja(Banda Aceh). Dengan keputusan pemerintah Belanda
pada tanggal 11 Desember 1906 ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan pada
tanggal 9 November 1908 ia meninggal dan dimakamkan di tempat pengasingan,
jauh dari sanak keluarga dan rakyatnya. Ibid.
Sebelum diangkat menjadi laksamana, Keumalahayati pernah menjadi
komandan suatu pasukan perempuan yang terdiri dari para janda yang suaminya
meninggal dalam pertempuran melawan Portugis. Pasukan itu dinamakan Inong
Bale. Sebagai pangkalan bagi pasukan ini didirikan sebuah benteng di Teluk Kreung
Raya yang disebut Kuta Inong Bale (benteng perempuan janda). Cerita tentang
laksamana perempuan ini juga diperoleh dari John Davis seorang nahkoda kapal
Belanda berkebangsaan Inggris. Davis mengemukakan bahwa kerajaan Aceh
memiliki armada sekitar 100 buah kapal perang dan salah satu komandannya adalah
seorang perempuan yang berpangkat admiral.
Prestasi laksamana Keumalahayati, antara lain pada tahun 1599, berhasil
mengalahkan dua buah kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis dan Frederick de
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Selain di kesultanan Aceh dan di Jawa Timur, kerajaan Islam di
Sulawesi Selatan juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa
perempuan, yaitu Siti Aisyah We Tenriolle berkuasa di kerajaan Tanette
pada tahun 1856. Pada waktu itu Tanette menguasai wilayah yang
cukup luas dan terdiri dari beberapa benua (daerah) yang masing-
masing mempunyai otonomi. Untuk mencegah terjadinya perebutan
kekuasaan ia mengangkat tiga orang putranya menjadi Ara (kepala
Houtman. Keumalahayati juga mendapat tugas untuk menerima dan menghadapi
utusan ratu Inggris, yaitu Sir James Lancaster, yang datang ke Banda Aceh pada
tahun 1602. Dari sini tampak bahwa kemampuan perempuan di bidang diplomasi
tidak diragukan lagi. Ibid..
Dalam lapangan pemerintahan Aceh, tercatat pula sejarah yang cukup
panjang. Bukti-bukti sejarah yang nyata adalah ditemukannya batu nisan dengan
inskripsi yang menjelaskan siapa yang dimakamkan di tempat itu. Batu nisan tertua
yang ditemukan adalah dari Ratu Malikah Nur yang memerintah Samudera Pasai,
(Aceh Utara). Batu nisan yang bertulisan Arab itu menulis tahun 791 H. / 1380 M.
Kemudian ditemukan batu nisan dari seorang ratu lain yang juga berkuasa di Pasai
yaitu Ratu Nahrasiyah yang bertahun 832 H atau 1428 M. Hanya saja sumber
sejarah lain dari kedua ratu ini belum banyak ditemukan. Kemudian kita mengenal 4
(empat) orang sultanah yang berkuasa selama kurun waktu 60 tahun (1641-1699).
Ratu yang pertama adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675) putri
Sultan Iskandar Muda. Sultanah yang kedua Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-
1678), yang ketiga adalah Inayatsyah Zakiatuddin Syah (1678-1688) dan yang
terakhir adalah Kamalatsyah Zairatuddin Syah (1688-1699). Masing-masing
sultanah itu mengeluarkan mata uang yang diebut ‘deureuham’ (dirham).
Dari sumber-sumber historis, para sultanah itu telah memimpin negaranya
dengan bijaksana, sultanah Safiatuddin yang memerintah sekitar 30 tahun,
misalnya, telah menunjukkan kemampuan sebagai kepala negara yang besar. Di
bawah pemerintahannya hukum, kesusasteraan dan ilmu pengetahuan berkembang
dengan pesat. Pada masa itu pujangga muslim yang besar yaitu Abdul Rauf, Hamzah
Fansuri dan Nurruddin ar Raniry menghasilkan karya tulis yang terkenal hingga
masa kini. Sultanah memberi dorongan dan kebebasan kepada para pujangga itu
untuk berkarya. Sultanah Safiatuddin sendiri adalah seorang perempuan yang
terpelajar. Ia menguasai bahasa Aceh, Melayu, Arab, bahkan bahasa Persia dan
Spanyol. Pada masa itu perdagangan Aceh maju pesat. Banyak para pedagang asing
singgah di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Dengan kekuatan kekuasannya Sultanah juga
berhasil mencegah usaha VOC untuk memperoleh monopoli dagang. Lihat pula
dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-
laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki, terj. Tim LSPPA
(Yogyakarta: LSPPA, 1995), h. 208.
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pemerintahan) di daerah-daerah bawahan Tanette. Di samping
mengurus soal-soal kenegaraan, We Tenriolle juga menaruh perhatian
besar pada bidang kesusasteraan. Ia bahkan menguasai kesusasteraan
Bugis. Prestasinya di bidang sastra antara lain membuat ikhtisar epos
‘La Galigo’ yang naskahnya lebih dari 700 halaman. Ia juga mendorong
semangat kemajuan dengan mendirikan sebuah sekolah untuk pertama
kali pada tahun 1908.47
Beberapa nama lain yang mengisi lembaran sejarah keterlibatan
perempuan di Sulawesi Selatan, antara lain : Benri Gau (Srikandi dari
Kerajaan Bone, 1496-1516)48, We Tenri Rawe (Tahun 1571)49, Batari
47Baca selengkapnya dalam Rahman Rahim, op. cit., h. 30.
48Benri Gau adalah Raja Bone IV menggantikan Lasaliyu (Raja Bone III) yang
sudah memasuki usia senja. Pada masa pemerintahannya inilah perempuan banyak
terlibat dalam peperangan melawan pemberontak. Di samping memperkuat
militernya, Benri Gau tidak mengabaikan kepentingan ekonomi rakyatnya. Kekuatan
ekonomi waktu itu bertumpu pada sektor pertanian.
Ratu Benri Gau kawin dengan Raja Kayu Latenri Bali. Hasil perkawinannya
membuahkan 9 orang anak, diantaranya adalah La Tenri Sukki dan La Tenri Gowa
yang kelak menjadi ratu di kerajaan Cina.
Ratu Benri Gau adalah seorang yang sangat besar perhatiannya terhadap
kaum perempuan. Ia ingin meningkatkan citra kaumnya. Selain menjadi pasukan
srikandi juga membekali berbagai jenis keterampilan, antara lain membuat busana
perempuan yang di sebut ‘waju ponco’ atau ‘waju rawang (baju bodo)’. Yang kini
dijadikan pakaian adat di Sulawesi Selatan. Lihat selengkapnya dalam Amir Sessu,
Relung-relung Sejarah Tanah Bone (t.dt), h 15. Setelah 20 tahun ratu memegang
tahta di kerajaan Bone, singgasana kerajaan di serahkan kepada putra sulungnya La
Tenri Sukki. Gelar lain dari Ratu Benri adalah ‘Bissu Salereng ri Laleng Bili (Angin
Pintar Di dalam Kamar)’. Gelar itu diberikan karena ratu Benri Gau sering
mendapatkan ide yang bagus saat berkonsentrasi di dalam kamarnya. Baca
selengkapnya dalam Hannabi Rizal dkk., Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan
(Gowa, YAPIP Makassar bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Penulisan
Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, t.th.), h. 112-113.
49We Tenri Rawe adalah Pajung dan Datu Luwu XIV. Ia adalah  pengganti
dari Datu Maoge. Meskipun seorang perempuan—dengan segala kesan lembut yang
disematkan padanya— namun ia mampu tampil sebagai pemimpin yang memiliki
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Tojang (1715-1748)50, We Tenri Awaru Sultan Hawa Petta Matinroe Ri
Tengngana Luwu (1810-1825)51, Ratu Imanengratu Aru Data
(Bergerilya Melawan Belanda)52, A. Tonang (1860-1890)53, Pancai Tana
sikap ketegasan. Sistem pemerintahan yang diterapkannya membawa Luwu pada
masa kemakmuran. Pada saat ia memerintah Luwu, hukum menjadi satu-satunya
sumber untuk mendapatkan kepastian hidup. Orang-orang yang melakukan
pelanggaran berat akan dipenggal. Vonis seperti ini di kenal dengan istilah maggeno
wennang cella (berkalung benang merah). Pada masanya, beberapa dasar hukum
dalam kedatuan Luwu dirumuskan dibantu dengan seorang toaccae yang bijak
sebagai penasehat kerajaan bernama To Ciung. Atas usul To Ciung dan setelah
melalui diskusi panjang dengan dewan adat kerajaan, We Tenri Rawe mengadakan
perubahan bentuk kerajaan dari absolut monarki menjadi konstitusi monarki, yaitu
dari kerajaan yang tidak terbatas kekuasaannya, menjadi kerajaan yang dibatasi
dengan aturan. Lihat Barlihanti Hasan, op. cit., h. 21.
50Batari Tojang yang bergelar Sultan Zaenab Matinroe ri Tippulue
merupakan pajung/Datu Luwu XXIII. Selain menjadi Datu di Luwu, ia juga
menjabat sebagai Mangkau ri Bone serta Datu ri Soppeng. Batari Tojang sendiri
adalah anak dari raja Bone La Patau dan isterinya, I Ummu Arung Larompong.
Batari Tojang sangat terkenal dalam sejarah raja-raja di Sulawesi, karena ia pernah
menguasai dan memimpin tiga kerajaan sekaligus. Dalam jangka waktu
pemerintahannya di Luwu, Bone dan Soppeng, para pendatang dari negeri Bugis,
khususnya dari Bone dan Soppeng semakin banyak yang bertandang ke Luwu.
Pendatang asal Bone berkumpul di daerah Cimpu, dan sebagian lagi ke kota Palopo.
Lihat ibid.,h. 22.
51We Tenri Awaru Sultan Hawa Petta Matinroe Ri Tengngana Luwu, adalah
raja perempuan yang menerima kunjungan pejabat Inggeris, setahun setelah
menduduki tahta Datu Luwu. Ia pernah diberikan sebuah pending emas oleh
Resident Philips atas nama Gubernur Genderal Thomas Stanford Raffles di Bogor,
yang bertepatan dengan penobatannya sebagai pajung Luwu pada tahun 1914. Lihat
loc. cit.
52Ratu Imanengratu Aru Data adalah Raja Bone XXIV (1824-1835). Motivasi
perlawanannya timbul karena beliau merasa tidak puas pada pemerintah Belanda
yang dianggap telah mengacuhkan kedudukan kerajaan Bone. Karena sebagai salah
satu sekutu Belanda yang diakui, kerajaan Bone punya hak yang istimewa dimana
raja-raja Sulawesi Selatan yang akan berhubungan dengan VOC hanya
diperbolehkan apabila diatur oleh raja Bone. Dalam perlawanannya, beliau
mempergunakan taktik perang gerilya dengan mengadakan penyerangan secara
sporadis. Hal tersebut dilakukan karena perbandingan persenjataan antara Belanda
dengan Bone tak seimbang. Lihat Hannabi Rizal, op. cit., h. 58.
53Andi Tonang adalah Ratu Enrekang ke-10 yang menikah dengan anak
Addatuang  Sidenreng. Ia dikaruniai anak antara lain Pancaitana Bunga WaliE, yang
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Bunga WaliE (Pemimpin perang di Massenrempulu)54, Opu Daeng
Risaju (Politikus Perempuan Pertama di Tana Luwu)55, Hj. A.
Mastura56, Hj. A. Ninnong57, dan sederet nama lain yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
kelak menjadi Ratu Enrekang ke-11.  Pada masa pemerintahannya, Andi Tonang
membantu suaminya melawan keangkuhan Belawa dan Soppeng. Lihat Barlihanti
Hasan, op. cit., h. 23
54Ketika pecah perang Massenrenpulu (Enrekang) melawan Belanda tahun
1905-1906, beliau memimpin langsung pertempuran itu. Pada zaman itu beliau
merupakan tokoh perempuan pertama yang secara langsung melibatkan diri untuk
melakukan perjuangan fisik melawan Belanda. Ibid., h. 25.
55Beliau adalah perempuan ningrat dari Kerajaan Luwu yang turun ke dalam
kancah pergerakan melawan Belanda sejak tahun 1906. Opu Daeng Ri Saju lebih
dikenal dengan seorang politikus perempuan ketika itu. Dalam perjuangannya, ia
selalu membakar semangat rakyatnya melalui pidato-pidatonya, sehingga pada suatu
kesempatan rapat akbar di Malangke, beliau ditangkap dan di jebloskan ke penjara
oleh Belanda.
Sebagai perempuan yang lahir dalam lingkungan keluarga istana, tentu saja
ia sangat terikat oleh ketentuan adat. Namun hal itu tidak menjadi penghalang
baginya untuk tetap berjuang bersama rakyat melawan penjajah.
Dalam hubungan ini, patut di garis bawahi ucapan beliau dihadapan datu
Luwu, We Kambo Opu Daeng Ri Sompa bersama seluruh anggota Dewan Hadat
Kedatuan Luwu yang berusaha menghalanginya. Dengan suara lantang, Opu Daeng
Ri Saju berkata : “Kalau hanya karena adanya darah daging kebangsawanan dalam
tubuhku, lalu saya harus meninggalkan dunia pergerakan, lebih baik jika saya
meninggalkan darah daging kebangsawananku daripada meninggalkan dunia
pengabdianku kepada nusa, bangsa dan agama”.
Sambil membuka peniti kebangsawanannya, lalu ia menatap dengan tajam ke
arah Sri Datu dan selanjutnya berkata : “dimana darah daging kebangsawananku itu,
disini, irislah, supaya Datu dan hadat tidak perlu turut merasa terhina jika saya
diperlakukan tidak sepantasnya, karena saya memenuhi panggilan ibu pertiwi”.
Sebagai akibat dari tindakannya itu, Datu mencabut gelar kebangsawanannya,
sehingga kemudian lebih dikenal dengan Indok Saju. Baca selengkapnya dalam
Muhammad Arfah dan Muhammad Amir, Opu Daeng Risaju: Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan Republik Indonesia (Makassar: Pemda Tk. I Prop.
Sulsel, 1991), h. 39-117.
56Andi Mastura lahir di Desa Pancana, Kab. Barru Tahun 1905. Beliau adalah
bangsawan Bugis yang hampir terlupakan oleh sejarah dikarenakan keinginannya
sendiri yang tidak menginginkan karya-karyanya diagung-agungkan. Namanya
kembali dikibarkan oleh putrinya Hj. A. Adawiyah sepeninggalnya Jum’at pagi
Tahun 1983 di kota Parepare. Ia adalah keturunan Bangsawan Bugis keturunan
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Demikianlah sejak abad ke-7 sampai abad ke-19 kita mengenal
kepemimpinan perempuan di pentas kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Para perempuan utama itu bisa kita kategorisasikan sebagai pimpinan
tradisional karena pada umumnya mereka berkuasa berdasarkan
jenjang keturunan dari keluarga elit tradisional. Keadaan berubah
ketika pendidikan barat yang bersifat modern mulai diperkenalkan dan
mulai mendorong munculnya kelompok baru yang disebut kaum elit
modern. Mereka memiliki wawasan dan cakrawala pandang yang lebih
luas dan memahami dimensi permasalahan dengan lebih mendalam.
Ide-ide luar yang mereka pelajari, seperti liberalisme, nasionalisme,
Johor Malaysia dari neneknya Putri Jauhar Manikam. Ibunya A. Daruma-
Latenrisessu Datu Bakke diasingkan oleh Belanda pada Tahun 1910 dan meninggal
Tahun 1929 di Medan, Sumatera Utara. Andi Mastura berkepribadian tegas,
sederhana, rendah hati, berwibawa, sabar, pemaaf, dan berwawasan yang
membentuk sikapnya yang tegas dalam mendukung perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Beliau adalah pendiri organisasi Badan Kontak Organisasi Wanita
(BKOW) di Parepare.
Ada 4 pesan yang dititipkan untuk generasi pelanjutnya, yaitu : 1). Lakukan
apa yang terbaik di masamu, 2) Usahakan diri berjalan di atas rel, 3) Jangan banyak
menuntut, dan 4) Lebih baik memberi daripada meminta serta berusaha keras dalam
mencapai tujuan. Sebelum ia meninggal, ia juga menitip pesan bagi anak cucunya :
“Kalau saya meninggal nanti, kuburkan saya di mana saja dan biasa-biasa saja, tanpa
adat dan tradisi”. Sebuah pesan kesederhanaan dari sosoknya yang tak ingin dikenal
dan tak ingin mendapat penghargaan dari karya-karyanya. Hasil wawancara penulis
dengan putrinya Hj. A. Adawiyah (yang dimasa revolusi masih berusia 6 Tahun), di
teras Kantor DPRD Kota Parepare, Rabu 6 Juni 2007, pukul 11.30 wita.
57Hj. A. Ninnong adalah Ranreng Tua yang membawahi lima distrik adat
gemeinschaft (komunitas) yang sekaligus merangkap sebagai sekertaris zelfbestur
(kerajaan Wajo pada tahun 1920 di usia 16 tahun. Di usia yang masih belia tetapi
dengan kematangan pribadi yang dimilikinya, ia selalu melakukan perlawanan-
perlawanan terhadap Belanda dan Jepang. Perlawanan tersebut bukan hanya dalam
bentuk fisik melainkan juga dalam bentuk ketegasan sikap yang diperlihatkan
manakala penjajah ingin melakukan penekanan-penekanan atas pergerakan yang
dilakukannya. Dia adalah seorang perempuan yang mempunyai keberanian dan
kerelaan berkorban dalam memperjuangkan suatu nilai, apalagi terkait dengan
harkat dan martabat diri serta rakyat. Baca selengkapnya dalam Depdikbud, Hajjah
Andi Ninnong: Ranreng Tua Wajo (Ujungpandang: Depdikbud, 1988), h. 20-22.
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dan hak azasi manusia menambah kemampuan mereka memahami
persoalan yang dihadapi oleh bangsanya pada masa itu yang hidup di
alam penjajahan.
Terlepas dari alam penjajahan menuju negara merdeka, sosok
perempuan dalam mengisi pembangunan pun semakin dibutuhkan.
Sosok perempuan Muslimah di pentas politik Indonesia semakin
berkibar. Lihat misalnya Aisyah Amini58, Khofifah Indar Parawansa59,
Nursyahbani Katjasungkana60. Di samping itu, sosok perempuan
Sulawesi Selatan yang sudah menasional dapat dilihat seperti Marwah
Daud Ibrahim61 Yuliani Paris62, Musdah Mulia63, dan Zohra A. Baso64.
58Di saat dunia politik dimonopoli kaum laki-laki, ia tampil ke depan. Bukan
saja seorang parlementarian yang terampil berdebat, ia juga pejuang gender yang tak
kenal lelah. Siapapun yang melek politik, pasti kenal nama politisi yang punya
banyak julukan ini: Singa Betina dari Senayan, Perempuan Baja dari Senayan,
Vokalis DPR dan sebagainya.
59Khofifah Indar Parawansa adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat
NU. Khofifah juga adalah mantan menteri peranan wanita di masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid.
60Nursyahbani Katjasungkana adalah mantan Direktur Eksekutif Solidaritas
Perempuan dan Direktur LBH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) Jakarta.
Ia seorang aktivis dan pengacara yang kemudian terjun ke dunia politik praktis.
Setelah menjadi Anggota MPR Utusan Golongan (1999-2004) kemudian masuk PKB
dan terpilih menjadi Anggota DPR RI (2004-2009).
61Marwah Daud lahir di Soppeng, 8 November 1956. Ayahnya Muhammad
Daud dan ibunya Siti Rahman Indang. Ibu dari Dian Furqani Ibrahim, Akmal
Firdaus Ibrahim dan Bardan Raihan Ibrahim adalah alumni SMP Negeri Pacongkang
1970, alumni SPG Negeri Soppeng dan SPG Negeri I Ujung Pandang 1973, Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Komunikasi Universitas Hasanudin (1981),
Master Komunikasi Internasional American University, Washington DC, Amerika
Serikat (1982), dan meraih gelar Doktor Komunikasi Internasional American
University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1989. Saat ini ia masih
menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI., Ketua DPP Partai Golkar, dan Sekretaris
Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat. Ibrahim Taju dan
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Namun, kebutuhan dan keterlibatan perempuan dalam ranah publik
tidak semudah yang diharapkan. Keinginan untuk ikut serta dalam
ranah publik –sebagai salah satu cara untuk turut memperjuangkan
hak-hak perempuan yang belum mendapat porsi yang sebenarnya-
tidak selalu mendapat angin segar dari orang-orang yang
mengelilinginya, baik dari pihak keluarga, status sosial dan budaya,
serta ‘klaim’ agama yang selalu dijadikan kambing hitam.
Terkhusus keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik
menunjukkan bahwa meski jumlah pemilih perempuan untuk Pemilu
Nugroho Dewanto, Profil dan Misi: Perempuan Anggota DPR RI. 1992-1997 (Cet. I;
Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997), h. xiii dan 225.
62Yuliani Paris adalah putri Sulawesi Selatan yang sekarang menjabat sebagai
anggota Komisi II DPR RI. wakil dari Partai Amanat Nasional, sekaligus sebagai
Ketua Kaukus Politik Perempuan Pusat.
63Musdah Mulia lahir di Bone, 3 Maret 1958. Ia merupakan anak pertama
dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta isteri dari Ahmad
Thib Raya, guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Musdah adalah perempuan
pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran Politik Islam pada IAIN
Jakarta tahun 1997 dengan judul disertasi “Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal”.
Ia juga adalah perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti
Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama tahun 1999. Tahun 185, Musdah
bekerja sebagai dosen luar biasa pada IAIN Alauddin dan Universitas Muslim
Indonesia Makassar. Jabatan yang pernah dipegang antara lain ; Kepala Balai
Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, Staf Ahli Menteri
Negara Urusan Hak Azasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan
Perlindungan Minoritas, Anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI., dan Staf Ahli
Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Musda
Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Cet. I; Bandung:
Mizan, 2005 ), h. xiii-xiv.
64Zohra A. Baso lahir di Labakkang, Pangkep tanggal 17 April 1952. Aktifitas
dasarnya adalah LSM, yang menjadikannya sebagai nominator penerima Nobel
bidang Humaniora 2005 versi Kompas. Ia banyak terlibat di organisasi dan
mengikuti berbagai pertemuan yang berkaitan dengan perempuan, baik taraf
nasional maupun internasional. Ia adalah Direktur Yayasan Lembaga Konsumen
(YLK) Sulsel dan Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel. A. Nur Fitri
Balasong dan Hasmawati Hamid, op. cit., h.165-166.
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2004 lebih banyak daripada laki-laki, namun survey di lapangan
membuktikan bahwa tidak banyak perempuan yang memilih
perempuan untuk menjadi wakilnya di parlemen. Hal ini terungkap
dalam tabel berikut :
Tabel 6  : Jumlah pemilih pada tahun 2004
No. Uraian Rekapitulasi Jumlah Pemilih
Laki-Laki    Perempuan      Jumlah
1. Jumlah pemilih terdaftar yang
menggunakan hak pilih
berdasarkan Daftar Pemilih
Tetap untuk TPS dalam wilayah
KPU Propinsi
2.067.229 2.328.109 4.395.338
2. Jumlah pemilih terdaftar yang
tidak menggunakan hak pilih
Daftar Pemilih Tetap untuk
TPS dalam wilayah KPU
Propinsi
536.025 541.371 1.077.396
3. Jumlah pemilih dari TPS lain di
wilayah KPU Propinsi
44.866 27.484 72.350
4. Jumlah pemilih terdaftar 2.648.120 2.896.964 5.545.084
Sumber : KPU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004.
Dari keseluruhan jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang
berpartisipasi pada pemilihan umum Tahun 2004 tercatat 5.545.084
jiwa. Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya
sebanyak 4.467.688 jiwa dengan perincian 2.067.229 jiwa pemilih laki-
laki dan 2.328.109 jiwa pemilih perempuan. Jika dilihat dari segi
kuantitas, maka perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam
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pemilihan umum sehingga sewajarnyalah perempuan mendapat
peluang untuk memasuki sektor publik dan menduduki posisi strategis
sama dengan kaum laki-laki, dan setiap partai politik harus
memperhitungkan perempuan dan menyikapi isu-isu perempuan. Akan
tetapi, dari jumlah perempuan yang lolos menjadi wakil rakyat pada
lembaga legislatif tidak menunjukkan hal tersebut. Partai politik yang
ada masih menempatkan perempuan pada posisi yang belum
menentukan.
Sementara itu, berdasarkan hasil kerja Meta Analisis Perempuan
di legislatif hasil Pemilu 2004 oleh Pusat Penelitian Gender (PPG)
Universitas Hasanuddin, ditemukan bahwa posisi perempuan dalam
lembaga legislatif masih sangat memprihatinkan, meskipun Undang-
Undang No. 12 Tahun 2004 tentang Pemilu telah dicantumkan adanya
kuota 30%, ternyata perempuan masih jauh tertinggal daripada kaum
laki-laki.65
Tabel 7 : Legislator perempuan di Sulawesi Selatan
No. Kab/Kota Jumlah %
Total Perempuan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bone
Soppeng
Wajo
Sinjai
Bulukumba
Bantaeng
Jeneponto
45
30
35
30
35
25
35
7
4
4
1
1
1
0
15.56
13,33
11,43
3,33
2,86
4,00
0,00
65Farida Nurland, “Wajah Kesetaraan dan Keadilan Gender di Sulawesi
Selatan” dalam A. Nurfitri Balasong dan Hasmawati Hamid (peny.), op. cit., h. 49.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Takalar
Gowa
Makassar
Selayar
Maros
Pangkep
Barru
Pare-Pare
Pinrang
Sidrap
Enrekang
Tana Toraja
Palopo
Luwu
Luwu Utara
Luwu Timur
30
45
45
25
30
30
25
25
35
30
25
40
25
35
30
25
0
5
3
2
4
2
2
3
0
1
2
3
2
3
1
1
0,00
11,11
6,67
8,00
13,33
10,00
8,00
12,00
0,00
3,33
8,00
7,50
8,00
8,57
3,33
4,00
735 52 7,07
Sumber : DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 2006
Jumlah anggota DPRD Tingkat II sebanyak 735 orang ditambah
75 orang anggota dewan tingkat Propinsi, yakni 810 orang. Legislator
laki-laki sebanyak 752 orang atau mencapai 92,84%, sedang
keseluruhan jumlah legislator perempuan di Sulawesi Selatan adalah 58
orang (7,16%) dengan perincian 52 orang perempuan anggota DPRD
Tingkat II dan 6 (enam) orang anggota DPRD Tingkat I Sulawesi
Selatan, sebuah angka yang belum signifikan untuk memperjuangkan
suara kaum perempuan yang mayoritas di Sulawesi Selatan. Adapun
legislator yang dijadikan sampel yaitu 6 orang legislator propinsi
Sulawesi Selatan masing-masing A. Tja Tjambolang66, A. Besse
66A. Tja Tjambolang, lahir di Pare-Pare, 31 Agustus 1941. Pernah sekian tahun
menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi Unhas dan menjabat sebagai Ketua Pusat
Studi Perempuan Unhas. Sejak Tahun 1992 sampai sekarang menjabat sebagai
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Marda67, A. Timo Pangerang68, A. Mariattang69, Susi Smita70, dan Devi
Santi Erawaty71, 3 orang legislator Kotamadya Parepare masing-masing
legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Beliau memiliki 5 orang putra putri, masing-
masing Masita Fujiko (seorang dokter ahli kandungan), Kusumawati (alumnus
Tresno State Collage USA), Kurniawan (S1 Ekonomi Unhas), Ina Kartikasari (Notaris
Universitas Gajah Mada), dan Herry Tjambolang (mahasiswa Fakultas Hukum
Unhas). Riwayat pendidikan : Tahun 1948/1954 : Sekolah Rakyat Pare-pare, Tahun
1957 : SMP Negeri Pare-pare, Tahun 1960 : SMA Rajawali/Suster Makassar, Tahun
1974 : Sarjana Ekonomi UNHAS, Tahun 1997 : Magister Pasca Sarjana UNHAS,
Tahun 1987 : Kursus Women In Development Leiden. Pengalaman Organisasi :
Tahun 1960 : HMI & KAHMI, Tahun 1974/Skrg : Anggota Golkar, Tahun 1974 :
Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulsel, Tahun 1975 : Anggota Ikatan Sarjana
Wanita (ISWI). Pengalaman Kerja : Tahun 1975 : Dosen Ekonomi Unhas, Tahun
1983 : Pembantu Dekan Fisbud Universitas Hasanuddin, Tahun 1988 : Ketua Pusat
Studi Wanita Universitas Hasanuddin, Tahun 1992/1997 : Anggota DPRD Propinsi
Sulawesi Selatan, dan Tahun 1999/2004 : Anggota DPRD.
67Andi Besse Marda, lahir di Wajo, 23 Februari 1945. Meraih gelar Magister
Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar. Beliau banyak bergerak dalam bidang
pendidikan. Beliau memiliki 4 (empat) orang anak, di antaranya Yusmardiansyah
(meraih gelar B.Sc di New York), Yusmar Dedikasi (Sarjana Tehnik pada Institut
Tekhnologi Bandung), Yusmar Kurmawansyah (S1 pada MMTC Yogya), danYusmar
Budi Alamsyah (Sarjana Ekonomi Universitas Islam Bandung).
68A. Timo Pangerang, lahir di Makassar, 4 Februari 1966. Beliau mempunyai
3 (tiga) orang anak, yaitu A. Diyanti (mahasiswa di Xiamen University), A. Giyanti
(Siswa SMP al-Azhar, Jakarta), dan A. Rania (Siswa SD Nusantara). Ia
menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Pertanian Unhas tahun 1987.
Pengalaman Organisasi : Ketua DPP Partai PDK Sulsel, Anggota PPCI, Sekretaris
Perbanas Sulselra.  Pengalaman Kerja : Dosen Unhas (1988/1989), Pimpinan Bank
Hastin Mks, 1996-1999 dan Pimpinan Bank CIC Mks, 2000-2004.
69A. Mariattang, lahir di Belawa, 22 Januari 1971. Ia adalah alumni jurusan
Ilmu Komunikasi Fisip Unhas. Semasa mahasiswa, ia aktif pada Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Unhas. Lama berkecimpung sebagai
wartawan dan aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia juga memiliki 2
orang putri, yaitu Rauzani Fikra Ramadhani dan Roisya Marsya, yang keduanya
masih kanak-kanak. Riwayat pendidikannya adalah dimulai dari TK Aisyiyah, SD
Aisyiyah, SMP Muhammadiyah Wajo, SMA Muhammadiyah Wajo, S1 Ilmu
Komunikasi FISIP Unhas. Pengalaman Organisasi : PW IRM Sulsel, Wakil Sekretaris
GMPI Sulsel, HMI Komisariat FISIP UNHAS, Badan Pekerja Kopel Sulawesi,
Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Pengurus PWI Reformasi
Sulsel. Pengalaman Kerja : Wartawati harian Berita Kota Makassar
70Susi Smita Pattisahusiwa, lahir di Makassar, 01 November 1970. Ia
memiliki 4 (empat) orang putra putri, masing-masing: Fuad Muhtadi (SD Kelas IV),
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Chaeriyah Djamaluddin72, Zaenab Syamsuddin73, dan A. Fatmah
Hollang74.
Asma Nadia (SD Kelas II), Imaduddin dan Muhammad al-Fatih (keduanya masih
kanak-kanak). Pengalaman Organisasi : Anggota Ikatan Remaja Masjid Jabal Nur
Komp. Karyawan Panaikang,  Ikatan Remaja Komp. Karyawan Panaikang, Pengurus
HMI Komisariat FT Unhas (1990-1991), Ketua Keputrian LDK MPM Unhas (1994-
1995), Kabid. Pendidikan dan Dakwah Keputrian LSDI Makassar, Staf Bidang
Kaderisasi DPD PKS Makassar, Staf Bidang Kaderisasi DPW PKS Sulsel, Ketua
Ormas SALIMAH Wilayah Sulsel. Pengalaman Kerja : Kepala Unit Khusus Sempoa
“ASMA” Makassar. Latar belakang pendidikan SD Mangkura Ujung Pandang Lulus
Tahun 1983, SMPN 8 Ujung Pandang Lulus tahun 1986, SMAN 1 Ujung Pandang
Lulus Tahun 1989, Fakultas Teknik Unhas Lulus Tahun 1997.
71Devi Santi Erawaty, lahir di Surabaya, 16 September 1968. Ia memiliki 2
orang putra putri, yaitu Zahra Adilah (siswi SMP) dan M. Sa’ad (Siswa SD). Riwayat
pendidikan : SDN Kedung Doro VI Surabaya, lulus 1981, SMP Komparasi Surabaya,
lulus 1984, SMEA Negeri III Surabaya, lulus 1987, FKIP Bhs.Inggris Bandar
Lampung, lulus 1993. Pengalaman Organisasi : Yayasan Bina Muslimah, Bandar
Lampung, Yayasan Bina Muslimah Karimah, Makassar, Dharma Wanita SKMA,
Ujung Pandang, Kaukus Perempuan Politik Sulsel. Pengalaman Kerja : Guru TK
Islam Terpadu Al-Insyirah Makassar, Kepala dan Pengajar PATQ. Al-Insyirah
Makassar, Guru SDIT Ar Rahmah Makassar, Manager Keuangan TB Insan Kamil
Makassar.
72Chaeriyah Djamaluddin, lahir di Sidrap, 5 Mei 1948. Ia memiliki putri
semata wayang Sri Rezki Fitriani yang kini telah sarjana lulusan UNHAS, buah hati
dari suaminya (alm) Djamaluddin. Riwayat pendidikan: SDN No. 1 Rappang Tahun
1960, SMP Muhammadiyah Rappang Tahun 1963, dan PGA SPIAN Parepare Tahun
1973. Organisasi: Wakil Ketua Himpunan Wanita Karya Parepare, Bendahara PKK
Kota Parepare, Aktifis Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Parepare, dan
aktifis Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Parepare.
73Zaenab Syamsuddin, lahir di Sidrap, 31 Desember 1962. Suaminya A.
Halilintar Dahlan yang telah memberinya 3 orang anak kandung dan 2 orang anak
tiri, masing-masing : A. Liza Oktaviana, A. M. Hazyim, A. Sri Mulyani, A. Muh. Yusuf
Pratama, dan A. Avizah. Riwayat pendidikan : SD Muhammadiyah Tahun 1972, SMP
Muhammadiyah Tahun 1978, SMA Negeri I Tahun 1981, dan S1 Fakultas Hukum
UMI Tahun 1989. Pengalaman organisasi : OSIS, Pramuka, Palang Merah Indonesia
(PMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA),
Pengurus Senat, Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM), dan Nasyiatul Aisyiyah
(NA).
74A. Fatmah Hollang, lahir di Parepare, 22 Desember 1964. Riwayat
pendidikan: SDN No. 1Toli-Toli, Sulawesi Tengah, SMP Negeri 5 Parepare, SMA
Negeri 2 Parepare, dan S1 Fakultas Hukum, Tahun 1995. Pengalaman organisasi :
Wakil Ketua Partai Golkar Kecamatan Bacukiki, Anggota Majelis Taklim Rahmatan
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Bahkan dari tabel 7 ditemukan ada tiga kabupaten/kota dimana
tidak seorang pun perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD, yaitu
Kabupaten Pinrang, Takalar, dan Jeneponto. Sedang kabupaten yang
paling banyak menempatkan perempuan sebagai anggota DPRD yaitu 7
(tujuh) orang (15,56%) dari 45 kursi yang ada atau separuh kuota
(30%), yaitu Kabupaten Bone. Khusus untuk DPRD Propinsi Sulawesi
Selatan, hanya ada 6 (enam) orang atau 8% perempuan dari 75 kursi
yang ada.
Bagi kabupaten yang tidak memiliki wakil perempuan di
parlemen, menjadi sebuah tanda tanya, apakah perempuan-perempuan
di kabupaten tersebut tidak memiliki potensi dan capability
sebagaimana laki-laki? Beberapa kemungkinan lain adalah masyarakat
di ketiga kabupaten tersebut belum yakin akan kemampuan perempuan
untuk duduk serta di parlemen, perempuan tidak percaya diri untuk
turut bersaing dalam pemilu memperebutkan kursi parlemen sebagai
salah satu tempat memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak mereka,
dan sangat beratnya persyaratan yang harus dipenuhi perempuan
untuk bersaing dengan laki-laki dalam pemilu?, dan beberapa
pertanyaan lain yang membutuhkan sebuah analisis yang tajam.
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu terpulang pada perempuan-
perempuan di ketiga kabupaten tersebut secara khusus, dan secara
umum seluruh masyarakat perempuan di Sulawesi Selatan.
Melihat frekuensi keterwakilan perempuan dalam lembaga
pengambilan keputusan khususnya DPRD memang sangat krusial,
LumpuE, Pengurus Majelis Taklim al-Hidayah Parepare, Pengurus ICMI Kecamatan
Ujung, dan anggota Himpunan Wanita Karya Parepare.
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karena satu-satunya jalan untuk memperjuangkan hak perempuan
adalah menjadi anggota DPRD agar perempuan punya kesempatan
lebih luas menyuarakan kepentingan mereka. Namun pada
kenyataannya persentase perempuan yang duduk sebagai anggota
DPRD sangat kecil hanya 7,16% sedangkan laki-laki 92,84%, berarti
masih didominasi oleh kaum laki-laki.
C. Bentuk Implementasi Hak Politik Perempuan di Sulawesi
Selatan
Peran perempuan Indonesia di dalam dunia politik sampai saat
ini masih jauh dari yang diharapkan, karena sampai saat ini masih
berada di tepi lingkaran arena dunia politik dan belum masuk ke
dalamnya. Salah satu cara untuk dapat masuk ke dalamnya dan
sekaligus menunjukkan kemampuannya, mereka harus masuk ke dalam
parlemen dan turut berkiprah di dalamnya, untuk itu kaum perempuan
tidak boleh hanya menunggu kuota yang diberikan, tetapi harus
mengusahakannya sendiri.
Selanjutnya, untuk berkiprah di dunia politik perjuangan kaum
perempuan lebih berat dibandingkan dengan lawan jenisnya, semua
tidak lepas dari kuatnya kontruksi gender yang sudah melekat di
masyarakat tentang perempuan. Hal itu disebabkan karena perempuan
sering melakukan tindakan yang irrasional bila mendapat kendala yang
besar, sehingga memperkuat anggapan bahwa perempuan adalah
mahluk yang emosional, lemah dan kurang panjang akalnya. Padahal,
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dunia politik adalah dunia yang keras, penuh persaingan dan banyak
waktu yang tersita serta dianggap dunianya kaum laki-laki.
Adapun bentuk-bentuk implementasi hak politik perempuan di
Sulawesi Selatan antara lain :
1. Peran perempuan dalam lembaga eksekutif
Untuk mengetahui peran dan posisi perempuan dalam lembaga
pemerintahan, hal ini tidak lepas dari peran dan posisi perempuan
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu sendiri. Karena kedua hal
tersebut merupakan representasi dari masyarakat, yaitu representasi
cara pandang dan penelitian yang diberikan masyarakat terhadap diri
perempuan.
Sejak dahulu, pandangan masyarakat terhadap perempuan dari
masa ke masa beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Sejarah mencatat beberapa nama yang pernah terkenal menduduki
jabatan eksekutif tertinggi di beberapa kerajaan maupun kesultanan,
seperti kesultanan Aceh, Ternate dan Tidore, Bacan, maupun kerajaan
Kalingga, Majapahit, Kediri dan sebagainya. Selanjutnya, pada masa
penjajahan Belanda, perempuan mengalami kemunduran bahkan
cenderung tenggelam, hanya mereka dari keturunan ningrat maupun
dari keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi  yang boleh
mengenyam pendidikan, itupun sangat selektif dan tidak sampai tinggi.
Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, pandangan masyarakat
terhadap perempuan semakin berubah, mereka tidak membedakan
antara anak laki-laki dan perempuan untuk mendapat kesempatan
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menimba ilmu setinggi-tingginya, namun bila satu rumah tangga
dihadapkan pada keterbatasan dana, maka anak laki-lakilah yang
diprioritaskan. Pandangan stereotipe yang kuat ternyata masih dianut
oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni pandangan bahwa perempuan
lebih dominan untuk mengurus rumahtangga sedangkan laki-laki
diposisikan di lingkup publik atau masyarakat.
Selain daripada itu, pandangan masyarakat terhadap pembagian
kerja secara seksual masih melekat kuat, ada jabatan yang dikhususkan
untuk perempuan, demikian juga sebaliknya, begitu juga untuk mereka
yang dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat adalah dikhususkan
untuk laki-laki, bila yang ditokohkan  adalah perempuan, akan
dianggap sebagai hal yang tak lazim.
Dalam komposisi pejabat pemerintah kabupaten di Sulawesi
Selatan yaitu sebanyak 23 orang bupati, sedang untuk wakil bupati
hanya dijabat oleh 1 orang perempuan, yaitu di Kabupaten Selayar.
Kecilnya jumlah aparat pemerintah kabupaten yang berjenis kelamin
perempuan tersebut diatas disebabkan karena posisi bupati dan wakil
bupati dianggap sebagai posisi tertinggi di kabupaten, sedang
perempuan dianggap masih kurang pantas untuk jabatan tersebut. Di
samping itu, beratnya jalur yang harus ditempuh dan besarnya dana
yang harus dipersiapkan oleh seorang calon bupati dan wakil bupati,
membuat perempuan enggan untuk bersaing pada jabatan tersebut.
Untuk posisi strategis sebagai gubernur dan wakil gubernur,
sejak berdirinya Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1945 yang telah
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diperintah oleh 13 (tiga belas) gubernur75, tidak pernah dijabat oleh
perempuan.
Apa sebenarnya yang salah? Belenggu demikian tidaklah terjadi
secara spontanitas, melainkan sekian lama terbentuk oleh budaya
patriarki (ayahsentris atau semua kebijakan diputuskan oleh pihak laki-
laki) yang begitu kuat di Sulawesi Selatan, dibandingkan dengan
daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut Nurcahaya Tandang,76
Perempuan dalam masyarakat Sulawesi Selatan masih sebagai warga
kelas dua (the second sex yang mengarah pada pelabelan sebagai
makhluk inferior), yaitu sebagai sub-ordinat dari laki-laki, yang
kemudian diperparah oleh political interest dari perempuan itu
sendiri.77
Sebagaimana di daerah bahkan negara lain, ketimpangan gender
di Sulawesi Selatan juga disebabkan oleh 4 hal, yaitu :
75Periode Gubernur Sulawesi dibagi III, yaitu I. Gubernur Sulawesi (sebelum
Sulawesi dimekarkan menjadi Selatan dan Tenggara): DR. G. S. S. J. Ratulangi
(1945-1949), B. W. Lapian (1950-1951), R. Sudiro (1951-1953), A. Burhanuddin
(1953), Lanto Daeng Pasewang (1953-1956), dan Andi Pangeran Pettarani (1956-
1959). II. Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (setelah dimekarkan): Andi
Pangeran Pettarani (1959-1960), dan A. Rivai (1960-1966). III. Gubernur Sulawesi
Selatan (setelah Sulawesi Selatan berdiri sendiri): Ahmad Lamo (1966-1978), Andi
Oddang (1978-1983), A. Amiruddin (1983-1993), H. Zainal Basri Palaguna (1993-
2003), dan H. M. Amin Syam (2003-sekarang).
76Nurcahaya Tandang Assegaf, lahir di Pare-Pare 6 April 1966. Beliau adalah
staf pengajar Unhas dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Makassar.
Menyelesaikan pendidikan S1 di Fisipol Unhas, S2 di UGM, dan sampai saat ini
sedang merampungkan pendidikan Doktoralnya di UGM Yogyakarta, aktif menulis
di sejumlah media lokal dan nasional, sebagai narasumber di berbagai pertemuan,
serta komentator sejumlah media elektronik lokal dan nasional.
77Nurcahaya Tandang, “Kepala Daerah Perempuan: Apa yang Salah?”, dalam
A.  Nur Fitri Balasong dan Hasmawati Hamid, op. cit., h. 62.
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1. Pembedaan peran dalam hal pekerjaan. Misalnya, laki-laki dianggap
pekerja produktif sedang perempuan sebagai pekerja reproduktif.
2. Pembedaan wilayah kerja. Laki-laki ditempatkan pada ranah publik,
sedang perempuan pada lingkup domestik.
3. Pembedaan status. Laki-laki berperan sebagai subyek (pencari
nafkah utama) dan perempuan sebagai obyek (pencari nafkah
tambahan).
4. Pembedaan sifat. Laki-laki diberi atribut berani, kuat, rasional, dan
kuat, sedang perempuan dilekatkan atribut penakut, lemah lembut,
emosional, dan penuh kasih sayang.
Akibat dari ketimpangan gender tersebut menimbulkan beragam
bentuk ketidakadilan gender. Antara lain : Marginalisasi78,
subordinasi79, Stereotype negatif80, beban ganda81, dan kekerasan
terhadap perempuan82.
Meski demikian, keikutsertaan perempuan dalam ranah publik di
Sulawesi Selatan sudah semakin meningkat dengan semakin majunya
78Marginalisasi yaitu peminggiran perempuan di bidang ekonomi produktif.
Bentuk manifestasinya adalah pemiskinan terhadap kaum perempuan.
79Subordinasi (penomorduaan), yaitu penciptaan citra bahwa perempuan
pada dasarnya irrasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin. Akibatnya,
perempuan banyak ditempatkan pada posisi yang tidak penting.
80Stereotype negatif, yaitu terbangunnya anggapan bahwa perempuan suka
bersolek hanya untuk menggoda laki-laki.
81Beban ganda, yaitu penempatan posisi sosial secara ganda. Perempuan
diposisikan di rumah, sementara pada saat yang bersamaan bagi perempuan pekerja
di luar rumah harus tetap mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga.
82Kekerasan terhadap perempuan adalah akibat langsung dari ketimpangan
gender tersebut. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam politik,
kekerasan dalam bidang ekonomi, dan kekerasan-kekerasan lainnya.
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perempuan dalam bidang pendidikan. UIN Alauddin83 misalnya, dalam
9 kali pergantian periode kepemimpinannya telah menokohkan seorang
sosok perempuan yaitu Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah84 sebagai  Rektor
UIN Alauddin tahun 1985-1994 (dua periode), dan selepas jabatan
tersebut Andi Rasdiyanah kembali diamanahi negara sebagai Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga Islam) di
Jakarta tahun 1993-1997. Prestasi yang pernah diukir oleh perempuan
asal kelahiran Bulukumba ini memberi catatan tersendiri pada
83Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin”, memiliki latar belakang
sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan
peningkatan kejayaan Islam masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya
dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa
XIV (1593-1639), kakek/datok dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI (I
Mangnge’rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin), yang digelari juga Tumenanga ri
Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), menurut versi lainnya
gelar setelah wafatnya adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya).
Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja
Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide
pemberian nama “Alauddin” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula
pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “Alauddin”, di antaranya adalah Andi
Pangeran Petta Rani, cucu/turunan Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur
Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah, ahli sejarah Makassar.
Sejak berdirinya, IAIN “Alauddin” Makassar telah dipimpin oleh kuasa
Rektor dan Rektor sebagai berikut: (1). Haji Aroeppala, selaku Kuasa/Pejabat Rektor
pertama dari tahun 1965 sampai 1968. (2). Drs. H. Muhyiddin Zain, Rektor, tahun
1968-1973. (3). Prof. H. Abdurrahman Syihab, Rektor, tahun 1973 -1979 (4). Drs. H.
A. Moerad Oesman, Rektor, tahun 1979 -1985. (5). Dra. Hj. A. Rasdiyanah, Rektor,
tahun 1985-1994. (6). Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena, Rektor, tahun 1994 -1998. (7).
Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim, Rektor, 1998 -2002. (8). Prof. Dr. H. Azhar Arsyad,
MA, Rektor, 2002 sampai sekarang.
Kini, IAIN Alauddin telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin dengan Peraturan Presiden No. 57 tanggal 10 Oktober 2005. Sekarang ini
UIN Alauddin memiliki 7 fakultas yaitu Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan
Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Dakwah dan Komunikasi, Adab dan Humaniora,
Sains dan Teknologi, dan Ilmu-ilmu Kesehatan, serta Program Pascasarjana (PPs).
Baca selengkapnya dalam Tim Penyusun, Profil UIN Alauddin 2005-2006
(Makassar: Alauddin Press, 2005), h. 3-6.
84Selepas menjalankan amanah sebagai Dirjen Binbaga Islam, Andi
Rasdiyanah kemudian memangku jabatan sebagai Direktur Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar Tahun 1998-2002, dan saat ini ia menjabat sebagai Ketua
Program Studi Dirasah Islamiyah Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
Tahun 2003-sekarang.
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keikutsertaan perempuan Muslimah Sulawesi Selatan di pentas politik.
Selain Andi Rasdiyanah, ada 3 orang perempuan yang juga turut
memimpin di lingkungan UIN Alauddin, yaitu Dra. Hj. Marliyah Ahsan
(Dekan Fakultas Ushuluddin 3 periode dan 1 periode sebagai Dekan
Fakultas Adab), Dra. Syamsiyah Noor (Dekan Fakultas Dakwah 2
periode), dan Dra A. Ziarah Makkajareng (Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Cabang Palopo selama 2 periode).85
Guru besar UIN Alauddin Tahun 2007 sebanyak 23 orang, dua di
antaranya adalah perempuan, yaitu Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah (ahli
di bidang Ilmu Hadis) dan Prof. Dr. Hj. Baego Ishak, M. Ed. (ahli di
bidang pendidikan Islam). Sedang tenaga pengajar/ dosen tetap UIN
Alauddin adalah 403 orang, 106 di antaranya adalah perempuan.86
Untuk tenaga administrasi 157 orang, dan 51 di antaranya adalah
perempuan.87
Sosok perempuan lainnya yang juga menjadi barometer
kemajuan perempuan Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang
masing-masing adalah Prof. Dr. Ir. Farida Nurland, M.S.88, Dr. Ir. Hj.
Itji Diana Daud, M.S.89, Dra. Nurlinda Azis, M.Psi.90, Dr. Fadhilah
85Data diperoleh dari informasi Andi Rasdiyanah.
86Ibid., h. 103 dan 106.
87Ibid., h. 121.
88Farida Nurland lahir di Makassar, 18 Agustus 1943. Selain sebagai seorang
akademisi –dosen tetap Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas, ia juga salah
seorang aktifis yang banyak melibatkan diri dalam wacana kesetaraan gender. Salah
satu di antaranya adalah sebagai Kepala Pusat Penelitian Gender, Unhas. A. Nur Fitri
Balasong dan Hasmawati Hamid, op. cit., h. 168.
89Itji Diana Daud lahir di Makassar, 06 Juni 1960 adalah salah seorang
tenaga pengajar Fakultas Pertanian Unhas.  Selain sebagai dosen, ia banyak terlibat
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Mallarangeng91, dan beberapa tokoh perempuan lainnya yang aktif
pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan
Hukum (LBH).
2. Perempuan pada lembaga yudikatif
Di bidang hukum peran dan posisi perempuan sangat
menentukan, karena di bidang inilah kaum perempuan dapat menjadi
garda terdepan dalam menempatkan perempuan pada posisi yang
terhormat. Saat ini banyak kasus yang menimpa kaum perempuan
dalam segala umur dari kejahatan ringan sampai yang mengancam
jiwa, dari wilayah domestik (rumahtangga) sampai wilayah publik.
Hanya hakim yang berwawasan genderlah yang sangat dibutuhkan
untuk memutuskan perkara yang menimpa kaum perempuan, sebab
hanya mereka yang mengerti tentang perempuan secara hakiki dengan
berpegang  kepada “prinsip kesamaan”.
Tabel 8 : Jumlah Hakim pada PTA, PTN, dan PT. TUN Prop. Sulawesi
Selatan Tahun 2006
Jenis Kelamin PTA % PTN % PT.TUN %
Laki-Laki
Perempuan
16
4
80
20
14
5
73,68
26,32
6
1
85,71
14,29
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti Pimpinan Rumah Singgah Anak
Bangsa, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan Sekretaris Badan
Kontak Majelis Taklim (BKMT) Korwil V Indonesia Timur. Ibid., h. 167.
90Nurlinda Azis lahir di Bulukumba, 10 November 1968, adalah Ketua
Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sulsel, Wakil Ketua KNPI Sulsel, Wakil Ketua
PAN Sulsel, dan Pengurus ICMI Sulsel. Ibid., h. 170.
91Fadhilah Mallarangeng  adalah pamong senior yang pernah menjabat
sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, kemudian
meninggalkan status sebagai pegawai negeri sipil karena terlibat sebagai calon
legislatif DPR-RI. Saat ini menjadi salah seorang staf ahli di Kantor Kementerian
Pemberdayaan Perempuan. Ibid., h. 172-173.
192
Jumlah 20 100% 19 100% 7 100%
Sumber : Analisis Data Primer 2006
Pada tabel 8 di atas, diketahui jumlah Hakim dan jenis
kelaminnya pada PTA, PTN, dan PT. TUN. Untuk Pengadilan Tinggi
Negeri Sulawesi Selatan, perempuan yang menduduki jabatan Hakim
pada tahun 2006 berjumlah 5 orang (26,32%) dari 19 orang.
Selanjutnya, pada Lembaga Peradilan Tata Usaha(TUN) perempuan
yang menduduki jabatan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
pada tahun 2006 hanya 1 orang (14,24%) dari 7 orang hakim.
Sementara itu, jumlah perempuan yang menjabat sebagai Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2006 sebanyak 4 orang (20%)
dari 16 orang.
Hal ini disebabkan karena perempuan yang berpendidikan tinggi
meski jumlahnya relatif cukup banyak, akan tetapi untuk menjadi
hakim, masih memerlukan jenjang pendidikan tertentu, yang pada saat
yang bersamaan perempuan dituntut mempunyai peran lebih dalam
rumah tangganya, untuk suami dan anak-anaknya. Dengan demikian,
peran perempuan dibidang hukum masih sangat kurang dibandingkan
dengan bidang ilmu sosial lainnya, padahal bidang hukum merupakan
bidang yang strategis bagi kaum perempuan untuk membela
kepentingan kaumnya.
Sedikitnya jumlah hakim tinggi perempuan di Sulawesi Selatan,
menunjukkan kurang besarnya perhatian pemerintah terhadap
kedudukan perempuan di lembaga hukum tertinggi di daerah ini,
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padahal ia dapat menjadi benteng terakhir dari perjuangan kaum
perempuan dalam menegakkan keadilan hukum berdasarkan
kesetaraan gender.
Hal ini juga dimungkinkan oleh adanya stereotype negatif bahwa
perempuan itu emosional dan perasa, sehingga untuk lembaga
peradilan, perempuan –untuk tidak mengatakan tidak- kurang
diperhitungkan untuk menduduki jabatan strategis ini. Adanya
kekhawatiran yang sangat berlebihan, bahwa perempuan itu sangat
emosional dan perasa, sehingga dikhawatirkan mengambil sebuah
keputusan di luar dari yang seharusnya.
c. Perempuan dalam Lembaga Legislatif
Seiring dengan berjalannya waktu, kini kaum perempuan sudah
ada yang berkiprah di dunia politik, khususnya dunia legislatif,
walaupun jumlahnya relatif sangat sedikit. Namun dari waktu ke waktu
senantiasa bertambah. Selanjutnya, apakah perubahan profesi dan
peningkatan jumlah anggota dari waktu ke waktu dapat meningkatkan
kualitas perempuan secara umum dan menghilangkan diskriminasi
terhadap perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dalam profesi
ini, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 9 : Jumlah anggota DPRD Sulsel menurut jenis kelamin tahun
1999 dan 2004
Jenis Kelamin 1999 % 2004 %
Laki-Laki
Perempuan
72
2
97
3
69
6
92
8
Jumlah 74 100% 75 100%
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Pada tabel 9 menunjukkan bahwa banyaknya anggota DPRD
pada dua periode pemilihan masih didominasi oleh kaum laki-laki,
meski terjadi peningkatan. Pada periode tahun 1999-2004 hanya 2
orang (3 persen), dan periode tahun 2004-2008 meningkat menjadi 6
orang (8 persen). Meski terjadi peningkatan kuantitas perempuan di
parlemen, akan tetapi angka tersebut belum mewakili keseluruhan
populasi perempuan di Sulawesi Selatan. Sebuah hal yang memang
sangat memprihatinkan, sebab untuk dapat memperjuangkan
kepentingan perempuan tidak dapat dimulai dari bawah saja, tetapi
harus mendapat dukungan dari atas. Apabila wakil perempuan di
parlemen kurang signifikan, maka kemungkinan untuk menyuarakan
hak dan kepentingan perempuan di parlemen menjadi sangat kecil.
Apatah lagi, memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah-tengah
banyaknya kepentingan lain.
Tabel 10 : Motivasi legislator perempuan Sulsel dalam berpolitik
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
4.
Mencari Nafkah
Menambah wawasan dan
mengembangkan skill
Panggilan hati nurani
Menjadi besar dan
terkenal
-
5
4
-
-
55,56
44,44
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Keterlibatan perempuan dalam politik terkhusus pada lembaga
legislatif tidak terlepas dari beberapa faktor. Dari 9 legislator
perempuan yang dijadikan obyek penelitian, ditemukan data bahwa
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keikutsertaannya dalam politik dilatarbelakangi oleh adanya keinginan
menambah wawasan dan mengembangkan skill sebanyak 5 orang yakni
55,56%, dan yang memilih karena panggilan hati nurani sebanyak 4
orang yakni 44,44%. Sebuah niat yang tulus, untuk memperjuangkan
hak-hak perempuan pada tingkat parlemen. Tidak adanya legislator
yang memilih alternatif 1 dan 4 di atas menandakan bahwa perempuan
legislator Sulawesi Selatan tidak menjadikan lahan parlemen sebagai
tempat untuk mencari nafkah dan tempat untuk menjadikan dirinya
sebagai orang yang besar dan terkenal.
Tabel 11 : Anggota DPRD Perempuan dalam fraksi tahun 2007
No. Fraksi Kategori
0-5% 6-10% 11-30%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persatuan Pembangunan
PKS
Golkar
PDI Perjuangan
PDK
PAN
Gabungan
-
-
-
-
X
-
X
-
-
-
-
-
-
-
XX
XX
XXX
-
-
-
-
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Tabel 12 : Perempuan sebagai pimpinan komisi atau fraksi DPRD Sulsel
Tahun 2007
No. Bidang Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemerintahan
Perekonomian
Keuangan
Pembangunan
Kesejahteraan rakyat
Tidak pernah
-
1
3
-
1
1
-
16,7
50
-
16,7
16,7
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Jumlah 6 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Tabel 13 : Perempuan sebagai pimpinan komisi atau fraksi DPRD Kota
Parepare Tahun 2007
No. Bidang Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
4.
Pemerintahan
Kesejahteraan rakyat
Pembangunan, Keuangan, dan
Perekonomian
Tidak pernah
1
1
-
1
33,33
33,33
-
33,33
Jumlah 3 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Keterlibatan perempuan dalam parlemen dapat dilihat
berdasarkan data tabel 11, 12 dan 13 bahwa bentuk partisipasi itu salah
satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada perempuan
untuk menjadi pimpinan komisi atau fraksi. 8 responden memberikan
jawaban pernah diberi kesempatan menjadi pimpinan komisi atau
fraksi, sedang 1 responden menjawab tidak pernah.
Pada tabel 11 ditemukan data bahwa untuk pemenuhan kuota
30% saja tidaklah mudah. Fraksi Golkar adalah fraksi yang paling
banyak menempatkan perempuan, selanjutnya Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dan  Partai Persatuan Pembangunan yakni 11-30%,
sedang Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Fraksi gabungan
hanya menempatkan masing-masing satu wakil perempuan, yakni 0-
5%.
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Adapun posisi yang dipegang perempuan dari 5 komisi yang ada
di DPRD Sulawesi Selatan, hanya 3 komisi yang ditempati oleh
perempuan, yakni Komisi A (bidang pemerintahan) terdiri dari 14
orang satu di antaranya perempuan, yakni Susi Smita Pattisahusiwa,
Komisi C (bidang keuangan) terdiri dari 13 orang, satu diantaranya
perempuan yaitu A. Timo Pangerang, Komisi D (bidang pembangunan)
15 orang diantaranya A. Mariattang, Komisi E (bidang kesejahteraan
rakyat) 16 orang, tiga di antaranya A. Tja Tjambolang, A. Besse Marda,
dan Devi Santi Erawaty.
Dari data tersebut tampak perempuan banyak ditempatkan pada
komisi yang menangani keuangan. Hal ini dapat dimaknai bahwa
ternyata dalam parlemen sendiri masih tampak adanya bias gender.
Perempuan selalu diidentikkan sebagai pengatur keuangan. Meski
pengaturan keuangan membutuhkan ketelitian dan ketekunan, akan
tetapi pengatur keuangan identik pula sebagai penerima uang, bukan
penghasil uang. Sehingga, dalam kegiatan-kegiatan organisasi, ketika
berhubungan dengan konsumsi, maka sepenuhnya diserahkan kepada
perempuan.
Di sisi lain, pada bidang perekonomian (komisi B) tak seorang
pun perempuan berada pada posisi tersebut. Padahal, ketika
perempuan mampu di bidang ekonomi, maka perempuan tidak mudah
dipandang remeh oleh laki-laki. Mengapa banyak perempuan yang
hidup tertekan tidak ingin melepaskan diri dari suaminya, meski selalu
mendapatkan pukulan dan penyiksaan? Salah satu penyebabnya karena
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perempuan memiliki ketergantungan yang sangat besar pada laki-laki.
Perempuan tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sedang
perumusan program pembangunan di bidang ekonomi dibahas dan
dirembukkan di komisi ini, yang tak seorang pun perempuan
ditempatkan pada posisi ini.
Dalam tabel 12 tampak pula bahwa meski tidak seorang pun
perempuan duduk di komisi B, akan tetapi perempuan pernah diserahi
jabatan pimpinan pada masalah perekonomian. Sedang pada bidang
pemerintahan dan pembangunan, perempuan tidak pernah duduk
sebagai pimpinan komisi atau fraksi.
Sedang pada komisi A yang menangani pemerintahan ditemukan
fakta bahwa pada komisi ini perempuan tidak pernah diberi jabatan
untuk menjadi pimpinan komisi atau fraksi. Dari jawaban responden
tersebut dapat dimaknai bahwa bidang pemerintahan –yang berkaitan
dengan dunia publik- perempuan kurang diperhitungkan.
Posisi sebagai pimpinan komisi atau fraksi yang dipegang
perempuan di DPRD Kota Parepare dari 3 legislator, yaitu 2 orang
yakni Hj. Zaenab Syamsuddin yang diamanahi sebagai Ketua Komisi B
dan Fatmah A. Hollang sebagai Wakil Ketua Komisi A.92 Komisi A
92Meski demikian, dikatakan bahwa duduknya seorang wakil perempuan
sebagai pimpinan komisi tidak lepas dari kerja dan perjuangan bersama di tengah
dominasi laki-laki, meski tidak berasal dari partai yang sama. Mereka percaya bahwa
harus ada wakil perempuan agar suara-suara perempuan dapat terdengar.
Sebagaimana diceriterakan oleh Chaeriyah Djamaluddin di kediamannya Jl. A.
Makkasau Timur No. 195, Kelurahan ujung Lare, Parepare pada hari Selasa, Tanggal
6 Juni 2007, Pukul 18.30 wita.
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beranggotakan 6 orang, 1 di antaranya A. Fatmah Hollang, Komisi B
beranggotakan 8 orang 2 di antaranya Chaeriyah Djamaluddin dan
Zaenab Syamsuddin, sedang Komisi C beranggotakan 8 orang dan tidak
memiliki wakil perempuan.
Dari data tabel 13 ini dapat dikemukakan bahwa meski legislator
perempuan di DPRD Kota Parepare hanya 12%, akan tetapi peran
perempuan legislator sangat besar. Hal ini dimungkinkan oleh besarnya
amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh para legislator
perempuan tersebut, sehingga secara pro aktif bahu membahu dalam
mengisi pembangunan, termasuk di dalamnya menyahuti kepentingan-
kepentingan kaum perempuan.
Namun demikian, ada beberapa asumsi lain yang dapat
dipertimbangkan sebagai penyebab secara umum kurangnya
perempuan dilibatkan sebagai pimpinan komisi atau fraksi antara lain
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 14 : Alasan tidak terlibatnya perempuan dalam memimpin
komisi atau fraksi
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
4.
Dominasi laki-laki
Sumber daya Perempuan lemah
Tidak berminat
Tidak ada komentar
6
1
0
2
66,67
11,11
-
22,22
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Adapun alasan tidak terlibatnya perempuan dalam memimpin
komisi atau fraksi sangat beragam sebagaimana tampak dalam tabel 14,
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dimana 6 orang (66,67 persen) perempuan memilih karena dominasi
laki-laki, kemudian 1 orang (11,11 persen) memberikan alasan karena
sumber daya perempuan lemah, 2 orang (22,22 persen) tidak
memberikan komentar dan tidak ada yang memilih alternatif tidak
berminat. Dengan demikian, alasan terbanyak tidak dilibatkannya
perempuan sebagai pimpinan fraksi atau komisi adalah karena
dominasi kaum laki-laki. Sebuah hal yang memang masih menjadi
pekerjaan rumah bagi perempuan, sebab untuk melibatkan komunitas
perempuan dalam legislatif, terpulang pada bagaimana kaum
perempuan itu sendiri memberikan suaranya untuk kaumnya agar
dapat terpilih sebagai wakil dari partainya masing-masing. Dengan
jalan seperti inilah, -meski bukan satu-satunya jalan- kepentingan
perempuan dapat teraplikasikan.
Dari data di atas, dapat dikemukakan bahwa bagi legislator yang
memilih tidak berkomentar dikarenakan keduanya memilih bahwa
perempuan pernah dilibatkan sebagai pimpinan fraksi atau komisi.
Sedang tidak adanya yang memilih alternatif 3, dapat dikemukakan
analisis bahwa tidak ada perempuan yang tidak berminat menduduki
jabatan sebagai pimpinan fraksi atau komisi, akan tetapi peluang dan
kesempatan itu sepenuhnya masih didominasi oleh laki-laki.
Meski demikian, tidaklah berarti bahwa suara perempuan di
parlemen tidak pernah didengarkan. Sebagai bukti dari
terimplementasikannya suara perempuan dalam parlemen dengan
jumlah yang minoritas, tergambar pada tabel 15 bahwa 55,55 persen
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suara perempuan selalu didengar, 44,44 persen mengatakan kadang-
kadang didengar, dan tidak ada yang memilih alternatif 3 bahwa suara
perempuan tidak pernah didengar. Kesimpulannya bahwa suara
perempuan di parlemen selalu di dengar yang tergambar dari 55,55%
suara legislator yang selalu terakomodir. Hal ini merupakan salah satu
upaya dan kerja keras para legislator perempuan dalam membawa dan
menyuarakan masalah-masalah perempuan, sekaligus bukti keseriusan
mereka memperjuangkan kepentingan perempuan .
Tabel 15 : Implementasi suara perempuan dalam parlemen
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Selalu didengar
Kadang didengar
Tidak didengar
5
4
-
55,55
44,44
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Adapun hak-hak politik perempuan yang sudah
terimplementasikan antara lain adanya kebijakan kuota 30% dalam
kepengurusan partai dan dalam penyusunan calon anggota legislatif
(meski kuota tersebut belum terpenuhi), adanya kesempatan menjadi
pimpinan di dewan, sudah terakomodirnya kesetaraan gender pada
dinas-dinas atau badan-badan di eksekutif, dikeluarkannya UU No. 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), UU No. 22
Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), serta adanya kebebaban perempuan untuk memilih, dipilih,
dan memberikan pendapat.
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Tabel 16 berikut mengemukakan data bahwa 44,44%
keikutsertaan perempuan dalam politik disebabkan oleh faktor kuota,
33,33% karena faktor perkembangan gender dan 22,22% karena faktor
sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan
legislator di Sulawesi Selatan ikut serta dalam dunia perpolitikan
dikarenakan adanya persyaratan kuota 30% bagi partai politik peserta
pemilu, meskipun belum ada sanksi yang jelas bagi yang tidak
memenuhi kuota 30% tersebut. Selanjutnya adalah faktor
perkembangan gender yang cukup menggembirakan, sehingga
perempuan mulai menekuni profesi barunya sebagai legislator, sedang
faktor sumber daya perempuan itu sendiri meski hanya 22,22%
merupakan tantangan bagi perempuan untuk senantiasa berupaya
semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dirinya. Hanya dengan
sumber daya yang ada, perempuan dapat menjadi subyek atau pelaku
pembangunan, tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan. Meski
tidak dapat dinafikan bahwa tiga faktor, yakni sumber daya perempuan,
perkembangan gender dan kuota 30% mempunyai peran yang sangat
besar dalam peningkatan peran perempuan untuk duduk di parlemen.
Tabel 16 : Faktor keterlibatan perempuan dalam politik
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
4.
Faktor kuota 30%
Faktor sumber daya manusia
Faktor perkembangan gender
Faktor keberuntungan
4
2
3
-
44,44
22,22
33,33
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
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Meski demikian, dari hasil pengamatan penulis dapat
diklasifikasi 3 kelompok yang menjadi penyebab perempuan terlibat
dalam kegiatan politik atau mendapat jabatan politik.
Kelompok pertama, adalah perempuan yang memperoleh
jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki
tertentu. Misalnya suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan.
Ayahnya duduk di legislatif, putrinya dikader untuk duduk di legislatif.
Ayahnya memiliki reputasi sosial politik sehingga putrinya dianggap
dan diposisikan cukup mampu menjadi anggota dewan.
Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik
setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu
menyebabkan usia karier politiknya menjadi lebih pendek.
Kelompok ketiga adalah perempuan yang dalam usia muda 30-
an tahun terjun dalam politik. Biasanya mereka telah cukup lama aktif
dalam dunia ormas, LSM atau organisasi ekstra kampus. Mereka inilah
yang termasuk jenis politisi perempuan profesional karier.
Dari 9 legislator perempuan yang dijadikan sebagai obyek
penelitian dikemukakan bahwa 5 legislator berada pada kelompok
kedua, dan 4 orang pada kelompok ketiga. Penulis tidak menemukan
dari kesembilan legislator perempuan tersebut yang terpilih karena
alasan pertama. Hal ini berarti bahwa para legislator tersebut benar-
benar terpilih karena kemampuannya.
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Dari latar belakang hidupnya, diketahui bahwa kesembilan
legislator tersebut adalah perempuan-perempuan cerdas, trampil,
aktifis-aktifis yang layak untuk diperhitungkan. Meski tidak dapat
dipungkiri bahwa siapapun yang ingin menjadi calon anggota legislatif,
harus memiliki asset tersendiri dalam mengkampanyekan dirinya
sebagai caleg. Tanpa kampanye, maka masyarakat tidak akan mengenal
mereka. Lalu, bila mereka tidak dikenal, maka siapa yang akan
memilih?. Di sinilah, dukungan keluarga mempunyai peran yang sangat
besar.
Tabel 17 : Partisipasi keluarga dalam karir politik perempuan
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Sangat didukung
Kurang didukung
Tidak didukung
9
-
-
100
-
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Dalam menggeluti dunia politik, sebagaimana tabel 17 di atas,
semua responden memberikan jawaban bahwa keluarga sangat
mendukung aktifitas mereka, sehingga segala aktifitas sebagai anggota
dewan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini berarti bahwa
keterlibatan perempuan dalam panggung politik telah mendapat
dukungan dari pihak keluarga, yang dengan demikian dapat pula
berarti bahwa respon dan dukungan dari pihak keluarga tersebut
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disebabkan perempuan tidak melalaikan hak dan kewajibannya dalam
rumah tangganya. Sebab, apabila tanggung jawabnya terabaikan, secara
otomatis pula tidak akan mendapat respon dan dukungan dari pihak
keluarga.
Kesimpulannya bahwa perempuan legislator di Sulawesi Selatan
tidak melupakan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hal ini
juga tampak dalam tabel 18 berikut, dimana tidak seorang pun
legislator yang memilih alternatif kedua, yakni menyerahkan segala
urusan pekerjaan rumah kepada pembantu. 67% legislator mengerjakan
tugas-tugas rumah tangga dengan mengatur waktu sebaik-baiknya, dan
33% berupaya mengerjakan apa yang dapat dilakukan, kemudian
selebihnya diserahkan pada pembantu. Sehingga, tugas dan tanggung
jawabnya dalam rumah tangga tidak terabaikan.
Tabel 18 : Pengaturan tugas-tugas rumah tangga
No. Kategori Frekuensi Prosentas
e
1.
2.
3.
Mengatur waktu dengan baik
Menyerahkan pekerjaan pada pembantu
Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan,
selebihnya diserahkan pada pembantu
5
-
4
55,55
-
44,44
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Pengaturan tugas-tugas rumah tangga yang sedemikian rupa,
tidak berarti bahwa aktifitas rutin sebagai anggota parlemen tidak
menyita waktu untuk keluarga. 44,44% mengatakan terkadang
terganggu dengan sekian banyak aturan protokoler yang harus diikuti
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oleh legislator, dan 55,55% tidak merasa terganggu. Dari data
responden, penulis melihat bahwa tidak terganggunya aktifitas keluarga
legislator dikarenakan 55,55% legislator memiliki anak-anak yang
sudah besar, sudah menikah bahkan ada yang belum menikah sehingga
dapat aktif tanpa beban untuk mengurusi anak-anak. Sedang 44,44%
lebihnya yang merasa terkadang terganggu, dikarenakan memiliki
anak-anak yang masih membutuhkan belaian kasih dari seorang ibu.
Hal ini menandakan bahwa legislator perempuan Sulawesi Selatan
masih mempunyai perhatian yang sangat besar dalam rumah
tangganya, sehingga terkadang merasa terganggu dengan segala
aktifitas di parlemen yang sangat menyita waktu. Sebagaimana tampak
dalam tabel berikut :
Tabel 19 : Aktifitas keluarga karena kegiatan rutinitas perempuan
di parlemen
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Terganggu
Kadang-kadang terganggu
Tidak terganggu
-
4
5
-
44,44
55,55
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Bentuk perhatian legislator terhadap rumah tangganya terungkap
dalam tabel berikut :
Tabel 20 : Pandangan legislator perempuan terhadap kegiatan
keagamaan di lingkungan rumah dan lingkungan kerja
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No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Penting
Tidak penting
Sangat penting
7
-
2
77,77
-
22,22
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2007
Salah satu tugas dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga
adalah memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya. Dalam hal
ini, 77,77% responden memberikan jawaban bahwa pendidikan agama
merupakan hal yang penting dalam keluarga, dan 22,22% responden
menganggap bahwa pendidikan agama dalam keluarga merupakan hal
yang sangat penting. Dari data tabel 20 di atas menunjukkan bahwa
hanya 2 orang responden yang menganggap bahwa pendidikan agama
itu tidak hanya penting, tetapi sangat penting, selebihnya 7 responden
menganggap pendidikan agama itu penting. Sehingga dengan
demikian, ketika anak-anak telah diberikan pendidikan agama
secukupnya, maka dianggap sudah memadai. Padahal, pendidikan
agama tidak hanya penting untuk anak-anak, tetapi sangat penting
mengingat masa yang akan dihadapinya sangat berbeda dengan masa
yang ada sekarang.
Pentingnya kegiatan keagamaan di lingkungan rumah sama
pentingnya pada lingkungan kerja. Sebab bekerja dengan ikhlas
mengharap ridha Allah merupakan ibadah. Dengan keikhlasan yang
terbina dalam bekerja, maka partisipasi dalam mengikuti kegiatan
keagamaan pun akan berjalan seiring.
Tabel 21 : Partisipasi legislator dalam kegiatan keagamaan
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No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Selalu aktif berpartisipasi
Kadang-kadang aktif
Tidak aktif
6
3
-
66,67
33,33
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2006.
Adapun data partisipasi responden terhadap kegiatan keagamaan
menunjukkan 66,67% responden selalu aktif, dan 33,33% kadang-
kadang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meski disibukkan dengan
beragam tugas dan tanggung jawab kedinasan, para legislator tetap
aktif dalam kegiatan pembinaan rohani.
Berbeda dengan data pada tabel 21 tentang partisipasi legislator
dalam kegiatan keagamaan 66,67% selalu aktif dan 33,33% kadang-
kadang aktif, pada tabel 22 dikemukakan data bahwa 100% responden
atau legislator apresiatif pada masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan
oleh karena para legislator itu dipilih oleh masyarakat, sehingga para
legislator senantiasa menjaga hubungan dengan masyarakatnya.
Tabel 22 : Hubungan legislator dengan masyarakatnya
No. Kategori Frekuensi Prosentase
1.
2.
3.
Apresiatif
Kurang apresiatif
Tidak apresiatif
9
-
-
100
-
-
Jumlah 9 100%
Sumber : Analisis Data Primer, 2006.
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Sebagai legislator, perempuan ternyata tidak banyak mengalami
hambatan untuk bersosialisasi dengan masyarakatnya. Oleh karenanya,
untuk dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada
perempuan, mau tidak mau, masyarakat –laki-laki dan perempuan-
harus menerima dengan hati yang tulus keberadaan perempuan sebagai
wakil di parlemen. Hanya dengan itu, perempuan tidak lagi tertatih-
tatih menata jalannya dalam mengarungi dunia politik.
Meski demikian, ada beberapa harapan legislator terhadap
profesi yang digelutinya yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :
1. Penguasaan terhadap bidang kerja di komisi/dewan
2. Memperjuangkan hak-hak rakyat/merealisasikan secara maksimal
aspirasi rakyat
3. Menjadikan profesi sebagai media dakwah
4. Biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau/murah
5. Kesempatan kerja luas
6. Keterwakilan perempuan di semua lini/Kuota 30% untuk
keterwakilan perempuan di eksekutif dan legislatif.
Dari beberapa uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa
secara hukum Islam, kaum perempuan di Sulawesi Selatan boleh terjun
dalam dunia politik, dengan melihat segala aktifitas perempuan
Sulawesi Selatan yang aktif sebagai legislator, dan tidak melupakan
peran kodratinya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya.
Terlepas dari semua aspek yang mengelilingi kehidupan
perempuan legislator khususnya dan umumnya kaum perempuan,
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ternyata ada kendala lain yang menghambat karier perempuan di
bidang politik yaitu peran ganda yang terbebankan di diri setiap
perempuan, yaitu disamping sebagai perempuan yang memiliki karier,
juga harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah
tangga.
Pada kondisi inilah idealnya seorang laki-laki, -baik sebagai ayah
maupun suami-, menempatkan perempuan pada proporsi yang
sebenarnya. Tidak menyerahkan semua pekerjaan rumah tangga dan
pengurusan anak kepada perempuan, sebab di sisi lain, perempuan juga
punya kewajiban mengabdikan kelebihan yang dimilikinya untuk
kepentingan masyarakatnya. Bekerja bersama-sama, bahu membahu,
dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dengan
senantiasa mempertimbangkan azas keadilan dan persamaan, bukan
dengan meniru budaya patrialkhal yang sangat meremehkan
perempuan.
Dari beberapa data responden membuktikan bahwa keterlibatan
perempuan dalam parlemen belum maksimal. Salah satu contoh yang
sangat mencolok adalah timpangnya suara perempuan di parlemen
dikarenakan jumlah wakil perempuan tidak memadai untuk mewakili
suara perempuan yang menghuni sebagian besar propinsi Sulawesi
Selatan. Oleh karenanya, satu-satunya jalan untuk memperjuangkan
nasib perempuan adalah dengan melibatkan perempuan-perempuan
yang memiliki skill dan kemampuan untuk terjun dalam berbagai
dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia politik untuk kemudian
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duduk di parlemen sebagai pembawa suara-suara perempuan.
Duduknya perempuan di parlemen berarti perempuan dapat memiliki
kekuatan untuk ikut mewarnai perkembangan pembangunan di masa
datang. Dengan demikian, wakil-wakil perempuan harus lebih banyak
duduk di kursi parlemen dengan tidak melupakan peran dan
tanggungjawabnya. Sebab, di lembaga inilah segala kebijakan
terumuskan.
D. Keikutsertaan Perempuan dalam Dunia Politik
1. Hak-hak Politik Perempuan menurut Hukum Islam
Adapun hak-hak politik perempuan93 yang telah digariskan Islam
adalah :
1. Hak bicara (memberi nasehat, mengoreksi, dan ikut serta dalam
musyawarah)
Seperti halnya rekannya, Allah mensyariatkan kepada
perempuan untuk memberi nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah
saw. :
93Mutawalli Sya’rawi membagi hak-hak perempuan dalam tafsir al-Sya’rawi
–sebagaimana dikutip Istibsyaroh- menjadi 4, yaitu: (1) hak pribadi, mencakup hak
hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh balasan dari perbuatan, dan
hak hijab, (2) hak dalam pernikahan, mencakup hak memilih pasangan, hak
mendapatkan mahar, hak menjadi isteri, hak mendidik dan memelihara anak, hak
thalak, dan hak masa iddah, (3) hak sosial, mencakup hak kemanusiaan, hak kerja di
luar rumah, dan hak sebagai saksi, (4) hak politik, mencakup hak ikut berjihad, dan
hak memangku jabatan. Lihat Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Gender
menurut Tafsir al-Sya’rawi (Cet. I; Jakarta: Mizan, 2004), h. 77-185. Lihat
selengkapnya dalam Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, op. cit., h.153-157.
212
… َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا ِﺔ ﱠِﻤَﺋِﻷَو ِِﮫﻟﻮُﺳَِﺮﻟَو ِِﮫﺑَﺎﺘِِﻜﻟَو ِ ﱠ ِ  َلَﺎﻗ ْﻦَِﻤﻟ َﺎﻨُْﻠﻗ ُﺔَﺤﯿِﺼﱠﻨﻟا ُﻦﯾ ﱢﺪﻟا
 ْﻢِِﮭﺘ ﱠﻣﺎَﻋَو…94
Artinya :
…Agama itu nasihat. Ditanyakan, kepada siapa, ya Rasulullah ?"Beliau menjawab, kepada Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaumMuslimin, dan rakyat mereka…
Apabila penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar
hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari perhatian
penguasa, setiap Muslim berkewajiban untuk menasihati penguasa agar
ia dapat memperbaiki kesalahannya. Nasihat ini bisa disampaikan
langsung kepada penguasa melalui anggota majelis umat atau lewat
suara partai politik.
Wakil-wakil rakyat berkumpul dalam sebuah lembaga yang
dikenal dengan Majelis Umat. Berbeda dengan parlemen atau badan
perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi yang merupakan lembaga
kekuasaan, lembaga ini bukan lembaga kekuasaan. Badan ini
berwenang memberi pendapat dan nasihat kepada khalifah, tetapi tidak
bersifat mengikat khalifah.
Partai politik menasihati atau mengoreksi penguasa jika
penguasa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan
Allah. Selain itu, partai politik membina kesadaran politik masyarakat
94Lihat Imam Muslim, op. cit., “Kitab al-´m±n, Bab Anna al-D³n al-
Na¡³¥ah”, No. 55, Juz I, h. 74. Selengkapnya hadis tersebut adalah : ْﻟا ْﻦَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ اًﺮْﻤَﻋ ﱠِنإ ٍﻞَْﯿﮭُِﺴﻟ ُﺖُْﻠﻗ َلَﺎﻗ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﻲﱢﻜَﻤْﻟا ٍدﺎﱠﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ َﻚِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ِعَﺎﻘَْﻌﻘ  َﻛ ِﻲَﺑأ ُﮫْﻨِﻣ ُﮫَﻌِﻤَﺳ يِﺬﱠﻟا ْﻦِﻣ ُُﮫﺘْﻌِﻤَﺳ َلَﺎَﻘﻓ َلَﺎﻗ ًﻼُﺟَر ﻲﱢﻨَﻋ َِﻂﻘُْﺴﯾ َْنأ ُتْﻮَﺟَرَو َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱠُﻢﺛ ِمﺎﱠﺸﻟﺎِﺑ َُﮫﻟ ًﺎﻘﯾِﺪَﺻ َنﺎ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ﱢيِراﱠﺪﻟا ٍﻢﯿِﻤَﺗ ْﻦَﻋ َﺪﯾَِﺰﯾ ِﻦْﺑ ِءﺎَﻄَﻋ ْﻦَﻋ ٍﻞَْﯿﮭُﺳ ْﻦَﻋ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ ﺎَﻨُْﻠﻗ ُﺔَﺤﯿِﺼﱠﻨﻟا ُﻦﯾ ﱢﺪﻟَﻻَﺎﻗ  ِِﮫﻟﻮُﺳَِﺮﻟَو ِِﮫﺑَﺎﺘِِﻜﻟَو ِ ﱠ ِ  َلَﺎﻗ ْﻦَِﻤﻟ ْﻢِﮭِﺘ ﱠﻣﺎَﻋَو َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا ِﺔ ﱠِﻤَﺋِﻷَو.
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dengan mengajarkan kepada mereka ketetapan Allah swt. mengenai
hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya.
Perempuan dalam partai politik dapat saja ikut menasihati
penguasa, namun aktivitas yang harus lebih menonjol adalah aktivitas
membina kesadaran politik kaum perempuan. Perempuan dikenal
sebagai tiang negara. Negara akan lemah jika kaum perempuannya buta
politik. Sebaliknya, negara bisa kuat jika kaum perempuannya punya
kesadaran politik yang tinggi.
Selain hak memberi nasehat, kaum perempuan juga ikut serta
dalam syura (musyawarah untuk mufakat) yang merupakan salah satu
fondasi  sistem politik Islam. Pelaksanaan syura wajib bagi pemimpin
dan ummat. Sebagaimana dalam QS. ²li Imr±n (3): 159  :
 ْﻦِﻣ اﻮ ﱡَﻀﻔْﻧَﻻ ِﺐَْﻠﻘْﻟا َﻆِﯿﻠَﻏ ًّﺎَﻈﻓ َﺖْﻨُﻛ َْﻮﻟَو ُْﻢَﮭﻟ َﺖِْﻨﻟ ِ ﱠﷲ َﻦِﻣ ٍﺔَﻤْﺣَر ﺎَِﻤَﺒﻓ
 َﻓ ِﺮَْﻣْﻷا ِﻲﻓ ُْﻢھْرِوﺎَﺷَو ُْﻢَﮭﻟ ِْﺮﻔَْﻐﺘْﺳاَو ُْﻢﮭْﻨَﻋ ُﻒْﻋَﺎﻓ َِﻚﻟْﻮَﺣ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَِذﺈ
 َﻦِﯿﻠ ﱢﻛََﻮﺘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﺤﯾ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِ ﱠﷲ َﻰﻠَﻋ ْﻞ ﱠﻛََﻮَﺘﻓ
Terjemahnya :
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembutterhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itumaafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, danbermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudianapabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallahkepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yangbertawakkal kepada-Nya.95
Di ayat lain juga dikemukakan QS. al-Sy­ra (42): 38 :
95Depag RI., op. cit., h. 103.
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 ﺎ ﱠﻤِﻣَو ُْﻢَﮭﻨَْﯿﺑ ىَرﻮُﺷ ُْﻢھُﺮَْﻣأَو َةَﻼ ﱠﺼﻟا اﻮُﻣَﺎَﻗأَو ْﻢِﮭﱢﺑَِﺮﻟ اُﻮﺑﺎََﺠﺘْﺳا َﻦﯾِﺬﱠﻟاَو
 َنُﻮِﻘﻔُْﻨﯾ ُْﻢھَﺎﻨْﻗَزَر
Terjemahnya :
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruanTuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan merekamenafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamereka.96
Dalam ayat tersebut, penguasa dituntut untuk bermusyawarah
dengan rakyatnya, sedangkan rakyat terikat untuk merespon
musyawarah tersebut.
Musyawarah adalah suatu alat yang digunakan oleh rakyat untuk
dapat menggapai tujuan-tujuan syariah. Oleh karenanya, rakyat
bertanggungjawab untuk menegakkan, menjaga, dan sama sekali tidak
diperbolehkan untuk meninggalkannya. Pelaksanaan syura dapat
terjadi pada tataran yang berbeda-beda, sehingga komitmen untuk
dilaksanakan oleh angota-anggota komunitas secara individu dapat
terjadi, di satu sisi sesuai dengan subyek yang dimusyawarahkan dan di
sisi lain sesuai dengan kemampuan individu. Sebagai contoh,
berkenaan dengan urusan legislatif menurut syariah, maka
musyawarahnya wajib dilakukan dengan para ilmuwan atau para
ulama. Berkenaan dengan persoalan tehnik, musyawarahnya wajib
dilakukan dengan para ahli di bidang tehnik, berkenaan dengan
96Ibid., h. 789.
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persoalan rakyat, maka bentuk musyawarahnya adalah dilakukan
dengan seluruh anggota masyarakat.
Dalam konteks ini, kaum perempuan bisa mengambil bagian
dalam semua tingkatan musyawarah yang berbeda-beda, tergantung
pada materi subyek musyawarah dan kemampuan individunya.
Misalnya, mereka bisa ikut serta dalam musyawarah tingkat legislatif,
pada tingkat para ahli, atau pada tingkat masyarakat umum sebagai
anggota masyarakat pada umumnya.
Kaum perempuan telah diajak bermusyawarah pada semua
tingkatan pada masa kepemimpinan Nabi saw. dan para sahabat beliau.
Kaum perempuan selalu diminta pendapatnya (diajak bermusywarah)
sebelum membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Sebagai
contoh, Nabi saw. pernah menerima delegasi kaum perempuan yang
mengadukan kasus-kasus mereka kepada beliau. Di antaranya adalah
Asma’ binti Yazid al-Anshari yang merupakan seorang perempuan
terkemuka. Ia biasa berbicara dan berargumen atas nama perempuan
muslim sebayanya, dan Nabi saw. selalu mendorongnya dan
menyatakan kekagumannya pada kepribadian Asma yang kuat.97
Isteri-isteri Nabi saw., khususnya Ummu Salamah dan Aisyah,
tidak pernah ragu untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan
mengatakan pikiran-pikiran mereka ketika mereka merasakan hal itu
penting, dan Nabi saw. memuji sikap yang dilakukan isteri-isterinya.
97H. R. Ezzat, Women and Political Action: An Islamic Perspective (Virginia:
The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 142-149.
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Dalam kenyataannya, pada suatu kesempatan, Nabi saw. telah
mempercayakan kepada penasehat (masywarah) beliau yang
merupakan isteri beliau, Ummu Salamah, untuk memecahkan sebuah
persoalan yang membingungkan kaum muslimin di saat-saat yang
penting dalam sejarah Islam. Dengan kebijakan, kebijaksanaan, dan
keputusannya yang tepat, Ummu Salamah membantu Nabi saw. untuk
memecahkan sebuah keadaan yang sulit, sehingga dapat menjauhkan
situasi yang dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan misi
Nabi saw.
Aisyah, yang terkenal dengan kecerdasan dan intelegensinya,
telah dilatih oleh Nabi saw. untuk bertanya, berdiskusi, berargumen
dan mengkritisi, sampai-sampai Nabi saw. merekomendasikan bahwa
orang-orang Muslim harus belajar pada Aisyah mengenai ilmu
pengetahuan dan kebijaksanaannya, terutama dalam masalah agama.
Pada saat Nabi saw. wafat, Aisyah telah siap menjadi seorang
ilmuwan agung dan mencapai posisi sebagai seorang hakim agama.98 Ia
diterima sebagai pemegang otoritas keagamaan selama masa
kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Usman. Mereka sangat sering
bermusyawarah dengannya dan meminta nasehat padanya kalau
mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sulit. Kalau
98Al-Qur’an mendorong laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menjadi
orang yang benar-benar mengetahui ilmu pengetahuan agama mereka dan mencapai
posisi sebagai seorang mufti (pemberi pendapat hukum yang formal), sehingga
mereka dapat membantu orang-orang yang kurang beruntung memahami aturan-
aturan agama mereka. Sebagaimana dalam QS. al-Nahl (16): 43 dan QS. al-Taubah
(9): 122.
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mereka tidak setuju dengan Aisyah, keputusan yang
direkomendasikannya dibuat sebagai keputusan yang benar dan
kemudian diterima dengan senang hati. Aisyah juga memberikan
keputusan untuk kepentingan salah seorang sahabat yang bermasalah
dengan sahabat lain serta pada kesempatan tertentu beliau mengkritisi
dan mengoreksi mereka.
Hafsah, putri dari khalifah kedua Umar, dan salah satu isteri
Nabi saw., juga merupakan perempuan yang aktif dalam urusan-urusan
publik. Hafsah juga menyatakan perhatian beliau terhadap situasi
politik yang terjadi setelah pembunuhan ayahnya. Ketika ayahnya akan
wafat, beliau mendesak saudaranya Abdullah untuk membicarakan
persoalan yang terjadi dengan ayahnya dan menjamin sebuah transisi
kekuasan yang halus dan damai. Hafsah juga memainkan peran penting
dalam mendorong saudaranya, yang tidak mau diajak terlibat dalam
konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, untuk mengikuti
arbitrase yang diadakan untuk membicarakan konflik yang terjadi dan
untuk memecahkan persoalan secara aman dan damai.99
2. Hak memilih dan dipilih
Partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada
keikutsertaannya dalam memberikan koreksi dan nasehat pada
pemerintah, tetapi bisa berupa keikutsertaannya dalam pemberian
suara untuk memilih calon legislatif, kepala negara dan wakilnya yang
99Abdul Halim Abu Shaqqa, The Liberation of Women at the Time of the
Propechy, Bag. II (Kuwait: Dar al-Qalam, 1994), h. 432-433.
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berkualitas serta berhak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan tersebut.
Partisipasi itu sangat dibutuhkan agar kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat berjalan sesuai dengan cita-cita untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah.
Keterlibatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat
merupakan bentuk aktivitas lain yang dapat dilakukan perempuan
dalam pembangunan bangsanya. Adanya kemiskinan, keterbelakangan,
dan kekerasan yang menimpa perempuan merupakan agenda yang
menantang perempuan untuk ikut mencari solusinya.
Rasulullah saw. telah memberikan hak memilih wakil rakyat
kepada laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat shahih dari Ibnu
Hisyam, dari Ka’ab bin Malik bahwa setelah 73 orang laki-laki dan 2
orang perempuan melakukan Baiat Aqabah II, maka Rasulullah saw.
menyeru mereka untuk memilih wakil di antara mereka. Rasulullah
saw. tidak menentukan bahwa wakil yang dipilih itu harus laki-laki. Ini
berarti, ada hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk
memilih dan dipilih menjadi wakil rakyat.100
3. Hak jihad dan berpartisipasi dalam politik
Bertentangan dengan gambaran tradisional tentang perempuan
yang menjadi pingitan dan tertekan, kaum perempuan pada periode
awal Islam ikut serta dalam konflik bersenjata, baik dengan cara
mempersiapkan makanan dan minuman serta merawat orang yang
100Kedua perempuan yang dimaksud adalah Nusaibah binti Ka’ab Ummi
Imarah dan Asma’ binti Amir bin Adi. Ibid.
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terluka ataupun memainkan peran penting dalam pertarungan yang
sebenarnya ketika dibutuhkan.
Di antara teladan-teladan perempuan yang mengambil peran
aktif dalam beberapa pertempuran antara lain, Shafiyyah (bibi Nabi
saw.) yang telah mempertahankan benteng di Madinah pada waktu
perang Khandak, Ummu Sulaim dan Humnah binti Jahsy yang
menyediakan air bagi para mujahidin dan mengobati orang-orang yang
terluka dalam perang Uhud,101 Ummu Hisyam, Nusaibah binti Ka’b,
Khaulah binti Hakim yang ikut dalam perang Tha’if, kaum perempuan
juga telah mencapai posisi untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi,
seperti kasus al-Syifa’ yang telah dipilih oleh khalifah kedua, Umar bin
Khattab, sebagai pengawas pasar di Madinah.102
Keterlibatan kaum perempuan dalam politik, menjadi
perwujudan akan adanya kenyataan bahwa mereka waspada dan
menentang secara aktif para penguasa yang sedang menyeleweng dari
pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam rangka memelihara sebuah
masyarakat yang adil. Ada dua contoh kasus yang dapat dikutip dalam
konteks ini.
Pertama, ada kasus seorang perempuan yang menentang Umar
secara terang-terangan karena membuat aturan yang membatasi mahar
101Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilniyah, 1987) h. 41.
102Baca selengkapnya dalam Haifaa A. Jawad, The Right of Women in Islam:
An Authentic Approach (London: Palgrave Macmillan, 2002), h. 123.
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bagi kaum perempuan. Setelah mengakui kesalahannya, Umar terpaksa
mencabut keputusannya.103
Kedua, kasus Aisyah yang secara murni menentang khalifah
keempat, Ali bin Abi Thalib, dan berperang dengannya karena gagal
menemukan pembunuh Usman bin Affan. Ia memimpin pasukan
tentara yang didalamnya melibatkan beberapa sahabat terkemuka,
seperti Thalhah dan Zubayr, serta menggelar peperangan yang
dinamakan dengan perang Jamal (unta), karena Aisyah mengendarai
unta dalam peperangan tersebut.104
Pengaruh kaum perempuan dalam urusan-urusan publik
mencapai klimaksnya ketika mereka bertindak untuk melindungi atau
memberikan kekebalan hukum yang diberikan oleh Nabi saw. Nabi saw.
menyetujui dan menerima semua kasus ij±rah (perlindungan) yang
diberikan oleh kaum perempuan, sehingga hal ini menjadi indikasi
yang jelas dari Nabi saw. dan dari komunitas Muslim awal untuk
mengakui kemampuan dan kapasitas kaum perempuan untuk
103Diriwayatkan Sa’id bin Manshur dan Abu Ya’la, bahwa Umar pernah
berpidato di atas mimbar. Dalam pidatonya ia melarang maskawin melebihi 400
dirham. Setelah ia turun dari mimbar, ia dihadang oleh seorang perempuan Quraisy
yang berusaha menentang isi pidatonya, dengan melontarkan suatu pertanyaan :
Apakah tuan tidak pernah mendengar firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa (4): 20 :
اًرﺎَﻄِْﻨﻗ ﱠُﻦھاَﺪِْﺣإ ُْﻢﺘَْﯿﺗاَءَو. Umar kemudian menjawab dengan minta maaf, “Allahumma
maafkan, semua orang lebih pintar daripada Umar. Akhirnya Umar kembali naik ke
atas mimbar dan berkata, ‘Sesungguhnya aku tadi melarang kalian memberi
maskawin lebih dari 400 dirham. Maka barangsiapa menginginkan, bisa
memberikan harta kepada isterinya, maka hendaknya memberinya sesukanya.”
Lihat dalam Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fat±w± wa Aq«iyah Am³ril
Mu’min³n Umar bin Khatt±b (Cairo: Maktabah al-Qur’an, 1986), h. 162.
104Selengkapnya baca Asma’ Muhammad Ahmad Ziyadah, op. cit., h. 275-337.
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bertindak sebagai hakim dengan adil dan bertindak secara
bertanggungjawab bahkan dalam perkara-perkara yang memiliki kaitan
besar dengan stabilitas dan keamanan negara Islam.
Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kaum perempuan
telah memberikan perlindungan atau suaka dan Nabi saw. mendukung
mereka dengan senang hati. Bahkan ada riwayat yang mengatakan
bahwa Nabi saw. tidak pernah menentang atau menolak suaka yang
diberikan oleh kaum perempuan kepada musuh.105
Sejarah Islam mencatat nama-nama besar muslimah yang
mempunyai peran luar biasa dibidangnya masing-masing. Khadijah
binti Khuwailid (istri pertama Rasulullah saw.), adalah orang pertama
yang menyatakan iman atas kerasulan Muhammad saw., suaminya,
milyuner yang rela mengorbankan harta bendanya untuk dakwah
Islam, istri yang setia dalam suka maupun duka serta mendukung
penuh perjuangan suami. Fatimah binti Muhammad saw., adalah
orator ulung, terjun ke dunia politik dengan mencalonkan Ali bin Abi
Thalib (suaminya) menjadi khalifah pertama sekalipun hingga akhir
hayatnya tidak terwujud. Aisyah binti Abi Bakar (istri Rasulullah saw.),
adalah perawi hadis hebat karena meriwayatkan hadis tidak kurang
dari 2210 Hadis, terjun dikancah politik pada masa Usman bin Affan
dengan berani menegur kebijakan Usman (sang khalifah), menjadi
105Lihat Haifaa, op. cit., h. 124.
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komandan tertinggi dalam peran Jamal melawan Ali, perempuan
intelek dan seorang orator besar. 106
Al-Syifa (Ummu Sulaiman), seorang guru perempuan pertama
dalam Islam (salah satu muridnya adalah Hafshah binti Umar, istri
Rasulullah saw.), penasehat Khalifah Umar bin Khattab. Rufaidah
adalah seorang pendiri rumah sakit dan Palang Merah pertama zaman
Nabi Muhammad saw. Zubaidah (istri Harun al-Rasyid), pembuat
kanal dari sungai Tigris di Baghdad sampai Padang Arafah di Makkah,
membangun masjid-masjid, waduk dan jembatan. Qahramanah,
merupakan hakim perempuan pertama yang keahliannya diakui oleh
Abu Hasan. Laila Katun, pahlawan perempuan dalam perang melawan
kaum salib dari Eropa. Ummu Kholil, penguasa mesir pada akhir
pemerintahan Dinasti Ayyubiyah. Rabi’ah al-Adawiyah, yang sangat
menguasai lirik dan Syair-syair puisi sufi sebagai jalan pendekatan diri
kepada Allah swt. Yang terkenal dengan faham tasawufnya
mahabbah.107
4. Hak Baiat
106Disimpulkan dari beberapa sumber bacaan, di antaranya Asmaran AS.,
Pengantar Studi Tasawuf (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 268-
272 dan Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan:
Bercermin pada Shahabiyat (Cet. I; Bogor: CV. IdeA Pustaka Utama, 2003), h. 179-
213.
107Ibid.
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Dalam sistem Islam, sahnya pengangkatan seorang khalifah itu
adalah dengan adanya baiat108, yaitu pernyataan dari kaum Muslimin
kepada seorang Muslim bahwa mereka rela mengangkat dan taat
kepada orang tersebut untuk memimpin mereka, memberlakukan
hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Apabila ada sekelompok kaum
Muslimin yang telah mewakili kaum Muslimin lain melakukan baiat,
salah seorang yang dibaiat itu menjadi khalifah, harus ditaati oleh
seluruh kaum Muslimin.
Baiat adalah sumpah setia dan peneguhan janji antara kedua
belah pihak, rakyat dan pemimpinnya. Baiat merupakan janjia setia
untuk loyal kepada tatanan politik Islam atau khilafah Islam. Baiat
merupakan sisi kegiatan politik yang paling menonjol dilakukan oleh
ummat. Dalam Islam, baiat merupakan tiang pancang dalam sistem
hukum dan bahkan dalam sejarah Islam. Pada masa Rasulullah saw.,
baiat mendahului pendirian suatu negara. Baiat merupakan janji setia
terhadap sistem politik Islam atau kekhalifahan Islam, serta kesetiaan
kepada jamaah kaum muslimin dan ketaatan kepada pemimpin.109
108Baiat dalam Islam adalah sebuah lembaga politik yang penting, digunakan
oleh rakyat atau umat untuk memberikan atau menjamin adanya legitimasi atas
sistem politik. Baiat mencakup janji rakyat untuk loyal kepada sistem dan
pemimpinnya sepanjang pemimpin tersebut berpergang pada prinsip-prinsip Islam.
Baiat (mubayaah) adalah pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan
oleh ahl hal wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Hasbi al-
Shiddieqy, Azas-azas Hukum Tata Negara menurut Syariat Islam (Yogyakarta:
Matahari Masa, 1969), h. 66.
109Hibbah Rauf Izzat, Perempuan dan Politik Pandangan Islam, terj.
Bahruddin Fannani (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 98.
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Islam memberikan hak dan kewajiban baiat kepada perempuan,
seperti halnya kepada laki-laki, sebagaimana dalam sebuah hadis
shahih :
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﻨَْﻌﯾَﺎﺑ َْﺖﻟَﺎﻗ َﺎﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺔﱠﯿِﻄَﻋ ﱢُمأ ْﻦَﻋ
 ْﺖََﻀَﺒَﻘﻓ ِﺔَﺣَﺎﯿﱢﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺎﻧَﺎَﮭﻧَو ًﺎﺌْﯿَﺷ ِ ﱠ ِﺎﺑ َﻦْﻛِﺮُْﺸﯾ َﻻ َْنأ َﺎﻨَْﯿﻠَﻋ َأََﺮَﻘﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو
 َُﻼﻓ ِﻲﻨْﺗَﺪَﻌَْﺳأ َْﺖﻟَﺎَﻘﻓ َﺎھََﺪﯾ ٌَةأَﺮْﻣا ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا َﺎَﮭﻟ َلَﺎﻗ ﺎََﻤﻓ َﺎَﮭﯾِﺰَْﺟأ َْنأ ُﺪﯾُِرأ َُﺔﻧ
 َْﺖَﻘﻠَﻄْﻧَﺎﻓ ًﺎﺌْﯿَﺷ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻَﺎﮭََﻌﯾَﺎَﺒﻓ ْﺖَﻌَﺟَرَو)(يرﺎﺨﺒﻟا هاور.
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Artinya :
Dari Ummu Athiyah ra. berkata: "Kami membaiat Rasulullahsaw.", lalu beliau membacakan kepadaku, "Janganlah kalianmenyekutukan Allah dengan sesuatu dan melarang kamu untukNiyahah (meratapi mayat)” karena itulah salah seorangperempuan dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan)lalu perempuan itu berkata". Seseorang telah membuatku bahagiadan aku ingin membalas jasanya. Rasulullah pun tidak berkataapa-apa. Lalu, perempuan itu pergi, kemudian kembali lagimembaiatnya.
Sebagai contoh, sejak awal, hak kaum perempuan setara dengan
laki-laki untuk mendukung dan mentaati sistem politik yang telah
dibuat di bawah kepemimpinan Muhammad saw. dan telah melakukan
baiat.111 Selama masa kepemimpinan Nabi saw., ketaatan dan loyalitas
110Lihat Imam al-Bukhari, op. cit., “Kitab Tafsir Al-Qur’an, Bab Iz± j±’ak al-
Mu’min±¯ yub±yi’nak”, No.4610, Juz IV, h. 1856. Dalam QS. Ali Imr±n (3): 104
Allah berfirman agar ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Depag RI., op. cit.,
h. 93.
111Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah yang
menganggap bahwa baiat untuk jihad dan membela negara dikhususkan hanya bagi
kaum laki-laki, meski dia memiliki perhatian yang jelas terhadap peran politik dalam
baiat perempuan. Pendapat yang sama juga dikemukakan tentang baiat Ridhwan
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diberikan oleh beliau kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada
perbedaan apapun dalam isi dan tanggungjawabnya. Nabi saw.
mengambil janji dari kaum perempuan, sebagaimana dari laki-laki,
adalah untuk mendukung negara dan mentaati beliau dalam beramar
ma’ruf nahi munkar sebagai ba’iat ‘aiyniyah.112 Nabi saw. juga
menerima ba’iat kaiyfiyyah113dari beberapa orang perempuan yang
terkemuka, di antaranya adalah Nusaibah binti Ka’ab, yang
memberikan janji setia untuk ikut serta dalam jihad dan ia sungguh-
sungguh telah mengambil bagian dalam beberapa  peperangan bersama
dan perjanjian Hudaibiyah. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar’ah fi
Ashr al-Risalah (Cet. I; Kuwait: Dar al-Fikr, 1990), h. 425.
Para sahabat perempuan yang ikut serta membaiat Nabi saw. di antaranya :
Ramlah binti Abu Auf al-Sahmiyah, Fukaihah binti Yasar, Laila binti Abu Hatsamah
al-Quraysyiyah al-Adawiyah, Ummu Jamil binti al-Mujallil, Raithah binti al-Haris,
Sahlah binti Suhayl bin Amr al-Quraysyiyyah al-Amiriyah, Fathimah binti Alqamah
bin Abdullah bin Abu Qais, al-Syifa binti Abdullah al-Adawiyah, Judzamah binti
Jandal,  Busrah binti Shafwan bin Naufal bin Abdul Uzza bin Qushay al-Quraysyiyah
al-Asadiyah, Aisyah binti Qudamah bin Mazh’un al-Quraysyiyah al-Jumahiyah,
Ummul Khair binti Shakhr bin Amir (ibunda Abu Bakar al-Shiddiq), Asma binti
Umais, dan Ruqayyah binti Sayyidul Basyar (Mereka adalah para sahabat yang hijrah
ke Habsyah. Asma Muhammad Ahmad Ziyadah, Daur al-Mar’ah al-Siy±si f³ Ahd al-
Nab³y wa al-Khulaf± al-Rasyid³n, (Cet. I; Cairo: 1421 H.), h. 70), Quraibah binti
Muawwiz al-Najjariyah, Ummul Munzir Salma binti Qais bin Umar, Ummu Hisyam
binti Haristah al-Anshariyah, Asma binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyah,
Umaimah binti Bisyr, Suba’iah binti al-Harits, Barugh binti Uqbah Abdah binti
Abdul Azis bin Nahdhlah, dan beberapa perempuan lain yang terlibat dalam baiat.
112Baiat ‘ainiyah adalah baiat yang berkaitan dengan komitmen politik
(iltizam) terhadap sistem yang ada dan ini wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ibid.
113Baiat kaifiyyah adalah baiat yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu
dan ini wajib bagi sekelompok laki-laki dan perempuan tertentu. Jenis baiat seperti
ini adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan khusus.
Nusaibah binti Ka’b bin Mazin bin an-Najjar dan Ummu Ammarah adalah dua orang
perempuan dari 73 orang yang ikut berbaiat pada baiat Aqabah. Ibid. h. 72. Baca
pula Shaheen Sardar Ali, Gender and Human Rights in Islam and International
Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man? (London: Kluwer Law
International, 1999)h. 129.
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laki-laki. Ini menggambarkan tekad Nusaibah untuk memenuhi
ba’iatnya sungguhpun itu merupakan baiat kaifiyyah. Hal ini
mengindikasikan bahwa kaum perempuan –sebagaimana laki-laki-
memiliki kewajiban untuk merealisasikan kemampuan-kemampuan
individunya secara penuh, dan oleh karenanya harus melakukan tugas-
tugas khusus yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan tersebut
baik tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kolektif.
Dalam kajian ini, penulis memahami bahwa adanya hak baiat
bagi perempuan pada masa Rasulullah saw. memberikan indikasi kuat
bahwa dalam sistem kepemimpinan Rasulullah saw. perempuan tetap
dianggap sebagai salah satu elemen negara dan masyarakat yang sangat
penting, sehingga perempuan dianggap penting memberikan legitimiasi
terhadap pemimpin yang terpilih.
Konsep baiat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi saw.
adalah salah satu bentuk pengakuan hak-hak politik perempuan, yang
tentu dalam pelaksanaannya mengalami perubahan bentuk dan model
sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa Nabi saw.
Pada masa Rasulullah saw. masih memungkinkan baiat secara
langsung, tetapi pada kondisi sekarang hak baiat dapat berbentuk
keikutsertaan perempuan dalam memilih pemimpin dan memberikan
legitimasi kepemimpinan bagi pemimpin yang terpilih.
Hak baiat yang pernah diberikan oleh Islam, pada saat ini ada
kesamaan dengan sistem pemilihan dan legitimasi kepemimpinan, di
mana baiat merupakan pernyataan ketulusan dan keikhlasan hati untuk
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mengikuti dan mengakui Rasulullah saw. sebagai pemimpin. Begitu
pula dengan pemilihan,  dimana semua orang -termasuk perempuan-
berhak untuk memilih pemimpinnya serta berhak dan wajib untuk
melegitimasi dan mengakui pemimpin yang terpilih yang tertuang
dalam aturan perundang-undangan. Di samping itu, masing-masing
pemimpin dan masyarakat –termasuk perempuan- memiliki hak dan
kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dan
mengisi pembangunan.
Terlepas dari kondisi tersebut, keadaan sekarang benar-benar
berubah dan berbeda dengan masa lampau yang penuh “penjajahan”
bagi kaum perempuan. Sekarang perempuan benar-benar
berkesempatan meraih keinginan setinggi-tinggi dan seluas-luasnya.
Kalau pada masa lampau –sebelum kedatangan Islam- demikian kelabu
bagi kaum perempuan, sebagian mereka ada yang mampu berprestasi
sangat hebat, apakah ada alasan untuk tidak berprestasi saat ini ?.
Menjadi sangat ironis apabila kaum perempuan sekarang tidak mampu
berprestasi.
Selama abad XX kita mencatat banyak prestasi yang telah diukir
oleh kaum perempuan. Nyai Walidah Ahmad Dahlan yang mampu
menjadi pelopor pergerakan perempuan Indonesia, Margareth Teacher
yang mampu menjadi Perdana Mentri Inggris, Indira Gandhi menjadi
Perdana Mentri India, Qorazon Aquino menjadi Presiden Philipina.
Di bidang ekonomi, banyak perempuan yang menjadi direktur
perusahaan besar, ekonom, pengamat, cendikiawan, menteri, dan
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sebagainya. Di bidang hukum, banyak yang menjadi hakim, pembela,
pengamat, penuntut umum, pakar dan sebagainya. Di bidang militer,
banyak yang menjadi jenderal dan menduduki jabatan strategis.
Pada pokoknya, ingin menjadi apapun kaum perempuan
mempunyai kesempatan untuk meraihnya. Tidak ada lagi dominasi pria
yang bisa menghalangi langkahnya. Hanya satu hal yang perlu diingat,
bahwa secara kodrati perempuan adalah istri bagi suami dan ibu bagi
anak-anak. Tugas sebagai istri dan ibu tidak boleh ditinggalkan. Jangan
sampai mempunyai kedudukan terhormat, tetapi di dalam rumah tidak
dapat menciptakan harmoni rumah tangga bersama suami dan tidak
mampu menjadi teladan bagi anak-anak. Apapun kedudukan dan
jabatannya, perempuan tetaplah seorang istri dan ibu.
Harus ditekankan di sini, bahwa tingkat aktifitas (sebagaimana
aktifitas sosial) yang tinggi yang dilakukan oleh kaum perempuan pada
awal Islam itu tidak akan dicapai lagi hingga saat ini tanpa
merealisasikan tiga faktor penting dan saling berkaitan, yaitu :
1. Pengakuan terhadap kemampuan atau kompetensi politik kaum
perempuan. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa kaum
perempuan telah dihargai sebagai warga negara penuh yang
mampu berpastisipasi dalam semua aktifitas politik (termasuk
didalamnya baiat, syura, memberikan suaka, ikut berjihad, dan
memegang posisi-posisi terkemuka) dan mereka betul-betul
diperbolehkan untuk melakukan semua itu.
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2. Penghargaan atau pengakuan tersebut mencapai momentumnya
ketika kaum perempuan menjadi sadar secara politik atau
menyadari tanggung jawabnya dalam masyarakat.
3. Memunculkan partisipasi politik yang luas di kalangan
perempuan yang dikondisikan oleh kemampuan-kemampuan
dan tingkat kesadaran diri mereka yang dipraktekkan pada
sebuah latar belakang sosial yang menyenangkan serta
memberikan rangsangan dan momentum baginya.
Lingkungan yang mendukung seperti ini adalah hasil dari usaha
Nabi saw. yang tekun untuk menghapus praktek dan kebiasaan-
kebiasaan yang bisa menghalangi atau menghambat kemajuan ke arah
keterlibatan politik kaum perempuan yang lebih luas dalam
masyarakat. Oleh karenanya, beliau mengajukan proses perubahan
sosial dan menjamin bahwa komunitas masyarakat akan dapat
menerima dan menghargai aktifitas kaum perempuan dalam lapangan
politik sebagai asset dan sebuah kontribusi yang bernilai bagi suatu
masyarakat yang sehat.
Beberapa hal berikut ini dapat dipenuhi pada saat itu :
Pertama, melalui ajaran-ajaran al-Qur’an dan aturan-aturan
hadis, yang keduanya mendukung kaum perempuan untuk menjadi
energik dan kreatif, disamping mendesak kaum laki-laki untuk
membantu kaum perempuan memenuhi peran mereka sebagai anggota
masyarakat yang aktif dan setara. Kedua, sejumlah teladan yang
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dicontohkan Nabi saw. terhadap keluarga beliau pada khususnya, dan
terhadap para sahabat beliau (yang perempuan) pada umumnya.114
Secara terus menerus Nabi saw. mendorong kaum perempuan
untuk mengambil bagian dalam semua aspek kehidupan sosial, politik,
ekonomi, dan keagamaan. Dorongan tersebut menemukan gaungnya
ketika kaum perempuan, khususnya perempuan Anshar, menunjukkan
keinginan dan hasrat mereka untuk berpartisipasi dalam semua
aktifitas, yang kemudian memunculkan sebuah model peran bagi
perempuan lain untuk diikuti. Untuk melakukan hal itu, mereka
merintis jalan bagi perubahan sosial yang radikal yang menyediakan
ruang lebih banyak dan mobilitas lebih besar bagi kaum perempuan
dalam masyarakat.
Demikianlah gambaran peran politik perempuan dalam sistem
politik Islam. Para Muslimah harus mempersiapkan diri agar dapat
bergabung dengan partai politik Islam yang berjuang untuk
menegakkan pemerintahan Islam. Bersama-sama dalam sebuah parpol
Islam, Muslimah mengokohkan akidah umat, terutama kaum
114Dalam berhubungan dengan orang lain, khususnya dengan kaum
perempuan, Nabi saw. digambarkan sebagai laki-laki terbaik dalam sikapnya. Beliau
tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak senonoh, baik dalam perbuatan maupun
dalam perkataan. Beliau tidak pernah membuat keributan di pasar, tidak pernah
membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan memaafkan dan mengampuninya.
Beliau tidak kasar dan tidak keras. Bahkan sebaliknya, beliau adalah manusia paling
lembut dan paling baik hati, selalu menyenangkan dan tersenyum. Beliau bisa
menambal pakaiannya dan memperbaiki sepatunya. Beliau tidak memukul budak
dan kaum perempuan, dan tidak memukul segala sesuatu dengan tangannya kecuali
ketika berperang di jalan Allah. Lihat Haifaa, op. cit., h. 125-130.
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Muslimah, sehingga mereka hanya mau tunduk pada hukum Allah saja,
tidak pada yang lain.
Muslimah mengajarkan bagaimana sebenarnya hak dan
kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat sesuai dengan
ketetapan Allah. Demikianlah seharusnya aksi politik perempuan saat
ini.  Aktivitas politik adalah aktifitas yang tidak hanya dibebankan
kepada laki-laki saja karena perempuan pun merupakan bagian tak
terpisahkan dari masyarakat.
Dari beberapa uraian mengenai pandangan para ulama tentang
perempuan, hak –yang mencakup di dalamnya hak-hak politik- dan
kewajiban perempuan dalam Islam, maka penulis menyimpulkan
beberapa hukum keterlibatan perempuan dalam dunia politik :
Hukum dasar dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik
adalah mubah (boleh). Hal ini didasarkan pada tidak adanya nash yang
secara tegas melarang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Di
samping itu, al-Qur’an telah mengamanahkan kepada umat manusia –
laki-laki dan perempuan- agar senantiasa beramar ma’ruf dan nahy
munkar. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9): 71 :
Amar ma’ruf nahy munkar yang dimaksudkan dalam ayat tersebut
adalah segala bentuk aktifitas yang dilakukan dalam rangka
menjalankan perintah Allah menyampaikan yang benar dan melarang
dari hal-hal yang sifatnya munkar dan merugikan. Oleh karenanya,
peran aktif dua anak manusia sangat dibutuhkan. Hal ini didukung pula
oleh hadis Rasulullah saw. tentang hak laki-laki dan perempuan dalam
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sebuah kepemimpinan -sebagaimana yang telah dikemukakan pada
pembahasan sebelumnya-.
Hadis ini menginformasikan bahwa laki-laki dan perempuan
bertanggungjawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Ini adalah
pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang tidak berarti
bahwa yang lain tidak mau tahu dengan tugas-tugas selain tugasnya
sendiri. Hadis ini adalah penegasan mengenai adanya kemitraan dalam
peran dan tugas masing-masing. Hal ini berarti bahwa keduanya
mempunyai hak yang sama untuk memangku jabatan-jabatan politik,
dan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan
kerja masing-masing.
Meski demikian, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam
politik yang telah digariskan Islam harus memenuhi persyaratan. Siapa
pun berhak ikut terlibat dalam dunia politik, apabila dia memiliki
kapasitas kepemimpinan (amanah, cerdas, adil, berakhlak mulia, dan
sebagainya)
Hal ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah saw. (yang telah di
muka) bahwa tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat)
yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada
perempuan”.
Hadis ini ketika dimaknai secara tekstual merupakan bukti
pelarangan Rasulullah terhadap aktifitas perempuan dalam dunia
politik. Akan tetapi, sangatlah naif ketika Rasulullah saw. melarang
aktifitas perempuan dalam pentas politik, sementara pada awal-awal
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Islam justeru Rasulullah saw. sendiri yang telah melegalkan dan
mendukung aktifitas perempuan dalam dunia politik.
Oleh karenanya, sangatlah bijak langkah yang ditempuh oleh
para ahli hadis dalam memahami kandungan hadis Abi Bakrah, dengan
tidak mengabaikan asbab wurud hadis tersebut, sehingga memberi
makna yang lebih luas dan menunjukkan keluwesan hukum Islam.
Hadis yang ditujukan pada putri Kaisar adalah peristiwa yang
tidak bisa mewakili keberadaan perempuan secara umum. Hadis
tersebut sangat kasuistis, sehingga ketika hadis tersebut dijadikan
senjata pelarangan aktifitas perempuan dalam pentas politik, akan
memberi kesan keberpihakan hukum Islam pada sekelompok jenis
kelamin tertentu. Dan ini bukanlah sifat hukum Islam yang universal,
dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman.
Dari pemahaman yang kompleks terhadap ayat dan hadis di atas
melahirkan hukum wajib dan haram. Hukum wajibnya perempuan
berpolitik adalah dalam rangka menyuarakan kepentingan-kepentingan
perempuan dan apabila kondisi masyarakat sekelilingnya sangat
membutuhkan keterlibatan perempuan, termasuk karena kurang
terimplementasikan atau terdhaliminya hak-hak perempuan dalam
masyarakat- demi kemaslahatan agama, bangsa, dan negara.
Sedang, perempuan menjadi haram hukumnya ikut serta dalam
dunia politik, apabila keikutsertaannya tersebut telah mengabaikan
peran kodratinya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan tidak
bermaksud untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan
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perempuan, tetapi lebih pada motivasi riya’ dan mencari popularitas. Di
samping hal tersebut, perempuan juga diharamkan ikut berpolitik
apabila tidak memiliki keahlian dalam bidang yang akan digelutinya.
Sebab, apabila hal tersebut tetap dipaksakan maka akan melahirkan
sebuah kemudharatan yang lebih besar terhadap diri perempuan, juga
terhadap masyarakat lingkungannya.
Oleh karenanya, -menurut penulis- ada beberapa kriteria dan
prasyarat yang harus menjadi acuan perempuan dalam berpolitik.
Kriteria inilah yang akan menjadi rujukan penulis dalam melihat
partisipasi politik perempuan Sulawesi Selatan yang sesuai dengan
hukum Islam, sehingga keterlibatan perempuan dalam kancah politik
benar-benar memiliki legalitas hukum.
Ada 4 kriteria yang minimal harus diperhatikan seorang
Muslimah yang ingin terjun dalam dunia politik, yaitu :
1. Melaksanakan kewajibannya terhadap agamanya (w±jib±¯
d³n³y±¯)
2. Melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya (w±jib±¯
syakh¡iyah)
3. Melaksanakan kewajibannya terhadap rumah tangganya
(w±jib±¯ baytiyyah)
4. Melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat, negara dan
tanah airnya (w±jib±¯ ijtim±’iyah wa w±jib±¯ wa¯aniyah)
Keempat kriteria ini menjadi kewajiban seorang perempuan
dalam hidupnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan
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sesuai dengan urutan dan tingkatannya. Artinya, kewajiban pribadi
belum menjadi hal yang penting dipenuhi, sebelum kewajiban terhadap
agama itu terpenuhi. Hal ini berarti, terkadang kepentingan pribadi itu
harus dikorbankan demi kepentingan agama. Akan tetapi, dapat pula
terjadi sebaliknya, dengan ketentuan adanya unsur mudharat (darurat).
Demikian pula, tugas perempuan dalam membangun
masyarakat, negara, dan tanah airnya belum menjadi sebuah
kewajiban, apabila kewajiban terhadap agama, pribadi, dan rumah
tangganya belum terlaksana dengan baik. Apatah lagi, kalau akibat dari
aktifnya perempuan berpolitik membuat kewajiban lainnya menjadi
terabaikan.
Laki-laki dan perempuan adalah dua anak manusia yang
diciptakan Allah untuk saling melengkapi. Ini berarti bahwa laki-laki
dan perempuan memiliki kekurangan, yang berimplikasi pada perlunya
terjalin kerjasama yang terus menerus antara keduanya, termasuk
dalam hal politik.
Dengan demikian, sangatlah tidak adil, ketika langkah-langkah
pengambilan keputusan tersebut hanya dibebankan pada laki-laki. Di
samping itu, tidak ada nash dari al-Qur’an dan hadis yang menyebutkan
secara kongkrit akan tugas-tugas politik yang dibebankan pada salah
satunya, tetapi digambarkan keterikatan antara keduanya sebagai
khalifah di muka bumi.
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2. Pandangan Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan
Dalam menilai implemetasi hak-hak politik perempuan pada
masyarakat Islam Sulawesi Selatan, penelitian ini memilih Organisasi
Masyarakat (ormas) Islam sebagai responden untuk menentukan
bentuk penilaian implementasi hak-hak politik perempuan.
Pengambilan ormas Islam sebagai responden karena bahasan disertasi
ini adalah dikhususkan pada fokus kajian hukum Islam, dimana pada
hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa ketika sebuah
permasalahan disandarkan pada persoalan hukum  maka arahnya akan
tergiring pada ormas Islam yang memiliki pengaruh di tengah-tengah
masyarakat Sulawesi Selatan.
Olehnya itu dalam mengangkat sampel, penulis memilih
Muhammadiyah dan NU sebagai responden prioritas untuk menilai
implementasi hak politik perempuan dalam masyarakat Sulawesi
Selatan.
a. Sekilas tentang Muhammadiyah dan NU
1). Muhammadiyah
a). Sejarah Muhammadiyah115
Muhammadiyah yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan116
pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H./18 November 1912 M. di
115Muhammadiyah dikenal dengan istilah gerakan modern atau gerakan
reformasi. Deliar Noer dan Ahmad Syafi’i Ma’arif menggunakan istilah “modern”,
Harun Nasution menggunakan istilah “pembaruan”, sedangkan A. Jainuri
menggunakan istilah “reformasi”. Lihat Weinata Sairin, Gerakan Pembaruan
Muhammadiyah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 18.
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Yogyakarta, tak dapat disangkal merupakan gerakan pembaruan Islam
terbesar di Indonesia. James L. Peacock mengatakan bahwa
Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam terkuat yang ada
di kalangan Islam Asia Tenggara.117 Indikasi ini didasarkan pada amal
usaha Muhammadiyah yang telah nyata dirasakan oleh masyarakat.
Amal usaha Muhammadiyah bertebaran di mana-mana, seperti
sekolah, rumah sakit, panti asuhan, mesjid, balai-balai pengobatan dan
usaha-usaha lainnya.
Gerakan pembaruan Muhammadiyah adalah berusaha
memadukan iman dan kemajuan. Jika ada gerakan keagamaan yang
semata-mata sebagai akibat dari dialektika sejarah pemikiran teologis
dan ada pula gerakan keagamaan yang timbul karena benturan dengan
dunia luar, maka Muhammadiyah termasuk kedua-duanya. Di satu
pihak pemurnian ajaran agama sebagai hasil langsung dari cita-cita
116KH. Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1258 H. bertepatan dengan 1868 M.,
di kampung Kauman Yogyakarta. Namun tanggal dan bulan kelahirannya tidak
diketahui secara pasti. Lihat A. Djainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformis di
Jawa pada Awal Abad ke-20 (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 25. Semasa kecilnya ia
diberikan pelajaran dan pendidikan agama oleh orang tuanya sendiri, kemudian ia
meneruskan pelajaran mengaji tafsir, hadis, bahasa Arab dan fiqhi kepada beberapa
ulama sekitarnya. Adapun guru-gurunya di tanah Jawa di antaranya : Kyai H.
Muhammad Nur, Kyai H. Abdul Hamid, Syekh Hasan, Kyai H. Said R. NG.
Sosrosogondo, Kyai Raden H. Dahlan, Kyai Mahfudh, Syekh Khayyat, Syekh Amien,
Sayyid Bakri Satock, Kyai H. Muhammad Saleh, Kyai H. Muhsin, Syekh M. Djamil
Djambek. Djarnawi Hadikusuma, op. cit., h. 66. Lihat pula M. Yusron Asrofie, KH.
Ahmad Dahlan; Pemikiran dan Kepemimpinannya (Yogyakarta: Yogyakarta Offset,
1983), h. 22. lihat pula Yusuf Abdullah Puor, Perjuangan dan Pengabdian
Muhammadiyah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Antara, 1989), h. 32.
117James L. Peacock, Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di
Indonesia (Jakarta: Citra Kreatif, 1986), h. 5.
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ketauhidan, di lain pihak adalah usaha untuk menyesuaikan cita-cita
keagamaan dengan perkembangan zaman.118
Kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di
Indonesia pada permulaan abad ke-20 disebabkan oleh interaksi
sejumlah faktor yang kompleks. Faktor pertama menyatakan bahwa
kelahiran Muhammadiyah didorong oleh tersebarnya gagasan
pembaruan Islam dari Timur Tengah yang dipelopori oleh Muhammad
Abduh.119 Sementara faktor lain menyatakan bahwa Muhammadiyah
lahir sebagai respons terhadap kondisi yang mengitari umat Islam
Indonesia. Pandangan ini memberi penekanan lebih besar pada realitas
sosio keagamaan, ketimbang ideologi luar yang ada pada faktor
pertama.
118Kuntowijoyo, “Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah”, dalam M. Amin
Rais, Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: PLP2M,
t.th.),
h. 38.
119Wacana yang diserukan adalah agar kaum muslimin rukun dan bersatu
menentang kekuatan dunia luar yang pengaruhnya kian berkembang. Muhammad
Abduh seorang pembaharu terkenal, bekerja-sama dengan gurunya Jam±ludd³n al-
Afg±ni secara konsisten menyerukan perlunya persatuan seluruh umat Islam untuk
melawan dominasi Barat. Secara khusus Abduh berpandangan bahwa persatuan
umat Muslim hanya dapat dicapai dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam yang
benar serta meninggalkan bid’ah dan khurafat yang telah dianggap bagian integral
agama. Sikap fatalis ditentangnya karena dianggap menghalangi munculnya
pandangan keislaman yang nasionalis, dinamis dan segar untuk kebangkitan umat
Islam. Untuk menjawab tantangan Barat, Abduh menyerukan untuk memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi bagi kemajuan masyarakat Islam, sambil
memegang teguh sumber-sumber Islam yang asli. Diterjemahkan dari buku Pioneers
of Islamic Revival oleh Ilyas Hasan dengan judul Para Perintis Zaman Baru Islam
(Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 95 dan 101. Lihat pula karya Muhammad Abduh,
Ris±la¯ al-Tauh³d, diterjemahkan oleh Firdaus AN. dengan judul Risalah Tauhid
(Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 141.
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Secara historis, akar-akar pembaruan Islam di Indonesia dapat
dilacak pada tahun-tahun pertama abad ke-19.120Para pelajar ilmu-ilmu
keislaman terkemuka yang kembali dari Mekkah membawa gagasan-
gagasan Wahabiyah ke kampung halaman mereka di Sumatera. Mereka
memprakarsai gerakan pemurnian yang sama dan mulai mengecam
pengaruh kebiasaan lokal yang mereka pandang bertentangan dengan
ajaran dasar Islam. Gagasan ini diilhami oleh para pengikut gerakan
Wahhabiyah, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan antara
pendukung Wahhabiyah dan golongan yang memihak adat istiadat
lokal yang sudah berurat akar.
Ide pembaruan Islam dari Timur Tengah sangat berpengaruh
terhadap keagamaan di Indonesia pada umumnya dan Kyai Ahmad
Dahlan khususnya.121 Kelahiran Muhammadiyah merupakan akibat
langsung dari pengaruh Abduh. Gagasan Abduh diakui memiliki penga-
ruh paling besar dan bertahan lama terhadap lahirnya Muhammadiyah.
120Jaringan ulama ini telah dimulai sejak abad ke-17 dan 18. Jaringan ini
telah melahirkan ulama-ulama pembaharu di Nusantara. Banyak kontinuitas
hubungan di kedua wilayah Timur Tengah dan Nusantara. Meski demikian, perlu
dicatat bahwa terdapat pula perubahan-perubahan penting dalam interaksi kedua
wilayah tersebut. Pada awalnya hubungan ini lebih berbentuk hubungan ekonomi
dan dagang, kemudian disusul hubungan politik keagamaan dan untuk selanjutnya
diikuti oleh hubungan intelektual keagamaan yang melahirkan sosok-sosok
pembaharu di Nusantara. Selengkapnya lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama
Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-
akar Pembaruan Pemikiran  Islam di Indonesia (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h.
23.
121Adanya saling mempengaruhi ini dikemukakan oleh Mukti Ali, tokoh
kontem-porer terkemuka dalam pergerakan Muhammadiyah menunjuk pengaruh
penting dari ide-ide pembaruan Timur Tengah terhadap Islam di Indonesia.
Selengkapnya lihat A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia (Cet. II;
Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 52.
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Pengaruh ini dapat dibuktikan melalui penerimaan Dahlan terhadap
gagasan Abduh mengenai keharusan kembali ke ortodoksi, meskipun
dalam pengertian sebuah Islam modern yang dapat diterima oleh
konteks kultural Indonesia. Ahmad Dahlan juga memprioritaskan
bidang pendidikan sebagai aktifitas pembaruannya daripada aspek
politik.
Dalam kaitannya dengan sosio-religius yang memicu lahirnya
Muhammadiyah, Ahmad Syafi’i mengemukakan tiga faktor penting,
yakni keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia hampir
terdapat pada semua aspek kehidupan, kemiskinan yang sangat parah
yang diderita umat islam justeru dalam suatu negara yang kaya seperti
Indonesia serta keadaan pendidikan Islam yang sangat kuno, sebagai-
mana yang bisa dilihat melalui pesantren.122
Sorotan tentang realitas masyarakat dengan segala problematika-
nya menjelang lahirnya Muhammadiyah juga dikemukakan oleh
Solichin Salam sekaligus menjadi sebab utama berdirinya
Muhammadiyah, yaitu :
1. Kehidupan beragama tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah,
karena merajalelanya perbuatan syirik, bid’ah dan khurafat yang
menyebabkan Islam menjadi statis.
2. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam
kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran.
122Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Cet. II; Jakarta:
LP3ES, 1986), h. 66.
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3. Tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tiadanya
organisasi yang kuat.
4. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya
dengan baik dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno.123
Dari berbagai realitas masyarakat Indonesia, nampaknya
masalah pendidikan juga merupakan bagian integral dari kemunculan
Muhammadiyah.
Dalam konteks sosio-agama inilah yang mendorong Ahmad
Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Namun gerakan
pemurniannya dalam arti pemurnian ajaran Islam dari bid’ah dan
khurafat serta menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar
beragama yang memiliki kedudukan dan fungsi sentral dalam struktur
kepribadian, sikap dan kehidupan sosial pemeluk Islam, baru
dilaksanakan secara intensif pada tahun 1916, empat tahun setelah
Muhammadiyah berdiri, pada saat Muhammadiyah mulai merambah
keluar kota Yogyakarta.
b). Tujuan dan usaha organisasi
Maksud dan tujuan Muhammadiyah terdapat pada Bab III
Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 6 mengemukakan bahwa
maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan
123Solichin Salam, Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia
(Cet. I; Jakarta: NV. Mega, 1985), h. 55-56.
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menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya.
Dalam mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melakukan
usaha-usaha, sebagaimana pasal 7 Anggaran Dasar Muhammadiyah
yang menjelaskan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah
adalah: a) Melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar dan
tajdid diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan; b) Usaha
Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan
kegiatan, yang penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
c). Susunan organisasi
Susunan organisasi Muhammadiyah, terdapat pada Bab V, pasal
9 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut:
- Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
- Cabang ialah ranting dalam satu tempat
- Daerah ialah cabang dalam satu kota atau kabupaten
- Wilayah ialah daerah dalam satu propinsi
- Pusat ialah wilayah dalam satu negara
2). Nahdlatul Ulama (NU)
a). Sejarah NU
Nahdlatul Ulama, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam
yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 13 Januari 1926
dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
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Gerakan NU yang muncul 1928 tersebut dikenal dengan
"Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus
menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap
penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai
jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan
pembebasan.
Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat
embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk
organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk
mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi
dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk
organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada
16 Rajab 1344 H (13 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H.
Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.124 Bagi kalangan orang-orang NU,
berdirinya organisasi keagamaan (jam’iyah diniyah) ini, tidak jarang
dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah
mengakar sebelumnya.125
Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H.
Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar),
kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah.
124Andree Feillard, NU Via-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,
alihbahasa Lesmana (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 7-8.
125Kacung Marijan, Qua Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta:
Erlangga, 1992), h. 1.  Baca pula Achmad Shiddiq, Khittah Nahdliyah (Surabaya,
Balai Buku Surabaya, 1979), h. 3 dan 11.
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Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU,
yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan
bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
Sejak berdirinya pada tahun 1926, NU seringkali bersentuhan
dengan fenomena sosial politik yang beraneka warna.  Sebagai ormas
terbesar di Indonesia –selain Muhammadiyah-, NU secara langsung
maupun tidak langsung, seringkali bersentuhan dengan persoalan
politik, negara dan kekuasaan. NU merupakan organisasi terbesar yang
kompleks dan penuh warna. Justeru karena sosoknya yang kompleks
dan penuh warna inilah, maka NU merupakan obyek kajian yang
menarik dan eksotis.126
b). Paham Keagamaan
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah127, sebuah pola
pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis)
dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran
bagi NU tidak hanya al-Qur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan
kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir
semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-
Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian
dalam bidang fikih mengikuti empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i,
dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan
126Ditjen Bagais, Jejak-Jejak Islam Politik:  Sinopsis Sejumlah Studi Islam
Indonesia (Jakarta: Ditpertais, 2004), h. 55.
127Lihat Kacung Marijan, op. cit., h. 21.
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metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan
antara tasawuf dengan syariat.128
Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1985, merupakan
momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah
wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam
bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU
dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan
gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
c). Basis Pendukung
Jumlah warga NU yang merupakan basis pendukungnya
diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas di
pulau jawa, dengan beragam profesi, yang sebagian besar dari mereka
adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki
kohesifitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem
yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran ahlusunnah
wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat
dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan
cagar budaya NU.
Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan
pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU
di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri.
128Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan
Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 149. Lihat pula Mujamil Qomar, NU
“Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Isla (Bandung:
Mizan, 2002), h. 62.
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Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan,
maka di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian
juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU
juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang
terjadi selama ini.
d). Tujuan dan Usaha Organisasi
Tujuan Organisasi adalah menegakkan ajaran Islam menurut
paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan
masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun usaha organisasi sebagai berikut :
1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan
meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat
persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai
dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang
bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat
serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan
kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan
untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan
berkembangnya ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat
luas.
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Dari tiga tradisi kegamaan yang dipegang NU –mencakup iman,
islam, dan ihsan- pada akhirnya melahirkan sikap-sikap yang menjadi
ciri khas normatif organisasi sebagai berikut :
1. Tawassuth dan i’tidal, yakni sikap tengah yang berintikan tentang
prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan
lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.
2. Tasamuh, yakni sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan
pandangan, baik dalam soal keagamaan, terutama hal-hal yang
bersifat furu’ atau menjadi khilafiah, serta dalam soal
kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Tawazun, yakni sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah
swt., kepada manusia serta kepada lingkungan hidupnya,
menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa akan
datang.129
4. Amar ma’ruf nahi munkar, yakni sikap selalu memiliki kepekaan
untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat
bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal
yang menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.130
Dari keempat sikap ini lantas membentuk pedoman perilaku bagi
perorangan maupun organisasi, yang meliputi :
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam
2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
129Ahmad Shiddiq, op. cit., h. 38-40.
130PBNU, Kembali ke Khittah 1926 (Bandung: Risalah, 1985), h. 119.
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3. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang
4. Menjunjung tinggi persaudaraan (ukhuwah), persatuan (ittihad)
serta kasih mengasihi
5. Meluhurkan kemuliaan moral (akhlakul karimah), dan menjunjung
tinggi kejujuran dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.
6. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan
negara.
7. Menjunjung tinggi nilai amal. Kerja, dan prestasi sebagai bagian dari
ibadah kepada Allah swt.
8. Menjunjung ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
9. Selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang
membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
10.Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu,
dan mempercepat perkembangan masyarakat
11. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan
bernegara.131
Refleksi dari faham keagamaan yang dianutnya ini, perilaku NU
dalam memandang persoalan tidak bercorak “hitam putih”. Sehingga,
NU tidak terjebak seperti penganut paham-paham keagamaan lain yang
mudah menyalahkan pihak lain yang tidak sefaham, dan lagi mudah
mengkafirkan secara ekstrem, seperti yang terdapat dalam faham
Mu’tazilah, Khawarij, Jabariyah, Syi’ah, Qadariyah, dan beberapa aliran
ekstrem lainnya. Dalam memandang dunia =sebagai cerminan dari
131Achmad Shiddiq, op. cit., h. 41-44.
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ajaran tasawuf yang dianut- NU menganggapnya sebagai bagian dari
perjalanan menuju akhirat. Sedangkan menuju akhirat bisa dilakukan
melalui ibadah. Sehingga, seluruh kehidupan di dunia ini dipandang
sebagai ibadah. Meski demikian, bukan berarti fatalis karena nilai
demikian mengandung makna yang dinamis, tidak berhenti pada
penyerahan diri pada Allah, asketisme. Sebaliknya, kehidupan duniawi
disub-ordinasikan dalam rangkuman nilai-nilai ilahi yang telah mereka
peluk sebagai sumber nilai tertinggi.132
e). Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi NU adalah :
1. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)
4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan)
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan)
Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap
kepengurusan terdiri dari: Mustayar (Penasihat), Syuriyah (Pimpinan
tertinggi), dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Sedang untuk Ranting,
setiap kepengurusan terdiri dari: Syuriyah (Pimpinan tertinggi), dan
Tanfidziyah (Pelaksana harian).
b. Pandangan Muhammadiyah dan NU
1). Muhammadiyah
132Bachtiar Effendi, “Nilai-Nilai Kaum Santri” dalam M. Dawam Rahardjo
(ed.), Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985),
h. 49.
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Hasil keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih pada Muktamar
Tarjih ke-17 di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan Tahun 1382 H./1972
M. membebankan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah  Majelis
Tarjih untuk membuat tuntunan yang diberi judul “Ad±b al-Mar’ah f³
al-Isl±m”.
Buku Ad±b al-Mar’ah f³ al-Isl±m terdiri atas 9 (sembilan)
bagian :133
I. Perempuan134 dan Pergaulan
A. Pergaulan di dalam rumah tangga
B. Pergaulan dengan masyarakat
1. Pergaulan dengan tetangga
2. Pergaulan dalam bertamu
3. Pergaulan dalam masyarakat
C. Pergaulan di masa pendidikan dan sekolah
D. Akhlak dalam Islam
1. Akhlak terhadap Allah
2. Akhlak terhadap sesama manusia
3. Akhlak bagi diri sendiri
4. Akhlak antara suami isteri
133Majelis Tarjih Muhammadiyah, “Ad±b al-Mar’ah f³ al-Isl±m, dalam
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih Pimpinan
Pusat Muhammadiyah, 1982), h.7-65. Baca pula A. Qadir Gassing, “Ad±b al-Mar’ah
f³ al-Isl±m: Pandangan Muhammadiyah tentang Posisi Wanita dalam Rumah
Tangga dan Masyarakat”,Makalah (t.dt.), h. 3-18.
134Putusan Tarjih Muhammadiyah menggunakan istilah wanita. Dalam
tulisan ini penulis konsisten menggunakan istilah perempuan.
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5. Akhlak terhadap ibu dan bapak
II. Berpakaian menurut tuntunan Islam
III. Arak-arakan pawai dan demonstrasi
IV. Perempuan dan kesenian
V. Perempuan dan ilmu pengetahuan
VI. Perempuan dan jihad
VII. Perempuan Islam dalam bidang politik
VIII. Bolehkah Perempuan menjadi hakim?
IX. Perempuan suri tauladan dalam sejarah
Sesuai dengan pokok bahasan penulis, maka yang akan
dipaparkan hanya bab tentang perempuan Islam dalam bidang politik.
Berbicara tentangperempuan Islam dalam bidang politik,
Muhammadiyah merujuk pada QS. al-Taubah (9): 71 yang berbunyi :
 ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُْﻣَﺄﯾ ٍﺾَْﻌﺑ ُءَﺎِﯿﻟَْوأ ُْﻢﮭُﻀَْﻌﺑ ُتَﺎﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو َنُﻮﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو
 َنَْﻮﮭَْﻨﯾَو َ ﱠﷲ َنﻮُﻌﯿُِﻄﯾَو َةﺎَﻛ ﱠﺰﻟا َنُﻮﺗُْﺆﯾَو َةَﻼ ﱠﺼﻟا َنﻮُﻤِﯿُﻘﯾَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ
 ٌﻢﯿِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ُ ﱠﷲ ُُﻢﮭُﻤَﺣَْﺮﯿَﺳ َِﻚَﺌﻟُوأ َُﮫﻟﻮُﺳَرَو
Terjemahnya :
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagianmereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yangmungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan merekata`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmatoleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.135
135Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha
Putra, 1989), h. 146.
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Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam hal politik dan
ketatanegaraan dirujukkan pada uraian ayat bahwa di antara sifat-sifat
perempuan mukmin, mereka sebahagian dengan sebahagian yang lain
mengerjakan amar ma’ruf nahy munkar, memerintahkan kebajikan dan
mencegah kejahatan. Lebih jauh Muhammadiyah berpandangan bahwa
kaum perempuan Islam pada suatu saat diperlukan untuk ikut
memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan
ikut serta menggerakkan dan melakukannya, karena perempuan ikut
bertanggung jawab terhadap kemakmuran rakyat dan keamanan
negara.136
Adapun pelaksanaannya, bagi kaum perempuan ada yang sama
dan ada yang berbeda dengan kaum laki-laki, sesuai dengan adanya
perbedaan phisik, psykis, bakat, dan kodrat yang nyata. Perempuan
adalah perempuan dengan segala kelembutan dan kehalusannya, dan
laki-laki adalah laki-laki dengan segala ketegasan dan ketangkasannya.
Karenanya, dalam Islam  kaum perempuan bolehlah tegas dan tangkas
sebagaimana laki-laki, tetapi harus tetap halus dan lembut sebagai
perempuan dan tidak menyimpang dari peraturan Islam.137
Dalam pandangannya ini, Muhammadiyah menyadari bahwa
laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dan perbedaan. Hal itu
harus disadari oleh laki-laki dan perempuan, serta menyadari adanya
kodrat dan bakat yang berbeda-beda antara seseorang dengan
136Lihat Majelis Tarjih Muhammadiyah, op. cit., h. 49.
137Ibid.
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seseorang yang lain. Dengan memahami kemampuan dan kondisi
masing-masing, maka pembagian peran akan berlangsung secara
profesional.
Muhammadiyah tampaknya tetap membatasi adanya peran-
peran yang harus dilakoni oleh perempuan. Hal ini tampak jelas dari
ungkapannya bahwa perempuan boleh tegas dan tangkas sebagaimana
laki-laki, tetapi tidak menanggalkan kehalusan dan kelembutannya.
Sebuah peran dan tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul
oleh seorang perempuan.
Point selanjutnya pada bab ini dikemukakan bahwa hampir
seluruh ajaran Islam tentang muamalat duniawiyah mengandung
unsur-unsur politis dan ideologis. Karenanya, dalam Islam tidak ada
pemisahan antara agama, masyarakat, dan negara. Bahkan Islam
memberikan landasan fundamentil bagi kesejahteraan kehidupan
pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Demikian pula Islam
menggariskan perjuangan politik yang kongkrit baik secara teoritis,
praktis, maupun taktis.138
Dengan demikian, maka setiap muslim dan  muslimah khususnya
harus memiliki kesadaran politik, dan jangan buta atau takut politik
untuk tidak menjadi korban atau dimakan politik orang lain.139
Adapun dalam bidang politik praktis tentu saja tidak dapat
digarap oleh setiap orang, tetapi haruslah dilaksanakan oleh orang yang
138Ibid., h. 50.
139Ibid.
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telah memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang itu. Orang-
orang yang memiliki keahlian haruslah dibantu, didukung, diberi
bahan-bahan dan dikoreksi gerak langkah dan tindakan-tindakannya
oleh massa muslim/muslimah yang ada dibelakangnya.140
Peranan yang dapat diambil oleh perempuan dalam pandangan
Muhammadiyah ada dua bagian, yaitu :
1. Peranan langsung, berupa praktik politik dalam badan-badan
legislatif atau Dewan-dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai
daerah. Dalam hal ini perempuan harus ikut serta dan berjuang
untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai.
2. Peranan tidak langsung, yaitu disalurkan dari rumah tangga, di
tengah-tengah masyarakat dengan mengambil bagian aktif dan
mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam
masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Dalam bidang tersebut, kaum perempuan harus dapat mengambil
peranan yang menentukan.141
Meski Muhammadiyah demikian longgar dalam memberikan
kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam bidang politik,
namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Harus ada bimbingan politis dari setiap instansi yang dihadapi,
terutama yang menyangkut masalah keperempuanan, agar setiap
perempuan Islam memiliki kesadaran politik.
140Ibid.
141Ibid.
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2. Harus dipersiapkan kader-kader politik perempuan Islam.
3. Dalam kerjasama dengan organisasi lain, harus dapat menempatkan
orang-orang yang sekiranya sanggup menjadi fa’il.142
Sementara itu, dalam pandangan Muhammadiyah Sulawesi
Selatan –dengan melihat pandangan beberapa tokoh Muhammadiyah
yang dijadikan responden-, keterlibatan perempuan Sulawesi Selatan
dalam dunia politik, khususnya partai politik dapat dilihat dari tiga
sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum Islam, sosiologi/kultur dan
sudut pandang gender. Dari beberapa jawaban angket secara tertulis
atau melalui wawancara antara lain dapat dilihat beberapa pandangan :
1. KH. Djamaluddin Amien143
a. Sudut pandang gender :
‘Hak dan kewajiban laki-laki perempuan sama, yangmembedakan hanya pada fitrah atau kodrat.
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Pandangan budaya Sulawesi Selatan tidak jauh berbedadengan pandangan hukum Islam. Budaya Sulawesi Selatansangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Sekarang tidak ada lagihalangan buat perempuan, untuk ikut berproses sehinggadapat bersaing dengan laki-laki. Meski memang sangatdisayangkan, karena dahulu perempuan hanya tinggal dirumah. Perempuan kurang diberi kesempatan dalam bidangpendidikan. Hal itu saya alami sendiri dalam keluarga, dimana saudara-saudara perempuan saya dilarang sekolah olehorang tua, sekolah dasar sekalipun. Meski demikian, ada jugabeberapa pejuang perempuan yang ikut berpolitik, seperti A.
142Ibid.
143Beliau adalah Penasehat Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi
Selatan dan Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah
Makassar. Wawancara dilakukan di kediaman beliau Jl. Tala’Salapang Makassar,
tanggal 19 Maret 2007, pukul 10.00 wita.
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Depu dan Opu Dg. Risaju. Oleh karenanya, secara umumdalam pandangan budaya Sulawesi Selatan, keterlibatanperempuan dalam dunia politik bukanlah hal yang aneh.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yangsama. Perempuan ditakdirkan Allah sebagai ibu untukmelanjutkan keturunan. Kewajiban pokoknya adalah sebagaiibu rumah tangga, sedang laki-laki adalah kepala keluarga.Meski terkadang ada perempuan yang mempunyaikemampuan lebih daripada laki-laki, maka hal tersebut adalahsebuah pengecualian. Realitas secara umum, kepala rumahtangga itu ditujukan kepada laki-laki. Oleh karenanya,perempuan diberi peran oleh Islam sesuai dengan fitrahnya.Sehingga ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepadalaki-laki, tetapi tidak diwajibkan kepada perempuan. Sepertiikut serta dalam peperangan. Laki-laki diwajibkan menjadigubernur, presiden, atau yang lainnya, sedang perempuantidak. Akan tetapi, apabila ada perempuan yang punyakemampuan ikut dalam medan perang, mampu menjadigubernur, presiden dan lain sebagainya, hal tersebut tidakdilarang. Sekiranya tidak ada laki-laki yang bersedia menjadigubernur atau presiden, maka yang berdosa adalah laki-laki,perempuan tidak. Perempuan dapat aktif bekerja di luarrumah, akan tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai iburumah tangga. Kesimpulannya bahwa Islam menyamakankewajiban dan hak perempuan dan laki-laki, baik dari segiibadah maupun sosial. Adapun jika terdapat perbedaansedikit, itu karena Islam menghargai dan menghormati fitrahatau kodrat perempuan.’
2. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA.144:
a. Sudut pandang gender :
‘Kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan adalah halyang boleh. Hak kepemimpinan itu telah diberikan Allah padalaki-laki dan perempuan. Meski demikian, tidak berarti bahwaperempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Akan tetapi, yangperlu diingat bahwa laki-laki merupakan penanggung jawabdalam rumah tangga. Laki-laki memang telah diberi kodratoleh Allah untuk lebih banyak di lingkup publik/di luar
144Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan
Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Beliau adalah Guru
Besar Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Wawancara pada tanggal 18 Maret
2007, pukul 07.20 wita di Makassar.
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rumah, sedang perempuan di lingkup domestik/dalam rumah.Sehebat dan sekuat apapun perempuan, maka laki-lakitetaplah memiliki kelebihan satu derajat dari perempuan. Haltersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena al-Qur’ansendiri telah menyatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 228.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Dalam sejarah Sulawesi Selatan dikenal beberapa perempuanyang terlibat secara aktif dalam politik praktis, seperti OpuDg. Risaju, yang terjun langsung memimpin peperanganmelawan Belanda. Hal ini berarti bahwa dalam sudut pandangbudaya Sulawesi Selatan, keterlibatan perempuan dalampolitik praktis sekalipun tidak lagi menjadi halangan.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah boleh.Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih : .ا ﻰﻓ ﻞﺻﻷا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟﻷاﺑﮫﻤﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟا لد ﻻا ﺔﺣﺎ (Dasar dari muamalah adalahboleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah iniberlaku pada urusan duniawi. Semua orang –laki-laki danperempuan- punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin.Meski demikian, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhiperempuan-perempuan muslimah yang ingin terlibat dalamdunia politik, yaitu memelihara kehormatan, berpakaianmuslimah/menutup aurat, punya etika, keluar apabila adakeperluan, dan mempunyai pendidikan.’
3. Dr. H. Arifuddin Ahmad, MA.145
a. Sudut pandang gender :
‘Muhammadiyah tidak membedakan kesetaraan  dalam halsosial kemasyarakatan, termasuk sosial politik, tetapi tetapharus memperhatikan tujuan syariah. Misalnya, keterlibatanperempuan dalam politik tidak menghancurkan paradigmakeluarga. Muhammadiyah berupaya membangun keluargasakinah, ini berarti bahwa jika seorang perempuan sekaligussebagai isteri terlibat dalam politik praktis, tetapi mengancamkesakinahan keluarganya, maka tentu tidak dibolehkan.
145Arifuddin Ahmad adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah
Sulawesi Selatan, dan Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin, dan Guru Besar Ilmu
Hadis UIN Alauddin Makassar. Ia menjawab secara tertulis angket penelitian pada
tanggal 4 Nopember 2006.
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Sebaliknya, jika hal itu meningkatkan kesakinahan keluarga,maka keterlibatan dalam politik boleh bahkan dianjurkan’.
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Sekalipun Muhammadiyah mendahulukan al-Qur’an danHadis al-maqbulah dari yang lainnya, tetapi secara sosiologis,keterlibatan perempuan dalam politik dibolehkan, sebab disamping al-Qur’an dan al-had³s al-maqb­lah,Muhammadiyah juga menjadikan metode istinbath yanglainnya, termasuk al-ma¡la¥a¯ al-mursala¥ dan al-‘±da¯ al-¡±li¥’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Persyarikatan Muhammadiyah menjadikan al-Qur’an danhadis maqb­lah sebagai sumber hukum dengan metodependekatan irf±ni, bay±ni, dan burh±ni. Karena itu,Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan perempuandalam dunia politik adalah sah dengan tetap memperhatikankodratnya sebagai perempuan. Maksudnya, dalam melakonipolitik perempuan tidak boleh mengabaikan kodratnya.’
4. Dra. Hj. Rahmijah Kaduppa, M. Pd.146
a. Sudut pandang gender :
‘Tidak ada larangan bagi perempuan untuk aktif dalam duniapolitik. Perempuan dan laki-laki adalah sama. Hanya adabeberapa pembagian tugas yang berbeda.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Dalam keluarga saya di Mandar (dulu kan masih gabung),perempuan dan laki-laki sama. Tidak ada perbedaanperlakuan terhadap kami sebagai perempuan dan saudara-saudara kami. Malah, nenek saya adalah seorang pabbicara,yang digelari puang towaine. Jadi, untuk kultur budayaSulawesi Selatan bagi saya tidak ada perbedaan.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Keterlibatan perempuan dalam dunia politik menurut hukumIslam adalah hal yang dibolehkan, sesuai dengan kemampuan
146Rahmijah Kaduppa adalah Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Propinsi
Sulawesi Selatan, periode 2005-2010. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Maret
2007, pukul 14.20 wita, di kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan.
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yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalamQS. al-Taubah (9): 71. Meski demikian, perempuan harusmenyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibubagi anak-anaknya. Dalam kaitan dengan pekerjaan rumahtangga yang dibebankan kepada perempuan, menurut hukumIslam seharusnya suamilah yang bekerja menyiapkanmakanan untuk isterinya. Suamilah yang bertanggung jawabmenyiapkan pembantu buat isterinya. Tugas utama isteri dirumah adalah hanya dalam hal yang kodrati, seperti hamil,melahirkan dan menyusui.’
5. Nurhayati Azis, SE., M.Si.147
a. Sudut pandang gender :
‘Muhammadiyah memberikan kesempatan kepadaperempuan dan laki-laki berkiprah di partai politik, dansangat tergantung pada kualitas individunya.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Tradisi sejak awal Muhammadiyah, perempuan dan laki-lakisama. Bahkan kepengurusan dalam struktur organisasiMuhammadiyah saat ini, mulai dari pimpinan ranting sampaipimpinan pusat, perempuan terlibat dalam kepengurusan.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Perempuan dan laki-laki sederajat di depan hukum dan didepan Allah.’
6. Drs. H. Alwi Udding, M. Ag.148
a. Sudut pandang gender :
‘Dalam kaitan dengan gender, saya kurang setujumenggunakan istilah kesetaraan. Saya lebih sepakat kalaudiistilahkan kemitraan dari pada kesetaraan. Sebab,kesetaraan itulah yang membuat gender itu menimbulkan
147Nurhayati Azis adalah wakil ketua Pimpinan Wilayah AisyiyahSulawesi
Selatan periode 2005-2010. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Maret 2007,
pukul 14.50 wita, di kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan.
148Di samping sebagai Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan,
ia juga aktif sebagai dosen tetap Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin
Makassar. Wawancara dilakukan tanggal 23 Maret 2007, pukul 06.15 wita di
kediamannya Jl. Tamalate I/Tidung IV, Makassar.
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kontroversi. Saat sekarang, perempuan sudah banyak yangtampil sebagai lurah, camat, hakim di Pengadilan Agama danPengadilan Negeri.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Dalam kultur budaya Sulawesi Selatan, tidak ada norma adatyang melarang perempuan aktif berpolitik.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Pada prinsipnya, perempuan aktif berpolitik boleh-boleh sajadalam pandangan hukum Islam, sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9): 71. Akan tetapi, syaratnya harus sesuai denganperaturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
Dari pandangan di atas tampak bahwa secara hukum
Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam
dunia politik adalah hal yang sah, tetapi kebolehan perempuan terlibat
dalam dunia politik harus senantiasa memperhatikan kodratnya
sebagai seorang perempuan. Jadi, kebolehannya dilandasi oleh
kemampuan perempuan untuk tetap memperhatikan kodratnya, jika
seorang perempuan tidak mampu memperhatikan kodratnya sebagai
perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh terjun ke dunia
politik.
Hal ini kemudian menjadikan ketetapan hukum yang berlaku
untuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangat bersifat
kasuistis. Artinya perempuan yang tidak memperhatikan kodratnya,
maka terhalang untuk melibatkan dirinya dalam dunia politik.
Sedangkan bagi perempuan yang mampu menjaga kodratnya, maka
keterlibatannya dalam dunia politik sah-sah saja.
Komentar Muhammadiyah juga memberikan indikasi bahwa apa
yang difatwakan hari ini belum tentu sama keputusan hukumnya pada
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tahun-tahun yang akan datang. Hal itu disebabkan karena dalam
memberikan keputusan hukum, Muhammadiyah memberikan illat,
yaitu kemampuan memperhatikan kodrat bagi perempuan yang terlibat
dalam dunia politik. Artinya, jika pada tahun-tahun yang akan datang
tampak adanya kecenderungan perempuan yang terlibat dalam politik
mengabaikan kodratnya, maka pada saat itu Muhammadiyah
mengharamkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
Pengakuan Muhammadiyah terhadap metode ma¡la¥a¯
mursala¥ menjadikan keterlibatan perempuan dalam dunia politik
dianggap sebagai sesuatu yang sah karena keterlibatan perempuan
dalam dunia politik mampu memberikan ma¡la¥a¯. Artinya, selama ini
Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam
dunia politik di Sulawesi Selatan belumlah mendatangkan mudarat bagi
masyarakat, malah sebaliknya justeru mendatangkan ma¡la¥a¯ bagi
masyarakat, terkhusus kepada kaum perempuan karena hak-haknya
dapat diperjuangkan dalam dunia politik.
Dari segi adat istiadat, masyarakat Sulawesi Selatan dalam
sejarahnya telah banyak melibatkan perempuan dalam dunia politik.
Hal ini nampak pada adanya raja-raja perempuan serta politisi
perempuan pada zaman dahulu, dan kondisi ini telah mengakar dalam
masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga dari segi adat keterlibatan
perempuan dalam dunia politik adalah hal yang diperbolehkan.
Olehnya itu, Muhammadiyah tetap mengakui keterlibatan perempuan
dalam dunia politik karena seiring dengan metode istinb±tnya yaitu
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menggunakan metode al-‘±da¯, yaitu berupa pengangkatan hukum-
hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam menjadi
hukum Islam.
Dalam hal gender, kelihatannya Muhammadiyah sama sekali
tidak memandang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.
Khusus dalam hal keterlibatan perempuan dalam dunia politik masalah
kesetaraan juga senantiasa diperhatikan. Salah satu titik penting yang
menjadi pertimbangan Muhammadiyah adalah perwujudan keluarga
sakinah. Sehingga jika kesakinahan keluarga terganggu akibat dari
keterlibatannya di dunia politik maka hal itu menjadikan perempuan
terlarang untuk memasuki dunia politik. Tetapi apabila terjadi
sebaliknya, ketika perempuan terjun ke dunia politik, kesakinahan
keluarga semakin bertambah, maka keterlibatannya di dunia politik
bukan saja menjadi boleh, malah menjadi sesuatu yang dianjurkan.
Dari ketiga kriteria penilaian di atas dihubungkan dengan kondisi
keterlibatan dan aktifitas perempuan dalam dunia politik di Sulawesi
Selatan, Muhammadiyah menyetujuinya dengan beberapa syarat yang
harus dipenuhi oleh perempuan yang terlibat dalam dunia politik,
dengan mengatakan:
‘Setuju dengan syarat. Alasannya, pada prinsipnya, secara agama,kultural maupun gender, peluang kesuksesan perempuan dalampolitik lebih rendah dibandingkan dengan kaum pria, apabilaseorang perempuan yang terlibat dalam partai politik akanmemberikan manfaat yang lebih besar, baik terhadap diri dankeluarganya maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya,maka hal ini dibolehkan. Tetapi jika lebih banyak mudarat darimanfaatnya, maka lebih baik tidak terlibat. Tidak semua perempuandapat terlibat dalam politik, terutama politik praktis.Kesimpulannya, perempuan sebelum terjun di dunia politik, terlebih
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dahulu membekali dirinya dengan kemampuan yang memadai, agarbenar-benar memperjuangkan hak perempuan.149
Pada pernyataan di atas, Muhammadiyah lebih cenderung
memberikan pertimbangan kemaslahatan sebagai syarat keterlibatan
perempuan berpolitik di Sulawesi Selatan. Bentuk kemaslahatannya
adalah kemaslahatan pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan
membuat Muhammadiyah memilah-milah perempuan, ada perempuan
yang boleh berpolitik dan ada pula yang tidak diperbolehkan terjun ke
dunia politik. Hal ini sangat tergantung pada maslahat yang dicapai
oleh keterlibatannya dalam dunia politik terutama dalam politik
praktis.
2). Nahdlatul Ulama
Sebelum merujuk pandangan Nahdlatul Ulama Propinsi Sulawesi
Selatan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, terlebih
dahulu dikemukakan fatwa dan keputusan NU yang tertuang dalam
Bahtsul Masail. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah alim
ulama NU tahun 1418 H./1997 M., Nomor: 004/Munas/11/1997,
tentang Kedudukan Wanita150 Dalam Islam (Mak±na¯ al-Mar’ah fi al-
Isl±m).
149Disimpulkan dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah.
150Bahtsul Masail menggunakan istilah wanita. Dalam tulisan ini penulis
konsisten menggunakan istilah perempuan.
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Dalam mukaddimah keputusan tersebut dikemukakan bahwa
perempuan dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti
yang dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak
menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat dalam tatanan
kehidupan masyarakat.151 Hadis yang dijadikan rujukan di antaranya :
 َﻋ ٌﺮﯾِﺮَﺟ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َُﺔﺒَْﯿُﺘﻗ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﺔَﻣُﺮْﺒُﺷ ِﻦْﺑ ِعَﺎﻘَْﻌﻘْﻟا ِﻦْﺑ َةَرﺎَﻤُﻋ ْﻦ
 َﻰِﻟإ ٌﻞُﺟَر َءﺎَﺟ َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ َﺔَﻋْرُز ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
 ِسﺎﱠﻨﻟا ﱡﻖََﺣأ ْﻦَﻣ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ َلَﺎَﻘﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر
ِﻲَﺘﺑﺎَﺤَﺻ ِﻦْﺴُِﺤﺑ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﻚ ﱡُﻣأ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﻚ ﱡُﻣأ َلَﺎﻗ
151Ada tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya “hubungan
gender” yang lebih adil, yaitu bidang yang berkaitan dengan teologi (pandangan
agama), kebudayaan (persepsi masyarakat), dan politik. Pertama, di bidang teologi,
terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan
prinsip keadilan gender. Sebaliknya malah bias pada laki-laki. Dalam penafsiran ini,
perempuan didudukkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Sumber
dari penfsiran ini adalah kata “qawwamun” dalam surat al-Nisa: 34, serta hadis “lan
yufliha qaumun wallao amrahum imra’atan”. Kedua ayat dan hadis itu ditafsirkan
menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari
perempuan. Dari sudut penafsiran ini pula, terdapat pemahaman terhadap dua
wilayah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di wilayah
publik atau wilayah muamalah, sementara perempuan berada di wilayah domestik
atau rumah tangga. Kedua, di bidang kebudayaan, terdapat apa yang disebut
kebudayaan patriarkhi, yaitu kebudayaan yang memapankan peran laki-laki untuk
melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak. Sebaliknya
perempuan berada pada posisi sub-ordinat, yakni tunduk pada laki-laki. Perempuan
juga dianggap hanya layak di wilayah domestic, sesuai dengan pandangan
perempuan sebagai teman di belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati
laki-laki. Ketiga, di bidang politik, terdapat praktek-praktek politik yang
mendiskriminasikan perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran perempuan
sangat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat
“kekuasaan”, maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menajdi
perhatian kaum perempuan, baik itu sector politik atau social. Perempuan hanya
menjadi obyek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki.
Lihat selengkapnya dalam Jamaluddin Miri, Ahqamul Fuqaha: Solusi Problematika
Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama
1926-1999 M. (cet. II; Jawa Timur: Lajnah Ta’lif wan Nasyr dan Diantama, 2004), h.
624 dan 649-670.
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.ﯾُْﺮَزﻗُﻮَن ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑَِﻐْﯿِﺮ ِﺣَﺴﺎب ٍ َﻚ ﯾَْﺪُﺧﻠُﻮَن اْﻟَﺠﻨﱠﺔَ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ َﺳﯿﱢﺌَﺔ ًﻓََﻼ ﯾُْﺠَﺰى إِﻻﱠ ِﻣْﺜﻠَﮭَﺎ َوَﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ َﺻﺎﻟًِﺤﺎ ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻧﺜَﻰ َوھَُﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ : 04 :)04( nim’uM-la .SQ451
ﺗَْﺤﺘِﮭَﺎ اْﻷَْﻧﮭَﺎُر ﺛََﻮاﺑًﺎ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ ﷲﱠ ِ َوﷲﱠ  ُِﻋْﻨَﺪه ُُﺣْﺴُﻦ اﻟﺜﱠَﻮاب ِ ْﻦ ﻠَﻨﱠﮭُْﻢ َﺟﻨﱠﺎٍت ﺗَْﺠِﺮي ﻣ َِوأُْﺧِﺮُﺟﻮا ِﻣْﻦ ِدﯾَﺎِرِھْﻢ َوأُوُذوا ﻓِﻲ َﺳﺒِﯿﻠِﻲ َوﻗَﺎﺗَﻠُﻮا َوﻗُﺘِﻠُﻮا َﻷَُﻛﻔﱢَﺮنﱠ َﻋْﻨﮭُْﻢ َﺳﯿﱢﺌَﺎﺗِِﮭْﻢ َوَﻷُْدﺧ ِأُِﺿﯿُﻊ َﻋَﻤَﻞ َﻋﺎِﻣٍﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻧﺜَﻰ ﺑَْﻌُﻀُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَْﻌٍﺾ ﻓَﺎﻟﱠِﺬﯾَﻦ ھَﺎَﺟُﺮوا ﻓَﺎْﺳﺘََﺠﺎَب ﻟَﮭُْﻢ َرﺑﱡﮭُْﻢ أَﻧﱢﻲ َﻻ  : 591 :)3( narmI ilA .SQ551
ﯾَْﻌَﻤﻠُﻮن َ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ْﻢ ﺑِﺄَْﺣَﺴﻦ َِﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ َﺻﺎﻟًِﺤﺎ ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻧﺜَﻰ َوھَُﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ ﻓَﻠَﻨُْﺤﯿِﯿَﻨﱠﮫُ َﺣﯿَﺎةً طَﯿﱢﺒَﺔً َوﻟَﻨَْﺠِﺰﯾَﻨﱠﮭُْﻢ أَْﺟَﺮھُ : 79 :)61( lhaN-lA .SQ651
ﯿًﻤﺎﻓُُﺮوَﺟﮭُْﻢ َواْﻟَﺤﺎﻓِﻈَﺎِت َواﻟﺬﱠاِﻛِﺮﯾَﻦ ﷲﱠ  ََﻛﺜِﯿًﺮا َواﻟﺬﱠ اِﻛَﺮاِت أََﻋﺪﱠ ﷲﱠ  ُﻟَﮭُْﻢ َﻣْﻐﻔَِﺮة ًَوأَْﺟًﺮا َﻋﻈ ِﺪﱢ ﻗِﯿَﻦ َواْﻟُﻤﺘََﺼﺪﱢ ﻗَﺎِت َواﻟﺼﱠ ﺎﺋِِﻤﯿَﻦ َواﻟﺼﱠ ﺎﺋَِﻤﺎِت َواْﻟَﺤﺎﻓِِﻈﯿَﻦ َواﻟﺼﱠ ﺎﺑَِﺮاِت َواْﻟَﺨﺎِﺷِﻌﯿَﻦ َواْﻟَﺨﺎِﺷَﻌﺎِت َواْﻟُﻤﺘَﺼ َ ﺎِت َواﻟﺼﱠ ﺎﺑِِﺮﯾَﻦ اْﻟُﻤْﺴﻠِِﻤﯿَﻦ َواْﻟُﻤْﺴﻠَِﻤﺎِت َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨِﯿَﻦ َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨَﺎِت َواْﻟﻘَﺎﻧِﺘِﯿَﻦ َواْﻟﻘَﺎﻧِﺘَﺎِت َواﻟﺼﱠ ﺎِدﻗِﯿَﻦ َواﻟﺼﱠ ﺎِدﻗَ : 53 :)33( bazhA-lA .SQ751
: izdumruT nad ,duaD ubA ,damhA tayawir sidaH851
داود واﻟﺘﺮﻣﺬى(ن اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل )رواه اﺣﻤﺪ واﺑﻮاإ
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Ayat dan hadis inilah yang dijadikan rujukan oleh NU dalam
melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Menurutnya, -dalam
lanjutan keputusan tersebut-, bahwa ayat dan hadis di atas adalah
sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak-hak perempuan secara
umum dan anugerah kemuliaan dari Allah swt. NU juga sangat
menyadari bahwa meski Islam telah mendasari penyadaran integrative
tentang perempuan tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki,
pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tersebut telah mengalami
distorsi. Banyak orang yang mencoba mengingkari kelebihan yang
dianugerahkan Allah swt. kepada perempuan.159
159Dalam hal ini diperlukan upaya terus menerus untuk menafsirkan ulang
beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan yang menjadi sebuah keharusan
yang tidak bisa dielakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal yang perlu dilakukan,
antara lain: (a) Menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis
untuk memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan soal gender. Penafsiran-
penafsiran dalam khazanah fiqih yang bias laki-laki hendaknya dilihat sebagai
cerminan dari kondisi sosial tertentu yang masih mendudukkan laki-laki pada posisi
dominan. Ketika kondisi sosial dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya
sistem sosial yang adil (bebas dari diskriminasi gender) muncul, maka penafsiran
atas ayat dan ahdis itu juga harus mempertimbangkan penafsiran baru sesuai
kaidah-kaidah berlaku. (b). Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip
umum Islam mengenai keadilan, maka diskriminasi atas perempuan dalam posisi
publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang
dimiliki perempuan, serta dengan hak yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Ayat
tentang kedudukan laki-laki sebagai “qawwam” dalam al-Nisa: 34 hendaknya
diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak
bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik. (c).
Penafsiran atas ayat dan hadis yang berhubungan dengan gender tidak hanya
dianggap sebagai bagian dari agama itu sendiri, tetapi memerlukan ijtihad yang
kedudukannya adalah relative, dan tergantung pada perkembangan masyarakat yang
terus berubah. (d). Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip
keadilan gender untuk mengatasi diskriminasi atas perempuan di berbagai sektor
kehidupan. Dengan kata lain, kebutuhan untuk membangun fiqhun nisa yang
membela hak-hak perempuan kian mendesak, searah dengan tuntutan terciptanya
system social dan adil dan demokratis. (e). Islam sejak awal telah menunjukkan
komitmen yang besar untuk memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian
wewenang tasharruf atau transaksi ekonomi. Hal ini karena Islam sadar bahwa
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Di antaranya, pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan
kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan
perempuan ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial, dan
budaya) memiliki kelebihan atas perempuan. Yang pada gilirannya
telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia yang dimiliki
perempuan yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itulah di
tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan
dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya
dari perempuan, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang
anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan karena distorsi
budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas
perempuan.160
terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan
ekonominya dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga harus dimulai dari
pemberdayaan ekonominya, oleh karenanya menuntut pemberian ruang yang lebih
luas bagi perempuan untuk masuk ke wilayah publik. Lihat Jamaluddin Miri, op. cit.,
h.  650-651.
160Dibutuhkan upaya mengkritisi paham-paham keagamaan yang bias laki-
laki (kebudayaan patriarkhi) dan merombak praktik-praktik politik yang
mendiskriminasi perempuan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah :
(a) Pandangan mengenai perempuan yang hanya layak menempati wilayah
domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik, hendaknya dilihat sebagai
hasil sosialisasi masyarakat yang berlangsung selama ini. Pandangan ini bukan
sesuatu yang sifatnya alamiah yang bermula dari perbedaan biologis antara
perempuan dan laki-laki, tetapi dibentuk sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu,
jika keadaannya berubah, pembagian yang tidak adil seperti itu juga bisa diubah
sesuai dengan kebutuhan terciptanya hubungan gender yang lebih adil dan
seimbang. (b). Perbedaan biologis karena kelamin yang berbeda adalah perbedaan
alamiah yang tetap dan sudah  begitu adanya (given). Tetapi pembagian tugas antara
perempuan sebagai penjaga wilayah domestic dan laki-laki sebagai penjaga wilayah
publik adalah bersifat social yang sifatnya berubah terus menerus.
Mencampuradukkan antara perbedaan tugas sosial sebagai fakta alamiah
dengan perbedaan tugas social sebagai fakta kebudayaan harus dihindari. (c).
Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki al-imamah al-‘uzhma
(kepemimpinan puncak: presiden, misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan
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Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang
disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada
peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-
masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggung jawab
bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama
lain.161 Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah (9): 71 :
 ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُْﻣَﺄﯾ ٍﺾَْﻌﺑ ُءَﺎِﯿﻟَْوأ ُْﻢﮭُﻀَْﻌﺑ ُتَﺎﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو َنُﻮﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو
 َ ﱠﷲ َنﻮُﻌﯿُِﻄﯾَو َةﺎَﻛ ﱠﺰﻟا َنُﻮﺗُْﺆﯾَو َةَﻼ ﱠﺼﻟا َنﻮُﻤِﯿُﻘﯾَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ َنَْﻮﮭَْﻨﯾَو
 ٌﺰﯾِﺰَﻋ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ُ ﱠﷲ ُُﻢﮭُﻤَﺣَْﺮﯿَﺳ َِﻚَﺌﻟُوأ َُﮫﻟﻮُﺳَرَو ٌﻢﯿِﻜَﺣ
Terjemahnya :
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagianmereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yangmungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan merekata`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmatoleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.162
Peran domestik perempuan yang hal itu merupakan kesejatian
kodrat perempuan seperti : sebagai pendidik yang pertama dan utama
bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi lain
perkembangan dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat modern,
kepemimpinan dalam masyarakat modern. Dalam masyarakt modern,
kepemimpinan bukan masalah “pribadi” (azza’amah al-syakhshiyah), tetapi sudah
merupakan sesuatu yang terlembaga (nizham). Oleh karena itu yang menjadi
tantangan ke depan adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan
politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan yang
bersandar pada nilai-nilai maskulinitas atau kelelakian yang bersandar pada
kekerasan, dominasi, dan pemisahan yang ketat antara wilayah domestic dan publik.
Lihat ibid, h. 651-652.
161Ibid.
162Depag RI., op. cit., h. 291.
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dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-
laki.163
Islam pun telah mengatur hak dan kewajiban perempuan dalam
hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-
masing (suami isteri). Akan tetapi ada peran publik perempuan, di
mana perempuan sebagai anggota masyarakat, perempuan sebagai
warga negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah
menuntut perempuan untuk melakukan peran sosialnya yang lebih
tegas, transparan dan terlindungi.164
Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip
Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut
dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki
kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.165
Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses
sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam
masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas,
kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi
ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai
sebuah keniscayaan.166
163Jamaluddin Miri, loc. cit. Sebagaimana dalam QS. al-Syura(42): 49 :
 َﻣ ُُﻖﻠَْﺨﯾ ِضَْرْﻷاَو ِتاَﻮَﻤﱠﺴﻟا ُﻚْﻠُﻣ ِ ﱠ ِرﻮُﻛ ﱡﺬﻟا ُءﺎََﺸﯾ ْﻦَِﻤﻟ َُﺐَﮭﯾَو ًﺎﺛَﺎِﻧإ ُءﺎََﺸﯾ ْﻦَِﻤﻟ َُﺐَﮭﯾ ُءﺎََﺸﯾ ﺎ َ◌
164Jamaluddin Miri, ibid., h. 627.
165Ibid.
166Ibid.
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Oleh karenanya, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :
1. Membangun sistem sosial politik yang demokratis dan beban dari
diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut :
(a) persamaan (mus±wah atau equality), (b) keadilan (‘ad±lah atau
justice), (c) kebebasan (hurriyah atau freedom), (d) menghindari
penggunaan kekerasan (exluding the use of force), dan (e)
berkemampuan (al-qudrah).
2. Hendaknya ada semacam “tindakan pembahasan” (affirmative
action) atas kaum perempuan dengan memberikan peluang yang
lebih banyak lagi kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi
dalam pengambilan keputusan, seperti di DPR/MPR.
3. Menonjolkan penggunaan kekerasan dalam menangani masalah-
masalah politik mengakibatkan ekses yang kurang diperhatikan,
yaitu jatuhnya perempuan sebagai korban utama dari penggunaan
kekerasan itu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam politik
tanpa pertimbangan yang rasional dan tetap tidak bisa dibenarkan
dalam keadaan apapun.
Partisipasi perempuan dalam sektor non kodrati merupakan
wujud tanggung jawab NU dalam ikut memprakarsai tranformasi
kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator
pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan
perempuan Indonesia pada proporsi yang sebenarnya.167
167Ibid.
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Dalam keputusan lainnya, NU dalam Keputusan Konbes Syariah
NU di Surabaya tanggal 16-17 Sya’ban 1376 H./19 Maret 1957 M.
tentang perempuan menjadi anggota DPR/DPRD mengemukakan
bahwa perempuan menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam
diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Afifah (menjaga kehormatan dan kesucian diri)
b. Ahli dalam menentukan hukum
c. Menutup auratnya
d. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin
e. Aman dari fitnah
f. Tidak menjadikan sebab timbulnya munkar menurut
syara’.168
Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut  di atas, maka
hukumnya haram.
Disunatkan ketika terjadi perbedaan dan kontradiksi dalil dalam
sesuatu hukum agar para fuqaha bermusyawarah sesuai dengan firman
Allah swt.: …dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu…(Ali Imran: 159). Hasan Basri berpendapat sebenarnya Nabi saw.
Tidak merasa perlu untuk bermusyawarah, namun beliau ingin
menjadikannya sebagai sunnah untuk dilaksanakan oleh para
penguasa. Yang dimaksud dengan fuqaha adalah mereka yang fatwanya
168Ibid., h. 286.
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bisa diterima, dengan mengesampingkan orang buta, hamba sahaya,
dan perempuan.169
Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam dunia politik
menurut pandangan tokoh-tokoh Nahdatul Ulama sebagaimana
keterangan yang diperoleh dari angket dan wawancara langsung
sebagai berikut:
1. AGH. Sanusi Baco, LC.170
a. Sudut pandang gender :
‘Laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai makhluk Allah.Allah memberi hak dan kewajiban kepada keduanya, ada yangsama dan ada yang tidak sama. Jika  dimaknai sebagai sebuahpersamaan, maka persamaan tersebut dalam bidang apa?. Hal inisangat perlu dipertegas, sebab terkadang perempuan ketikasudah aktif di dunia publik, maka kewajiban-kewajiban kodratisebagai isteri dan ibu sering terabaikan.
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Budaya Sulawesi Selatan sangat toleran terhadap keterlibatanperempuan dalam dunia politik. Perempuan Sulawesi Selatandapat aktif dalam segala aktifitas politik. Yang terpenting darisemuanya adalah perempuan tidak lupa diri dan selalumengingat bahwa dirinya adalah perempuan yang punyatanggung jawab.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan. Di antarahak-hak itu, antara lain : Hak untuk ikut serta dalam segalakegiatan masyarakat, termasuk hak politik (QS. al-Taubah (9):71), hak waris (QS. al-Nisa (3): 7), hak tanggung jawab padadirinya sendiri (seperti kasus Fir’aun yang ditegaskan al-Qur’ansebagai penghuni neraka, sedang isterinya penghuni syurga.
169Ibid., h. 287.
170Beliau adalah Rais Syuriah NU Propinsi Sulawesi Selatan, Mustasyar PB
NU di Jakarta, sekaligus ketua MUI Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pukul
06.30 wita tanggal 18 Maret 2007 di kediaman beliau, Jl. Kelapa III, Makassar.
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Kasus nabi Nuh as. dan nabi Luth as. yang isterinya adalahorang-orang yang durhaka), hak mendapatkan pahala dariamalan-amalannya, dan berhak mempertahankankehormatannya yang sekaligus menjadi kewajibannya (QS. al-Nur (24): 33). Namun, yang perlu ditekankan adalah perempuantidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, sebagai isteridan ibu dari anak-anaknya.’
2. Dr. H. Mustamin Arsyad, MA.171
a. Sudut pandang  gender :
‘Istilah  itu sebenarnya bukan produk Islam dan bukan pula lahirdari tradisi dan budaya Indonesia, akan tetapi pemikiran yangdiimport dari dunia barat yang bertujuan memberikan kebebasandan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa batasnorma-norma agama dan adat istiadat yang sudah mengakardalam masyarakat Islam, khususnya masyarakat IslamIndonesia. Oleh karena itu, jika gender yang dimaksud adalahkesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupanbermasyarakat tanpa ada batas norma-norma agama dan normaadat istiadat, maka NU bersikap bahwa kebebasan tanpa batas itutidak dibenarkan. Tetapi kebebasan yang dianut oleh NU adalahkebebasan yang tidak melanggar norma-norma ajaran Islam danadat sopan santun sebagai bangsa yang berbudaya.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Islam tidak melarang umatnya untuk ikut membangun danmemajukan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspekkehidupan. Keterlibatan setiap individu umat Islam dalamberkiprah untuk membangun umat tidak bisa terlepas dari unsurpolitik. Oleh karena itu, jika berpolitik yang dimaksud di siniadalah  keterlibatan kaum perempuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan umat Islam, yaitu terwujudnya keadilan dankesejahteraan melalui media partai politik, maka kaumperempuan tidak dilarang oleh hukum Islam untuk terlibatdalam partai politik sepanjang tidak keluar dari norma-normaIslam dan kodratnya sebagai perempuan serta tidak melupakantugas-tugas dasarnya sebagai pendidik generasi dan sebagai ibu’.
c. Sudut pandang hukum Islam :
171Mustamin Arsyad adalah wakil ketua Pengurus Wilayah NU Sulawesi
Selatan. Beliau adalah dosen tetap UIN Alauddin Makassar. Wawancara dilakukan
pada tanggal 12 Nopember 2004.
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‘Setiap orang (muslim) memiliki hak untuk menyalurkanaspirasinya, baik secara langsung atau melalui organisasi,sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum atau norma-normaajaran Islam. Hak yang dimaksud tidak terbatas kepada jeniskelamin tertentu, komunitas tertentu dan kelompok tertentu,tetapi hak itu milik semua orang’
3. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar172
a. Sudut pandang gender :
‘Dari sudut pandang gender tidak ada masalah, sepanjang tidakmenyalahi ketentuan-ketentuan agama. Perempuan dapatberkiprah di mana-mana asalkan tidak melupakan tugas-tugasnya dalam rumah tangga. Saat ini, peluang yang samaantara laki-laki dan perempuan terbuka luas. Kini terpulangkepada perempuan, apakah mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Realitasnya bahwa di fakultas-fakultas tempat sayamengajar di Universitas Muslim Indonesia menunjukkan bahwamahasiswanya mayoritas perempuan, terkecuali pada fakultastehnik. Hal ini sangat dimungkinkan masih adanya pemahamanbahwa fakultas tehnik itu cocoknya untuk laki-laki, karena penuhdengan pekerjaan yang keras dan kasar. Dalam kaitan denganpemberian kuota 30%, saya sangat tidak setuju. Sebab,pemberian kuota 30% terkesan hanya karena perasaan kasihandari laki-laki. Menurut saya, kalau perempuan mempunyaikemampuan untuk bersaing 50-60%, kenapa tidak. Tetapi, kalauperempuan hanya mampu bersaing 10%, maka perempuan jugaharus merasa puas dan menyadari kemampuannya.
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Dominasi perempuan luar biasa di Sulawesi Selatan. Perempuanmempunyai kekuatan yang sulit ditandingi. Sebagai contoh,dalam pandangan hukum Islam, laki-laki wajib berbakti kepadakedua orang tuanya sepanjang hayat. Akan tetapi faktanya,perempuanlah yang paling banyak berbakti kepada kedua orangtuanya. Setelah menikah, laki-laki terkadang lebihmemperhatikan isteri dan anak-anaknya daripada orang tuanyasendiri. Dulu, laki-laki memang lebih diprioritaskan untukmenuntut ilmu pengetahuan daripada perempuan. Hal inidimungkinkan karena laki-lakilah yang menanggung isteri dananak-anaknya. Realitas ini sudah bergeser sedikit demi sedikit.
172Masrurah Mukhtar adalah Ketua Dewan Pakar Muslimat NU Pusat
Jakarta, dan Wakil Rektor bidang Pengembangan Kampus Islami dan Kerjasama
UMI Makassar. Wawancara dilakukan di kediamannya Komp. Perumahan Dosen
UMI, Jl. Racing Center, Makassar pada tanggal 19 Maret 2007, pukul 21.00 wita.
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Saat ini tidak ada lagi kendala bagi perempuan untuk aktif dalamdunia politik.
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Islam tidak melarang perempuan aktif dalam dunia politik,selama tidak melanggar norma-norma agama. Pada masaRasulullah saw. sendiri, aktifitas perempuan dalam segala aspekkehidupan sangat nampak. Perempuan terlibat dalam medanperang, baik langsung maupun tidak langsung, perempuan aktifdi majelis-majelis Rasulullah, perempuan sebagai kepala pasar,dan lain sebagainya adalah contoh keikutsertaan perempuandalam dunia politik.
4. Drs. H. Abdul Rauf Assaggaf, M. Pd.173
‘Dari sudut pandang, sudut pandang sosiologi/kultur budayaSulawesi Selatan, dan sudut pandang hukum Islam sama sajadengan apa yang telah dikemukakan oleh tokoh NU lainnya,bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalamdunia politik. Tidak ada lagi kendala dan halangan bagiperempuan. Peluang untuk aktif dalam dunia politik telahterbuka lebar. Malah kita harus cross pada perempuan.’
5. Dra. Hj. Nurul Fuadi, MA.174
a. Sudut pandang gender :
‘Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Gender tidak
menjadi persoalan. Contohnya, di UMI tidak ada batasan bahwa
perempuan tidak boleh menjadi rektor. Buktinya, Prof. Masrurah
Mukhtar diberi amanah sebagai Wakil Rektor Bidang
Pengembangan Kampus Islami. Itu berarti bahwa pihak kampus
melihat Prof. Masrurah mampu di bidang itu. Perempuan kurang
terlibat dalam politik, itu dikarenakan kurangnya sumber daya
173Abdul Rauf adalah Sekretaris Pimpinan NU Wilayah Sulawesi Selatan dan
Dosen Yayasan Fakultas Agama Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Wawancara dilakukan via telepon, pada tanggal 19 Maret 2007, pukul 07.00 wita.
174Nurul Fuadi adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sulawesi
Selatan periode 2006-2011. Saat ini ia juga memangku jabatn sebagai Ketua Program
Studi Magister Pengkajian Islam Universita sMUslim Indonesia (UMI) Makassar.
Wawancara dilakukan di kantor PPS UMI Makassar, tanggal 21 Maret 2007, pukul
13.30.
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manusia yang dimiliki. Kalau perempuan berkualitas, maka ia
akan diperhitungkan. Oleh karenanya, perempuan yang ingin
terjun dalam dunia politik, harus mampu membangun imej
untuk meminimalisir kebobrokan. Perempuan harus punya visi
dan misi, sehingga betul-betul memperjuangkan kepentingan
kaumnya.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Kultur tidak lagi mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam
politik. Kalau ada, itu kasuistis hanya terjadi pada daerah-daerah
tertentu. Saya juga belum temukan ada suami yang melarang
isterinya berpolitik.
c.  Sudut pandang hukum Islam :
‘Prinsipnya dalam Islam adalah hak perempuan dan laki-laki
sama. Kalau ada perbedaan, hal itu bukan berarti ada
diskriminasi.Tidak ada salahnya perempuan berpolitik, yang
penting politik yang sehat, berpegang pada rambu-rambu agama.
Aisyah ra. pernah terlibat bersama Nabi saw., bahkan ada nama
yang diabadikan Allah dalam al-Qur’an yang memimpin
negerinya secara adil dan makmur, yaitu Ratu Balqis. Mafhum
mubalaghahnya adalah bahwa perempuan punya peluang untuk
ikut berpolitik.
Dalam fiqhi siyasah, yang dilarang itu adalah
kepemimpinan individu/tunggal, sedang untuk Indonesia itu
boleh karena kepemimpinannya kolektif/jamaah. Presiden tidak
bertanggung jawab sendiri, tetapi dibantu oleh para menterinya.
Dalam NU, perempuan berpolitik itu sah-sah saja. Malah NU
sangat mendukung. Muslimat NU didirikan untuk memberikan
peluang yang sebesar-besarnya kepada perempuan-perempuan
NU. Lembaga ekonomi, koperasi dan lainnya juga didirikan oleh
NU yang berarti bahwa perempuan NU itu harus mandiri.
Dalam politik praktis pun, menurut NU boleh-boleh saja
tanpa menunjuk partai apa yang harus dimasuki. Kader NU boleh
masuk di partai mana saja yang dikehendakinya. Yang terpenting
diingat bahwa sebelum melibatkan diri perlu membekali diri
dengan wawasan keilmuan dan kepemimpinan. Jadi, intinya
perempuan boleh saja berpolitik asalkan memenuhi 3 syarat,
yaitu memiliki kemampuan qalbu/imani, kemampuan intelektual
dan kemampuan skill/keahlian.
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6. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH.175
a. Sudut pandang  gender :
‘Perempuan sekarang, kalau mau berpolitik praktis harus total.Tidak setengah-setengah, tidak ikut-ikutan saja. Kalau sudahtotal, maka dia akan mampu menunjukkan kualitasnya. Diamampu memegang peran-peran strategis di partai politik. Kalaucuma jadi anggota biasa, dia belum tentu mampumemperjuangkan hak-hak perempuan, karena dia bukan penentukebijakan. Perempuan terkadang membeo. Apabila perempuansudah total berpolitik, maka ia berani membuat statemen-statemen. Tidak merengek-rengek minta kuota 30%, tetapi punyacara untuk meraih 30% bahkan lebih sekali pun. Kalauperempuan mampu melebihi kuota 30%, kenapa tidak hal itudilakukan. Jangan cuma pandai berteriak di luar, sebab itu belummaksimal. Perempuan harus punya bargaining politik. Tidakasal-asalan menjadi politisi.Ketika terlibat dalam partai politik, perempuan haruspunya massa yang jelas, punya masyarakat atau lingkungan yangmendukung, dan yang tak kalah pentingnya adalah punya dana.Kenapa sedikit perempuan jadi anggota dewan? Itu dikarenakanperempuan tidak berdaya dari segi ekonomi. Untuk menjadianggota dewan, perempuan harus mempersiapkan danakampanye yang tidak sedikit. Banyak perempuan yang cerdas danpintar, tetapi tidak punya dana untuk melanggengkan jalannya kelegislatif.Dalam berpolitik, juga sangat dibutuhkan bakat. Berpolitiksama dengan menyanyi. Dibutuhkan sebuah kesabaran danketekunan. Jangan, ketika gagal menjadi anggota dewan, lalutinggalkan politik, karena dana sudah habis, lalu stress. Kalaubetul-betul menghayati dan mau berpolitik, ia tidak akan gentar.Ia harus punya komitmen bahwa saya harus tetap berjuang.’
b. Sudut pandang sosiologi/kultur budaya Sulawesi Selatan :
‘Dari dulu pemerintahan kita dipimpin oleh beberapa rajaperempuan. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa perempuan sah-sah saja terlibat politik. Tapi, itu hanya sejarah. Yang terpentingsekarang, bagaimana perempuan-perempuan yang ingin terlibatpolitik mendapat dukungan dari lingkungannya, mempunyaimental yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.Sebagai contoh, saya orang NU, dikader sejak mahasiswa. Masuk
175Nur Fadhilah adalah Wakil Ketua Muslimat NU Wilayah Sulawesi Selatan,
Ketua Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKK) NU Wilayah Sulawesi Selatan dan
Dosen Yayasan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Wawancara dilakukan via telepon tanggal 24 Maret 2007, pukul 09.15 wita.
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ke partai, partai mendukung. Tetapi, saya belum tentu mampumempengaruhi masyarakat. Ketika ikut menjadi calon legislatif,kemudian tidak terpilih atau suara saya “dicuri”, maka saya harusterima dengan lapang dada. Saya harus punya mental yang kuat.Sebab, dalam politik itu banyak yang tidak masuk akal. Benarmenurut hukum, belum tentu benar menurut politik. Teori-teoriyang saya ajarkan dalam mata kuliah Kriminologi, sepenuhnyatidak dapat dijadikan sebagai acuan. Banyak hal yang membuatkita harus memiliki mental yang kuat. Kepentingan partai,kepentingan organisasi, dan kepentingan-kepentingan lainnyaterkadang harus lebih didahulukan, meski terkadang pulabertentangan dengan hati nurani. Itulah politik.Dalam kaitan dengan budaya Makassar, tidak ada budayaMakassar yang melarang perempuan berpolitik. Yang banyakadalah banyak orang Makassar yang tidak mau berpolitik.Banyak yang pintar, cerdas, dan punya bakat berpolitik, tetapilagi-lagi terbentur masalah dana. Budaya jangan lagi dijadikanmomok atau topeng. Kalau perempuan mampu, pintar danberbakat, maka perempuan mampu menerobos segala rintanganyang menghadang. Perempuan yang mampu bersaing dalampolitik adalah perempuan strong (kuat). Jangan, belum berjuangsudah angkat tangan. Intinya bahwa dalam berpolitik,perempuan harus memiliki bakat, cerdas/pintar, didukung olehlingkungan dan harus punya dana yang cukup.’
c. Sudut pandang hukum Islam :
‘Meski saya tidak mendalami hukum Islam, tetapi setahu  sayaIslam tidak melarang keterlibatan perempuan dalam politik.Isteri Nabi saw. sendiri banyak bertemu dengan orang banyak,dan mengambil keputusan  berkaitan dengan masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah sama di sisi Allah, yangmembedakannya hanya nilai taqwanya. Perempuan boleh sajaberpolitik, asalkan tidak mengganggu ibadahnya. Artinya,perempuan boleh berpolitik dengan syarat tidak merusak aqidah,syariah, dan amaliyahnya.’
Ketika memberikan komentar dari sudut pandang hukum Islam
tentang keterlibatan perempuan Sulawesi Selatan dalam dunia politik,
tokoh-tokoh NU lebih menekankan pada pentingnya memperoleh hak
untuk menyalurkan aspirasi, dan dalam pandangan hukum Islam
perjuangan memperoleh hak tersebut tidak dapat dibatasi pada jenis
kelamin tertentu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa NU wilayah
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Sulawesi Selatan secara implisit memahami bahwa keterlibatan
perempuan dalam dunia politik adalah sah dan dibenarkan menurut
hukum Islam.
Kebolehan perempuan untuk ikut aktif dalam dunia politik
menurut tokoh-tokoh NU wilayah Sulawesi Selatan harus dengan
persyaratan bahwa keterlibatannya tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum atau norma-norma agama. Artinya bahwa
keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak ada halangan dari
segi hukum Islam, yaitu selama tidak melanggar aturan-aturan hukum
yang telah ada dan telah mengatur kaum perempuan.
Secara kultural, tokoh-tokoh NU memahami bahwa keterlibatan
kaum perempuan dalam dunia politik dibatasi oleh norma-norma
agama yang bersifat sosial atau aturan-aturan agama yang mengatur
tentang kehidupan sosial umat manusia. Di samping itu, tokoh-tokoh
NU menekankan perlunya memperhatikan hal-hal yang bersifat kodrati
pada diri kaum perempuan. Artinya, kaum perempuan boleh saja
terlibat pada dunia politik yang penting tidak boleh menghilangkan
sifat-sifat kodrati yang ada pada dirinya, serta tugas-tugas pokok yang
sudah ditetapkan secara kultur kepada diri seorang perempuan, seperti
tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga.
Kelihatannya istilah gender tidak dapat diterima sepenuhnya
oleh tokoh-tokoh NU wilayah Sulawesi Selatan, karena istilah itu
sendiri bukanlah produk Islam dan bukan pula istilah yang lahir dari
tradisi bangsa Indonesia. Tetapi secara aplikatif tokoh-tokoh NU juga
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memberikan komentar bahwa persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan harus tetap dibatasi oleh norma-norma agama dan adat-
istiadat yang sudah mengakar dalam masyarakat Islam.
Jadi, nampak jelas dalam pandangan tokoh-tokoh NU Sulawesi
Selatan bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan boleh
saja terjadi, tetapi persamaan hak itu tetap pada koridor-koridor norma
agama serta pengakuan dari adat dan tradisi bangsa Indonesia.
Dalam hal keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan
melihat aktifitas legislator perempuan di Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh
NU Sulawesi Selatan menyatakan setuju dengan syarat-syarat tertentu,
hal ini sebagaimana dalam komentarnya, sebagai berikut:
‘Keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak dilarang dengansyarat sebagaimana disebutkan pada poin-poin sebelumnya, yaitutidak melanggar norma ajaran Islam dan tidak menyalahi kodratnyasebagai perempuan serta tidak melalaikan tugas-tugasnya sebagaipendidik generasi dan sebagai ibu. Perempuan yang ingin berpolitikharus punya bekal iman, kecerdasan, dan keahlian. Perempuan yangmau berpolitik harus punya bekal yang mapan, berakhlak mulia, danmemiliki nilai-nilai kejujuran. Perempuan harus punya komitmenyang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.’176
Komentar tokoh-tokoh NU wilayah Sulawesi Selatan di atas
memberikan indikasi bahwa ada tugas-tugas pokok yang diberikan oleh
agama dan tradisi masyarakat Indonesia bagi seorang ibu, yaitu
tugasnya sebagai ibu. Kebolehan perempuan terlibat dalam dunia
politik harus dibarengi dengan keharusan perempuan mengemban
tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dalam rumah
176Disimpulkan dari hasil wawancara tokoh-tokoh NU Sulawesi Selatan.
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tangganya. Artinya, tidak melalaikan tugas-tugas yang telah menjadi
tanggung jawabnya.
Dari kedua pandangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan memberikan peluang yang sama
kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam dunia politik.
Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan tidak melarang perempuan
terlibat dan ikut serta dalam politik. Akan tetapi dengan syarat,
perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, sebagai
isteri dan ibu dari anak-anaknya. Ketika perempuan tidak melupakan
kodratnya, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk
beraktifitas. Perempuan boleh dan sah-sah saja melibatkan diri dalam
politik praktis sekalipun.
Persoalan selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari
pemahaman masyarakat Islam di Sulawesi Selatan terhadap
keterlibatan politik perempuan?. Kalau masyarakat Islam di Sulawesi
Selatan menganggap bahwa perempuan boleh-boleh saja terlibat dalam
dunia politik, sudahkah pemahaman itu sejalan dengan prakteknya di
lapangan?.
Dari beberapa data yang telah dikemukakan, masyarakat Islam di
Sulawesi Selatan masih belum melepaskan sepenuhnya perempuan
untuk terlibat dalam dunia politik, apatah lagi dalam politik praktis.
Data keterlibatan perempuan yang sangat sedikit menunjukkan bukti
bahwa masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, meski telah memahami
kebolehan perempuan ikut serta berpolitik, tetapi penulis menangkap
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kesan dari jawaban responden bahwa boleh tidaknya perempuan
terlibat dalam dunia politik terletak pada bagaimana perempuan tetap
tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Sementara itu, kodrat
dipahaminya bukan hanya pemberian Tuhan tetapi juga pemberian
adat.
Pada tataran pemahaman ‘kodrat’ inilah, jika dipahami sebagai
pemberian Tuhan (hamil, melahirkan dan menyusui), maka tidak
menjadi masalah. Namun, ketika kodrat dipahami sebagai pemberian
adat, maka perempuan belum terlepas dari kungkungan budaya dan
struktur. Oleh karenanya, realisasi dan implementasi dari pemahaman
keagamaan masyarakat Islam di Sulawesi Selatan belum berjalan pada
koridor yang sebenarnya.
Idealnya, ketika masyarakat Islam di Sulawesi Selatan
memahami bahwa perempuan boleh saja terlibat dalam dunia politik,
implementasi pemahaman itu tidak menjadikan adat kebiasaan atau
budaya masyarakat sebagai tolok ukur kodrat seorang perempuan.
Sebab budaya yang mengakar pada masyarakat di Sulawesi Selatan
adalah budaya patriarkhal, yang semua serba laki-laki.
Dari kondisi riil ini, penulis berkesimpulan bahwa di samping
penafsiran yang bias gender dan kurangnya pendidikan bagi
perempuan, budaya Sulawesi Selatan turut memberi andil lambannya
proses partisipasi politik perempuan. Budaya pangaderreng yang
dimaksudkan untuk memuliakan perempuan, kemudian
diejawantahkan dalam dunia nyata terlalu berlebih-lebihan, sehingga
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perempuan lebih banyak dinina bobokkan di sangkar madu. Kebiasaan
mengucapkan pemmali yang tidak pada tempatnya, membuat
perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan merasa enggan berbuat
banyak karena kekhawatiran melanggar budaya dan takut dicap sebagai
orang yang tidak beradat.
Belum lagi, stereotype-stereotype negatif yang dilekatkan pada
perempuan, bahwa perempuan itu lembut, lemah, emosional, dan lain
sebagainya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ‘dipandang’ agak kasar
semuanya dimonopoli kaum laki-laki. Dampaknya adalah pembatasan
bahkan pelarangan aktifitas-aktifitas perempuan di luar rumah, karena
dianggapnya di luar rumah banyak yang dapat mengganggu
perempuan, dan perempuan tidak punya kekuatan untuk melakukan
perlawanan, maka pemmali-lah perempuan keluar malam.
Budaya inilah yang menjadikan perempuan di Sulawesi Selatan
sangat lamban mengikuti lajunya perkembangan, dikarenakan
banyaknya pelarangan-pelarangan yang dilekatkan pada perempuan. Di
samping menjadikan perempuan tidak punya kekuatan lebih untuk
melakukan perlawanan-perlawanan, dikarenakan beratnya beban
ganda yang mereka pikul. Hal inilah yang membuat perempuan di
Sulawesi Selatan belum maksimal dalam perjuangannya.
Perjuangan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak sosial kaum
perempuan belumlah final dan sering diabaikan karena sebagian kaum
laki-lakinya menganggap kaum perempuan itu lemah dan mudah
diatur. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi kaum perempuan yang
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menghendaki keadilan dan hak-hak sosialnya ditegakkan memberikan
kepercayaan sepenuhnya kepada kaum pria untuk memperjuangkan.
Tampaknya, perempuan di Sulawesi Selatan harus senantiasa bersabar,
menunggu proses yang sedang bergulir, menuju cita dan harapan
kesetaraan profesional.
Tidak dapat dipungkiri bahwa meski perempuan memiliki
potensi yang sangat besar, namun sangat ironis karena tidak semua
dari perempuan itu sendiri menyadarinya. Bahkan perempuan yang
berpendidikan tinggi sekalipun, terkadang masih merasa rendah diri
terhadap potensi yang dimilikinya. Kenyataan demikian, secara tidak
langsung justeru menjadi celah dan ruang bagi laki-laki untuk
memperlakukan perempuan hanya sebagai obyek, baik dalam
kehidupan keluarga, karir, atau dalam kehidupan sosial, politik dan
budaya. Padahal, perlakuan seperti itu dapat dianggap sebagai salah
satu bentuk “pelecehan” potensi dan kompetensi perempuan.
Akan tetapi, perempuan tidak bisa hanya menuntut representasi
politik tanpa mereformasi kapasitas intelektual dan kepemimpinan
politiknya. Perempuan harus membangun kepercayaan dirinya untuk
memiliki kemampuan melakukan partisipasi politik sejak unit keluarga,
yaitu dalam pengambilan keputusan secara demokratis bagi
kemaslahatan bersama. Setiap perempuan harus memiliki bekal
pengetahuan dan wawasan serta keterampilan berpolitik yang
semuanya berpulang pada bagaimana pola pendidikan politik bagi
perempuan dirancang sedemikian rupa sehingga mereka sadar politik.
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Baik dalam arti sempit, yaitu berpolitik dalam koridor partai politik
maupun dalam arti luas yaitu turut terlibat dalam setiap pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, baik dalam unit
keluarga, masyarakat maupun negara.
Sebab itu, agar perempuan berhasil dalam memerankan
fungsinya sebagai pionir perubahan sosial, maka pertama-tama
dilakukan haruslah melepaskan persepsi negatif dalam diri perempuan
sendiri. Perempuan sepantasnya mencermati kenyataan, bahwa ruang
publik telah terbuka seluas-luasnya, sehingga tidak perlu lagi ragu-ragu
mengasah diri dan tampil ke depan untuk mengambil peran pada
pelbagai sektor kehidupan dan sosial kemasyarakatan, yaitu maju dan
bekerjasama secara kualitatif dengan laki-laki.
Dalih budaya tidak dapat lagi dijadikan sebagai satu-satunya
alasan lambannya gerak perempuan Sulawesi Selatan. Sebab, saat ini
meski perempuan Sulawesi Selatan masih tertatih-tatih, tetapi
perempuan Sulawesi Selatan harus bergerak cepat menyikapi segala
perubahan. Perempuan harus membekali diri dengan kemampuan yang
maksimal, meningkatkan intelektualitas dan agamanya, agar mampu
bersaing di segala lini kehidupan. Saat ini, peluang dan kesempatan itu
sudah terbuka lebar. Sekarang, terpulang pada perempuan itu sendiri.
Mampukah ia meraih harapan dan citanya?.
Ketika perempuan mampu bersaing pada bidang tersebut, maka
ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih harapan dan cita-
citanya. Ketika perempuan tidak mampu, maka perempuan harus
286
legowo mempersilahkan mitra kerjanya –kaum laki-laki- untuk
menempati posisi tersebut. Dengan demikian, kedamaian,
ketenteraman serta keadilan yang merata akan tercipta.
Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan memahami bahwa
perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat
mengisi pembangunan, termasuk terlibat dalam politik praktis. Oleh
karenanya, perempuan dan laki-laki tidak dilarang untuk ikut serta
dalam dunia politik. Sekarang, tinggal bagaimana pemahaman
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan tersebut diejawantahkan dalam
kehidupan nyata. Sehingga kedua anak manusia tersebut benar-benar
merasakan nikmatnya hidup berdampingan secara profesional. Tidak
ada lagi marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif, dan pelecehan
terhadap perempuan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, akan
tetapi tidak untuk dibeda-bedakan.
E. Kendala dan Solusi Keikutsertaan Perempuan dalam
Politik
Belum maksimalnya pemanfaatan potensi perempuan dalam
bidang politik, bahkan cenderung mendekati posisi terbelakang,
menurut Tjokrowinoto bahwa penyebabnya antara lain :177
1. Adanya dikhotomi maskulin
177Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan, Dilema, dan Tantangan
(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 23.
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2. Feminim peranan manusia sebagai akibat dari determinasi
biologis seringkali mengakibatkan proses marginalisasi
perempuan.
3. Adanya dikhotomi peran publik/peran domestik yang  berakar
dari syndroma bahwa “peran perempuan adalah di rumah”, pada
gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan
fungsi reproduktif antara laki-laki dan perempuan.
4. Adanya konsep “beban kerja ganda” (double burden) yang
melestarikan wawasan bahwa tugas perempuan sebagai ibu
rumah tangga, cenderung mengalami proses aktualisasi potensi
perempuan secara utuh.
5. Adanya syndroma subordinasi dan peran marginal perempuan
telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi perempuan
dalam masyarakat adalah bersifat sekunder.
Dari beberapa bentuk implementasi yang telah dipaparkan dapat
dikemukakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi kaum
perempuan dalam menggeluti dunia politik, antara lain :
1. Kendala Kultural : Masih kuatnya budaya patriarkhal, yaitu suatu
mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi
kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut
terutama menempatkan status dan peranan perempuan dibawah
perwalian laki-laki.
2. Kendala Individual antara lain :
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a. Kurangnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, yang
didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak
memudahkan akses perempuan pada karier politik.
b. Adanya persepsi bahwa dunia politik adalah dunia lelaki,
sehingga merekalah yang menetapkan dan memutuskan berbagai
kebijakan dan perundangan termasuk nasib dan masa depan
perempuan.
c. Kemampuan perempuan masih terbatas. Kesempatan belajar
belum maksimal diberikan kepada perempuan. Bagi keluarga
yang kurang mampu, kesempatan belajar akan diberikan pada
laki-laki, tidak pada perempuan. Sehingga, perempuan
mengalami kendala untuk mengembangkan diri, karena masih
kurangnya sumber daya yang dimilikinya.
3. Kendala Struktural :
a. Jalan panjang yang harus ditempuh perempuan agar bisa sampai
pada posisi yang menentukan dalam bidang politik dan
pengambilan keputusan, menjadikan perempuan semakin
enggan memasukinya. Jika partisipasi politik disalurkan melalui
partai tertentu, maka jenjang yang harus dilaluinya pun sangat
panjang. Untuk dapat menjadi anggota legislatif, pertama-tama
perempuan harus menjadi anggota Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) untuk seleksi tahap pertama. Kemudian Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Proses
289
seleksi ini terkadang sangat rumit dan bertele-tele, bahkan penuh
dengan persaingan yang licik dan tidak sehat.
b. Institusi politik yang ada terkadang membuat perempuan enggan
memasukinya. Institusi-intitusi yang ada pun saat ini masih
didominasi sebagian besar kaum lelaki, dan perempuan pun
tampaknya tidak didorong untuk memasukinya. Dominasi lelaki
membuat institusi tersebut berwajah maskulin.
c. Kurangnya aset yang dimiliki perempuan untuk berperan serta
dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, karena
kebanyakan perempuan berpendidikan rendah dan bahkan tidak
berpendidikan sama sekali.
Adapun solusi atau strategi yang harus ditempuh dalam
mengatasi kendala tersebut antara lain :
1. Membebaskan perempuan dari ketimpangan gender. Sekaitan
dengan hal tersebut, perempuan sendiri harus mengambil posisi
untuk melawan hegemoni yang merendahkan perempuan tersebut.
2. Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan pendidikan,
pekerjaan dan perbaikan sistem hukum. Termasuk di dalamnya
membangun ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan aktifitas perempuan dalam aktifitas pemilihan umum
melalui kampanye pendidikan dan informasi, pelatihan dalam
keterampilan kepemimpinan dan keterampilan berpolitik.
Organisasi dan aktifis perempuan perlu mengidentifikasi dan
290
memberi dukungan nyata pada perempuan sebagai calon salah satu
partai politik.
4. Mengadopsi affirmative action dengan menghapuskan cara-cara
yang sekarang dipakai untuk meningkatkan peran perempuan dan
menentukan cara-cara yang bertujuan memberi rangsangan pada
perempuan untuk menggunakan berbagai peluang yang ada. Cara-
cara ini bisa berupa adanya usaha nyata dari pemerintah untuk
menghapus segala bentuk diskriminasi. Salah satu caranya adalah
dengan mengkampanyekan konvensi internasional yang sudah atau
yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan
mempromosikan studi tentang ketimpangan gender secara
akademis melalui organisasi perempuan.178
5. Mensosialisasikan bahwa kemampuan yang dimiliki perempuan
sama dengan laki-laki, dengan menjaga dan mengawal secara
sistematik konsep pengarusutamaan gender di semua lini, kemudian
178Adapun konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi antara lain : 1).
Konvensi ILO No. 45 Tahun 1935 dengan Stbl No. 219 Tahun 1937 tentang Kerja
Bagi Perempuan pada Segala Macam Tambang Bawah Tanah, 2). Konvensi ILO No.
100 Tahun 1950 dengan UU No. 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang sama bagi
laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, 3). Konvensi ILO No.
111 Tahun 1985 dengan UU No. 21 Tahun 1959 tentang Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan, 4). Konvensi PBB tentang Hal Politik Perempuan  (New
York) yang diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958, 5). Konvensi PBB tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang
diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984, dan 6). Protokol Opsional CEDAW yang
ditandatangani Februari 2000. Sedang deklarasi yang ditandatangani dan diadopsi
antara lain : 1). Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen,
1994), 2). Konferensi Internasional tentang Kependudukan (ICPD, Cairo, 1994), 3).
Konferensi Dunia ke-Empat tentang Perempuan; Beijing 1995 dan Landasan
Tindakan Beijing (Beijing Platform for Action), 4). Beijing Plus, New York 2000,
dimana delegasi Indonesia menyatakan bahwa  Pengarusutamaan Gender adalah
sebuah proses yang dapat memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
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memperjuangkannya ke dalam semua sektor pembangunan di
Sulawesi Selatan. Termasuk di dalamnya dengan mengalokasikan
berdasarkan kuota.
Oleh karena itu, dalam membahas rendahnya partisipasi politik
perempuan, terlebih dalam pengambilan keputusan, perlu dipegang
beberapa prinsip yang dapat mendorong terjadinya perubahan
kedudukan, peranan, kemampuan dan kemandirian perempuan
menuju pada peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut :179
1. Bahwa pemampuan perempuan dalam politik merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari upaya menegakkan hak-hak azasi
manusia. Ketertinggalan perempuan dalam politik identik
dengan tidak efisiennya pendayagunaan asset pembangunan,
yang harus menjadi concern bersama.
2. Bahwa pemampuan atau pemberdayaan perempuan dalam
politik (political empowermant) berkembang sejalan dengan
proses demokratisasi yang akan membawa dampak positif dalam
bentuk kekuatan sinergik dalam membangun suatu negara.
3. Bahwa demokrasi berkaitan dengan sistem nilai yang didasari
pada prinsip persamaan untuk semua dan di semua tingkatan
(equality for all and at every level).
4. Oleh karenanya pemampuan politik perempuan harus dimulai
pada tingkat individu sebagai suatu sistem nilai yang ditanamkan
179Titi Sumbung, Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:
Platform for Action (Jakarta: Kalyanamitra, 1996), h. 5.
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sejak dini dalam bentuk jati diri dan selanjutnya diartikulasikan
sebagai personal strenght serta diaktualisasikan dalam
lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan pada tingkat
global.
5. Bahwa pemampuan politik yang bertujuan untuk meningkatkan
keterlibatan perempuan dalam politik/kekuasaan, harus bersama
yang lain dan bukan kekuasaan untuk menindas yang lain
(power with other, ruther than power over rathers). Karenanya
pemberdayaan politik secara implisit haruslah mengandung
pengertian sebagai pemberdayaan kolektif untuk semua
perempuan dan laki-laki sebagai mitra yang setara dalam
pembangunan bangsa.
6. Bahwa pemerintah, wakil-wakil rakyat dan organisasi
kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu
membangun visi bersama dan bekerjasama dalam membangun
kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai
kekuatan pembangunan (konsep gender and development).
Sebuah hal menarik menjadi bahan perbincangan yang hangat di
media massa adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan calon independen
ikut Pilkada. Sebuah angin segar bagi kaum perempuan –dan laki-laki-,
karena dengan adanya calon independent, maka kendala struktural
yang harus ditempuh seorang kader partai politik untuk sampai pada
Daftar Calon Tetap (DCT) tidak mesti lagi dilalui. Kesempatan untuk
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ikut serta berpolitik praktis sudah lebih terbuka, tanpa harus melalui
struktur partai politik yang sangat panjang dan berbelit-belit.
Oleh sebab itu di era reformasi ini perempuan dituntut mampu
menghilangkan “apatisme” dan “rasa tidak percaya pada diri sendiri”,
yang tentu saja harus didukung dengan kemampuan intelektualitas dan
emosionalitas yang matang. Karena sesungguhnya banyak sektor publik
yang berpeluang besar untuk diisi oleh perempuan, utamanya di era
cyberspace dengan tingkat tekhnologi yang tidak lagi memandang
perbedaan jenis kelamin. Akses dan kesempatan tidak lagi menjadi
kendala, tetapi bagaimana memanfaatkan dan mengolah bakat-bakat
unik dan energi masing-masing agar mampu bersinergi dengan
tuntutan peran dan penentuan posisi. Hanya dengan memperbaiki diri
sendiri dan niat yang ikhlas, perempuan dapat mengangkat derajat dan
martabatnya untuk lebih bermartabat, dan tidak lagi dianggap sebagai
makhluk setengah dari manusia.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ada beberapa hal yang akan disimpulkan dari permasalahan yang
diajukan, yaitu :
1. Peran dan representasi perempuan dalam politik sama sekali tidak
dilarang Islam. Islam sangatlah adil dan demokratis, termasuk dalam
hal representasi perempuan dalam politik. Islam telah memberikan hak
politik pada perempuan, antara lain : hak berbicara (memberi nasehat,
mengoreksi, dan ikut serta dalam musyawarah), hak untuk memilih
dan dipilih, hak untuk ikut berjihad dan berpartisipasi dalam politik,
dan hak untuk berbaiat –meski baiat pada masa Nabi saw. tidak sama
dengan baiat pada masa sekarang-. Oleh karenanya, Laki-laki juga
harus adil dan demokratis, tidak saja membuka selebar-lebarnya ruang
politik bagi perempuan, melainkan juga siap untuk dipimpin oleh
perempuan.
Hukum dasar dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik
adalah mubah (boleh). Hal ini didasarkan pada tidak adanya nash yang
secara tegas melarang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Di
samping itu, al-Qur’an telah mengamanahkan kepada umat manusia
dalam QS. al-Taubah (9): 71 –laki-laki dan perempuan- agar senantiasa
beramar ma’ruf nahy munkar. Dunia politik adalah dunia yang sarat
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dengan fenomena-fenomena pelanggaran hukum-hukum Allah. Oleh
karenanya, peran aktif dua anak manusia sangat dibutuhkan.
Hal ini didukung pula oleh hadis Rasulullah saw. bahwa setiap kalian
adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung
jawabannya tentang apa yang telah dipimpinnya. Hadis ini adalah
penegasan mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas antara
perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa keduanya mempunyai
hak yang sama untuk memangku jabatan-jabatan politik sekalipun, dan
berkewajiban untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan
lingkup kerja masing-masing. Meski demikian, ada beberapa prasyarat
yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin,
seperti harus amanah, fathanah/cerdas, adil, berakhlak mulia, dan
sebagainya.
2. Adapun bentuk-bentuk implementasi dari hak politik perempuan di
Sulawesi Selatan dapat dilihat pada keikutsertaan perempuan dalam
lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meski sangat sedikit,
kesempatan untuk aktif dalam dunia politik sudah terbuka lebar
dengan adanya kuota 30%. Dengan bekal mayoritas pemilih adalah
kaum perempuan, logikanya akan banyak politisi perempuan tampil di
panggung legislatif.
Pada lembaga DPRD Sulawesi Selatan tahun 2004-2009, hanya
7,16% perempuan duduk di parlemen, dari 3.918.204 jiwa perempuan
Sulawesi Selatan dari segala umur untuk Tahun 2006. Sementara,
290
dominasi laki-laki di parlemen mencapai 92,84% dari 3.602.000 jiwa
laki-laki yang ternyata lebih sedikit dari jumlah perempuan.
Kini, seiring dengan laju perkembangan dan tuntutan zaman,
kondisi saat ini semakin menunjukkan adanya perubahan yang
berimplikasi mendorong kemajuan peran perempuan di semua bidang.
Perempuan Sulawesi Selatan saat ini, sudah lebih terbuka menafsirkan
nilai-nilai kultur, mereka secara kuantitas dan kualitas tidak hanya
terlibat di ranah domestik, tetapi juga aktif di ranah publik. Bahkan
banyak di antara mereka tetap melakukan aktifitas dengan peran ganda
di lingkungan rumah, sehingga status sebagai isteri, ibu rumah tangga,
teman bagi anak-anaknya, maupun sebagai anggota masyarakat tetap
dapat dilakoninya dengan baik.
Hal ini terlihat pada beberapa aspek kehidupan, di mana
perempuan menjadi pionir di bidangnya masing-masing. Di antaranya
ada Marwah Daud Ibrahim, Musda Mulia, Zohra A. Baso, Andi
Rasdiyanah, Masrurah Mukhtar, Farida Nurland, Itji Diana Daud, Nur
Fadhilah Mappaselleng, Nurlinda Azis, Fadhilah Mallarangeng, yang di
samping bergerak di bidang pendidikan, mereka juga aktif di berbagai
organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk aktif dalam politik praktis.
3. Sementara itu, dalam pandangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan
–dalam hal ini Muhammadiyah dan NU- perempuan sah-sah saja ikut
serta berpartisipasi dalam politik. Perempuan dan laki-laki -menurut
kedua ormas ini- memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam
pembangunan. Meski demikian, harus diakui bahwa ada perbedaan
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mendasar yang telah diberikan oleh Islam terhadap perempuan dan
laki-laki. Perempuan memiliki kodrat tertentu yang telah digariskan
Allah, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Oleh karenanya,
perempuan yang ingin terlibat dalam politik praktis, seperti menjadi
legislator atau presiden, ia harus memiliki kapasitas keilmuan dan
keahlian yang memadai di bidangnya dan memiliki nilai-nilai imani
yang kuat.
Perempuan yang memiliki keimanan yang kuat, tidak akan
mudah terjerumus pada politik yang tidak sehat, tidak mudah
terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar
berjuang untuk menyuarakan kepentingan orang banyak. Perempuan
yang beriman, senantiasa menjaga dirinya dari fitnah yang bisa timbul
karena aktifitasnya di ranah publik. Ia juga tidak serta merta
mengabaikan kodratnya sebagai perempuan, sebagai isteri dan sebagai
ibu dari anak-anaknya.
4. Beberapa faktor yang menjadi kendala dan solusinya bagi perempuan
Sulawesi Selatan dalam berpolitik adalah :
a. Faktor Eksternal :
1). Pemahaman ajaran agama yang bias gender. Dalam bidang
agama, masalah utama yang dihadapi adalah masih rendahnya
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai
agama yang menjelaskan peran dan fungsi perempuan, dan
masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan
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kedudukan dan peranan perempuan. Contoh bahwa perempuan
itu lemah akal dan agamanya.
2). Kendala Kultural : Masih kuatnya budaya patriarkhal, yaitu suatu
mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi
kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Banyak stereotipe
yang dilekatkan pada perempuan yang cenderung merendahkan,
lalu mendapat pembenaran dari tradisi budaya dalam
masyarakat, seperti perempuan lemah, tidak rasional, dan sangat
emosional.
3). Perempuan kurang mendapat dukungan, baik dari keluarga
maupun masyarakatnya.
b. Kendala Struktural :
1). Panjangnya proses yang harus ditempuh perempuan agar bisa
sampai pada posisi kunci, di samping proses seleksi yang
terkadang sangat rumit dan bertele-tele, bahkan penuh
dengan persaingan yang licik dan tidak sehat.
2). Institusi politik yang ada terkadang membuat perempuan
enggan memasukinya. Institusi politik masih didominasi laki-
laki, dan perempuan pun tidak didorong untuk memasukinya.
Perempuan masih diperlakukan tidak lebih sebagai obyek atau
alat mobilisasi massa.
3). Kurangnya aset yang dimiliki perempuan. Bukan lagi rahasia,
bahwa siapa saja ingin menjadi calon legislatif, maka ia harus
memiliki modal tertentu. Perempuan banyak yang tidak
293
bekerja, hanya mengharap belas kasih suami, sehingga untuk
menjadi anggota legislatif persyaratan modal tidak dapat
dipenuhinya.
c. Faktor Internal/Kendala Individual antara lain :
1). Perempuan kurang percaya diri (self confidence), yang
didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak
memudahkan akses perempuan pada karier politik.
2). Adanya persepsi bahwa dunia politik adalah dunia lelaki,
sehingga merekalah yang menetapkan dan memutuskan
berbagai kebijakan dan perundangan termasuk nasib dan
masa depan perempuan. Sehingga, perempuan kurang
berusaha untuk merebut peluang.
3). Kemampuan perempuan masih terbatas dan buta politik.
Kesempatan belajar belum maksimal diberikan kepada
perempuan. Bagi keluarga yang kurang mampu, kesempatan
belajar akan diberikan pada laki-laki, tidak pada perempuan.
Sehingga, perempuan mengalami kendala untuk
mengembangkan diri, karena masih kurangnya sumber daya
yang dimilikinya.
Adapun solusi atau strategi yang harus ditempuh dalam
mengatasi kendala tersebut antara lain :
1. Melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman ajaran agama yang
bias gender dan patriarkhis dengan pendekatan-pendekatan yang
berperspektif gender.
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2. Membebaskan perempuan dari ketimpangan gender. Sekaitan
dengan hal tersebut, perempuan sendiri harus mengambil posisi
untuk melawan hegemoni yang merendahkan perempuan tersebut.
3. Meningkatkan kualitas perempuan melalui peningkatan pendidikan,
pekerjaan dan perbaikan sistem hukum. Termasuk di dalamnya
membangun ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan,
sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun di politik.
Salah satu caranya adalah meningkatkan aktifitas perempuan dalam
aktifitas pemilihan umum melalui kampanye pendidikan dan
informasi, pelatihan dalam keterampilan kepemimpinan dan
keterampilan berpolitik.
5. Meyakinkan institusi politik bahwa peran serta perempuan dalam
pengambilan kebijakan publik sangat penting sehingga perlu
meningkatkan rekruitmen calon dan selanjutnya menempatkan
perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) parpol.
6. Meyakinkan masyarakat, termasuk media massa, agar mendukung
keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya
lembaga legislatif daerah.
7. Mengadopsi affirmative action dengan menghapuskan cara-cara
yang sekarang dipakai untuk meningkatkan peran perempuan dan
menentukan cara-cara yang bertujuan memberi rangsangan pada
perempuan untuk menggunakan berbagai peluang yang ada. Cara-
cara ini bisa berupa adanya usaha nyata dari pemerintah untuk
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menghapus segala bentuk diskriminasi. Salah satu caranya adalah
dengan mengkampanyekan konvensi internasional yang sudah atau
yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan
mempromosikan studi tentang ketimpangan gender secara
akademis melalui organisasi perempuan.
8. Mensosialisasikan bahwa kemampuan yang dimiliki perempuan
sama dengan laki-laki, dengan menjaga dan mengawal secara
sistematik konsep pengarusutamaan gender di semua lini, kemudian
memperjuangkannya ke dalam semua sektor pembangunan di
Sulawesi Selatan.
B. Implikasi
Disertasi ini membahas tentang implementasi hak politik
perempuan dalam masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Pembahasan
dimulai dengan memahami konsep Islam tentang hak-hak politik kaum
perempuan sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan hadis
Rasulullah saw. setelah itu kemudian dilihat pada tataran aplikatif di
tengah-tengah masyarakat Islam Sulawesi Selatan.
Adanya legitimasi yang kuat dari al-Qur’an ataupun hadis bagi
perempuan untuk mendapatkan hak-hak berpolitik dalam
kehidupannya kiranya dapat memberikan motivasi kepada kaum
perempuan untuk tetap berjuang dan berusaha keras memperoleh hak-
hak tersebut. Di samping itu, dalam disertasi ini juga dikemukakan
dukungan masyarakat terhadap perempuan untuk
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mengimplementasikan hak-hak politiknya memberikan motivasi
tersendiri dan semangat baru bagi kaum perempuan yang akan bergelut
dalam dunia politik.
Walaupun tampaknya masih ada pemahaman atau tanggapan
dari beberapa kalangan yang senantiasa memberikan batasan-batasan
tertentu kepada perempuan, di mana batasan atau persyaratan itu
kelihatannya masih sangat sarat dengan nuansa dan pengaruh tradisi-
tradisi masa lalu, sehingga bagi perempuan yang ikut berperan aktif
dalam dunia politik diharapkan memiliki kesabaran untuk merubah
secara perlahan-lahan paradigma yang telah terbangun dalam
masyarakat Sulawesi Selatan.
Dalam perspektif hukum Islam, perempuan mendapatkan
peluang yang sama dengan laki-laki untuk terjun dalam dunia politik,
sementara pada sisi lain telah terbangun sebuah kemapanan dalam
masyarakat bahwa perempuan yang berperan aktif dalam dunia politik
tidak boleh melupakan kodratnya yang didasarkan pada norma agama
dan tradisi budaya. Dalam arti bahwa perempuan memiliki peran
ganda, karena adanya peran yang diberikan oleh agama, tradisi dan
budaya dalam masyarakat di Sulawesi Selatan.
Peran ganda inilah yang terkadang menguras tenaga perempuan,
sehingga ketika terjun dalam dunia politik yang digunakan hanyalah
sisa-sisa tenaga. Dengan demikian, hasil karya perempuan-perempuan
tersebut tidak lagi maksimal. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya dan
297
kerja keras dari seorang perempuan untuk dapat terjun ke dunia
politik.
Pada dasarnya perempuan telah memiliki potensi psikopolitik
yang setara dengan laki-laki sehingga tidak ada alasan bagi kaum pria
untuk mencitrakan mitranya sebagai perempuan yang tidak pantas atau
cocok berkiprah di dunia politik. Dengan demikian, baik laki-laki
maupun perempuan tetap mendapatkan porsi yang setara untuk
memberikan pilihan aktivitas kariernya. Karena kenyataannya, tidak
semua kaum laki-laki berminat terjun ke dalam kancah politik praktis.
Oleh karena itu, adalah sikap arif jika kita memberikan tempat
kepada perempuan untuk berpolitik dengan caranya, seperti halnya
laki-laki memiliki caranya sendiri. Kita akan melihat mana yang lebih
banyak memberikan akses yang positif bagi perkembangan demokrasi
yang lebih sehat dan berkeadilan. Pasalnya, selama ini, Indonesia
dibangun di atas fondasi demokrasi yang didominasi dengan cara-cara
berpolitik laki-laki yang melahirkan perilaku otoriter, birokratisme,
yang membawa ke arah tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)
dan penindasan atas Hak Azasi Manusia (HAM). Wall±hu a’lam bi al-
¡aww±b
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